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Kegiatan Produksi dan Pemasaran Pada Pembudidaya Ikan di Kabupaten Kampar, Riau: (x) Tingkat 
Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Pengolahan 
Dan Pemasaran Hasil Perikanan. 
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UDC 639.2 (910.7) 
PENILAIAN KESIAPAN MALUKU SEBAGAI LUMBUNG IKAN NASIONAL 


Siti Hajar Suryawati dan Tajerin 


Maluku merupakan propinsi kepulauan dengan potensi sumberdaya perikanan tangkap yang besar. Potensi tersebut 
meliputi kelompok jenis ikan pelagis besar seperti tuna dan cakalang, pelagis kecil, demersal, udang, cumi-cumi dan 
ikan karang. Hal tersebut mendorong pemerintah menjadikan wilayah Maluku menjadi lumbung ikan nasional (M-LIN). 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status kesiapan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Metode analisis 
yang digunakan adalah Multi Dimensional Scaling (MDS) dala bentuk RAP-MLIN (Rapid Appraisal for Maluku as 
Lumbung Ikan Nasional) yang merupakan modifikasi dari software Rapfish (Rapid Appraisal for Fisheries). Hasil 
analisisnya dinyatakan dalam bentuk indeks dan kesiapan program tersebut. Analisis leverage dan Monte-Carlo 
digunakan untuk mengetahui faktor pengungkit yang merupakan atribut-atribut yang sensitif terhadap indeks dan 
status kesiapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi ekologi statusnya cukup siap (50,33%), dimensi 
ekonomi cukup siap (67,62%), dimensi sosial siap (92,37%), dimensi teknologi siap (99,90%), dimensi infrastruktur 
cukup siap (70,56%), dan dimensi kelembagaan dan kebijakan siap (86,26%). Dari 47 atribut yang dianalisis, terdapat 
18 atribut yang merupakan faktor pengungkit terhadap indeks dan status kesiapan, sehingga perlu dilakukan upaya 
perbaikan atau intervensi terhadap atribut-atribut tersebut. Dengan melakukan intervensi terhadap 18 faktor tersebut 
diharapkan dapat meningkatkan status kesiapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional ke tingkat yang lebih siap. 
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UDC 639.2.(910.17) 
STATUS KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA PERIKANANDI PERAIRAN BENGKULU 


Yuyun Erwina, Rahmat Kurnia dan Yonvitner 


Pengelolaan sumber daya perikanan belum berhasil menuaikan kesejahteraan. Untuk itu perlu dilakukan penelitian 
dengan tujuan menganalisis keberlanjutan sumber daya perikanan di perairan Bengkulu. Penelitian dilakukan pada 
awal Oktober sampai dengan akhir November 2014. Lokasi penelitian di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan 
data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung dan wawancara (200 responden) 
dengan metode purposive sampling dan pengukuran panjang ikan dominan yang tertangkap yaitu : Ikan kape-kape 
(Psenes sp) (1.217 ekor), ikan bleberan (Thryssa sp) (699 ekor) dan tenggiri (Scomberomorus sp) (492 ekor). Analisis 
data dilakukan dengan menggunakan metode Multi Dimensional Scaling (MDS) melalui pendekatan RAPFISH (Rapid 
Asessment Technigue for Fisheries). Penentuan prioritas strategi kebijakan menggunakan analisis kobe plot. Hasil 
kajian menunjukkan bahwa status keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan termasuk dalam kategori kurang 
berkelanjutan dengan nilai indeks 47,109, nilai stress 12,8% dan nilai R? sebesar 95,3%. Strategi pengelolaan yang 
harus dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan keberlanjutan sumber daya perikanan adalah: Strategi restorasi 
(0—5 tahun), strategi pengembangan sosial (5-10 tahun) dan strategi keberlanjutan (10-15 tahun). Atribut yang menjadi 
prioritas untuk diperbaiki dalam rangka meningkatkan status keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan di 
perairan Bengkulu adalah harga jual ikan, pemanfaatan pengetahuan lokal yang terkait dengan pengelolaan perikanan, 
atribut tingkat konflik antar nelayan dan atribut peranan lembaga keuangan mikro/ kelompok usaha bersama. 
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UDC 338.94 (594.51) 
TOTAL FAKTOR PRODUKTIVITAS DAN INDEKS INSTABILITAS PERIKANAN TANGKAP 
(KASUS DI PELABUHAN RATU, JAWA BARAT) 


Budi Wardono, Akhmad Fauzi, Achmad Fahrudin dan Agus Heri Purnomo 


Perkembangan produksi perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhan Ratu secara total mengalami 
peningkatan lebih dari dua kali lipat pada periode 2002 sampai 2013. Peningkatan produksi hanya terjadi pada armada 
Kapal Motor (KM) dengan armada lebih 5 GT, sedangkan produksi ikan dari Perahu Motor Tempel (PMT) dengan 
armada kurang dari 5 GT mengalami penurunan tajam. Pada tahun 2013 share produksi ikan dari KM sebesar lebih 
95 % sedangkan produksi ikan dari PMT kurang dari 5 Yo. Kondisi ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam 
alokasi sumber daya. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor produktivitas total dan indeks ketidakstabilan pada 
perikanan tangkap. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus — Desember 2014 di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. 
Teknik analisis menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) dan Coppock Index Instability (Cll). Data 
yang digunakan adalah data time series statistik PPN Pelabuhan Ratu. Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan 
bahwa sebagian besar armada telah mencapai tingkat efisiesni (nilai efisiensi=1); sedangkan perubahan total faktor 
produktivitas mengalami fluktuasi yang tajam (berada dikuadran III) pertumbuhan tinggi disertai ketidakpastian yang 
tinggi, mengindikasikan terjadi ketidakstabilan. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya persaingan yang ketat diantara 
pelaku usaha sehingga menyebabkan terjadinya over-fishing dan over-capasity. Oleh karena itu diperlukan kebijakan 
untuk dapat mengurangi ketidakstabilan dengan cara rasionalisasi armada tangkap terutama alat tangkap yang sudah 
tidak efisien dan pengendalian kapal tuna long line. 


Kata Kunci: over capacity, Coppock Instability Index (CII), Data Envelopment Analysis (DEA), efisiensi, total faktor 
produktivitas 
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UDC 639.2.04 


ANALISIS PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA BERBASIS EKONOMI BIRU DENGAN PENDEKATAN 
ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) 


| Nyoman Radiarta, Erlania, dan Joni Haryadi 


Penerapan konsep pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis blue economy (BE) merupakan langkah 
strategis dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan. Konsepsi BE bertujuan untuk menciptakan suatu 
industri yang ramah lingkungan, sehingga bisa tercipta pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi kondisi terkini dan langkah-langkah strategis pengembangan perikanan 
budidaya berbasis BE di Indonesia. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-Oktober 2014. Data dikumpulkan dari 
lima lokasi yaitu: Provinsi Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan, serta Kabupaten 
Sumbawa. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan kuisioner terstruktur 
yang disusun dengan pendekatan Analytic Hierarchy Process. Analisis Strength Weakness Opportunities Threat 
(SWOT) dilakukan untuk melihat aspek-aspek yang mempengaruhi pengembangan perikanan budidaya yang berbasis 
BE. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penerapan BE di bidang perikanan budidaya masih harus diperkaya dengan 
kerangka kebijakan kelautan dan perikanan, termasuk didalamnya ketersediaan teknologi perikanan budidaya yang 
prospektif, peningkatan sumberdaya manusia, sosialisasi konsepsi BE, dan penerapan perikanan budidaya yang 
mampu mengakomodasi prinsip-prinsip BE. 


Kata Kunci: perikanan budidaya, ekonomi biru, budidaya terintegrasi, Analytical Hierarchy Process, SWOT 
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UDC 639.2.068; 


EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN USAHA MASYARAKAT MANDIRI 
KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA USAHA PENGOLAHAN IKAN: (Studi Kasus di Kota Banda Aceh) 


Yayan Hikmayani dan Riesti Triyanti 


Program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan seringkali tidak 
tepat sasaran dan tidak memperhitungkan keberlanjutan program sehingga kemiskinan tidak berkurang bahkan 
semakin bertambah. Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) merupakan salah satu program Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (KKP) ditujukan untuk menanggulangi kasus kemiskinan pada kelompok masyarakat tertentu. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) pada 
kelompok masyarakat pengolah dan pemasar hasil perikanan di Kota Banda Aceh, mengetahui respon masyarakat 
terhadap Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP P2HP), 
dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan desk study. Pengambilan 
sampel ditentukan secara purposive dengan responden anggota kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan 
(POKLAHSAR) penerima program. Metode analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pelaksanaan PUMP P2HP di setiap tahapannya secara normatif memang telah terlaksana dan terdapat 
kesesuaian antara ketentuan pedoman program dengan pelaksanaannya di masyarakat. Namun demikian, dalam hal 
pelaksanaannya sebagai sebuah program pemberdayaan, secara substansi masih jauh dari tujuan yang diharapkan. 
Hal ini didukung dengan analisis mengenai respon masyarakat terhadap pelaksanaan program, baik itu mengenai 
keberlanjutan program, keterlibatan dalam program, manfaat program, dan konflik selama pelaksanaan program. 
Faktor-faktor dominan yang dapat menghambat pelaksanaan program ini secara keseluruhan perlu dilakukan 
perubahan dan perbaikan. Faktor yang menjadi penghambat dan penunjang keberhasilan program yaitu kesesuaian 
lokasi, pemberian peralatan yang menunjang produksi, dan ketepatan calon penerima bantuan. Rekomendasi kebijakan 
untuk perbaikan pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) di masa depan yaitu (1) Penyederhanaan dalam 
prosedural kegiatan program, (2) Ketepatan pemilihan calon penerima, (3) Pelatihan dan pendampingan kepada para 
calon penerima maupun penerima bantuan, dan (4) Evaluasi terhadap program bantuan untuk pengembangan usaha 
dan kemandirian penerima bantuan secara berkelanjutan. 
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UDC 338.47 
PENILAIAN PULAU KECIL SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN 
INVESTASI EKOWISATA (Studi Kasus Pulau Tidung Kecil, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI) 


Puguh W. Widodo, Rahmat Kurnia dan Sulistiono 


Pulau Tidung Kecil merupakan pulau kecil tidak berpenduduk yang mempunyai potensi untuk pengembangan 
ekowisata. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung indeks investasi ekowisata yang akan menentukan kelayakan 
investasi ekowisata pulau kecil. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan 
analisis indeks. Pegumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan analisi peta, sedangkan data sekunder 
diperoleh melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pulau Tidung Kecil mempunyai nilai natural 
resources and geostrategic island index (NI) sebesar 3,67, govermenance index (GI) sebesar 4,20, infrastructure 
index (II) sebesar 3,22 dan, sosio economic and culture index(SI) sebesar 2,64. Sehingga dengan formulasi Small 
Island Investmen Index (SIII) didapatkan indeks investasi pulau sebesar 3,69. Dari nilai indeks tersebut, Pulau 
Tidung Kecil dapat dikategorikan kedalam pulau dengan kelayakan investasi siap. Sehingga Pulau Tidung Kecil bisa 
direkomendasikan sebagai pulau yang layak untuk pengembangan investasi ekowisata. 


Kata Kunci: indeks, ekowisata, investasi, Pulau Tidung Kecil, kelayakan investasi 
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UDC 639.4.03 
ANALISIS KELAYAKAN USAHA AGROINDUSTRI RUMPUT LAUT DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA 


Simon M. Picaulima, Anna K. Ngamel, Syahibul K. Hamid dan Roberto M.K. Teniwut 


Kabupaten Maluku Tenggara memiliki potensi sumberdaya rumput laut yang cukup besar. Ketersediaan bahan baku 
yang berlimpah akan mendorong pengembangan agroindustri rumput laut. Penelitian bertujuan untuk menganalisis 
kelayakan usaha agroindustri rumput laut secara finansial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, 
yang dilakukan pada bulan Maret hingga Oktober 2013 dengan menggunakan data primer dan sekunder. Analisis data 
dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa aspek finansial usaha pengolahan rumput 
laut layak untuk dijalankan. Secara finansial usaha agroindustri rumput laut dikatakan layak karena memiliki NPV 
lebih dari nol (NPV>0) dengan NPVtertinggi pada usaha chip atau tepung rumput laut sebesar Rp.120.607.320,00 dan 
yang terendah pada usaha puding rumput laut sebesar Rp. 302.982,00, Net B/C lebih dari satu (Net B/C>1) dengan 
nilai Net B/C terbesar pada usaha bakso rumput laut sebesar 1,80 sedangkan yang terkecil pada usaha sirup rumput 
laut yakni sebesar 1,24. IRR yang diperoleh lebih dari tingkat discount rate (IRR>DR) didapatkan nilai IRR terbesar 
pada usaha bakso rumput laut sebesar 50 persen, sedangkan yang terkecil pada usaha sirup rumput laut sebesar 28 
persen. Payback period kurang dari umur usaha (PPxUmur usaha) dimana usaha pengolahan rumput laut yang 
memiliki jangka waktu pengembalian modal tercepat adalah bakso rumput laut yakni selama satu tahun lima bulan, 
sedangkan yang terlama adalah sirup rumput laut yakni dua tahun delapan bulan. Pengembangan usaha agroindustri 
rumput laut perlu dilakukan dengan cara pengembangan pasar, peningkatan modal dalam usaha, pengembangan 
inovasi dan kreativitas usaha, serta peningkatan kualitas dan kuantitas produk. Selain itu untuk pengembangan usaha 
agroindustri rumput laut perlu ada kebijakan dari pemerintah daerah yakni pendampingan yang intensif dari dinas 
instansi terkait, regulasi dan campur tangan pemerintah dalam menarik investor. 
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PEMODELAN BERBASIS AGEN (ABM) UNTUK PENGELOLAAN AKTIVITAS MIGRASI MUSIMAN NELAYAN 
ANDON CUMI-CUMI DI PULAU SALURA 


D. Susiloningtyas, M. Boer, L. Adrianto dan F. Yulianda 


Perikanan cumi-cumi di Pulau Salura dibentuk oleh adanya agen nelayan andon, penduduk lokal, serta sumberdaya 
cumi-cumi. Kehadiran nelayan andon yang melakukan migrasi musiman dari Tanjung Luar di Pulau Lombok sampai 
ke Pulau Salura dengan aktivitas penangkapan cumi-cumi menjadikan sistem perikanan cumi-cumi ini menjadi 
berbeda dengan daerah lain. Intensitas migrasi dari nelayan andon yang tinggi berpengaruh terhadap perilaku 
penduduk lokal, serta kelimpahan sumberdaya cumi-cumi yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji model 
pengelolaan aktivitas migrasi musiman dengan pengaturan alat tangkap yang dibawa. Metode yang digunakan adalah 
dengan pemodelan berbasis agen (ABM/Agent Base Model) melalui perangkat lunak Netlogo 6.2. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengaturan jumlah unit kapal yang terlibat dalam penangkapan cumi-cumi dalam waktu satu 
tahun harus diatur. Terdapat sembilan periode migrasi musiman yang dilakukan,sehingga model pengaturan jumlah 
unit kapal yang optimal untuk dapat menjaga kelimpahan cumi-cumi dan jumlah panenan nelayan adalah sebanyak 
18 unit kapal setiap tahunnya. Populasi kelimpahan cumi-cumi yang dihasilkan sebesar 330 kuintal dengan masa 
regenerasi 42 hari, dan menghasilkan jumlah panenan sebesar 913 kuintal. 
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JARINGAN KOMUNIKASI DALAM KEGIATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN PADA PEMBUDIDAYA IKAN 
DI KABUPATEN KAMPAR, RIAU 


Zulkarnain, Djuara P Lubis, Arif Satria dan Musa Hubeis 


Telah dilakukan penelitian tentang jaringan komunikasi pembudidaya ikan di kabupaten Kampar dalam melaksanakan 
kegiatan pembudidayaan ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sentral global, sentral lokal, kebersamaan dan 
keterhubungan komunikasi yang terjadi antar pembudidaya ikan di Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode survey, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik sampling intact system. 
Jaringan komunikasi yang dianalisis adalah sentral global, sentral lokal, kebersamaan dan keterhubungan dengan 
menggunakan Software UCINET 6. Hasil penelitian menjelaskan bahwa jaringan komunikasi diantara pembudidaya 
ikan terbentuk berdasarkan kedekatan tempat tinggal dan kesamaan karakter antar anggotanya. Struktur jaringan 
komunikasi produksi dan pemasaran dalam usaha budidaya perikanan merupakan jaringan yang membentuk interlock 
personal network (memusat). Jaringan komunikasi antar pembudidaya yang memusat ini memberi arti bahwa ada 
peran dominan individu diantara sesama pembudidaya ikan. 
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TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN 
(PUMP) PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 


Rismutia Hayu Deswati dan Riesti Triyanti 


Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam keberhasilan pelaksanan program Pengembangan Usaha Mina 
Pedesaan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (PUMP P2HP) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk (1) 
Mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program; (2) Mengidentifikasi perbedaan tingkat 
partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUMP 
P2HP. Penelitian menggunakan metode survei di 6 lokasi yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tangerang, Kota Aceh, 
Kota Sibolga, Kota Makasar dan Kabupaten Banjar. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif frekuensi 
untuk mengetahui tingkat partisipasi dan faktor yang mempengaruhi serta analisis chi square untuk melihat perbedaan 
partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat pada tahap persiapan di 6 lokasi masuk 
kategori sedang senilai 58%, pada tahap pelaksanaan masuk kategori tinggi dengan skor 77% dan tahap evaluasi 
masuk kategori sedang dengan capaian skor 64%. Analisis chi square menunjukkan terdapat perbedaan tingkat 
partisipasi dengan faktor yang mempengaruhi adalah sosialisasi, pelatihan yang diikuti, workshop dan Kelompok Usaha 
Kelautan dan Perikanan (KUKP). Berdasarkan hasil tersebut rekomendasi yang disarankan bahwa untuk menunjang 
keberhasilan program PUMP P2HP diperlukan partisipasi masyarakat mulai dari tahap persiapan hingga akhir. 
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ABSTRAK 


Maluku merupakan propinsi kepulauan dengan potensi sumberdaya perikanan tangkap yang 
besar. Potensi tersebut meliputi kelompok jenis ikan pelagis besar seperti tuna dan cakalang, pelagis 
kecil, demersal, udang, cumi-cumi dan ikan karang. Hal tersebut mendorong pemerintah menjadikan 
wilayah Maluku menjadi lumbung ikan nasional (M-LIN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
status kesiapan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Metode analisis yang digunakan adalah 
Multi Dimensional Scaling (MDS) dala bentuk RAP-MLIN (Rapid Appraisal for Maluku as 'Lumbung 
Ikan Nasional) yang merupakan modifikasi dari software RAPFISH (Rapid Appraisal for Fisheries). 
Hasil analisisnya dinyatakan dalam bentuk indeks dan kesiapan program tersebut. Analisis leverage 
dan Monte-Carlo digunakan untuk mengetahui faktor pengungkit yang merupakan atribut-atribut yang 
sensitif terhadap indeks dan status kesiapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi ekologi 
statusnya cukup siap (50,33%), dimensi ekonomi cukup siap (67,62%), dimensi sosial siap (92,37%), 
dimensi teknologi siap (99,90%), dimensi infrastruktur cukup siap (70,56%), dan dimensi kelembagaan 
dan kebijakan siap (86,26%). Dari 47 atribut yang dianalisis, terdapat 18 atribut yang merupakan faktor 
pengungkit terhadap indeks dan status kesiapan, sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan atau 
intervensi terhadap atribut-atribut tersebut. Dengan melakukan intervensi terhadap 18 faktor tersebut 
diharapkan dapat meningkatkan status kesiapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional ke tingkat 
yang lebih siap. 


Kata Kunci: indeks kesiapan, status kesiapan, perikanan tangkap, Maluku, Lumbung Ikan 
Nasional 


ABSTRACT 


Maluku is an archipilagic province with large potential for fisheries resources including pelagic 
groups such as tuna and skipjack tuna, small pelagic, demersal, shrimp, squid and reef fish. This situation 
encourages the government to establish Maluku as “Lumbung Ikan Nasional (M-LIN)”. This study aimed 
to analyze the status of readiness of Maluku as “Lumbung Ikan Nasional”. Analytical method was used 
Multi Dimensional Scaling (MDS) which is so called RAP-MLIN (Rapid Appraisal for Maluku as Lumbung 
Ikan Nasional) which is a modification of the software RAPFISH (Rapid Appraisal for Fisheries). Analysis 
results expressed in terms of index and status of program readiness. Leverage and Monte Carlo analysis 
was used to determine attributes that are sensitive to the index and readiness status. Results showed 
that the ecological dimension was quite ready status (50.33%), the economic dimension was quite ready 
(67.62%), the social dimension ready (92.37%), the dimensions of the technology is ready (99.90%), the 
dimensions of the infrastructure was quite ready (70.56%), and the institutional and policy dimensions 
were ready (86.26%). Of the 47 attributes to be analyzed, there were 18 attributes enter during to factor 
of the index and the readiness status of the project, so that improvement and precise intervention can 
be made. With those intervention the implementation of Maluku as ‘Lumbung Ikan Nasional’ can be 
ensured. 


Keywords: readiness indeks, Readiness status, capture fisheries, Maluku, Lumbung Ikan 
Nasional 
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PENDAHULUAN 


Luas wilayah Provinsi Maluku mencapai 
712.479,65 km? dimana 666.139,85 km2 (93,5%) 
merupakan wilayah lautan dan 54.185 km2 (6,5%) 
wilayah daratan. Wilayah Provinsi Maluku meliputi 
1.340 buah pulau dengan panjang garis pantai 
11.098,3407 km dan berhadapan langsung dengan 
Laut Banda di bagian Selatan serta Laut Seram 
di bagian Utara (Dinas Kelautan dan Perikanan 
Provinsi Maluku, 2008). Kondisi wilayah seperti ini, 
jelas mengandung berbagai potensi sumberdaya 
alam pesisir dan laut yang cukup besar serta dapat 
menghasilkan produk dan jasa dengan daya saing 
yang tinggi (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 
Maluku, 2013). 


Potensi sumber daya ikan Provinsi Maluku 
sendiri diperkirakan adalah kurang lebih satu juta 
ton dengan jumlah tangkapan sekitar 80% per tahun 
(ZEEI, 1998). Daerah tangkapan dibagi dalam 
3 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu: 
(1) WPP Laut Banda, (2) WPP Laut Seram dan 
Teluk Tomini; dan (3) WPP Laut Arafura. Potensi 
sumberdaya perikanan di Propinsi Maluku sebesar 
1.627.500 ton/tahun dengan jumlah tangkapan yang 
diperbolehkan sebesar 1.301.800 ton/tahun sesuai 
SK Mentan No. 995/KPTS/Ik.210/9/99 tanggal 
27 September 2009 (Departemen Pertanian, 
1999). Produksi perikanan di Maluku pada Tahun 
2012 mencapai 551.345,5 ton dengan nilai 
Rp 2.736.728.622,- (BPS Propinsi Maluku, 2013). 
Hal ini menjadikan sektor kelautan dan perikanan 
merupakan sektor unggulan di Maluku (Bappenas, 
2012). 


Terdapat tantangan tersendiri dalam 
memelihara sumberdaya ikan untuk tujuan 
pembangunan perikanan. Sebagaimana diketahui 
bahwa sumberdaya ikan bersifat terbuka untuk 
dimanfaatkan oleh siapa saja dan dikategorikan 
sebagai sumberdaya yang dapat pulih, namun 
seringkali muncul pertanyaan seberapa besarkah 
sumberdaya yang dapat dimanfaatkan tanpa 
harus menimbulkan dampak negatif dikemudian 
hari. Keberlanjutan menjadi kata kunci dalam 
pembangunan perikanan yang diharapkan 
dapat memperbaiki kondisi sumberdaya serta 
kesejahteraan masyarakat perikanan (Fauzi & 
Anna 2005). Untuk mendapatkan manfaat yang 
optimal, pembangunan pengelolaan perikanan perlu 
memenuhi kriteria pembangunan berkelanjutan 
(sustainable development) yang mempersekutukan 
antara kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi 
(Munasinghe, 1993). Hal tersebut sejalan dengan 


indikator pembangunan berkelanjutan sumberdaya 
perairan yang diungkap oleh Dahuri (2003) yang 
minimal harus meliputi ekonomi, social, ekologi 
dan pengaturan (governance). Dalam konteks 
pengelolaan penting diperhatikan keterpaduan 
dimensi sektor ekologis, hirarki pemerintahan, 
antar bangsa/Negara, dan disiplin ilmu (Cicin-Sain 
and Knect, 1998; Kay and Alder, 1999). 


Pemerintah mencanangkan program Maluku 
Sebagai Lumbung Ikan Nasional (Dinas Kelautan 
dan Perikanan Provinsi Maluku, 2010). Hal ini berarti 
menjadikan Maluku sebagai produsen perikanan 
terbesar di Indonesia, yang mampu mensuplai 
kebutuhan konsumsi masyarakat dan industri 
nasional dan menjadi eksportir utama komoditas 
perikanan Indonesia. Dengan demikian, diperlukan 
analisis yang komprehensif untuk merumuskan 
kesiapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional 
dari berbagai dimensi. Menurut Ralahalu (2010) 
Lumbung Ikan Nasional adalah suatu kawasan 
penghasil produksi perikanan secara berkelanjutan 
dan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi 
perikanan nasional. Bawole dan Apituley (2011) 
menegaskan bahwa membangun Maluku sebagai 
Lumbung Ikan Nasional berarti menjadikan daerah 
tersebut sebagai produsen perikanan terbesar di 
Indonesia, yang mampu mensuplai kebutuhan 
konsumsi masyarakat dan industri nasional dan 
menjadi eksportir utama komoditas perikanan 
Indonesia. 


Menurut Watloly (2010), secara filosofi 
lumbung memiliki 2 arti yaitu statis (penyimpan) 
dan dinamis (keberlanjutan). Arti statis adalah 1) 
Tempat penyimpan stok (pangan dan bibit) secara 
temporer, 2) Tempat menyimpan barang hasil 
jadi (statis); 3) Dapat dikosongkan sesuai irama 
dan siklus musim: 4) Terisolasi dari lingkungan 
habitat: 5) Bukan tempat produk lestari. Sedangkan 
arti dinamis (keberlanjutan) adalah 1) Tempat 
beproduksi, bereproduksi berjenis ikan secara 
lestari; 2) Ajang tabur-tuai yang selalu terisi; 3) 
Menjadi sentra produksi dan pertumbuhan habitat 
baru: 4) Menyatu dengan lingkungan habitat, terisi 
dan berkelanjutan: dan 5) Wilayah tangkap dan 
produk lestari untuk kesejahteraan masyarakat. 


Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk 
mengetahui status kesiapan Propinsi Maluku 
sebagai Lumbung Ikan Nasional dari enam dimensi 
yaitu: dimensi ekologi, dimensi ekonomi, dimensi 
sosial, dimensi kelembagaan dan kebijakan, dimensi 
infrastruktur serta dimensi teknologi. Dengan 
mengetahui status kesiapan dari enam dimensi 
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tersebut, akan memudahkan dalam melakukan 
perbaikan-perbaikan terhadap atribut yang 
sensitif berpengaruh terhadap peningkatan status 
kesiapan wilayah guna mendukung pelaksanaan 
Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional ke depan. 


METODE PENELITIAN 


Waktu dan Lokasi Penelitian 


Kegiatan ini dilakukan selama satu tahun 
sejak Januari 2014 sampai dengan Desember 2014. 
Lokasi kegiatan mencakup 6 Kabupaten Kota di 
wilayah Provinsi Maluku, yaitu: Kota Ambon, Kota 
Tual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten 
Maluku Tenggara, Kabupaten Aru dan Kabupaten 
Buru. 


Data dan Sumber Data 


Data yang dikumpulkan adalah data sekunder 
dan data primer. Data sekunder terkait dengan data 
perekonomian di Maluku, Statistik perikanan dan 
penelitian sebelumnya yang terkait dengan M-LIN. 
Data primer yang dikumpulkan berupa atribut- 
atribut dari enam dimensi (ekologi, ekonomi, sosial, 
teknologi dan infrastruktur serta kelembagaan 
dan kebijakan). Menurut Marzuki (2002), data 
primer adalah data yang langsung diperoleh dari 
sumbernya. Data sekunder adalah data yang tidak 
langsung diperoleh dari sumbernya. 


Pada penelitian ini metode pengambilan 
sampel menggunakan metode purposive sampling, 
yaitu teknik pengambilan sampel dari sumber 
data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 
2011). Teknik ini digunakan untuk menggali data 
kepada 26 orang narasumber atau responden 
dengan pertimbangan yaitu orang yang paham 
atau mengetahui informasi terkait program 
M-LIN, seperti pihak KKP, Dinas KP baik provinsi 
maupun kabupaten/kota, Bappeda, Pelabuhan 
Perikanan, pelaku usaha dan tokoh nelayan. 
Metode pengumpulan data dengan observasi, 
wawancara dengan menggunakan kuesioner, serta 
dokumentasi. 


Metode Analisis Data 


Penilaian kesiapan Maluku sebagai 
lumbung ikan nasional (MLIN), dalam penelitian 
ini dilakukan dengan mengidentifikasi indikator- 
indikator yang dapat merepresentasi dimensi 
ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, infrastruktur 
serta kelembagaan dan kebijakan. Indikator- 
indikator yang dikembangkan sebagai atribut setiap 
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dimensi selanjutnya direfleksikan dalam kriteria- 
kriteria baik dan buruk melalui sistem skoring. 
Selanjutnya pendekatan Multi Dimensional Scalling 
(MDS) digunakan dalam analisis lebih lanjut. 
Penggunaan analisis MDS tersebut dilakukan 
dengan menggunakan teknik ordinasi MDS yang 
dimodifikasi dari RAPFISH (Rural Appraisal for 
Fisheries) (Pitcher and Preiskot, 2001). 


Teknik ordinasi Rapfish adalah teknik terbaru 
yang dikembangkan oleh University of British 
Columbia, Kanada, yang merupakan analisis 
untuk mengevaluasi sustainability dari perikanan 
secara multidisipliner. RAPFISH didasarkan pada 
teknik ordinasi (menempatkan sesuatu pada 
urutan atribut yang terukur) dengan metode 
MDS (Fauzi dan Anna, 2005). MDS sendiri 
pada dasarnya merupakan teknik statistik yang 
mencoba melakukan transformasi multidimeni ke 
dalam dimensi yang lebih rendah. Pendekatan 
MDS memberikan hasil yang stabil dibandingkan 
dengan metode multivariate analysis lain (Pitcher 
and Preiskot, 2001). 


Analisis status kesiapan MLIN dan peran 
atribut-autributdaridimensi-dimensiyangdigunakan 
terkait dengan kesiapan MLIN yang dilakukan 
dengan menggunakan Rapfish yang dimodifikasi 
ini dilakukan secara statistik multivariate dengan 
pendekatan MDS (RAPFISH-MLIN). Analisis 
multi dimensi menurut Bengen (2000) merupakan 
analisis data yang menggambarkan karakter- 
karakter kuantitatif dan kualitatif suatu/sekumpulan 
individu yang disusun berdasarkan suatu orde dan 
tidak dapat dilakukan operasi aljabar sehingga 
cenderung lebih dekat pada statistik deskriptif dari 
pada statistik inferensial. 


Secara skematis, tahapan analisis RAPFISH- 
MLIN untuk pengukuran tingkat kesiapan Maluku 
menjadi lumbung ikan nasional menggunakan 
metode MDS dengan aplikasi Rapfish yang 
dimodifikasi disajikan pada Gambar 1. Dalam 
Gambar diilustrasikan prosedur analisis RAPFISH- 
MLIN dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu 
(Kavanagh, 2001; Pitcher and Preiskot, 2001; 
Fauzi dan Anna, 2005): 


1. Analisis terhadap data kesiapan MLIN melalui 
data statistik, studi literatur dan pengamatan 
di lapangan. 

2. Melakukan skoring dengan mengacu pada 
literatur. 

3. Melakukan analisis MDS dengan software 
SPSS untuk menentukan ordinasi dan nilai 
stress melalui ALSCAL Algoritma. 
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4. Melakukan “rotasi” untuk menentukan posisi 
kesiapan MLIN pada ordinasi bad dan good 
dengan Microsoft Excell dan Visual Basic. 


5. Melakukan sensitivity analysis (leverage 
analysis) dan Monte Carlo Analysis untuk 
memperhitungkan aspek ketidakpastian. 


Pendekatan RAPFISH-MLIN untuk Mengukur 
Status Kesiapan MLIN 


Dalam penelitian ini, hasil identifikasi 
untuk menentukan status kesiapan MLIN diukur 
dan dianalisis berdasarkan enam dimensi, yaitu: 
ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, infrastruktur 
serta kelembagaan dan kebijakan. Atribut- 
atribut dari masing-masing dimensi serta kriteria 
baik dan buruk yang dimodifikasi dari Hartono 


Review Attribute (meliputi berbagai 
kategori dan skoring kriteria)/ 
Review attribute (include each 
category and criteria scoring) 


et al (2008) serta dari survey responden dan 
judgement knowledge pakar/stakeholder seperti 
tertera pada Lampiran 1. 


Kemudian atribut setiap dimensi ditentukan 
berdasarkan judgment knowledge pakar. Tiap 
atribut yang kondisinya baik (good) diberi skor 2, 
sedangkan atribut yang kondisinya buruk (bad) 
diberi skor 0 (nol) dan di antara kondisi baik dan 
buruk diberi skor 1. Skor definitif tersebut adalah 
nilai modus, yang dianalisis untuk menentukan 
titik-titik yang mencerminkan posisi kesiapan 
relatif terhadap titik baik dan buruk dengan 
teknik ordinasi statistik MDS. Skor perkiraan tiap 
dimensi dinyatakan dengan skala terburuk 0% 
(bad) sampai dengan yang terbaik 100% (good), 
yang dikelompokkan ke dalam empat kategori, 
yaitu: 


Identifikasi dan pendefinisian 
Kesiapan MLIN (didasarkan kriteria 
yang konsisten) / Identified and 
define readiness MLIN (based on 
consistent criteria) 


Skoring Kesiapan MLIN (mengkonstruksi 
reference point untuk good dan bad serta anchor) / 
Scoring readiness MLIN (reference point construct 

for good, band and anchor) 


Multidimensional Scaling 
Ordination (untuk setiap atribut)/ 
Multidimensional Scaling 
Ordination (for each attribute) 


Analisis Monte Carlo (Analisis 
Ketidakpastian)/Monte Carlo Analysis 
(unsure analysis) 


Analisis leveraging (Analisis 
sensisitifitas)/Leveraging analysis 
(sensitivity analysis) 


Analisis Kesiapan MLIN 
(Readyness MLIN 
Analvsis) 


Gambar 1. Tahapan Analisis RAPFISH untuk Pengukuran Indeks dan Status Kesiapan Maluku Sebagai 


Lumbung Ikan Nasional. 


Figure 1. RAPFISH Analysis Step for Indeks Assessment and Readyness Status of Maluku as 


Lumbung Ikan Nasional. 


Sumber: dimodifikasi dari Alder, et al. (2005)/ Source: Modified from Alder, et al. (2005) 


Penilaian Kesiapan Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional ........ 


a. Skor gabungan dimensi dengan skala 0 — 25 % 
adalah kategori “tidak siap” 


b. Skor gabungan dimensi dengan skala 25,01 — 
50 % adalah kategori “kurang siap” 


c. Skor gabungan dimensi dengan skala 50,01 — 
75 % adalah kategori “cukup siap” 


d. Skor gabungan dimensi dengan 75,01 — 100% 
adalah kategori “siap” 


Pendekatan RAPFISH-MLIN untuk Menganalisis 
Peran Atribut dari Dimensi Kesiapan MLIN 


Analisis peran atribut-atribut setiap dimensi 
kesiapan MLIN dilakukan dengan menggunakan 
prosedur attribute leveraging dari analisis MDS 
(RAPFISH-MLIN). Secaraumum, analisis ini dimulai 
dengan me-review atribut dan mendefinisikan 
kesiapan MLIN yang akan dianalisis, kemudian 
dilanjutkan dengan scoring, yang didasarkan pada 
ketentuan yang sudah ditetapkan RAPFISH-MLIN. 
Setelah itu dilakukan MDS untuk menentukan 
posisi relative dari kesiapan MLIN terhadap ordinasi 
good dan bad. Selanjutnya, analisis Monte Carlo 
dan Leverage dilakukan untuk menentukan aspek 
ketidakpastian dan sensitivitas dari atribut-atribut 
yang dianalisis. 


Dalam prosesnya, analisis peran atribut- 
atribut yang dalam hal ini dilakukan berdasarkan 
analisis Monte Carlo dan analisis leverage (analisis 
sensitivitas) tersebut merupakan kelanjutan 
analisis dari hasil pengukuran ordinasi MDS dan 
pengukuran skor setiap atribut dari seluruh dimensi 
(Malhotra, 2006). Tingginya sensitivitas dari atribut 


Sean Anna a (Siti Hajar Suryawati dan Tajerin) 


yang diukur menunjukkan derajat pengaruhnya 
terhadap kesiapan MLIN. Dengan kata lain semakin 
tinggi sensitivitas tersebut maka semakin besar 
pengaruhnya sebagai faktor penentu kesiapan 
MLIN. Peran masing-masing atribut terhadap nilai 
indeks yang dianalisis dengan “attribute leveraging’, 
sehingga terlihat perubahan ordinasi apabila atribut 
tertentu dihilangkan dari analisis. 


Peran (pengaruh) setiap atribut dilihat dalam 
bentuk perubahan Root Mean Sguare (RMS) 
ordinasi khususnya pada sumbu-x. Atribut-atribut 
yang memiliki tingkat kepentingan (sensitivitas) 
tinggi dari hasil analisis ini, dianggap sebagai faktor 
pengungkit, yang apabila dilakukan perbaikan 
pada atribut tersebut maka akan berpengaruh 
besar dalam mengungkit nilai indeks keberlanjutan 
menjadi lebih baik. Perbaikan terhadap atribut 
sensitif, yang merupakan faktor pengungkit 
tersebut, akan menjadi salah satu pertimbangan 
dalam menentukan kesiapan Maluku untuk menjadi 
lumbung ikan nasional. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Ordinasi Dimensi Kesiapan LIN Propinsi Maluku 


Hasil analisis ordinasi dari keenam aspek 
(dimensi ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, 
infrastruktur, serta kelembagaan dan kebijakan) 
kesiapan Maluku sebagai lumbung ikan nasional 
(MLIN) yang dilihat berdasarkan kondisi Kota 
dan Kabupaten di Maluku yang menjadi objek 
analisis seperti disajikan pada Gambar 2 hingga 
Gambar 7. 


RAP MLIN Ordination 


-60 - 


60 - Up 
& 

40 4 A å 
8 
E A 
© 20 4 x 
£ Bad La Gd @ Real Fisheries 
@ 0 t | | | 
> 20 40 60 80 100 429 @Reference anchors 
2 A 
a -20 A Anchors 
Š a 
te) 

-40 A i 

kd 


ragin Dow —— 
Fisheries Status (Ecological Dimensions) 


Gambar 2. Ordinasi Dimensi Ekologi dari Kesiapan LIN Kota dan Kabupaten di Maluku (Data Primer, 


2014). 


Figure 2. Ordination of Ecological Dimension for Readynes LIN City and District in Maluku (Primary 


Data, 2014). 
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1. Dimensi Ekologi 


Pada Gambar2, aksis horizontal menunjukkan 
perbedaan kesiapan LIN dari dimensi ekologi 
untuk daerah kota dan kabupaten di wilayah 
Maluku dalam ordinasi bad (0%) sampai good 
(100%). Sementara aksis vertikal menunjukkan 
perbedaan dari campuran skor atribut dari dimensi 
ekologi pada kesiapan LIN kota dan kabupaten 
di wilayah Maluku. Analisis ordinasi tersebut 
(Gambar 2), menunjukkan bahwa kesiapan LIN 
dari dimensi ekologi untuk kota dan kabupaten 
di wilayah Maluku mendekati sama yakni antara 
cukup baik dan baik (ordinasi dengan angka 
indeks antara 60-80% pada reference anchors), 
bahkan cenderung ke arah baik (good) dengan 
perbedaan dari campuran skor atribut dari dimensi 
ekologi yang positif bekisar antara 15-20, namun 
demikian secara relatif masih ditemukan adanya 
variasi terutama antara Kabupaten Buru dengan 
daerah lainnya. Dalam hal ini, dimensi ekologi dari 
kesiapan LIN di Kabupaten Buru “relatif lebih baik” 
dibandingkan daerah lainnya di Wilayah Maluku 
(Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku 
Tenggara, Kabupaten Aru dan Kabupaten Seram 
Bagian Barat). 


2. Dimensi Ekonomi 


Analisis ordinasi dimensi ekonomi dari 
kesiapan LIN kota dan kabupaten di wilayah Maluku 
(Gambar 3), menunjukkan kondisi yang “relatif 
sangat baik” dalam mendukung kesiapan LIN 
tersebut, karena keseluruhan kota dan kabupaten 


yang diamati memiliki ordinasi sangat mendekati 
posisi good (mendekati angka indeks 100% pada 
reference anchors). Kemudian bila posisi ordinasi 
dari dimensi ekonomi tersebut diamati berdasarkan 
campuran skor atribut dari dimensi ekonomi pada 
kesiapan LIN kota dan kabupaten di wilayah Maluku 
mendekati sama yakni antara cukup siap dan siap 
(ordinasi dengan angka indeks antara 50-100% 
pada reference anchors), bahkan cenderung ke 
arah baik (good) dengan perbedaan dari campuran 
skor atribut dari dimensi ekonomi yang positif 
bekisar antara -10—20, secara relatif ditemukan 
adanya variasi terutama antara Kabupaten Buru 
dengan daerah lainnya. Dalam hal ini, dimensi 
ekonomi dari kesiapan LIN di Kabupaten Maluku 
Tenggara, Kota Tual dan Kota Ambun dalam 
posisi “lebih baik” dibandingkan daerah lainnya 
(Kabupaten Buru, Kabupaten Aru dan Kabupaten 
Seram Bagian Barat). 


3. Dimensi Sosial 


Berdasarkan hasil analisis ordinasi dimensi 
sosial pada Gambar 4, diketahui adanya kondisi 
yang hampir serupa dengan posisi ordinasi dari 
dimensi ekonomi (Gambar 4), namun secara 
relatif ordinasi dimesi sosial berada lebih rendah 
pada posisi good dibandingkan dengan ordinasi 
dimensi ekonomi. Pada Gambar 4 tampak bahwa 
dari keenam daerah yang diamati, posisi ordinasi 
dimensi sosial yang terbaik karena mendekati 
good (mendekati angka indeks 100% pada 
reference anchors) dengan campuran skor atribut 
dari dimensi sosial yang positif berkisar angka 10. 
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Gambar 3. Ordinasi Dimensi Ekonomi dari Kesiapan LIN Kota dan Kabupaten di Maluku (Data 


Primer, 2014). 


Fugure 3. Ordination of Economic Dimension for Readynes LIN City and District in Maluku (Primary 


Data, 2014). 
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Gambar 4. Ordinasi Dimensi Sosial dari Kesiapan LIN Kota dan Kabupaten di Maluku (Data Primer, 


2014). 


Figure 4. Ordination of Sosial Dimension for Readynes LIN City and District in Maluku (Primary 


Data, 2014). 


Kondisi ordinasi pada Kota Tual dan Kota Ambon 
yang baik (good) tersebut, disusul posisi ordinasi 
sosial Kabupaten Aru, Kabupaten Seram Bagian 
Barat dan Kabupaten Maluku Tenggara yang juga 
mendekati good namun dengan angka indeks 
kurang dari 90%. Ordinasi sosial di Kabupaten 
Buru berada dalam posisi paling rendah dengan 
angka indeks hampir 60%. 


4. Dimensi Teknologi 


Gambar 5 memperlihatkan posisi ordinasi 
dimensi teknologi dari kesiapan LIN kota dan 
kabupaten di wilayah Maluku yang menunjukkan 
pola yang serupa dengan dimensi ekonomi dan 


sosial. Pada ketiga dimensi tersebut (ekonomi, 
sosial dan teknologi) menunjukkan pola yang 
cenderung mengumpul antar daerah yang diamati. 
Halinimengindikasikan adanyavariasi dalam kondisi 
teknologi yang ada di masing-masing daerah yang 
diamati, sehingga dukungan teknologi di setiap 
daerah tersebut juga akan berbeda-beda dalam 
kesiapan LIN di daerah masing-masing. Analisis 
ordinasi tersebut (Gambar 5), menunjukkan bahwa 
kesiapan LIN dari dimensi teknologi untuk kota dan 
kabupaten di wilayah Maluku berada pada posisi 
antara bad dan good. Paling baik berada di Kota 
Ambon dengan nilai indeks hampir 100%, dan 
posisi paling rendah di Kabupaten Buru dengan 
nilai indeks berkisar 50%. 
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Gambar 5. Ordinasi Dimensi Teknologi dari Kesiapan LIN Kota dan Kabupaten di Maluku (Data 
Primer, 2014). 

Figure 5. Ordination of Technological Dimension for Readynes LIN City and District in Maluku 
(Primary Data, 2014). 
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5. Dimensi Infrastruktur 


Analisis ordinasi tersebut (Gambar 6), 
menunjukkan bahwa kesiapan LIN dari dimensi 
infrastruktur untuk kota dan kabupaten di wilayah 
Maluku sangat bervariasi antar daerah yang 
diamati. Untuk Kota Ambon, posisi ordinasi 
dimensi infrastruktur yang tertingi yakni mendekati 
angka indeks 80% pada reference anchors dengan 
campuran skor atribut yang positif dan relatif cukup 
tinggi (sebesar angka 40). Variasi yang besar pada 
posisi ordinasi dimensi infrastruktur di keenam 
daerah yang diamati tersebut menunjukkan 
adanya perbedaan dalam kondisi infrastruktur yang 
ada di masing-masing daerah, sehingga derajat 
dukungan infrastruktur di setiap daerah tersebut 
juga akan berbeda-beda dalam kesiapan LIN di 
daerah-daerah tersebut. Analisis ordinasi dimensi 
infrastruktur terhadap kesiapan LIN untuk kota dan 


kabupaten di wilayah Maluku berada pada posisi 
antara bad dan good (Gambar 6). 


6. Dimensi Kelembagaan dan Kebijakan 


Gambar 7 menunjukkan hasil analisis 
ordinasi dimensi kelembagaan dan kebijakan dari 
kesiapan LIN pada kota dan kabupaten di wilayah 
Maluku memiliki variasi yang cukup besar antar 
daerah yang diamati. Analisis ordinasi dimensi 
kelembagaan dan kebijakan (Gambar 7) berkisar 
antara antara 20-95%, dengan perbedaan dari 
campuran skor atribut dari dimensi ekologi yang 
sebagian besar positif bekisar antara 0-20, kecuali 
untuk Kota Ambon yang bernilai negatif yaitu 
mendekati -20. Temuan ini mengindikasikan bahwa 
dukungan kelembagaan dan kebijikan terkait 
dengan kesiapan LIN Kota Tual secara relatif yang 
terbaik dibandingkan daerah lainnya. 
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Gambar 6. Ordinasi Dimensi Infrastruktur dari Kesiapan LIN Kota dan Kabupaten di Maluku (Data 


Primer, 2014). 


Figure 6. Ordination of Infrastructure Dimension for Readynes LIN City and District in Maluku 


(Primary Data, 2014). 
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Gambar 7. Ordinasi Dimensi Kelembagaan dan Kebijakan dari Kesiapan LIN Kota dan Kabupaten di 
Maluku (Data Primer, 2014). 

Figure 7. Ordination of Institutional and Policy Dimension for Readynes LIN City and District in 
Maluku (Primary Data, 2014). 


Penilaian Kesiapan Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional ........ 


Diagram Layang Indeks dan Status Kesiapan 
LIN Kota dan Kabupaten di Wilayah Maluku 


Keragaan kesiapan LIN daerah kota dan 
kabupaten di wilayah Maluku untuk setaip dimensi 
yang dievaluasi, yaitu dimensi ekologi, ekonomi, 
sosial, teknologi, infrastruktur, serta kelembagaan 
dan kebijakan, yang merupakan paparan nilai 
indeks dan status kesiapan LIN daerah kota dan 
kabupaten di wilayah Maluku yang divisualisasikan 
dalam bentuk diagram layang (kite diagram) yang 
ditunjukkan pada Gambar 8. Bagian terluar diagram 
menunjukkan skor baik (100%), sementara bagian 
terdalam menunjukkan skor buruk (0%). Pada 
Gambar 8 juga memperlihatkan nilai indeks tiap 
dimensi kesiapan LIN di Provinsi Maluku, untuk 
masing-masing dimensi (ekologi, ekonomi, sosial, 
teknologi, infrastruktur serta kelembagaan dan 
kebijakan) berkisar antara 50,33 — 99,90 Yo pada 
skala kesiapan 0-100 dengan status antara 
“cukup siap” hingga “siap”. Nilai indeks tertinggi 
adalah dimensi teknologi, disusul dimensi sosial, 
kelembagaan dan kebijakan, infrastruktur, ekonomi 
dan ekologi. Nilai indeks kesiapan yang rendah 
seperti yang ditunjukkan oleh dimensi ekologi 
(50,33 %) menunjukkan kondisi yang paling lemah, 
sehingga perlu mendapat perhatian yang lebih 
besar untuk meningkatkan statusnya. 
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Indeks dan Status Kesiapan LIN Kota dan 
kabupaten di Wilayah Maluku 


Untuk mengetahui nilai indeks dan status 
kesiapan LIN kota dan kabupaten di wilayah Maluku 
yang dianalisis berdasarkan keseluruhan dimensi 
(ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, infrastruktur 
serta kelembagaan dan kebijakan), dalam 
penelitian digunakan nilai Indeks Terboboti yang 
menunjukkan tingkat kepentingannya terhadap 
kinerja kesiapan LIN, sebagaimana disajikan pada 
Tabel 1. Berdasarkan nilai Indeks Terboboti, dapat 
diketahui bahwa kesiapan LIN dari keenam daerah 
yang diamati (Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten 
Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Barat, 
Kabupaten Aru dan Kabupaten Buru) berkisar antara 
“cukup siap” dan “siap”. Kategori kesiapan LIN yang 
tergolong “siap” dimiliki oleh Kota Ambon dan Kota 
Tual, masing-masing dengan nilai indeks terboboti 
sebesar 78,88% dan 79,04% pada skala kesiapan 
LIN berkisar antara 0-100%. Sementara untuk 
Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram 
Bagian Barat, Kabupaten Aru dan Kabupaten Buru 
tergolong dalam kategori “cukup siap”, masing- 
masing dengan nilai indeks terboboti berturut-turut 
sebesar 65,44, 65,71: 72,05 dan 57,19 pada skala 
kesiapan LIN berkisar antara 0-100%. 
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Gambar 8. Diagram Layang Analisis Kesiapan LIN Kota dan Kabupaten di Maluku (Data Primer, 


2014). 


Figure 8. Kite Diagram of Ecological Dimension for Readynes LIN City and District in Maluku 


(Primary Data, 2014). 
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Tabel 1. Nilai Indeks Terboboti terhadap Kesiapan LIN Kota dan Kabupaten di Maluku Tahun 2014. 
Table 1. The Value Weighted Index of LIN Readiness of City and District in Maluku, 2014. 


Nilai Indeks dan Status Kesiapan 


Bobot per Dimensi/ Indeks Value and Nilai Indeks Terboboti/ 
; 2 : Tertimbang Readiness Status for Each Value of Weigthed Index 
Dimensi Kesiapan/ 5 : - 
Readiness Dimensions gal Dimension - = 
Weighted mae Kontribusi (%)/ 
Score (%) Indeks/ Status/ Nilai/ Labuan 
Index Status Value 
(26) 
Kota Ambon / Ambon City 
1. Ekologi / Ecology 36 65,59 cukup siap/guite ready 23,61 29,93 
2. Ekonomi /Economy 24 88,63 siap/ ready 21,27 26,97 
3. Sosial/Social 10 92,55 siap/ ready 9,26 11,73 
4. Teknologi/ Technology 9 99,86 siap/ ready 8,99 11,39 
5. Infrastruktur/Infrastructure 15 79,20 siap/ ready 11,88 154,06 
6. Kelembagaan dan 6 64,56 cukup siap/guite ready 3,87 4,91 
Kebijakan/ Institutional 
and Policy 
Jumlah! Total 100 78,88 100,00 
Status Kesiapan/Readiness Status” “Siap”/ Ready 
Kota Tual/ Tual City 
1. Ekologi / Ecology 36 70,19 cukup siap/guite ready 25,27 33,04 
2. Ekonomi /Economy 24 90,55 siap/ ready 21,73 28,42 
3. Sosial/Social 10 95,15 siap/ ready 9,62 12,57 
4. Teknologi/ Technology 9 75,67 siap/ ready 6,81 8,91 
5. Infrastruktur/Infrastructure 15 50,47 cukup siap/guite ready 7,57 9,90 
6. Kelembagaan dan 6 91,22 siap/ ready 5,47 7,16 
Kebijakan/ Institutional 
and Policy 
Jumlah/ Total 100 79,04 100,00 
Status Kesiapan/Readiness Status” “Siap”/ Ready 
Kabupaten Maluku Tenggara / Maluku Tenggara District 
1. Ekologi / Ecology 36 65,59 cukup siap/guite ready 23,61 35,47 
2. Ekonomi /Economy 24 91,22 siap/ ready 21,89 32,89 
3. Sosial/Social 10 82,06 siap/ ready 8,21 12,33 
4. Teknologi/ Technology 9 55,03 cukup siap/guite ready 4,95 7,44 
5. Infrastruktur/Infrastructure 15 21,99 tidak siap/not ready 3,30 4,96 
6. Kelembagaan dan 6 76,75 siap/ ready 4,60 6,92 
Kebijakan/ Institutional 
and Policy 
Jumlah/ Total 100 65,44 100,00 


Status Kesiapan/Readiness Status* “Cukup Siap”/Quite Ready 
Kabupaten Seram Bagian Barat / Seram Bagian Barat District 


1. Ekologi / Ecology 36 69,52 cukup siap/quite ready 25,03 38,09 
2. Ekonomi /Economy 24 70,73 cukup siap/quite ready 16,97 25,83 
3. Sosial/Social 10 82,09 siap/ ready 8,21 12,49 
4. Teknologi/ Technology 9 75,36 siap/ ready 6,78 10,32 
5. Infrastruktur//nfrastructure 15 35,37 kurang siap/ 5,31 8,08 
6. Kelembagaan dan 6 56,79 less ready 3,41 5,19 

Kebijakan/ Institutional cukup siap/quite ready 

and Policy 

Jumlah/ Total 100 65,71 100,00 
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Lanjutan Tabel 1/Continue Table 1 


aaa Ka ANANG (Siti Hajar Suryawati dan Tajerin) 


Nilai Indeks dan Status Kesiapan 


Bobot per Dimensi/ Indeks Value and Nilai Indeks Terboboti/ 
= . Tertimbang Readiness Status for Each Value of Weigthed Index 
Dimensi Kesiapan/ : p 
$ E : (%)/ Dimension 
Readiness Dimensions : = - 
Weighted aa Kontribusi (%)/ 
z Indeks/ Status/ Nilai/ pa 
Score (%) Contribution 
Index Status Value 
(26) 
Status Kesiapan/Readiess Status” “Cukup Siap”/@uite Ready 
Kabupaten Aru / Aru District 
1. Ekologi / Ecology 36 70,19 cukup siap/guite ready 25,27 35,07 
2. Ekonomi /Economy 24 71,13 cukup siap/guite ready 17,07 23,69 
3. Sosial/Social 10 89,85 siap/ ready 8,99 12,47 
4. Teknologi/ Technology 9 86,51 siap/ ready 7,19 10,81 
5. Infrastruktur/Infrastructure 15 57,22 cukup siap/guite ready 8,58 11,91 
6. Kelembagaan dan 6 72,62 cukup siap/quite ready 4,36 6,05 
Kebijakan/ Institutional 
and Policy 
Jumlah/Total 100 72,05 100,00 


Status Kesiapan/Readiness Status” 


Kabupaten Buru / LIN of Buru District 


1. Ekologi / Ecology 36 73,14 
2. Ekonomi /Economy 24 54,28 
3. Sosial/Social 10 59,74 
4. Teknologi/ Technology 9 53,38 
5. Infrastruktur//nfrastructure 15 38,86 
6. Kelembagaan dan 6 20,33 

Kebijakan/ Institutional 

and Policy 

Jumlah/Total 100 


Status Kesiapan/Readiness Status” 


“Cukup Siap”/Quite Ready 


cukup siap/guite ready 26,33 46,04 
cukup siap/guite ready 13,03 22,18 
siap/ ready 5,97 10,45 
siap/ ready 4,80 8,40 
cukup siap/guite ready 5,83 10,19 
cukup siap/guite ready 1,22 2,13 
57,19 100,00 


“Cukup Siap” Quite Ready 


Sumber: Hasil pengolahan data (2014)/ Source: Data processed (2014) 


Keterangan / Annex : 


*) status kesiapan dengan kisaran total nilai indeks terboboti / *) readiness status with weighted indeks value : 
- antara 0,00 — 25,00 menunjukkan kesiapan LIN berada pada status “tidak siap” / between 0,00 — 25,00 LIN readiness status is 


“not ready) 


- antara 25,01 — 50,00 menunjukkan kesiapan LIN berada pada status “kurang siap” / between 25,01 — 50,00 LIN readiness 


status is “less ready) 


- antara 50,01 — 75,00 menunjukkan kesiapan LIN berada pada status “cukup siap” / between 50,01 — 75,00 LIN readiness 


status is “guite ready) 


- antara 75,01 — 100,00 menunjukkan kesiapan LIN berada pada status “siap” / between 75,01 — 100,00 LIN readiness status is 


“ready) 


Bila dilihat dari dimensi sebagai sumber 
penyumbang bobot nilai yang diperoleh masing- 
masing dari yang diamati terkait dengan kesiapan 
LIN di daerahnya masing-masing, maka tampak 
bahwa dua dimensi yang menjadi penyumbang 
terbesar di keenam daerah tersebut, adalah: 
dimensi ekologi dan dimensi ekonomi dengan 
nilai bobot masing-masing sebesar 23,61 — 26,33 
dan 13,03 — 21,89. Sumbangan yang tergolong 
besar terhadap nilai Indeks Terboboti dari dimensi 
ekologi dan ekonomi dari kesiapan LIN di keenam 
daerah yang diamati tersebut mengindikasi 
bahwa dimensi-dimensi tersebut memiliki tingkat 


kepentingan yang tinggi terhadap kinerja kesiapan 
LIN di daerah-daerah yang diamati, yaitu Kota 
Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, 
Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Aru 
dan Kabupaten Buru. Dengan kata lain, dimensi 
ekologi dan ekonomi merupakan dimensi-dimensi 
yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi 
dibandingkan dimensi-dimensi lain (sosial, teknologi 
serta kelembagaan dan kebijakan), sehingga perlu 
mendapatkan perioritas penanganannya dalam 
rangka meningkatkan atau menguatkan status 
kesiapan LIN di keenam daerah yang diamati. 
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Analisis Faktor Pengungkit Kesiapan MLIN 


Dengan menggunakan pendekatan metode 
RAP-MLIN juga memungkinkan dapat dilakukannya 
analisis leverage (sesitivitas dari pengurangan 
atribut terhadap skor kesiapan MLIN). Analisis 
leverage berguna untuk melihat atribut-atribut 
yang sensitif dalam memberikan pengaruhnya 
terhadap nilai indeks dan status kesiapan MLIN. 
Leverage dihitung berdasarkan standar error 
perbedaan antara skor dengan atribut dan skor 
yang diperoleh tanpa atribut bersangkutan. Hasil 
analisis leverage ini akan memberi informasi 
mengenai peran masing-masing atribut pada 
setiap dimensi sebagai atribut yang sensitif yang 
dapat menjadi faktor pengungkit (leverage) kinerja 
status kesiapan MLIN. Namun demikian, hasil 
yang ditunjukkan dari analisis leverage ini perlu 
mempertimbangan atau mengkaitkan dengan hasil 
analisis Monte-Carlo, karena dapat menunjukkan 
aspek ketidak-pastian dari hasil analisis leverage 
yang diperoleh yang mungkin disebabkan oleh: 
1) Dampak dari kesalahan dalam scoring akibat 
minimnya informasi; 2) Dampak dari keragaman 
dalam scoring akibat perbedaan penilaian; 3) 
Kesalahan dalam data entri; dan 4) Tingginya nilai 
stress yang diperoleh dari algoritma ALSCAL (Fauzi 
dan Anna, 2005). Uraian berikut menjelaskan 
hasil analisis leverage dan analisis Monte-Carlo 
dari peran atribut masing-masing dimensi pada 
kesiapan MLIN di Gabungan Kabupaten/Kota 
di Maluku (Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten 
Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Barat, 
Kabupaten Aru dan Kabupaten Buru) 


Dalam penelitian ini, analisis atribut sebagai 
faktor pengungkit kesiapan LIN gabungan kota 
dan kabupaten di Maluku dilakukan berdasarkan 
hasil analisis leverage dan analisis Monte-Carlo. 
Analisis leverage dimaksudkan untuk mengetahui 
atribut-atribut yang sensitive sehingga dapat 


disajikan sebagai faktor pengungkit kesiapan 
LIN di gabungan kota dan kabupaten di 
Maluku. Sementara, hasil analisis Monte-Carlo 


dimaksudkan untuk memvalidasi sejauhmana 
hasil yang diperoleh dari analisis leverage adalah 
valid atau tidak valid. Berikut ini dijelaskan hasil 
kedua analisis tersebut yang dipaparkan menurut 
keenam dimensi dari kesiapan LIN Gabungan Kota 
dan Kabupaten di Maluku, yaitu: dimensi ekologi, 
ekonomi, sosial, teknologi, infrastruktur serta 
kelembagaan dan kebijakan. 


(1) Leverage Atribut dari Dimensi Ekologi 


Hasil analisis leverage atribut-atribut dari 
dimensi ekologi, sebagaimana terlihat pada Gambar 
9 menunjukkan bahwa terdapat dua atribut yang 
paling sensitif terhadap kinerja status kesiapan LIN 
gabungan kota dan kabupaten di Maluku. Kedua 
atribut tersebut adalah: (1) Rentang migrasi ikan 
dan (2) Penurunan jumlah hasil tangkapan. 


Kedua atribut tersebut (penurunan jumlah 
hasil tangkapan dan rentang migrasi ikan), memiliki 
pengaruh (standard error) yang dominan terhadap 
LIN gabungan kota dan kabupaten di Maluku dari 
dimensi ekologi, masing-masing sekitar sebesar 
6,56 dan 6,90. Dengan angka pengaruh yang 
tergolong besar tersebut, maka kedua atribut 


Leverage Atribut pada Dimensi Ekologi 
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Status eksploitasi 
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Rap MLIN Ordination - Monte Carlo Scatter Plot 
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Gambar 9. Leverage Atribut (a) dan Scatter-plot Monte Carlo (b) pada Dimensi Ekologi dari Kesiapan 
LIN Gabungan Kota dan Kabupaten di Maluku (Data Primer Diolah, 2014) 


Figure 9. 


Leverage Atributte (a) and Monte Carlo Scatter-plot (b) for Ecological Dimension from LIN 


Readiness of City and District in Maluku (Primary Data Processed, 2014) 
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tersebut dapat dijadikan sebagai faktor pengungkit 
atau penentu kinerja status kesiapan LIN gabungan 
kota dan kabupaten di Maluku. Interpretasi ini 
dapat dipandang valid karena didukung oleh hasil 
analisis Monte-Carlo yang memperlihatkan “scatter 
plot' yang cenderung mengumpul (tidak menyebar) 
sehingga interpretasi tersebut memiliki ketidak- 
pastian yang rendah. 


(2) Leverage Atribut dari Dimensi Ekonomi 


Gambar 10 memperlihatkan hasil analisis 
leverage atribut-atribut dari dimensi ekonomi 
terkait dengan kesiapan LIN gabungan kota dan 
kabupaten di Maluku. Hasil analisis ini menunjukkan 
bahwa terdapat tiga atribut yang tergolong paling 
sensitif sehingga dapat dijadikan sebagai faktor 
pengungkit kesiapan LIN gabungan kota dan 
kabupaten di Maluku dari dimensi ekonomi, yaitu: 
(1) Daya saing usaha perikanan, (2) Tenaga kerja 
perikanan, dan (3) Peluang pasar. Ketiga atribut 
ini memiliki pengaruh (standard error) yang cukup 
besar, yaitu masing-masing sebesar 5,58: 4,59; dan 
4,51 terhadap kesiapan LIN gabungan kota dan 
kabupaten di Maluku dari dimensi ekonomi. Dengan 
angka pengaruh yang cukup besar tersebut, ketiga 
atribut tersebut merupakan faktor penentu kinerja 
kesiapan LIN gabungan kota dan kabupaten di 
Maluku. Namun demikian, interpretasi ini hanya 
dipandang cukup valid karena hasil analisis Monte- 
Carlo yang memperlihatkan “scatter plot’ yang 
sedikit menyebar namun cenderung mengumpul, 
yang berarti bahwa interpretasi tersebut memiliki 
ketidak-pastian yang tergolong sedang namun 
cenderung rendah. 
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(3) Leverage Atribut dari Dimensi Sosial 


Dari hasil analisis leverage dimensi sosial, 
Gambar 11 menunjukkan bahwa terdapat dua 
atribut yang sangat sensitif terhadap kesiapan 
LIN gabungan kota dan kabupaten di Maluku 
dari dimensi sosial, yaitu: (1) Partisipasi pelaku 
usaha perikanan: dan (2) Status konflik. Kedua 
atribut tersebut merupakan faktor pengungkit yang 
dapat menentukan kinerja kesiapan LIN gabungan 
kota dan kabupaten di Maluku dengan pengaruh 
(standard error) kedua atribut masing-masing 
sekitar sebesar 4,19; dan 3,27. Interpretasi ini 
dapat dipandang valid karena didukung oleh hasil 
analisis Monte-Carlo yang memperlihatkan “scatter 
plot” yang relatif mengumpul (tidak menyebar), 
yang berarti bahwa interpretasi tersebut memiliki 
ketidak-pastian yang sangat rendah. 


(4) Leverage Atribut dari Dimensi Teknologi 


Gambar 12 memperlihatkan hasil analisis 
Leverage atribut dari dimensi teknologi kesiapan 
LIN gabungan kota dan kabupaten di Maluku. 
Hasil analisis ini menunjukkan bahwa terdapat 
tiga atribut yang sensitif terhadap kinerja kesiapan 
LIN gabungan kota dan kabupaten di Maluku, 
yaitu: (1) Teknologi pengurangan by-catch, 
(2) Teknologi penanganan ikan di atas kapal, 
dan (3) Teknologi pengolahan ikan hasil 
tangkapan. Hal ini ditunjukkan oleh pengaruh 
(standard error) keempat atribut terhadap LIN 
gabungan kota dan kabupaten di Maluku dari 
dimensi teknologi, yaitu masing-masing sebesar 
5,34: 5,20, dan 4,99. 
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Gambar 10. Leverage Atribut (a) dan Scatter-plot Monte Carlo (b) pada Dimensi Ekonomi dari 
Kesiapan LIN Gabunagn Kota dan Kabupaten di Maluku (Data Primer, 2014). 


Figure 10. 


Leverage Atributte (a) and Monte Carlo Scatter-plot (b) for Economic Dimension from 


LIN Readiness of City and District in Maluku (Primary Data Processed, 2014). 
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Leverage of Attributes 
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Gambar 11. Leverage Atribut (a) dan Scatter-plot Monte Carlo (b) pada Dimensi Sosial dari Kesiapan 
LIN Gabungan Kota dan Kabupaten di Maluku (Data Primer, 2014). 


Figure 11. 


Leverage Atributte (a) and Monte Carlo Scatter-plot (b) for Sosial Dimension from LIN 


Readiness of City and District in Maluku (Primary Data Processed, 2014). 
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Gambar 12. Leverage Atribut (a) dan Scatter-plot Monte Carlo (b) pada Dimensi Teknologi dari 
Kesiapan LIN di Kota dan Kabupaten (Data Primer, 2014). 


Figure 12. 


Leverage Atributte (a) and Monte Carlo Scatter-plot (b) for Technological Dimension 


from LIN Readiness of City and District in Maluku (Primary Data Processed, 2014). 


Angka-angka ini mengindikasikan bahwa 
ketiga atribut-atribut tersebut dapat dijadikan 
sebagai faktor pengungkit atau penentu kesiapan 
LIN gabungan kota dan kabupaten di Maluku. 
Interpretasi ini dapat dipandang valid karena 
didukung oleh hasil analisis Monte-Carlo yang 
memperlihatkan “scatter plot’ yang mengumpul 
(tidak menyebar), yang berarti bahwa interpretasi 
tersebut memiliki ketidak-pastian yang rendah. 


(5) Leverage Atribut dari Dimensi Infrastruktur 


Hasil analisis leverage atribut dari dimensi 
Infrastruktur terkait dengan kesiapan LIN gabungan 
kota dan kabupaten di Maluku (Gambar 13a) 
menunjukkan bahwa terdapat empat atribut yang 
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tergolong sangat sensitif yang dapat dijadikan 
sebagai faktor pengungkit atau penentu dari status 
kesiapan LIN pada kota dan kabupaten di Maluku, 
yaitu: (1) Infrastruktur jalan: (2) Infrastruktur air 
bersih: (3) Infrastruktur listrik: dan (4) Infrastruktur 
gudang cold storage. Keempat atribut tersebut 
memiliki pengaruh (standard error) dari masing- 
masing atribut dalam dimensi infrastruktur yang 
tergolong besar, yaitu masing-masing sebesar 
10,68; 10,06; 9,58; dan 9,54. 


Keempat atribut tersebut memiliki pengaruh 
yang dominan atau lebih sensitif dibandingkan 
atribut-atribut lainnya dalam dimensi insfrastruktur, 
sehingga dapat dikatakan bahwa baik infrastruktur 
jalan, infrastruktur gudang cold storage, infrastruktur 


Penilaian Kesiapan Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional ....... 


air bersih: dan infrastruktur listrik harus mendapat 
perhatian dalam meningkatkan atau menguatkan 
kesiapan LIN gabungan kota dan kabupaten di 
Maluku. Hal ini karena keempat atribut tersebut 
merupakan faktor penentu yang dominan dalam 
mempengaruhi kinerja kesiapan LIN untuk dimensi 
infrastruktur pada kota dan kabupaten di Maluku. 
Gambar 13b merupakan scatter plot hasil simulasi 
analisis Monte-Carlo pada dimensi infrastuktur di 
kota dan kabupaten . 


(6) Leverage Atribut dari Dimensi Kelembagaan 
dan Kebijakan 


Dari hasil analisis leverage atribut dari 
Dari hasil analisis leverage atribut dari dimensi 
kelembagaan dan kebijakan (Gambar 14), diketahui 
bahwa terdapat empat atribut yang sangat sensitif 
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terhadap kinerja status kesiapan LIN gabungan 
kota dan kabupaten di Maluku, yaitu: (1) Hak 
kepemilikan; (2) Peran lembaga penyuluhan; 
(3) Akses terhadap sumberdaya ikan; dan (4) 
Peran kelembagaan keuangan. Keempat atribut 
memiliki pengaruh (standard error) dalam dimensi 
kelembagaan dan kebijakan yang tergolong besar, 
yaitu masing-masing sebesar 7,35; 6,17; 6,16; dan 
5,60. Dengan demikian keempat atribut tersebut 
dapat dijadikan sebagai faktor pengungkit yang 
menentukan status kesiapan LIN gabungan kota 
dan kabupaten di Maluku dari dimensi kelembagaan 
dan kebijakan. Interpretasi ini dapat dipandang 
cukup valid karena didukung oleh hasil analisis 
Monte-Carlo yang memperlihatkan “scatter plot 
yang cenderung mengumpul (tidak menyebar), 
yang berarti bahwa interpretasi tersebut memiliki 
ketidak-pastian yang tergolong cenderung rendah. 
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Gambar 13. Leverage Atribut (a) dan Scatter-plot Monte Carlo (b) pada Dimensi Infrastruktur dari 
Kesiapan LIN pada Kota dan Kabupaten di Maluku (Data Primer, 2014). 

Figure 13. .Leverage Atributte (a) and Monte Carlo Scatter-plot (b) for Infrastructure Dimension 
from LIN Readiness of City and District in Maluku (Primary Data Processed, 2014). 
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Gambar 14. Leverage Atribut (a) dan Scatter-plot Monte Carlo (b) pada Dimensi Kelembagaan dan 
Kebijakan dari Kesiapan LIN di Propinsi Maluku (Data Primer, 2014). 

Figure 14. Leverage Atributte (a) and Monte Carlo Scatter-plot (b) for Institutional and Policy 
Dimension from LIN Readiness of City and District in Maluku (Primary Data Processed, 


2014). 
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KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Dari keenam dimensi (ekologi, ekonomi, 
sosial, teknologi, infrastruktur, serta kelembagaan 
dan kebijakan), tingkat status kesiapan lumbung 
ikan nasional (LIN) di tingkat kota dan kabupaten 
bervariasi yaitu antara “siap” dan “cukup siap”. 
Tingkat kesiapan dengan status “siap” dimiliki 
oleh LIN di Kota Ambon dan Kota Tual dengan 
nilai indeks terboboti masing-masing sebesar 
78,88% dan 76,47% pada skala kesiapan antara 
0-100%, sedangkan tingkat kesiapan dengan 
status “cukup siap” dimiliki oleh LIN di Kabupaten 
Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Barat, 
Kabupaten Aru dan Kabupaten Buru dengan nilai 
indeks terboboti berturut-turut masing-masing 
sebesar 66,57%; 65,71%; 72,05% dan 57,19% 
pada skala kesiapan antara 0-100%. 


a. Dari dimensi ekologi, terdapat dua atribut yang 
sensitif dari dimensi ekologi, yaitu: rentang 
migrasi ikan dan penurunan jumlah hasil 
tangkapan. 


b. Dari dimensi ekonomi, terdapat tiga atribut 
yang sensitif, yaitu: daya saing, peluang 
pasar, dan tenaga kerja perikanan. 


c. Dari dimensi sosial, terdapat dua atribut yang 
sensitif dari dimensi sosial, yaitu: partisipasi 
pelaku usaha perikanan dan status konflik. 


d. Dari dimensi teknologi, terdapat tiga atribut 
yang sensitif dari dimensi teknologi, yaitu: 
teknologi pengurangan by-catch; teknologi 
penanganan ikan di atas kapal; dan teknologi 
pengolahan ikan hasil tangkapan. 


e. Dari dimensi infrastruktur, terdapat empat 
atribut yang sensitif dari dimensi infrastruktur, 
yaitu: infrastruktur jalan; infrastruktur air 
bersih; infrastruktur listrik; dan infrastruktur 
gudang cold storage. 


f. Dari dimensi kelembagaan dan kebijakan, 
terdapat empat atribut yang sensitif dari 
dimensi kelembagaan dan kebijakan, yaitu: 
hak kepemilikan; peran lembaga penyuluhan; 
akses terhadap sumberdaya ikan; dan peran 
kelembagaan keuangan. 


Analisis kesiapan ini menunjukkan kondisi 
saat ini (existing condition). Oleh karena itu untuk 
melihat kesiapan di masa yang akan datang, perlu 
dilakukan analisis tambahan berdasarkan hasil 
analisis leverage terhadap atribut yang sensitif 
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sehingga pengelolaan yang dilakukan optimal 
dengan menangani atribut-atribut yang sensitive 
tersebut 


Implikasi Kebijakan 


Dalam rangka meningkatkan status kesiapan 
ke depan (jangka panjang) adalah melakukan 
perbaikan secara menyeluruh terhadap semua 
atribut yang sensitif dalam peningkatan kesiapan 
Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Program 
yang dapat dilakukan oleh pemerintah baik pusat 
dan daerah diantaranya: 


e Perlu dilakukan penguatan pada dimensi 
sosial dengan meningkatkan partisipasi 
pelaku usaha perikanan dan meminimalisasi 
konflik antar pelaku usaha. 


e Penguatan pada penguasaan teknologi yang 
terintegrasi dari hulu ke hilir. 


e Perhatian khusus perlu diberikan pada 
peningkatan infrastruktur terutama di 
Kabupaten Maluku Tenggara, Aru dan Buru 
yaitu membangun sistem penampungan ikan 
hasil produksi nelayan skala kecil. 


e Fokus pembangunan infrastruktur pada: (1) 
Infrastruktur jalan; (2) Infrastruktur air bersih; 
(3) Infrastruktur listrik; dan (4) Infrastruktur 
gudang / cold storage. 


Implikasi dari pelaksanaan kebijakan tersebut 
adalah peningkatan status kesiapan antar daerah 
sebagai kawasan penghasil produksi perikanan 
yang berkelanjutan dalam mengembangkan 
komoditas unggulan sesuai dengan potensi daerah. 
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Lampiran 1. Atribut-atribut yang Digunakan sebagai Indikator dalam Mengukur Status Kesiapan 
Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (MLIN) menurut Dimensinya. 


Appendix 1. Attributes was Used as Indicator in Assessimg the Readiness Status of Maluku as 
Lumbung Ikan Nasional (MLIN) by Dimension. 


Kondisi/ 
No/ Dimensi/ No/ Atribut/ Condition 
No Dimension No Attribute Baik/ Buruk/ 
Good Bad 
1. Ekologi/ 11 | Status eksploitasi / Exploitation status 2 0 
Ecology 1.2 | Keragaman hasil tangkapan / Recruitment variability 2 0 
1.3 | Perubahan dalam level tropis / Change in trophic level 2 0 
1.4 | Rentang migrasi ikan / Migratory range 2 0 
1.5 | Penurunan jumlah ikan hasil tangkapan / Range collapse 2 0 
1.6 | Ukuran ikan yang tertangkap/ Catch before maturity 2 0 
1.7 | Perkembangan produksi ikan / Fish production trend 2 0 
1.8 | Perubahan iklim / Climate change 2 0 
2. Ekonomi/ 2.1 | Profitabilitas usaha perikanan / Profitability 2 0 
Economy 2.2 | Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2 0 
perikanan / Fisheries in GDP 
2.3 | Pendapatan perikanan (rata-rata upah pekerja perikanan)/ 2 0 
Fisheries income 
2.4 | Tenaga kerja perikanan / Fisheries employment 2 0 
2.5 | Transfer pendapatan dari pemilik usaha / Ownership 2 0 
transfer 
2.6 | Peluang pasar / Market opportunity 2 0 
2.7 | Daya saing usaha perikanan / Fisheries competitiveness 2 0 
2.8 | Subsidi perikanan / Fisheries subsidy 2 0 
3: Sosial/ 3.1 | Hubungan sosial dalam pengelolaan usaha perikanan / 2 0 
Social Sosialization in fishing 
3.2 | Penambahan pelaku usaha baru selain perikanan 2 0 
tangkap / New entrants ito the capture fisheries 
3.3 | Rumah tangga perikanan / Fisheries business households 2 0 
3.4 | Pengetahuan terhadap lingkungan / Environmental 2 0 
knowledge 
3.5 | Tingkat pendidikan / Education level 0 
3.6 | Status konflik / Conflict status 0 
3.7 | Partisipasi pelaku usaha perikanan / fisher participation 0 
3.8 | Pendapatan dari usaha perikanan / fishing income 0 
3.9 | Keterlibatan anggota rumah tangga / kin participation 0 
3.10 | Tingkat ketergantungan / fisher influence 0 
3.11 | Pengaruh norma sosial / sosial effect 0 
4. Teknologi/ 41 | Teknologi komunikasi di kapal / Onboard communication 0 
Technology technology 
42 | Teknologi distribusi ikan hasil tangkapan / Fish distribution 0 
technology 
4.3 | Teknologi pengolahan hasil tangkapan / Processing 0 
technology 
44 | Teknologi penanganan ikan di atas kapal / Onboard 0 
handling 
4.5 | Pengaturan ikan hasil tangkapan yang dibuang / By catch 0 
management 
46 | Teknologi penangkapan ikan / Catching power technology 0 
5. Infrastruktur/ 51 | Infrastruktur jalan / Road infrastructure 0 
Infrastructure 5.2 | Infrastruktur listrik / Electricity infrastructure 0 
5.3 | Infrastruktur air bersih / Water infrastructure 0 
5.4 | Infrastruktur gudang pendingin / Cold storage 0 
infrastructure 
5.5 | Infrastruktur pabrik es / Ice factory infrastructure 2 0 
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Lanjutan Lampiran 1/ Continue Appendix 1 


No/ 
No 


6. 


Dimensi/ 
Dimension 


Kelembagaan 
dan Kebijakan/ 
Institutional 
and Policy 


Kondisi/ 
No/ Atribut/ Condition 
No Attribute Baik/ Buruk/ 
Good Bad 

61 | Tata kelola perikanan (Aturan /perundang-undangan) / 2 0 
Fisheries management (regulation) 

6.2 | Prinsip batas kewenangan dan pengambilan keputusan / 2 0 
Authority principal and decision maker 

6.3 | Peran kelembagaan pengawasan / Role of supervise 2 0 
institutional 

6.4 | Peran kelembagaan penyuluhan / Role of extension 2 0 
institutional 

6.5 | Peran lembaga keuangan / Role of financial institutional 2 0 

6.6 | Pengaturan pilihan kolektif / Collective Management 2 0 
option 

6.7 | Pengorganisasian hak kepemilikan / Poverty right 2 0 
organization 

6.8 | Pemberian sanksi (penegakan aturan oleh nelayan) / 2 0 
Sanction 

6.9 | Kebijakan penanganan penangkapan ikan ilegal / Policy 2 0 
of handling illegal fishing 


Sumber: Dimodifikasi dari Hartono dkk (2005) / Source: Modified from Hartono et al (2005) 
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ABSTRAK 


Pengelolaan sumber daya perikanan belum berhasil menuaikan kesejahteraan. Untuk itu 
perlu dilakukan penelitian dengan tujuan menganalisis keberlanjutan sumber daya perikanan di 
perairan Bengkulu. Penelitian dilakukan pada awal Oktober sampai dengan akhir November 2014. 
Lokasi penelitian di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh dari pengamatan langsung dan wawancara (200 responden) dengan metode 
purposive sampling dan pengukuran panjang ikan dominan yang tertangkap yaitu : Ikan kape-kape 
(Psenes sp) (1.217 ekor), ikan bleberan (Thryssa sp) (699 ekor) dan tenggiri (Scomberomorus sp) 
(492 ekor). Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Multi Dimensional Scaling (MDS) 
melalui pendekatan RAPFISH (Rapid Asessment Technique for Fisheries). Penentuan prioritas strategi 
kebijakan menggunakan analisis kobe plot. Hasil kajian menunjukkan bahwa status keberlanjutan 
pengelolaan sumber daya perikanan termasuk dalam kategori kurang berkelanjutan dengan nilai indeks 
47,109, nilai stress 12,8% dan nilai R? sebesar 95,3%. Strategi pengelolaan yang harus dilakukan untuk 
menjaga dan meningkatkan keberlanjutan sumber daya perikanan adalah: Strategi restorasi (0-5 
tahun), strategi pengembangan sosial (5-10 tahun) dan strategi keberlanjutan (10-15 tahun). Atribut 
yang menjadi prioritas untuk diperbaiki dalam rangka meningkatkan status keberlanjutan pengelolaan 
sumber daya perikanan di perairan Bengkulu adalah harga jual ikan, pemanfaatan pengetahuan lokal 
yang terkait dengan pengelolaan perikanan, atribut tingkat konflik antar nelayan dan atribut peranan 
lembaga keuangan mikro/ kelompok usaha bersama. 


Kata Kunci: Bengkulu, RAPFISH, Kobe Plot, sumber daya perikanan 


ABSTRACT 


Management practiced on the coastal and marine resources have not successfully contributed to 
the prosperity. Therefore, it is necessary to do research to analyze the sustainability of fishery resources 
in the waters of Bengkulu. This research was conducted at the beginning of October to the end of 
November 2014. The location of the research was in the province of Bengkulu. This study used primary 
and secondary data related to the continual attribute dimensions, the primary data were obtained from 
direct observation and from interviews (200 respondents). The purposive sampling method was used in 
this research and fish length size were the length measured from the dominant fish caught by fisher, that 
is kape kape (1.217 fishes), bleberan (699 fishes) and tengiri (492 fishes). Analysis was done by using 
the Multi Dimensional Scaling (MDS) through RAPFISH approach. In determining the priority of fishery 
resources management policy strategies, the researcher used Kobe Plot Analysis. Results showed that 
the continual status of fishery resources included in the category of less sustainable with an index value 
of 47.109 with a stress value of 12.8% and a R2 value of 95.3%. Management strategies which should 
be done to maintain and improve the sustainability of fishery resources were: strategy restoration (0 -5 
years), social development strategy (5-10 years) and the sustainability strategy (10 -15 years). Priorities 
attribute to be improved in relation to increase sustainability fisheries status in the Bengkulu waters 
are : price of fish, the use of local knowledge related to fishery management, attribute-level of conflicts 
between fisher and attribute the role of microfinance institutions/ joint venture group. 


Keywords: Bengkulu, RAPFISH, Kobe Plot, fishery resources 
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PENDAHULUAN 


Pengelolaan sumber daya pesisir 
memerlukan keterkaitan dari berbagai aspek baik 
antar wilayah dan antar sektor maupun antar pelaku 
serta antar sektor yang sama. Guna menciptakan 
keterkaitan tersebut diperlukan perencanaan 
pembangunan wilayah yang seimbang. Menyadari 
akan besarnya potensi sumber daya perikanan, 
berarti mempunyai peranan penting dalam 
pembangunan sosial dan ekonomi wilayah. Berarti 
secara langsung akan memberikan manfaat 
sosial dan ekonomi kepada masyarakat secara 
keseluruhan, dan yang penting lagi adalah untuk 
masyarakat nelayan. Dengan demikian, diharapkan 
akan tercapainya keadilan (equity), pertumbuhan 
(growth) dan berkelanjutan (sustainability) 
(Dahuri et al., 2008). 


Kelimpahan potensi sumber daya di wilayah 
pesisir, khususnya perikanan berbanding terbalik 
dengan kenyataan persoalan kemiskinan yang 
melanda sebagian komunitasnya. Ditambah lagi 
dengan perubahan iklim yang tidak menentu, 
ujung-ujungnya untuk menutupi kebutuhan 
hidupnya utang nelayan makin memuncak (Satria, 
2009). Masyarakat miskin memiliki kemampuan 
yang terbatas untuk membangun diri sendiri dan 
daerahnya. Dengan segala keterbatasan tersebut, 
akan sulit bagi mereka untuk melaksanakan 
kegiatan usaha berwawasan pembangunan 
berkelanjutan (Nusir, 2009). 


Potensi sumber daya perikanan di Perairan 
Bengkulu selama ini telah dimanfaatkan oleh 


masyarakat setempat sebagai sumber mata 
pencaharian. Berbagai kekayaan sumber 
daya alam perikanan telah dimanfaatkan 


untuk menunjang pembangunan ekonomi dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun 
pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang 
telah dilakukan belum berhasil menuaikan 
kesejahteraan bagi masyarakat pesisir dan laut 
di Bengkulu. Sangat penting dilakukan kajian 
analisis keberlanjutan sumber daya perikanan di 
perairan Bengkulu sehingga dapat diformulasikan 
suatu kebijakan pemanfaatan sumber daya 
perikanan yang berkesinambungan untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir 
di Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis keberlanjutan sumber daya 
perikanan di Perairan Bengkulu. 
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METODE PENELITIAN 


Waktu dan Lokasi Penelitian 


Penelitian ini dilakukan pada awal Oktober 
sampai dengan akhir November 2014, di Provinsi 
Bengkulu. Sampling ikan untuk pengukuran 
panjang dilakukan di 2 (dua) lokasi yaitu: Pelabuhan 
Pendaratan Ikan (PPI) Pulau Baai dan tempat 
pendaratan ikan di Pasar Bengkulu. 


Metode Pengumpulan Data 


Penelitian ini menggunakan data primer 
dan data sekunder yang terkait dengan atribut 
dimensi keberlanjutan yaitu dimensi ekologi 
(8 atribut), ekonomi (8 atribut), sosial (6 atribut), 
teknologi (8 atribut) dan kelembagaan (5 atribut). 
Data primer diperoleh dari pengamatan langsung 
di lapangan dan dari hasil wawancara dengan 
200 responden (4 orang kepala dinas kelautan 
dan perikanan, 4 orang kepala TPI/PPI, 4 orang 
ketua koperasi, 1 orang ketua HNSI dan 177 
mewakili nelayan se-Provinsi Bengkulu) yang 
dipilih dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Dilakukan juga pengukuran panjang ikan 
kape-kape (Psenes sp) sebanyak 1.217 ekor, ikan 
bleberan (Thryssa sp) (699 ekor) dan ikan tenggiri 
(Scomberomorus sp) (492 ekor). Ketiga jenis ikan 
ini merupakan ikan-ikan dominan yang ditangkap 
oleh nelayan. Kape-kape dan tenggiri merupakan 
ikan target tangkapan dan memiliki nilai ekonomis 
tinggi dan ikan bleberan bukan merupakan ikan 
target penangkapan dan memiliki nilai ekonomis 
yang rendah. Data sekunder diperoleh dari 
instansi — instansi terkait, seperti Badan Pusat 
Statistik (BPS), Dinas Kelautan dan Perikanan dan 
hasil penelitian lain yang ada kaitannya dengan 
penelitian ini. 


Metode Analisis Data 
Analisis Keberlanjutan 


Analisis keberlanjutan sumber daya 
perikanan di Perairan Bengkulu dilakukan 
dengan teknik Multi Dimensional Scaling (MDS) 
melalui pendekatan RAPFISH (Rapid Asessment 
Technique for Fisheries) yang dikembangkan oleh 
Fisheries Center, University Of British Colombia 
(Alder et al., 2000; Kavanagh, 2001; Pitcher dan 
Preikshot, 2001; Cisse et al., 2014). Tahapan 
analisis keberlanjutan sumber daya perikanan 
di Perairan Bengkulu adalah penentuan atribut 
tergantung kepada karakteristik yang dikaji dan 
bisa saja berbeda-beda (Alder et al., 2000). 


Status Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan di Perairan Bengkulu 


Penyusunan atribut keberlanjutan sumber daya 
perikanan berdasarkan pendekatan 5 (lima) 
dimensi keberlanjutan yaitu: (1) dimensi ekologi; 
(2) dimensi ekonomi; (3) dimensi sosial; (4) dimensi 
kelembagaan; dan (5) dimensi teknologi. 


Pembuatan skor (nilai) didasarkan pada 
pengamatan di lapangan, hasil wawancara, 
kuisioner dan data sekunder yang tersedia. Skor 
yang diberikan berkisar antara 1-3 tergantung pada 
keadaan masing-masing berdasarkan modifikasi 
modul EAFM (Ecological Approach to Fisheries 
Management) dari Kementerian Kelautan dan 
Perikanan, WWF dan PKSPLIPB (2012). Nilai buruk 
mencerminkan kondisi paling tidak menguntungkan 
bagi pengelolaan keberlanjutan, sedangkan nilai 
baik mencerminkan kondisi paling menguntungkan 
bagi pengelolaan keberlanjutan (Pitcher, 1999; 
Susilo, 2003) sedangkan diantara nilai buruk dan 
baik ada nilai yang disebut dengan nilai tengah. 


Skala indeks keberlanjutan mempunyai 
selang 0-100. Dalam penelitian ini disusun empat 
kategori status keberlanjutan (Susilo, 2003) yaitu 
: 0-25 (buruk), 26-50 (kurang), 51-75 (cukup) 
dan 76-100 (baik). Kavanagh (2001) menyatakan 
bahwa untuk mengetahui nilai galat maka dilakukan 
analisis Monte Carlo, yang dilakukan sebanyak 
25 kali ulangan pada metode RAPFISH. Analisis 
Leverage dilakukan untuk mengetahui atribut apa 
saja yang sensitif pada setiap dimensi keberlanjutan 
yang digunakan. Dalam analisis ini setiap empat 
atribut yang paling sensitif dalam setiap dimensi 
akan menjadi atribut terpilih untuk dianalisis 
kembali secara multidimensi untuk mengetahui 
status keberlanjutan secara multidimensi. Nilai 
Stress dapat mengukur seberapa dekat nilai jarak 
dua dimensi dengan nilai jarak multidimensi. Nilai 
stress yang dilambangkan dengan S dan koefisien 
determinasi (R2) digunakan dalam mengukur 
goodness of fit. Hasil analisis yang baik ditunjukkan 
dengan nilai stress yang rendah S £ 0,25 dan nilai 
R2 yang tinggi (Fauzi dan Anna, 2002). 


Analisis Kobe Plot 


Dalam penentuan prioritas strategi kebijakan 
pengelolaan sumber daya perikanan digunakan 
analisis kobe plot (Zhang et al., 2009) dimana 
dilakukan prioritas berdasarkan nilai indikator dan 
risiko setelah itu dilakukan penentuan periode 
rencana pengelolaan. Kobe plot digunakan untuk 
visualisasi hasil penilaian aspek ekologi dan aspek 
sosial (kelembagaan, sosial, ekonomi dan teknologi). 
Jika aspek ekologi suatu ekosistem berada pada 
warna merah, berarti buruk dan harus ada tindakan 


Kesan anna (Yuyun Erwina, Rahmat Kurnia, dan Yonvitner) 


manajemen untuk memperbaiki sampai berada 
pada warna kuning (sedang), sampai mencapai 
warna hijau (baik). Jika aspek ekologi dan sosial 
rendah berarti berada di warna merah, maka yang 
harus dilakukan adalah restoration strategy. Jika 
aspek sosial rendah dan ekologi tinggi (berada 
pada warna kuning) maka yang harus dilakukan 
adalah social development strategy. Jika aspek 
sosial tinggi dan ekologi yang rendah (berada 
pada warna kuning) maka yang harus dilakukan 
untuk mencapai kondisi keberlanjutan adalah 
conservation management strategy. Jika aspek 
sosial dan ekologi suatu ekosistem sudah berada 
pada warna hijau dan keduanya sudah memiliki 
nilai yang tinggi maka yang harus dilakukan adalah 
sustaining strategy. Skor aspek ekologi dan sosial 
didapatkan dari perhitungan yang diturunkan dari 
flag model (skor 1 = merah kondisi ekosistem 
buruk, skor 2 = kuning kondisi ekosistem baik, skor 
3 = hijau kondisi ekosistem baik), skor setiap aspek 
merupakan skor rata-rata dari setiap atribut pada 
masing-masing aspek. Nilai skornya sama dengan 
nilai skor pada analisis RAPFISH. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Dimensi Ekologi 


Berdasarkan hasil analisis didapat kondisi 
nilai eksploitasi (E) rata-rata sumber daya ikan 
di Perairan Bengkulu sebesar 86,9%, nilai ini > 
50% yang menunjukkan bahwa tingkat eksploitasi 
dikategorikan tangkap lebih (over fishing). Hasil 
analisa potensi lestari (MSY) menunjukkan bahwa 
nilai MSY ikan Bleberan sebesar 1.736.540 ton, 
MSY Tenggiri 1.842.069,16 ton dan MSY ikan Kape 
Kape 1.571.350,68 ton. Data produksi perikanan 
tangkap Tahun 2013 menunjukkan bahwa hasil 
tangkapan ikan Kape Kape sebesar 1.536.700,01 
ton, ikan Bleberan 1.884.340 ton dan Tenggiri 
2.482.800 ton, dimana hasil tangkapan ini telah 
over fishing. 


Daerah penangkapan ikan di Perairan 
Bengkulu dalam 5-10 tahun terakhir tidak 
mengalami perubahan dan cenderung sama. 
Daerah penangkapan ikan berada dalam kisaran 
jarak 0-4 mil dari garis pantai, penangkapan ikan di 
Perairan Bengkulu oleh nelayan skala kecil bersifat 
one day fishing dengan waktu tangkap berkisar 
6-9 jam. Trend hasil tangkapan per unit upaya 
(catch per unit effort, CPUE) perikanan tangkap 
di Perairan Bengkulu berdasarkan hasil analisa 
data statistik perikanan tangkap Provinsi Bengkulu 
Tahun 2009-2013 menunjukkan trend yang 
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meningkat. Namun berdasarkan hasil wawancara 
dengan nelayan terhadap persepsi hasil tangkapan 
ikan dalam 5-10 tahun terakhir, menunjukkan trend 
yang menurun secara gradual, begitu pula dengan 
ukuran ikan hasil tangkapan dalam 5 tahun terakhir 
cenderung semakin kecil. Spesies ikan langka, 
terancam dan dilindungi (endangered, threated and 
protected, ETP) yang tertangkap tanpa sengaja oleh 
alattangkap nelayan umumnyatidak dilepas kembali 
ke perairan, namun dijual atau dikonsumsi. Spesies 
ETP yang umumnya tertangkap antara lain penyu 
dan hiu. Ikan-ikan yang umumnya tertangkap oleh 
nelayan bukan ikan target penangkapan. Persepsi 
nelayan menunjukkan bahwa kondisi sumber daya 


ikan di Perairan Bengkulu dalam waktu 10 tahun 
terakhir mengalami penurunan secara gradual. 


Analisis RAPFISH pada dimensi ekologi 
(Gambar 1) menunjukkan didapat bahwa dimensi 
ekologi memiliki status kurang berkelanjutan 
dengan indeks nilai sebesar 45,481. Hasil analisis 
leverage dimensi ekologi (Gambar 2) menunjukkan 
4 atribut paling sensitif yaitu: ukuran ikan yang 
tertangkap dalam 5 tahun terakhir, spesies ikan 
ETP yang tertangkap dan tidak dilepas kembali ke 
laut (lumba-lumba, penyu, hiu), trend CPUE baku 
dan lokasi tempat penangkapan ikan 5-10 tahun 
ke belakang. 
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Gambar 1. Hasil Analisis RAPFISH Dimensi Ekologi 
Figure 1. RAPFISH Analysis Results of The Ecological Dimension 


Kondisi sumber daya ikan dan ekosistem (persepsi nelayan 


untuk 10 tahun terakhir)/ 


Condition of fish resource and ecosystems (perception 


fishermen last 10 years) 


Spesies ikan lain yang tertangkap selain ikan target utama / 


1,1328125 


0,38006211 
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Atribut/Attribute 


Other fish species caught inaddition to the main target fish 


Spesies Ikan ETP yang tertangkap dan tidak di lepas kembali ke 
laut (lumba-lumba, penyu, hiu)/ ETP fish species caught and released 
back into The sea (dolphins, sea turtles and sharks) 


Ukuran ikan yang tertangkap dalam 5 tahun terakhir / The size 
of the Fish Caught in the 5 years ago 


Trend hasil tangkapan 5 - 10 tahun terakhir/ Trend catches last 
5-10 years 


Trend CPUE Baku / Raw CPUE Trends 


Lokasi Tempat penangkapan ikan 5 - 10 tahun lalu/ Location fishing 
ground 5-10 years ago 


Status Ekploitasi dari area penangkapan/ Exploitation status of 
fishing ground 


7,73730857 


2,768524202 


996742301 


5,610168401 


0,061733246 


Gambar 2. Hasil Analisis Leverage Dimensi Ekologi 
Figure 2. Leverage Analysis Results of The Ecological Dimension 


Status Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan di Perairan Bengkulu 


Dimensi Ekonomi 


Berdasarkan hasil analisis didapat 
bahwa nilai R/C rata-rata ikan hasil tangkapan 
nelayan sebesar 7 yang menunjukkan bahwa 
usaha pengelolaan sumber daya perikanan di 
Perairan Bengkulu menguntungkan. Data harga 
jual ikan di tingkat nelayan selama 10 tahun 
terakhir menunjukkan adanya kenaikan. Modal 
melaut keseluruhan nelayan berasal dari pinjaman 
tengkulak atau rentenir. Nelayan di Perairan 
Bengkulu merupakan nelayan penuh dan tidak 
memiliki alternatif pekerjaan lain selain menangkap 
ikan. 


Pa a (Yuyun Erwina, Rahmat Kurnia, dan Yonvitner) 


Ikan hasil tangkapan nelayan dijual di pasar 
lokal di Bengkulu. Data hasil survai menunjukkan 
bahwa rata-rata pendapatan nelayan per hari 
sekitar Rp.50.000,-, jika diasumsikan bahwa jumlah 
hari kerja sebanyak 22 hari dalam satu bulan 
(Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu, 2014), 
maka pendapatan nelayan rata-rata sebesar 
Rp.1.100.000,- per bulan, dengan tanggungan 
dalam keluarga rata-rata sebanyak 4 (empat) 
orang. Upah Minumum Rata-rata (UMR) sebagai 
salah satu indikator hidup layak di Bengkulu adalah 
Rp.1.350.000,- per orang, dengan demikian di 
Bengkulu ini masih dikategorikan memiliki status 
hidup tidak layak. 
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Gambar 3. Hasil RAPFISH Dimensi Ekonomi 
Picture 3. RAPFISH Analysis Results of The Economic Dimension 


Sumbangan Sektor Perikanan thd PDRB/ Fishery 
sector’s contribution to PDRB 


Penyerapan tenaga kerja perikanan / 
Employment fisheries 


Rataan Pendapatan Relatif nelayan terhadap 
UMR / The average relative income of fishermen 
to UMR 


Pemasaran Hasil perikanan / Marketing of fishery 
products 


Waktu Usaha penangkapan / Time fishing effort 


Atribut/Attribute 


Ketersediaan Modal / Availability of capital 


Harga jual Ikan (Rp /kg) / Selling price of fish 
(Rp/Kg) 


Kelayakan usaha (keuntungan usaha perikanan) / 
Feasibility (profit fisheries) 


esi 6,171134808 
BS 1,925720214 
Sa 7,286373055 
SSS a] 8,345729864 
S| 7,346294336 


5 10 15 
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Gambar 4 Hasil Analisis Leverage Dimensi Ekonomi 
Figure 4. Leverage Analysis Results of The Economic Dimension 
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Berdasarkan data jumlah RTP (rumah tangga 
perikanan) selama 5 tahun (2009-2013) sumber 
data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 
Bengkulu menunjukkan bahwa penyerapan tenaga 
kerja dalam kategori sedang (8.041 orang; 8.180 
orang; 7.753 orang; 10.653 orang; 8.321 orang). 
Sumbangan sektor perikanan terhadap PDRB 
Provinsi Bengkulu selama 5 tahun ini (2009-2013) 
masih rendah rata-rata hanya 6% (BPS Provinsi 
Bengkulu, 2009-2013). Hasil Analisis RAPFISH 
pada dimensi ekonomi (Gambar 3) menunjukkan 
nilai sebesar 40,73 (kurang berkelanjutan) dengan 
hasil analisis leverage pada dimensi ini (Gambar 4) 
menunjukkan 4 atribut paling sensitif yaitu: harga 
jual, waktu usaha penangkapan, pemasaran hasil 
dan ketersediaan modal. 


Dimensi Teknologi 


Data Statistik Perikanan Tangkap Provinsi 
Bengkulu Tahun 2013 menunjukkan bahwa 
armada penangkap ikan didominasi oleh kapal 
yang berukuran « 5 GT, perahu tanpa motor 
dan motor tempel berjumlah 4.484 unit dari total 
armada penangkap ikan sebanyak 4.783 unit 
atau sekitar 93,74%. Alat tangkap dominan yang 
digunakan adalah pukat pantai, jaring angkat 
lainnya, jaring insang hanyut, pancing lainnya, 
jaring insang tetap dan jaring tiga lapis. Ikan hasil 
tangkapan memiliki ukuran yang relatif kecil dan 
bukan merupakan ikan target (selektivitas alat 
tangkap sedang). 
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Gambar 5. Hasil Analisis RAPFISH Dimensi Teknologi 
Figure 5. RAPFISH Analysis Results of The Technological Dimension 


Pertumbuhan armada Penangkapan / Fleet growth 
arrest 


Kapasitas Pelabuhan Perikanan / Fishing port 
capacity 


Kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan 
ikan dengan dokumen legal / Suitability function and 
size of cessels fishing with illegal documents 


Metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif 
dan atau ilegal / Fishing methods are destrucive and 
or illegal 


Ukuran Kapal penangkapan ikan / The size of fishing 
vessels 


Selektivitas alat tangkap / Selectivity of fishing gear 


Alat tangkap yang digunakan /Fishing gear used 


Lama Trip / long trip 


- 2,764957412 
pe] 6,635139336 
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Gambar 6. Hasil Analisis Leverage Dimensi Teknologi 
Figure 6. Leverage Analysis Results of The Technological Dimension 


Status Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan di Perairan Bengkulu 


Kasus pelanggaran penangkapan ikan 
berdasarkan data PPNS Provinsi Bengkulu Tahun 
2014 menunjukkan telah terjadi 10 kasus praktek 
penggunaan alat tangkap yang merusak (bom dan 
pukat harimau) dan sekitar > 50% dokumen kapal 
tidak sesuai dengan kondisi fisiknya. Pertumbuhan 
armada penangkapan selama 5 tahun ini 
mengalami rata-rata 5% pertahun. Pangkalan 
Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pendaratan 
Ikan (TPI) di Perairan Bengkulu berjumlah 36 unit 
yang tersebar di seluruh kabupaten pesisir. Jumlah 
ini dikategorikan cukup memadai dan baik untuk 
dimanfaatkan dalam aktivitas penangkapan ikan. 


Hasil analisis RAPFISH pada dimensi 
teknologi (Gambar 5) menunjukkan nilai indeks 
keberlanjutan dimensi teknologi sebesar 40,978 
(kurang berkelanjutan) dengan atribut yang 
paling sensitif berdasarkan hasil analisis leverage 
(Gambar 6) yaitu: kapasitas pelabuhan perikanan, 
metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif 
atau ilegal, kesesuaian fungsi dan ukuran kapal 
penangkapan ikan dengan dokumen legal dan 
selektivitas alat tangkap. 


Dimensi Kelembagaan 


Dari hasil survai dan hasil wawancara 
dengan pemangku kepentingan pengelolaan 
sumber daya perikanan menunjukkan bahwa 
Bengkulu memiliki dokumen rencana pengelolaan 


+ 


Ia DOWN 


ETE aaa (Yuyun Erwina, Rahmat Kurnia, dan Yonvitner) 


perikanan tetapi belum sepenuhnya dijalankan. 
Mekanisme dalam pengambilan keputusan 
namun belum berjalan efektif. Nelayan di Perairan 
Bengkulu memiliki peraturan / kearifan lokal dalam 
pengelolaan sumber daya perikanan dan telah 
disepakati secara bersama oleh nelayan. Kearifan 
lokal tersebut berupa alat tangkap yang digunakan 
tidak boleh bersifat merusak (seperti penggunaan 
bom dan pukat harimau) dan nelayan disarankan 
tidak melaut pada Hari Jumat, hari kebesaran 
keagamaan dan jika ada nelayan yang mengadakan 
acara (kenduri). Pelanggaran terhadap aturan 
tersebut berupa sanksi sosial seperti teguran oleh 
masyarakat nelayan, tidak didatangi juga pada saat 
yang bersangkutan ada hajat (kenduri/pesta) dan 
bagi yang menggunakan alat tangkap yang sifatnya 
merusak akan dibakar alat tangkap dan kapalnya, 
dikucilkan dari masyarakat dan dilaporkan kepada 
pihak yang berwajib. Peran pemangku kepentingan 
dalam pengelolaan sumber daya perikanan masuk 
dalam kategori sedang. 


Hasil analisis RAPFISH dimensi kelembagaan 
memiliki nilai 47,084 (kurang berkelanjutan) 
(Gambar 7) dengan atribut paling sensitif terdiri 
dari (Hasil analisis leverage (Gambar 8)): rencana 
pengelolaan perikanan, mekanisme pengambilan 
keputusan dalam pengelolaan perikanan, peranan 
pemangku kepentingan pengelolaan sumber daya 
perikanan dan peranan lembaga keuangan mikro/ 
kelompok usaha bersama. 


47,0849571 


Perikanan Berkelanjutan/ Fisheries Sustainability 


Gambar 7. Hasil Analisis RAPFISH Dimensi Kelembagaan 
Figure 7. RAPFISH Analysis Results of The Institutional Dimension 
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Peraturan /Kearifan Lokal / Regulation / 
Local wisdom 


Peranan lembaga keuangan mikro / 
kelompok Usaha bersama/ The role of 
microfinance institutions / groups fisheries 


Peranan pemangku kepentingan 
pengelolaan sumberdaya perikanan / 
The role of stakeholders management of 
fishery resources 
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Mekanisme pengambilan keputusan dalam 
pengelolaan perikanan/ Mechanisms of 
decision making in fisheries management 


Rencana pengelolaan perikanan / Fishery 
management plan 


0,19593811 


2,514339427 


2,796188355 


2,938671122 


Gambar 8. Hasil Analisis Leverage Dimensi Kelembagaan 
Figure 8. Leverage Analysis Results of The Institutional Dimension 


Dimensi Sosial 


Konflik antar nelayan dalam pemanfaatan 
sumber daya ikan di Provinsi Bengkulu relatif 
tinggi, yaitu rata-rata > 5 kali/tahun. Konflik yang 
terjadi terutama menyangkut penggunaan alat 
tangkap pukat harimau dan penggunaan alat 
tangkap yang merusak lainnya. Tingkat pendidikan 
nelayan rata-rata tamatan SLTP, dengan rata-rata 
pengalaman melaut > 5 tahun. Tipologi nelayan 
Perairan Bengkulu termasuk dalam kategori small- 
scale fisheries dengan memanfaatkan secara efektif 


pengetahuan lokal terkait dengan pengelolaan 
perikanan, namun nelayan jarang dilibatkan dalam 
penetapan kebijakan pembangunan kelautan dan 
perikanan di Perairan Bengkulu. 


Hasil analisis RAPFISH pada dimensi sosial 
(Gambar 9) menunjukkan nilai indeks keberlanjutan 
sebesar 60,984 (cukup berkelanjutan) dengan 
empat atribut yang paling sensitif (hasil analisis 
leverage pada Gambar 10) yakni : tingkat pendidikan 
nelayan, pemanfaatan pengetahuan lokal yang 
terkait dengan pengelolaan perikanan, pengalaman 
melaut dan tingkat konflik antar nelayan. 


# DOWN 


a 


Perikanan Berkelanjutan / Fisheries Sustainability 


Gambar 9. Hasil Analisis RAPFISH Dimensi Sosial 
Figure 9. RAPFISH Analysis Results of The Social Dimension 
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Status Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan di Perairan Bengkulu .................... (Yuyun Erwina, Rahmat Kurnia, dan Yonvitner) 


Pemanfaatan pengetahuan lokal yang terkait 
dengan pengelolaan perikanan /Use of local ee 
knowledge related to fisheries management ji 


Keterlibatan nelayan dalam membuat 
kebijakan / Involvement of fishermen in 1,415702838 


making policy 


Tipologi Nelayan / Typogy fishermen 0,819305419 


2 
3 
2 
8 
x 
= 
2 
2 
5 
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Pengalaman Melaut / Fishing experience 


Tingkat Pendidikan Nelayan / Education : Bea 
level of fishermen | 


3,340953763 


Tingkat Konflik antar Nelayan / The level of 
conflict between fishermen 


Gambar 10 Hasil Analisis Leverage Dimensi Sosial 
Figure 10. Leverage Analysis Results of The Social Dimension 


multidimensi. Hasil ordinasi RAPFISH multidimensi 
(Gambar 11a) dan analisis Monte Carlo (Gambar 
11b) menunjukkan status keberlanjutan pengelolaan 

Status keberlanjutan pengelolaan sumber Sumber daya perikanan di Perairan Bengkulu 
daya perikanan di Perairan Bengkulu didapat termasuk dalam kategori kurang keberlanjutannya 
dengan melakukan analisis RAPFISH secara dengan nilai indeks 47,109. 


Status Keberlanjutan Pengelolaan Sumber 
Daya Perikanan di Perairan Bengkulu 


A A 


2 di din 


Perikanan Berkelanjutan/Fisheries Sustainability 


Perikanan Berkelanjutan/Fisheries Sustainability 
(a) (b) 
Gambar 11. Hasil Ordinasi RAPFISH secara Multi-dimensi (a) Hasil Analisis Monte Carlo Secara 
Multi-dimensi (b) 
Figure 11. Multi-dimension RAPFISH Ordination (a) Multi-dimension Monte Carlo Scatter Plot (b) 
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Berdasarkan hasil analisis leverage secara 
multidimensi (Gambar 12) terlihat bahwa terdapat 
4 (empat) atribut yang memiliki nilai indeks terbesar 
yaitu: harga jual (4,27), tingkat konflik antar nelayan 
(4,03), dan pemanfaatan pengetahuan lokal yang 
terkait dengan pengelolaan perikanan (3,908) 
dan peranan lembaga keuangan mikro/kelompok 
usaha bersama dengan nilai indeks sensitifitas 
tertinggi yakni: 4,29. Keempat atribut yang paling 
sensitif tersebut berkaitan dengan keberlanjutan 
pengelolaan sumber daya perikanan di Perairan 
Bengkulu. Kegiatan usaha penangkapan ikan 
di Bengkulu didominasi oleh tipologi perikanan 
tangkap skala kecil. Fakta ini menunjukan bahwa 
sebagian besar armada penangkap ikan beroperasi 
di sekitar perairan pantai dan bergantung kepada 
ketersediaan stok sumber daya ikan terutama 


ukuran ikan. Semakin kecil ukuran ikan maka 
semakin rendah harga jual ikan, dan akan 
mempengaruhi pendapatan nelayan. Kondisi 


ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor akses 
pemasaran yang terbatas, dikarenakan adanya 
kewajiban bagi para nelayan untuk menjual hasil 
tangkapan hanya kepada tengkulak akibat beban 
hutang modal. Dan tengkulak menentukan harga 
jual ikan meskipun ikatan antara tengkulak dan 
nelayan ini tidak begitu kuat, dalam artian mereka 
berhak untuk pindah ke tengkulak lain jika ada 
tengkulak lain yang mau membayarkan hutang 
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Kelayakan usaha (keuntungan usaha perikanan)/ Feasibility (profit fisheries) 


Peraturan /Kearifan Lokal / regulation/ local wisdom 


Peranan lembaga keuangan mikro / Kelompok Usaha bersama/ 
The role microfinance institusions /groups fisheries 


Peranan pemangku kepentingan pengelolaan sumberdaya perikanan / 
The role of stakeholders management of fishery resources 


Mekanisme pengambilan keputusan dalam pengelolaan perikanan / 
Mechanisms of decision making in fisheries management 


Rencana pengelolaan perikanan/ Fishery management plan 


Pemanfaatan pengetahuan lokal yang terkait dengan pengelolaan perikanan / 
Use of local knowledge related to fisheries management 


Keterlibatan nelayan dalam membuat kebijakan / 
Involvement of fishermen in making policy 


Tipologi Nelayan / Typology fishermen 

Pengalaman Melaut / Fishing experience 

Tingkat Pendidikan Nelayan/ Education level of fishermen 

Tingkat Konflik antar Nelayan / The level of conflict between fishermen 
Pertumbuhan armada Penangkapan / Fleet growth arrest 


Kapasitas Pelabuhan Perikanan / Fishing port capacity 


Kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan dokumen legal / 
Suitability function and size of vessels fishing with illegal document 


Metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif dan atau ilegal / 
Fishing methods are destructive and or illegal 


Ukuran Kapal penangkapan ikan /The size of fishing vessels 
Selektivitas Alat tangkap / Selectivity of fishing gear 
Alat tangkap yang digunakan / Fishing gears used 


Lama Trip / long trip 


Gambar 12. Hasil Analisis 


modal melaut ke tengkulak sebelumnya. Kondisi 
seperti ini tentu saja membuat keuntungan yang 
didapat nelayan semakin kecil. Guna mengatasi 
hal tersebut peran pemerintah dalam menjamin 
ketersediaan modal usaha berupa pinjaman lunak 
melalui koperasi atau lembaga keuangan mikro 
lainnya sangat dibutuhkan. Menjamin keberadaan 
modal melaut bagi nelayan, pemerintah juga 
secara langsung menjamin kepastian harga jual 
ikan yang dapat memberikan keuntungan bagi 
nelayan. Selain itu akses pasar dan harga jual ikan 
cenderung lebih dinamis. 


Penerapan teknologi penangkapan ikan 
oleh nelayan di Bengkulu masih sangat rendah. 
Nelayan di Bengkulu masih sangat bergantung 
kepada pengetahuan lokal dalam kegiatan 
pemanfaatan sumber daya ikan terutama dalam 
aktivitas penangkapan ikan. Proses penangkapan 
ikan berada pada jalur penangkapan | (0 - 4 mil). 


Konflik antar nelayan di Perairan Bengkulu 
terutama terjadi karena faktor hasil tangkapan yang 
semakin menurun karena telah terjadi penurunan 
kondisi ekosistem dan sumber daya ikan dalam 
satu dekade terakhir. Kondisi ini terjadi dikarenakan 
bertambahnya penggunaan alat tangkap yang 
merusak (penggunaan pukat harimau dan bom) 
dalam usaha penangkapan ikan. Semula kearifan 
lokal yang ada berhasil diterapkan untuk mengatasi 
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Leverage Multi-dimensi 


Figure 12. Leverage Analysis Results of The Multi-dimension Attributes 


Status Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan di Perairan Bengkulu 


oknum pengguna pukat harimau dan bom dengan 
cara memberi sanksi sosial berupa dikucilkan dari 
masyarakat dan dibakar alat tangkapnya (pukat 
harimau) bagisi pelanggar. Tetapi untuk penggunaan 
pukat harimau dalam beberapa tahun terakhir ini 
sulit diberi sanksi sosial oleh masyarakat karena 
oknum nelayan pengguna pukat harimau dilindungi 
oleh oknum pejabat (menurut hasil wawancara 
dengan nelayan). Disinilah peran pengawasan 
harus ditingkatkan guna keberlanjutan sumber 
daya perikanan di Perairan Bengkulu. Penegakkan 
regulasi pengelolaan sumber daya perikanan di 
Perairan Bengkulu harus dilaksanakan secara 
bertanggungjawab guna menjaga kelestarian 
sumber daya ikan dan ekosistem di Perairan 
Bengkulu dengan mengefektifkan peran Kelompok 
Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), penyidik 
perikanan, TNI Angkatan Laut dan Polairud dalam 
pengawasan pengelolaan perikanan di Perairan 
Bengkulu. 


(Yuyun Erwina, Rahmat Kurnia, dan Yonvitner) 


Nilai Stres 
Multidimensi 


dan Koefisien Determinasi 


Hasil pengukuran nilai statistik dalam analisis 
RAPFISH terhadap lima dimensi keberlanjutan 
sumber daya perikanan di Perairan Bengkulu 
dapat dilihat pada Tabel 1 pada Gambar 13 berupa 
diagram layang-layang berdasarkan nilai-nilai 
indeks dari setiap dimensi keberlanjutan sumber 
daya perikanan di Perairan Bengkulu. Nilai stress (S) 
berkisar 0,13 (13%) dan nilai koefisien determinasi 
0,94 (94%). Nilai-nilai tersebut menunjukkan 
bahwa semua atribut yang dikaji dari kelima 
dimensi dan analisis secara multi-dimensi cukup 
akurat sehingga memberikan hasil analisis yang 
baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Fisheries 
(1999) menyatakan bahwa hasil analisis nila stress 
< 0,25 (25%) dan nilai koefisien determinasi (R2) 
mendekati 1,0 (100%). 


Dimensi Ekonomi / 
Economic Dimension 
70,000 


Dimensi Teknologi / 
Technology Dimension 


Dimensi Ekologi / Ecology 
Dimension 


= 


Dimensi Kelembagaan 


Dimensi Sosial / Social 


Institutional Dimension 


Dimension 


Gambar 13. Diagram Layang-layang Dimensi Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan 
Figure 13. Kite Diagram Fishery Resources Sustainability Dimension 


Tabel 1. Hasil Analisis RAPFISH Lima Dimensi Keberlanjutan dan secara Multi-Dimensi. 
Table 1. RAPFISH Analysis Result of The Five Dimension sustainability and Multi-Dimension. 


Dimensi/ Indeks Keberlanjutan/ Iterasi/ 
No Dimension Sustainability index TAN Re Iterasion 

jo “Dimensi Ekonomi 40.730 0.133 0.946 2 
Economic Dimension 

2 Dimensi Ekologi / 45.481 0.138 0.943 2 
Ecology Dimension 

g. pimensi sosial 60.985 0.145 0.944 2 
Social Dimension 

4 Dimensi Kelembagaan 47.084 0.167 0.933 3 
Institutional Dimension 

5 Dimensi Teknologi / 40.979 0.137 0.938 2 
Technology Dimension 

e  Mulidimensif 47.109 0.128 0.953 2 


Multi-Dimension 


Sumber : Hasil pengolahan data (2014)/ Source: Data processing (2014) 
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Tahun/ Year 5 
Tahun/ Year @ 


Strategi Restorasi / Restoration Strategy 


Rencana Perbaikan Perikanan/ Fishery Improvement Plan 


JTahun/ Year 15 


Nilai/ | Bendera | Deskripsi / 
a / a Pa 
DA Buruk | Buruk / Bad | Bad 
Sedang / 
Medium 

| Baik / Good 


Gambar 14. Hasil Analisis Kobe Plot 
Figure 14. Kobe Plot Analysis Result 


Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Sumber 
Daya Perikanan 


Berdasarkan hasil analisis Kobe Plot maka 


rekomendasikan strategi restorasi (0-5) tahun 
adalah: 
1. Fasilitasi dan meningkatkan peranan koperasi 
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lembaga keuangan mikro dan kelompok 
usaha bersama untuk menjamin adanya 
modal berupa pinjaman lunak bagi nelayan. 


Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi dan 
konservasi sumber daya ikan dan ekosistem 
melalui pelaksanaan program pembangunan 
kelautan dan perikanan. 


Strategi pengembangan sosial (5-10 tahun): 


Meningkatkan kualitas hasil tangkapan dan 
membuka akses nelayan terhadap pasar 
hasil perikanan untuk meningkatkan harga 
jual ikan 


melalui pelatihan dan pendampingan oleh 
pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ 
Kabupaten/ Kota Bengkulu. 


Meningkatkan penerapan teknologi 
penangkapan yang ramah lingkungan 
bagi nelayan skala kecil dan memberikan 
pendampingan serta bantuan sarana dan 
prasarana penangkapan untuk meningkatkan 
teknologi penangkapan yang dimiliki dan 
mampu dioperasikan oleh nelayan. 


Penegakkan regulasi pengelolaan sumber 
daya perikanan di Perairan Bengkulu harus 


dilaksanakan secara bertanggungjawab 
guna menjaga kelestarian sumber daya ikan 
dan ekosistem di Perairan Bengkulu dengan 
mengefektifkan peran POKMASWAS, 
penyidik perikanan, TNI Angkatan Laut dan 
Polairud dalam pengawasan pengelolaan 
perikanan di Perairan Bengkulu. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


1. 


Status keberlanjutan pengelolaan sumber 
daya perikanan di Perairan Bengkulu 
termasuk dalam kategori kurang berkelanjutan 
dengan nilai indeks 47,109 dengan nilai stress 
sebesar 12,8% dan nilai R? sebesar 95,3%. 


Strategi pengelolaan yang harus dilakukan 
untuk menjaga dan meningkatkan 
keberlanjutan sumber daya perikanan 
adalah: strategi restorasi (0-5 tahun), strategi 


pengembangan sosial (5-10 tahun) dan 
strategi keberlanjutan (10-15 tahun). 
Atribut yang menjadi prioritas untuk 


diperbaiki dalam rangka meningkatkan status 
keberlanjutan pengelolaan sumber daya 
perikanan di perairan Bengkulu adalah harga 
jual ikan, pemanfaatan pengetahuan lokal 
yang terkait dengan pengelolaan perikanan, 
atribut tingkat konflik antar nelayan dan atribut 
peranan lembaga keuangan mikro/ kelompok 
usaha bersama. 


Status Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan di Perairan Bengkulu 


Implikasi Kebijakan 


Peningkatan meningkatkan status 
keberlanjutan sumber daya perikanan rumusan 
kelima rekomendasi strategi pengelolaan sumber 
daya perikanan di Perairan Bengkulu harus 
dilaksanakan meliputi: 


1. Fasilitasi dan meningkatkan peranan koperasi 
/ lembaga keuangan mikro dan kelompok 
usaha bersama untuk menjamin adanya 
modal berupa pinjaman lunak bagi nelayan. 


2. Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi dan 
konservasi sumber daya ikan dan ekosistem 
melalui pelaksanaan program pembangunan 
kelautan dan perikanan. 


3. Meningkatkan kualitas hasil tangkapan dan 
membuka akses nelayan terhadap pasar 
hasil perikanan untuk meningkatkan harga 
jualikan melalui pelatihan dan pendampingan 
oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan 
Provinsi/ Kabupaten/ Kota Bengkulu. 


4. Meningkatkan penerapan teknologi 
penangkapan yang ramah lingkungan 
bagi nelayan skala kecil dan memberikan 
pendampingan serta bantuan sarana dan 
prasarana penangkapan untuk meningkatkan 
teknologi penangkapan yang dimiliki dan 
mampu dioperasikan oleh nelayan. 


5. Penegakkan regulasi pengelolaan sumber 
daya perikanan di Perairan Bengkulu harus 
dilaksanakan secara bertanggung jawab 
guna menjaga kelestarian sumber daya ikan 
dan ekosistem di Perairan Bengkulu dengan 
mengefektifkan peran POKMASWAS, 
penyidik perikanan, TNI Angkatan Laut dan 
Polairud dalam pengawasan pengelolaan 
perikanan di Perairan Bengkulu. 
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ABSTRAK 


Perkembangan produksi perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhan 
Ratu secara total mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat pada periode 2002 sampai 2013. 
Peningkatan produksi hanya terjadi pada armada Kapal Motor (KM) dengan armada lebih 5 GT, 
sedangkan produksi ikan dari Perahu Motor Tempel (PMT) dengan armada kurang dari 5 GT mengalami 
penurunan tajam. Pada tahun 2013 share produksi ikan dari KM sebesar lebih 95 Yo sedangkan 
produksi ikan dari PMT kurang dari 5 Yo. Kondisi ini mengakibatkan ketidakseimbangan dalam alokasi 
sumber daya. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor produktivitas total dan indeks ketidakstabilan 
pada perikanan tangkap. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus — Desember 2014 di Pelabuhan 
Ratu, Jawa Barat. Teknik analisis menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) dan 
Coppock Index Instability (Cll). Data yang digunakan adalah data time series statistik PPN Pelabuhan 
Ratu. Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar armada telah mencapai tingkat 
efisiesni (nilai efisiensi=1); sedangkan perubahan total faktor produktivitas mengalami fluktuasi yang 
tajam (berada dikuadran III) pertumbuhan tinggi disertai ketidakpastian yang tinggi, mengindikasikan 
terjadi ketidakstabilan. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya persaingan yang ketat diantara pelaku 
usaha sehingga menyebabkan terjadinya over-fishing dan over-capasity. Oleh karena itu diperlukan 
kebijakan untuk dapat mengurangi ketidakstabilan dengan cara rasionalisasi armada tangkap terutama 
alat tangkap yang sudah tidak efisien dan pengendalian kapal tuna long line. 


Kata Kunci: over capacity, Coppock Instability Index (CII), Data Envelopment Analysis (DEA), 
efisiensi, total faktor produktivitas 


ABSTRACT 


Fishery production at the Nusantara Fishery Harbour in Pelabuan Ratu increases more than 
double of production from 2002 to 2013. The increase was only occured for number of marine inboard 
motor size more than 5 GT, while marine outboard motor size less than 5 GT experienced a sharp 
decrease. In 2013 the production share of marine inboard motor was more than 95 per cent, while the 
production share of marine outboard motor was less than 5 per cent. This condition had an impact on 
imbalaced resource allocation. The applied policy was formulated for fishery management in Pelabuhan 
Ratu based on information of efficiency, productivity change, and instability index. The analysis was done 
by using Data Envelopment Analysis (DEA) and Coppock Index Instability (CII) approaches. The result 
showed that most of big boats (more than 5 GT) have been efficient (efficiency value=1), while total 
productivity factor fluctuated sharply and indicated instability of production. Coppock Index Instability and 
growth index showed that most of conditions were on positive growth stage with high level of instability. 
This conditon caused tight competition among businessmen leading to over fishing and over capacity. A 
policy is needed to reduce instability by rationalizing capturing boat, especially the infficient ones and to 
controlling tuna long line vessel. 


Keywords: over capacity, Coppock Instability Index (CII), Data Envelopment Analysis (DEA), 
efficiency, total factor productivity 
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PENDAHULUAN 


Salah satu permasalahan dalam perikanan 
adalah terjadinya tangkap lebih (over fishing) 
dan kapasitas lebih (over capacity) (Fauzi, 2010). 
Kemajuan teknologi penangkapan yang lebih 
canggih untuk mensubstitusi input, kombinasi 
peningkatan jumlah kapal, perbaikan teknologi 
penangkapan dan ekspansi upaya menyebabkan 
terjadinya fenomena kapasitas berlebih dalam 
jangka pendek (excess capacity) maupun jangka 
panjang (over capacity). Pendekatan kapasitas 
penangkapan dapat menghasilkan informasi dasar 
tentang kapasitas dan pemanfaatan kapasitas 
yang bermanfaat untuk mengetahui status armada 
penangkapan dan pemanfaatan sumber daya ikan 
dalam jangka pendek. 


Permasalahan kapasitas penangkapan 
diindikasikan karena adanya kelebihan modal 
atau kapal penangkap (over capitalization) 
dalam industri penangkapan ikan dan kelebihan 
eksploitasi (over exploitation) terhadap sumber 
daya ikan secara konsisten. Kelebihan armada 
penangkapan ikan (over capitalization) dan under- 
utilization kapasitas penangkapan memberikan 
indikasi pemborosan bersifat ekonomis. Inefisiensi 
dapat diartikan sebagai suatu tahapan dimana 
tujuan dari pelaku ekonomi belum dimaksimalkan 
secara penuh. Isu inefisiensi timbul dari anggapan 
bahwa nelayan dan usaha perikanan tangkap 
berperilaku memaksimalkan keuntungan. 
Pemahaman dinamika struktur ekonomi perikanan 
dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran 
ketidakstabilan baik output maupun input perikanan 
yang dilakukan dengan analisis menggunakan 
pendekatan instability index (Fauzi, 2010; Fauzi 
dan Anna, 2010). Pendekatan pengukuran indek 
ketidakstabilan biasanya menggunakan pendekatan 
Coppock Instability Index (Cll). Penggabungan 
penggunaan CII dengan indikator pertumbuhan 
(CGR) menjadi instrumen yang cukup kuat untuk 
membaca perkembangan perikanan selama kurun 
waktu yang panjang (Fauzi, 2010). Hasil indeks 
yang tinggi menunjukkan tingginya ketidakstabilan 
variabel ekonomi perikanan yang diukur yang 
merupakan interaksi dari berbagai faktor (Fauzi, 
2010). 


Kebijakan industrialisasi telah mampu 
meningkatkan produksi namun disisin lain tekanan 
terhadap sumber daya dan penggunaan input 
yang berlebih cenderung terjadi di Pelabuhan 
Perikanan Nasional (PPN) Pelabuhan Ratu Produksi 
perikanan PPN Pelabuhan Ratu didominasi oleh 
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pelagis besar (tuna, cakalang, tengiri dan tongkol). 
Total produksi relatif meningkat dari tahun ketahun 
dengan jumlah tertinggi pada tahun 2013 sebanyak 
kurang lebih 8.000 ton. Peningkatan produksi 
hanya terjadi pada perikanan dengan armada KM 
lebih dari 5 GT sedangkan produksi perikanan 
dengan armada PMT menurun tajam. Disisi lain, 
peranan perikanan dalam perekonomian wilayah 
masih kecil hal ini terlihat peranan perikanan pada 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 
2013 Kabupaten Sukabumi hanya 1,76 Yo (BPS 
Sukabumi, 2014). 


Teknik DEA dalam perikanan telah 
diterapkan pada perikanan di Teluk Arab (Elhendy 
dan Alkahtani, 2012), perikanan Salmon di 
Norwegia (Asche et al., 2013), perikanan tuna 
Purse seine di Korea Selatan (Squires et al., 2006). 
Untuk mengetahui tingkat kestabilan total faktor 
produktivitas dan beberapa perubahan efisiensi 
perlu dilakukan tes tingkat ketidakstabilan. Analisis 
ini untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dan 
ketidakstabilan yang menggambarkan besarnya 
resiko. Beberapa hasil penelitian terkait indeks 
ketidakstabilan telah dilakukan, antara lain pada 
perikanan pelagis kecil di laut Jawa (Fauzi dan 
Anna, 2010); kondisi pertumbuhan dan kestabilan 
perikanan di India dalam periode pasca-WTO 
dibandingkan dengan periode pra-WTO di India 
(Dash dan Patra, 2014). Tujuan penelitian adalah 
untuk mengetahui efisiensi, perubahan total faktor 
produktivitas dan indekss ketidakstabilan pada 
perikanan tangkap di PPN Pelabuhan Ratu. 


METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian dilakukan di kawasan PPN 
Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Penelitian 
dilakukan pada bulan Juli-Desember 2014. 


Data yang digunakan 


Data yang digunakan merupakan data 
time series statistik perikanan tangkap laut PPN 
Pelabuhan Ratu, dari tahun 2002-2013. Data yang 
digunakan terkait data output (produksi) dan data 
input yaitu jumlah kapal, alat tangkap, jumlah 
trip, jumlah BBM, jumlah es, dan jumlah umpan. 
Decision Making Unit (DMU) dibedakan menjadi 
DMU Perahu motor tempel (PMT) dan DMU Kapal 
Motor (KM) tahun 2002 - 2013. Pendalaman data 
dilakukan dengan wawancara dengan petugas 
statistik pada PPN Pelabuhan Ratu. 


Total Faktor Produktivitas Dan Indeks Instabilitas Perikanan Tangkap 


Metode Analisis 


Menurut Dyson, Thanassoulis dan 
Boussofiane (1990) dalam Fauzi dan Anna (2005), 
analisis DEA bertujuan mengukur keragaan relatif 
(relative performance) dari unit analisis pada 
kondisi keberadaan multiple inputs dan output. 
Dalam Aplikasi perikanan DEA memiliki kelebihan 
dalam kemampuannnya mengestimasi kapasitas 
dibawah kendala penerapan kebijakan tertentu, 
seperti Total Allovable Catch (TAC), pajak, distribusi 
regional atau ukuran kapal, larangan menangkap 
pada waktu tertentu dan kendala sosial ekonomi 
lainnya, keistimewaan lain dari model DEA adalah 
kemampuannya dalam mengakomodasi multiple 
output maupun multiple inputs, serta tingkat input 
dan output yang nil maupun non diskrit (Fauzi dan 
Anna, 2005). 


Indekss Malmquist dapat digunakan 
untuk memperkirakan perubahan Total Faktor 
Produktivitas (TFP) untuk suatu perusahaan 
atau industri dari waktu ke waktu. Indekss TFP 
didefinisikan (Coelli et al., 2005) sebagai indekss 
dari rasio seluruh output yang diproduksi terhadap 
semua input yang digunakan dalam produksi. 
Indeks Malmquist sering digunakan ketika harga 
dan data biaya tidak tersedia. Indeks ini didasarkan 
pada fungsi non-parametrik, yang memungkinkan 
untuk penjelasan dari multi-input dan multi-hasil/ 
produksi tanpa perlu menentukan fungsi tujuan 
perilaku (Coelli et al., 2005). Selain itu, indeks 
ini memiliki keuntungan yaitu Perubahan TFP 
dapat dipisahkan menjadi perubahan efisiensi 
teknis/ Technical Efficiency Change (EFFCH) dan 
perubahan teknologi/ Technologies Efficiency 
Change (TECHCH). EFFCH lebih lanjut dapat 
dibagi menjadi murni perubahan teknis efisiensi 
(EFFCH PURE) dan perubahan skala efisiensi 
(SKALA EFFCH). Analisis data envelopment (DEA) 
dapat diterapkan untuk memperkirakan fungsi jarak 
yang digunakan untuk mendapatkan hasil Indeks 
Malmquist TFP (Fare et al., 1994). Jarak fungsi 
mengukur seberapa jauh suatu perusahaan adalah 
dari produksi optimal relativitas ke perusahaan 
perusahaan lain dalam sampel yang diberikan 
input dan output yang diamati. Keuntungan 
menggunakan metode non-parametrik, seperti DEA 
dan Indeks TFP, pendekatan ini tidak memerlukan 
spesifikasi fungsi untuk pembatasan produksi. 
Selain itu, pendekatan tersebut relatif mudah untuk 
menangani beberapa input dan output. Indeks 
Malmquist TFP diterapkan untuk memperkirakan 
TFP perubahan di sektor perikanan tangkap di PPN 
Pelabuhan Ratu tahun 2002 — 2013. 


dari (Budi Wardono, A.Fauzi, A. Fahrudin dan A.H. Purnomo) 


Pendekatan dalam menghitung Indeks 
Malmguist dilakukan sebagai berikut (Fare et al., 
1994; Coelli et al., 2005; Asche et al., 2013). 


Mp (Yes Xt Vera Xt+1) 


= ( dhesa Xt41) 


di Yaa seu)" 
&ccirf: —— (1 
die Yer Xt) (1) 


doe" (Ves Xt) 


Keterangan : Yt = Output tahun ke-t; Xt = input 
tahun ke-i; Yt+1 = output tahun ke-t+1; Xt+1 = 
input ke-t+1; d, = merepresentasikan fungsi jarak, 
o = pendekatan output oriented; c = pendekatan 
CSR (constan return to scale) teknologi; 
index M, = estimasi perubahan produktivitas pada 
suatu firm (DMU) /Description: Yt = output year- 
on-txt = input i-th year; Yt + 1 = output of year t 
+ 1; Xt + 1 = input into t + 1; doc = represents a 
function of distance, o = output-oriented approach; 
c = approach to CSR (constan return to scale) 
technology; MO index = estimate of productivity 
change in a firm (DMU). 


Persamaan (1) dapat direorganisasi untuk 
menjadi indeks produktivitas atau EFFCH Indeks 
dan TECCHCH Indeks: 


MWe Ke Vera Kera) = 

= 1/2 
doc ten Kena) pa a / 

dheke) asc(VeraXee1) ` dét year) 


Technical Efficiency Change (TEC) dapat 
ditulis (Coelli et al., 2005): 


diy (Yt41Xt41) 
dhu Yes Xt41) 


Dimana d,, merepresentasikan pendekatan 
orientasi output, dimana v merujuk pada pendekatan 
Variabel Return to Scale (VRS) pada model DEA. 


Skala perubahan efisisensi dapat ditulis 
(Coelli et al., 2005): 


( dob esa Xtt1)/dot YAAA) anna (4) 
dop (Woxe)/doe tree) 


dhere a)/ dhe eta 2141) M Persen area aan (5) 
dh, Wexd)/dbe year) 


Penyelesaian persamaam 1-4, dapat 
diselesaikan dengan menggunakan pendekatan 
DEA, estimasi fungsi, yang dapat ditulis sebagai 
berikut: 
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Metode Coppock Instability Index (Cll) dapat 
dituliskan sebagai berikut (Fauzi, 2010; Fauzi dan 
Anna, 2010): 


Dimana log v didefisnisikan sebagai: 


delve) = Maxiga P- St a... (5) 
F 

bY wpe Di AN Yone k-l...K.................. (6) 

Karam = Yan. Xom M= Tina M ee (7) 

An 2057 An =1 NS Lang anna F ee (8) 


Keterangan/Description : 

Merepresentasikan jumlah usaha 
(DMU) ada 11 DMU/ Represents the 
number of attempts (DMU) there are 
11 DMU 

: Merupakan output produksi perikaan 
„tangkap laut di Pelabuhanratu/ 
Marine fiseher capture production 
output in Pelabuhanratu 

: Input yang digunakan oleh masing- 
masing usaha (DMU)/ Input used by 
each business (DMU) 


Hasil indeks yang tinggi menunjukkan 
tingginya ketidakstabilan variabel ekonomi 
perikanan yang diukur yang dapat disimpulkan 


Cll= Janti log log v — 1| « 100 


merupakan interaksi dari berbagai faktor (Fauzi, 


V log 25 (LA Ms Biome ) 
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2003 2004 2005 2006 2007 


Keterangan/Description 


Cll : Coppock Instability Indexs/ Coppock 
instability Index 
n : Jumlah tahun; x : nilai variabel yang 


diobservasi dan t : tahun/ Number of 
years; x: the value of the observed 
variables and t: year 


2010; Fauzi dan Anna, 2010). Apabila digunakan 
dengan indikaator pertumbuhan (CGR), Cll dapat 
menjadi instrumen yang kuat untuk membaca 
perkembangan perkembangan perikanan selama 
kurun waktu yang panjang (Fauzi, 2010). 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Karakteristik dan Kinerja Perikanan Tangkap di 
Pelabuhanratu 


PPN Pelabuhanratu merupakan salah satu 
pelabuhan perikanan besar di wilayah selatan 
pantai Pulau Jawa. Total produksi dari tahun 
ke tahun mengalami peningkatan (Gambar 1), 
peningkatan produksi terutama terjadi pada jenis 
Kapal Motor (KM) sedangkan produksi ikan dari 
Kapal Motor Tempel (PMT) dari tahun ke tahun 
turun secara tajam. Pada tahun 2007 produksi ikan 
dari KM dan PMT hampir sama, namun pada tahun 
2013 produksi KM mencapai 7,57 ton (95,5%) 
sedangkan produksi ikan dari PMT hanya 0,36 ton 
(4,5 %). Perubahan pola produksi ini menyebabkan 
beberapa jenis alat angkap sudah tidak mampu 
bersaing lagi dengan beberapa alat tangkap yang 
menggunakan jenis kapal motor yang berukuran 
lebih besar dan lebih modern. 


MT 
Outboard) 
M (inboard) 


2008 2009 2010 2011 2012 2013 


Tahun/years 


Gambar 1. Produksi Perikanan Pelabuhan Ratu Berdasarkan Jenis Kapal (Kapal Motor/KM dan 


Perahu Motor Tempel/PMT). 
Figure 1. 
Outboard). 


Fisheries Production in PPN Pelabuhan Ratu by Type of Vessel (KM/inboard and PMT/ 


Sumber : PPN Pelabuhan Ratu, 2014/Source: PPN Pelabuhan Ratu, 2014 
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Apabila dilihat lebih dalam lagi ternyata 
dari total produksi KM tahun 2013 sebagian besar 
adalah berasal dari kapal Tuna Long Line (92%), 
hal ini semakin menunjukkan dominasi kapal Tuna 
Long Line. Kondisi tersebut membahayakan kondisi 
perikanan di Pelabuhan Ratu, dimana sebagian 
besar masyarakat bergerak diusaha perikanan 
tangkap skala kecil. Peranan PMT semakin kecil, 
tidak sebanding dengan jumlah armada dan jumlah 
nelayan yang terlibat. Lebih jauh apabila dilihat 
perannya dalam perekonomian daerah, peranan 
perikanan ternyata sangat kecil hanya sebesar 
1,76 Yo dari total PDRB Kabupaten Sukabumi (BPS 
Kabupaten Sukabumi, 2014). 


Perkiraan kontribusi perikanan skala kecil 
secara ekonomi “undervalued”, nilai perikanan skala 
kecil di Sabah, Malaysia terhitung mungkin tiga kali 
lipat dari kontribusi perikanan terhadap PDB (Teh 
et al., 2011). Kajian dengan hasil sama dilakukan 
oleh Zeller et al. (2007) yang dilakukan di negera- 
negara Samoa dan Guam, yang menyatakan 
bahwa hasil tangkapan sebenarnya lebih dari 2,5 
kali data (statistik) resmi. Perikanan skala kecil 
di Eropa mempunyai karakteristik yang dicirikan 
(Guyader et al., 2013) (i) terdiri dari kapal-kapal 
yang lebih kecil sehingga jarak jelajahnya pendek 
hanya di wilayah pesisir; ( ii) memiliki awak kapal 
(ABK) lebih kecil (meskipun angka tenaga kerja 
secara total mirip dengan armada besar di Eropa), 
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(ili) sebagian besar menggunakan alat tangkap 
pasif, (iv) menggunakan pendekatan multi-tujuan, 
dan dapat mengubah ikan yang menjadi target; (v) 
memiliki rendemen yang lebih rendah, (vi) memiliki 
jumlah investasi, modal, omset dan biaya yang 
lebih rendah (termasuk hak-hak nelayan), (vii) 
memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih rendah, 
sehingga kurang sensitif terhadap perubahan harga 
BBM, dan (viii) ketergantungan pada subsidi lebih 
rendah. 


Berdasarkan hasil analisis data skunder dari 
statistik perikanan tangkap PPN Pelabuhan Ratu 
dapat diketahui hubungan antara total produktivitas 
kapal dan nelayan berdasarkan jenis kapalnya (KM 
dan PMT) (Gambar 2). Kecenderungan produktivitas 
nelayan dan kapal Perahu Motor Tempel (PMT) 
selalu menurun dari tahun ketahun. Kecenderungan 
ini berbanding terbalik dengan produktivitas Kapal 
Motor (KM), yang kecenderungannya selalu naik. 
Kondisi ini semakin menekan peranan perikanan 
skala kecil dari PMT yang share produksinya tinggal 
kurang dari 5 % tahun 2013. Jumlah kapal dan 
jumlah nelayan pada PMT jauh lebih banyak dari 
KM, dengan share yang sangat kecil maka peranan 
nelayan skala kecil di Pelabuhan Ratu semakin kecil 
dan semakin terpinggirkan. Hal ini akan berdampak 
pada upaya peningkatan kesejahteraan nelayan 
kecil. Lebih jauh kondisi ini dapat mengancam 
keberlajutan usaha nelayan skala kecil. 


Produktifitas PMT/ 

“ outboard Productivity 
(kg/vesel/year) 
Produktifitas KM /Inboard 

4 Productivity 
(kg/vesel/year) 
Produktifitas nelayan / 

ste outboard Productivity 
(kg/vesel/year) 

>% Produktifitas Nelayan KM 
(kg/Nelayan/thn) 
Produktifitas Trip PMT / 

“Ne Outboard trip productivity 
(kg/kapal/trip) 
Produktifitas per trip KM/ 

in board trip productivity 
(kg/trip/kpl) 
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Gambar 2. Produktivitas Kapal dan Nelayan pada Jenis Kapal Motor Tempel (PMT) dan Kapal Motor 
(KM) di PPN Pelabuhan Ratu Tahun 2002-2013. 

Figure 2. Vessel Productivity in PPN Pelabuhan Ratu Years 2002-2013. 

Sumber : Analisis Data Sekunder PPN Pelabuhan Ratu, 2014/Source: Secondary Data Analysis PPN Palabuhanratu, 2014 


39 


J. Sosek KP Vol. 10 No. 1 Tahun 2015 


Efisiensi Kapasitas Sumber Daya 


Hasil analisis di lokasi Pelabuhan Ratu 
dengan menggunakan asumsi VRS diperoleh 
peningkatan skor efisiensi seperti pada Tabel 
1. Tabel 1 menunjukkan peningkatan skor 
efisiensi pada beberapa DMU. Pada DMU no 2 
yaitu alat tangkap gill net semula nilai skala 
efisiensinya hanya 0,472 meningkat menjadi 1 
(efisiensi). Pada alat tangkap tramel net (DMU 
8), alat tangkap rampus (DMU 10) dan alat 
tangkap pancing pancing ulur (DMU 11) terjadi 
peningkata skala efisiensi. Hasil analisis DEA 
dengan asumsi VRS memungkinkan untuk 
mengetahui pengaruh asumsi yang lebih luas 
dari input sebagai komponen tetap. Analisis DEA 
menggunakan asumsi VRS juga memungkinkan 
untuk melihat efisiensi teknis (TE) dan efisisensi 
skala tertentu (SE) dari masing-masing unit analisis 
yaitu berbagai jenis alat tangkap. Hasil penelitian 
tersebut sesuai dengan penelitian Wiyono (2012) 
tentang efisiensi Lemuru di Selat Bali menunjukkan 
bahwa penangkapan lemuru dengan purseine tidak 
efisien, dimana tingkat pemanfaatan input produksi 
tidak optimal. Waldo (2006) menunjukkan bahwa 
tingkat efisiensi usaha penangkapan pelagis di 
Swedia lebih besar pada usaha dengan kapal 
yang menggunakan ukuran lebih besar dan lebih 
baru dari pada menggunakan kapal berukuran kecil 
dan berumur lebih tua. Produktivitas perikanan 
dengan menggunakan pukat cincin di Pekalongan 
telah mengindikasikan telah terjadi tangkap lebih 
(over fishing) (Effendi, 2007). 


Efisiensi skala (SE) yang merupakan rasio 
antara CRS dan VRS, menunjukkan indikator 
DRS (decreasing return to scale) pada DMU alat 
tangkap gill net, tramel net, rampus; dan pancing 
ulur. Hasil analisis dengan asumsi VRS dihasilkan 
kesimpulan tentang tingkat skala efisiensinya 
dimana pada DMU 2 (alat tangkap Gillnet), DMU 
10 (alat tangkap rampus) dan DMU 11 (alat 
tangkap Pancing ulur) menunjukan tingka skala 
yang menurun (decreasing return to scale). Hasil 
tersebut menunjukan bahwa ke tiga DMU tersebut 
sudah terjadi gejala over capacity. Sedangkan pada 
DMU no 8 (alat tangkap tramel net masih 
bersifa increasing return to scale). Analisis 
dengan menggunakan asumsi VRS cenderung 
meningkatkan skala efisiensi. Namun demikian 
peningkatan skala efisiensi tersebut belum 
menyebabkan DMU menjadi efisien (pada alat 
tangkap gill net, tramel net, rampus dan pancing 
ulur). Kondisi tersebut menyiratkan bahwa hasil 
output dari DMU memiliki kecenderungan alat 
tangkap gill net, rampus dan pancing ulur tidak 
responsif terhadap input. Artinya jika input/ 
masukan dari DMU ditambah menjadi dua kali 
lipat, misalnya, maka output DMU tersebut bisa 
meningkat kurang dari satu kali lipat. Berdasarkan 
analisis DEA tampaknya efisiensi penggunaan 
alat tangkap banyak ditentukan oleh bagaimana 
menggunakan variabel input secara efisien. 
Inefisiensi dalam menggunakan input akan 
menyebabkan hasil tidak optimal. 


Tabel 1. Skor Efisiensi Teknis dan Efisiensi Skala di Pelabuhan Ratu, 2008-2013. 
Table 1. Score Technical Efficiency and Scala Efficiency in Pelabuhan Ratu, 2008-2014. 


DMU CRSTE VRSTE SKALA RTS 
1 1 1 1 - 
2 0.472 1 0.472 Menurun/ Decline 
3 1 1 1 - 
4 1 1 1 - 
5 1 1 1 - 
6 1 1 1 - 
7 1 1 1 - 
8 0.029 0.196 0.147 Meningkat/Increase 
9 1 1 1 - 
10 0.757 1 0.757 Meningkat/Increase 
11 0.078 0.102 0.762 Meningkat/Increase 
Mean 0.758 0.845 0.831 


Sumber: Data Sekunder (Diolah) Statitistik Perikanan Pelabuhan Ratu Tahun 2008-2013/ 

Sources: Secondary Data (Processed) Fisheries Statistics Pelabuhan Ratu Year 2008-2013 

Keterangan: DMU (Desicion Making Unit) Lokasi Pelabuhan Ratu DMU: 1. Tuna long line; 2. gill net; 3. Tonda; 4. Bagan; 5. 
Payang; 6 rampus; 7. Purseine; 8.Tramel net; 9. Payang. 10 rampus; 11. Pancing ulur/Description: DMU (Decision Making 
Unit) Location Pelabuhan Ratu DMU: 1. Tuna long line; 2. gill net; 3. Tonda; 4. Chart; 5. Payang; 6. Obscene; 7. Purseine; 


8.Tramelnet; 9. Payang. 10 indecent; 11. Fishing stalling 
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Tingkat efisiensi usaha pada perikanan 
tangkap di Pelabuhan Ratu dapat dilihat dari 
besarnya Indeks DEA (Tabel 2). Hasil analisis 
menunjukkan bahwa sebagian besar pada alat 
tangkap tuna long line, bagan, payang dan purse 
seine indeks DEA telah mencapai 1, artinya alokasi 
seumberdaya telah digunakan dengan efisien. 
Sedangkan pada alat tangkap gill net, tramel net dan 
dan pancing ulur menunjukan indeks yang relatif 
kecil yang menunjukan bahwa pada alat tangkap 
tersebut penggunaan sarana produksi sudah 
terjadi over capacity. Analisis pada berbagai jenis 
alat tangkap di Pelabuhan Ratu menggambarkan 
bagaimana perubahan total faktor produktivitas. 
Pada alat tangkap gill net, tramel net dan pancing 
ulur kondisinya paling tidak efisien, hal tersebut 
terlihat dari nilai indeks Malmguist dari tahun 
ketahun (Tabel 2). 


Kondisi menggambarkan bahwa alat 
tangkap tersebut sudah tidak efisien. Kebijakan 
untuk meningkatkan Indeks Malguist dapat 
dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai cara. 
Salah satunya adalah mengurangi jumlah kapal, 
namun strategi ini tidak mudah karena investasi 
yang sudah ditanamkan akan sulit direalokasi ke 
sektor lain. Oleh karena itu untuk mengurangi 
dampak dari tidak efisiennya beberapa alat 
tangkap tersebut dilakukan dengan beberapa 
opsi yang mungkin bisa ditempuh dan dari segi 
operasional dapat dilakukan. Merelokasi sebagian 
dari kapal ke lokasi lain, merupakan salah satu opsi 
yang bisa di lakukan atau mengurangi jumlah ABK 
untuk pindah ke sektor lain. 


Hasil tersebut sesuai dengan penelitian 
Cehyan dan Gene (2014) menyatakan bahwa 
usaha perikanan trawler di Laut Hitam Turki telah 


Tabel 2. 


terjadi infisiensi terutama inefisiensi alokatif. Hasil 
penelitian tentang efisiensi saltfish di Islandia dan 
Norwegia (Agnarson, 2003) menunjukkan bahwa 
hasil total efisiensi sebesar 0,51 di Islandia dan 
0,7 di Norwegia, dimana perbedaan utama terletak 
pada pemanfaatan skala peluang, perusahaan 
di Islandia tertinggal jauh dibanding dengan 
perusahaan di Norwegia. 


Penggunaan teknologi baru untuk 
meningkatkan efisiensi merupakan salah 
satu alternatif yang paling memungkinkan 


untuk dilakukan. Penggunaan teknologi untuk 
meningkatkan efisiensi di lokasi Pelabuhan Ratu 
antara lain adalah teknologi untuk mengetahui 
fishing ground dan teknologi rumpon sehingga dapat 
menghemat BBM dan waktu melaut. Perubahan 
efisiensi dan perubahan skala efisiensi, adalah 
alat untuk mengarahkan program peningkatan 
efisiensi nelayan (Elhendy dan Alkahtani, 2012), 
yang dapat mengarahkan para pembuat kebijakan 
dalam menentukan prioritas mengenai teknologi 
penangkapan ikan dan keterampilan nelayan. 


Perubahan Faktor Produktivitas Total Perikanan 
Tangkap 


Pertumbuhan perubahan faktor produktivitas 
pada periode tahun 2008-2013 (Gambar 3) 
mengalami fluktuasi yang sangat besar (berkisar 
antara 30% sampai 250%). Hal ini nampak 
disebabkan karena perubahan faktor teknologi 
(TECHCH) yang mengalami perubahan drastis/ 
ekstrim dibandingkan dengan perubahan 
efisiensinya (EFFCH). Kondisi ini akan terkonfirmasi 
dengan analisis indeks ketidakstabilan (Coppock 
Index Instability! Cll). Kondisi ini disebabkan 
karena ternjadi fluktuasi produksi dari tahun ke 
tahun (Gambar 3). 


Indeks Malmguist DEA Pada Berbagai Alat Tangkap Kapal Motor dan Perahu Motor Tempel 


(PMT) di Pelabuhan Ratu Tahun 2008-2013. 
Table 2. DEA Malmguist index in the Various Capture Device “Kapal Motor” and “Perahu Motor 
Tempel” (PMT) in Pelabuhan Ratu Years 2008-2013. 


Kapal Motor/inboard (KM) 


Perahu Motor Tempel/Outboard (PMT) 


Tahun Long Gill 5 A 
3 Tonda Bagan Payang Rampus Purseine Tramel Payang Rampus Pancing 
Line Net 

2008 1.000 0.560 0.691 1.000 1.000 1.000 1.000 0.003 1.000 1.000 0.124 
2009 1.000 0.860 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.005 0.474 1.000 0.215 
2010 1.000 0.490 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.068 1.000 1.000 1.000 
2011 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.070 1.000 1.000 0.833 
2012 1.000 0.324 0.683 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.980 1.000 0.200 
2013 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.706 1.000 0.200 1.000 0.096 1.000 


Sumber : Analisis Data Sekunder Statistik Perikanan Tahun 2008-2013/ 


Source: Secondary Data Analysis Fisheries Statistics, 2008-2013 
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Gambar 3. Perubahan Total 
Tahun 2008-2013. 
Figure 3. 


Ratu, year 2008-2013. 


Faktor Produktivitas 


Perikanan Tangkap di Pelabuhan Ratu 


Development of Total Factors Productivity of Marine Fisheries in Pelabuhan 


Keterangan : EFFCH = perubahan efisiensi; TECHCH= perubahan teknologi; TFPCH = perubahan total faktor produktivitas/ 
Description: EFFCH = change in efficiency; TECHCH = changes in technology; TFPCH = change in total factor productivity 


Gambar 3 menunjukkan besarnya 
perubahan total faktor produktivitas kegiatan 
perikanan tangkap yang disebabkan oleh 
perubahan efisiensi teknologi dari pada peruahan 
efisiensinya. Sebagai misal pada tahun 2011-2012 
terjadi perubahan total faktor produktivitas yang 
ekstrim, hal ini disebabkan karena perubahan 
teknologinya. Salah satunya adalah respon yang 
tinggi terhadap permintaan BBM. Kondisi ini 
menggambarkan bahwa perikanan di Pelabuhan 
Ratu sangat responsif terhadap penggunaan 
sumberdaya input terutama BBM yang 
merupakan komponen terbesar biaya operasional. 
Konsekuensinya adalah perlu peningkatan 


efisiensi terutama untuk meningkatkan efisiensi 
penggunaan BBM, salah satunya adalah dengan 
penerapan teknologi yang dapat mengetahui 
fishing ground atau dengan teknologi rumpon. 
Adanya peningkatan efisiensi tersebut diharapkan 
tingkat perubahan total faktor produktivitas tidak 
terjadi secara ekstrim. 


Pada Tabel 3 dapat dilihat perkembangan 
perubahan efisiensi, teknologi dan perubahan total 
faktor produktivitas berbagai alat tangkap Kapal 
Motor (KM) dan Perahu Motor Tempel (PMT). 
Pertumbuhan total faktor produktivitas pada 
berbagai alat tangkap tersebut menunjukkan nilai 


Tabel 3. Indeks Malmquist Total Faktor Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Ratu Tahun 


2008-2013. 
Table 3. Malmquist Indexs Total Factor Productivity of Marine Fisheries in Pelabuhan Ratu, year 
2008-2013. 
No. Kapal Alat Tangkap EFFCH TECHCH PECH SECH TFPCH 
1 Long line 1.000 0.975 1.000 1.000 0.975 
2 KMI Gill net 1.000 0.756 1.000 1.000 0.756 
3 Tonda 1.000 0.769 1.000 1.000 0.769 
4 Maa pagan 1.000 0.899 1.000 1.000 0.899 
5 vesel Payang 1.000 0.919 1.000 1.000 0.919 
6 Rampus 1.200 0.783 0.941 1.276 0.939 
7 Purse-Seine 1.000 0.699 1.000 1.000 0.699 
8 Sia Tramel 1.342 0.965 1.024 1.310 1.249 
9 Payan 1.000 0.766 1.000 1.000 0.766 
a bonn Bead 0.621 0.563 1.000 0.621 0.350 
11 vesel Pancing 1.586 0.681 1.443 1.099 1.081 


Sumber : Analisis Data Sekunder Perikanan Pelabuhan Ratu Tahun 2008-2013/ 
Source: Secondary Data Analysis Fisheries Pelabuhan Ratu Year 2008-2013 


Keterangan : EFFCH = perubahan efisiensi; TECHCH- perubahan teknologi; TFPCH = perubahan total faktor produktivitas/ 
Description: EFFCH = change in efficiency; TECHCH = changes in technology; TFPCH = change in total factor productivity 
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yang relatif sama. Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 
segi perubahan efisiensi (EFFCH) sudah efisien 
ditunjukkan oleh nilai koefisien sama dengan 1, 
hal ini menunjukkan bahwa sumber daya sudah 
dialokasikan secara efisien. Secara teknis masih 
belum efisien sehingga penggunaan teknologi 
yang lebih modern masih bisa digunakan untuk 
meningkatkan efisiensi teknis. Perubahan total 
faktor produktivitas menggambarkan perubahan 
tingkat teknologi dibandingkan dengan perubahan 
tingkat efisiensinya. Penelitian Asche et al. (2013) 
menunjukkan telah terjadi penurunan pertumbuhan 
produktivitas selama bertahun-tahun, dimana 
pertumbuhan permintaan sebagai pendorong 
utama pertumbuhan produksi. Hasil penelitian 
menunjukkan faktor Total perubahan produktivitas 
1-2% per tahun, di mana kontribusi dari perubahan 
efisiensi teknis adalah antara 0,2 dan 1,2% dan 
perubahan teknologi adalah antara 0,6 dan 0,8%. 
Pada industri Tuna dengan Purse seine di Korena, 
bahwa pertumbuhan produktivitas merupakan 
salah satu bagian yang penting (Sguires et al., 
2006), dimana usaha tuna dengan Purse seine 
telah berada pada tingkat biaya yang tinggi, yang 
mengindikasikan persaingan yang tinggi. 


Indeks Ketidakstabilan (Instability Indexs) 


Karakteristik perubahan total faktor 
produktivitas perikanan Pelabuhan Ratu yang 
fluktuatif, salah satu caranya dilakukan dengan 
mengukur tingkat Indeks ketidakstabilan. 
Tingkat pertumbuhan output dan faktor produksi 
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(Gambar 4), terlihat bahwa pertumbuhan output/ 
produksi sebagian tumbuh positif dan sebagian 
tumbuh negatif. 


Tingkat perubahan faktor produktivitas yang 
cukup besar dan berfluktuasi ternyata berkaitan 
erat dengan Indeks ketidakstabilan. Trade off 
antara pertumbuhan dan ketidakstabilan dapat 
dikategorikan menjadi empat jenis (Reddy, 2006), 
yaitu pertumbuhan yang tinggi dengan risiko rendah 
(CII rendah), pertumbuhan tinggi dengan risiko 
tinggi, pertumbuhan rendah dan berisiko rendah 
dan pertumbuhan rendah tetapi berisiko tinggi. 


Tingkat pertumbuhan output kurang dari 10% 
dan beberapa tumbuh negatif, hal ini menunjukkan 
bahwa persaingan diantara para pelaku sudah 
sangat tinggi. Hal tersebut dibuktikan pertumbuhan 
produksi, penggunaan sarana produksi dan BBM. 
Penggunaan input BBM menunjukan tingkat 
pertumbuhan yang tinggi. Hal tersebut didorong 
keinginan nelayan untuk mendapatkan hasil yang 
lebih besar melalui usaha yang lebih jauh atau 
lebih lama di daerah fishing ground. Beberapa 
alat tangkap misalnya kapal tonda merupakan 
salah satu kapal yang paling responsif terhadap 
penggunaan BBM. Pola-pola pertumbuhan 
output dan input diilustrasikan dengan indeks 
ketidakstabilan berada di kuadran kanan atas yang 
menunjukan pertumbuhan yang tinggi namun diikuti 
oleh ketidakstabilan yang tinggi. Apabila dilihat dari 
tingkat pertumbuhan dan besarnya nilai indeks 
ketidakstabilan produksi (Gambar 5), dapat dilihat 
bahwa ada tiga pola yang muncul. 


Output (Produksi) dan Input (Kapal dan BBM) 


Gambar 4. Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Output/Produksi dan Input (Kapal dan BBM) 
Pada Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan Ratu Tahun 2002-2013. 


Figure 4. 


Average Annual Rate Growth of Output/Production and Input (Vesel and Fuel) of the 


Marine Fisheries in Pelabuhan Ratu, years 2002-2013. 


Sumber : Data Statistik Perikanan Pelabuhan Ratu Tahun 2008-2013 (Diolah)/ 
Source: Statistical Data of Fisheries Port @ueen of 2008-2013 (Processed) 
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Gambar 5. Hubungan Antara Tingkat Pertumbuhan Output Dengan Indeks Ketidakstabilan Perikanan 


Tangkap di PPN Pelabuhan Ratu. 


Figure 5. The Relationship Betwen Growth Rate of Output and Instability Index of Marine Fisheries 


in PPN Pelabuhan Ratu. 


Pola yang pertama adalah sekelompok 
produksi dengan pertumbuhan tinggi/ berisiko 
tinggi seperti yang ditunjukkan oleh sudut kanan 
atas. Pola ini menunjukkan bahwa usaha 
perikanan dari sudut pandang ekonomi sangat baik 
(pertumbuhan positif), namun mungkin dari sudut 
pandang ekologi kurang baik karena terjadi tingkat 
ekstraksi yang tinggi. Hal tersebut menandakan 
kepada para pembuat kebijakan bahwa keadaan 
perikanan memang membutuhkan manajemen 
yang ketat dan kontrol hasil tangkapan (Fauzi dan 
Anna, 2010). Kelompok kedua adalah dikaitkan 
dengan pertumbuhan rendah dengan risiko 
rendah, dan kelompok ke tiga yaitu kelompok 
pertumbuhan rendah dan resiko rendah. Fluktuasi 
produksi yang menyebabkan ketidakstabilan 
bukan merupakan fenomena mandiri, kondisi 
tersebut berkaitan dengan indikator lain, seperti 
input yang diberikan dalam perikanan (Fauzi dan 
Anna, 2010). 


Hasil kajian Fauzi dan Anna (2010) tentang 
perikanan pelagis kecil di Pantai Utara Pulau 
Jawa, menunjukkan bahwa ketidakstabilan dalam 
perikanan terkait dengan kebijakan berorientasi 
pertumbuhan yang dilakukan oleh otoritas perikanan 
pada periode 1974-2007, lebih lanjut disimpulkan 
bahwa ketidakstabilan itu juga berkorelasi dengan 
persaingan sengit antara kapal yang beroperasi di 
perikanan. Studi ini menunjukkan bahwa transisi 
perikanan dari rezim open access ke rezim yang 
lebih diatur untuk mencapai perikanan yang lebih 
bertanggung jawab telah gagal. 
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Dash dan Patra (2014) menyatakan bahwa 
kondisi pertumbuhan dan kestabilan perikanan 
di India telah lebih rendah dalam periode pasca- 
WTO dibandingkan dengan periode pra-WTO, 
ketidakstabilan menurun terutama karena 
kekurangan produksi. Diperlukan penyediaan 
infrastruktur oleh pemerintah baik primer, sekunder 
dan tersier untuk mencapai pertumbuhan yang 
mulus dan tinggi sektor tersebut. 


Aktivitas penangkapan berkorelasi positif 
dengan penggunaan input BBM, selama dekade 
terakhir penggunaan BBM meningkat cukup pesat, 
hal ini mengindikasikan besarnya upaya untuk 
mengekstraksi sumber daya ikan. Tingkat CCI BBM 
(Gambar 6) menunjukan karakteristik sebagian 
besar berada pada kondisi tingkat pertumbuhan 
tinggi dengan ketidakstabilan yang tinggi yang 
menggambarkan resiko yang tinggi. Sebagian lain 
berada pada kondisi pertumbuhan yang rendah 
dan tingkat resiko tinggi serta pertumbuhan 
rendah dengan resiko rendah. Kondisi tersebut 
dapat disimpulkan bahwa beberapa teknologi 
kapal armada responsif terhadap penggunaan 
BBM. Hal ini mengindikasikan besarnya tingkat 
upaya ekstraksi sumber daya ikan. Oleh karena itu 
diperlukan kebijakan dalam upaya mengendalikan 
upaya penangkapan. Dalam jangka panjang apabila 
hal ini tidak dilakukan maka dapat menyebabkan 
over capacity dan selanjutnya menyebabkan over 
fishing. Apalagi data produksi menunjukkan bahwa 
sebagian besar hasil tangkapan berupa ikan jenis 
pelagis besar terutama tuna. 
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Gambar 6. Tingkat Pertumbuhan dan Tingkat Instabiity Index Pengunaan BBM pada Perikanan 


Tangkap di PPN Pelabuhan Ratu. 
Figure 6. 
Ratu. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Pelabuhan Ratu mempunyai peranan 
strategis dalam pembangunan industri perikanan 
di Indonesia, namun dalam beberapa tahun 
terakhir telah mengalami perubahan pola produksi 
yang menyebabkan beberapa jenis alat tangkap 
sudah tidak mampu bersaing dengan beberapa 
alat tangkap yang menggunakan jenis kapal motor 
yang berukuran lebih besar dan lebih modern. 
Indeks efisiensi alat tangkap tuna Long Line, 
bagan, payang dan purse seine telah mencapai 
tingkat efisiensi tertinggi, artinya alokasi sumber 
daya telah digunakan dengan efisien, sedangkan 
pada alat tangkap Gillnet, tramel net dan pancing 
ulur menunjukan Indeks yang relatif kecil yang 
menunjukan bahwa pada alat tangkap tersebut 
penggunaan sarana produksi sudah terjadi over 
capacity. Telah terjadi tingkat pertumbuhan total 
faktor produktivitas yang sangat fluktuatif dari 
tahun ketahun, hal tersebut terjadikarena adanya 
peningkatan upaya untuk penangkapan ikan 
terutama pada penggunaan alat tangkap purse 
seine yang ditunjukkan oleh tingginya penggunaan 
BBM. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya 
indeks ketidakstabilan yang tinggi yang mengarah 
pada peningkatan upaya ekstraksi yang berlebihan. 
Besarnya tingkat upaya ekstraksi sumber daya 
ikan mengindikasikan telah terjadi over fisihing 
dan over capacity, sehingga diperlukan kebijakan 
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dalam upaya mengendalikan upaya penangkapan. 
Tingginya perubahan total faktor produktivitas 
yang diakibatkan perubahan efisiensi teknis dapat 
dikonfirmasi yang ditunjukkan besarnya nilai 
instability indexs (CII) dari output/ produksi dan 
input (BBM). 


Implikasi Kebijakan 


Kebijakan pemerintah diperlukan untuk 
mengendalikan tingkat ekploitasi dan melindungi 
nelayan skala kecil yang perannya semakin 
menurun. Kebijakan efisiensi penggunaan BBM 
dapat memecahkan permasalahan perubahan 
faktor produktivitas yang berfluktuasi, terutama 
pada sumber daya perikanan dengan permasalahan 
yang komplek. Kebijakan revitalisasi beberapa jenis 
kapal yang sudah tidak efisiensi dan mempunyai 
tingkat pertumbuhan total produktivitasnya sudah 
sangat rendah, merupakan salah satu langkah 
operasional yang bisa dilakukan. 
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ABSTRAK 


Penerapan konsep pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis blue economy (BE) 
merupakan langkah strategis dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan. Konsepsi BE 
bertujuan untuk menciptakan suatu industri yang ramah lingkungan, sehingga bisa tercipta pengelolaan 
sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi kondisi 
terkini dan langkah-langkah strategis pengembangan perikanan budidaya berbasis BE di Indonesia. 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-Oktober 2014. Data dikumpulkan dari lima lokasi yaitu: 
Provinsi Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan, serta Kabupaten 
Sumbawa. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan 
kuisioner terstruktur yang disusun dengan pendekatan Analytic Hierarchy Process. Analisis Strength 
Weakness Opportunities Threat (SWOT) dilakukan untuk melihat aspek-aspek yang mempengaruhi 
pengembangan perikanan budidaya yang berbasis BE. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penerapan 
BE di bidang perikanan budidaya masih harus diperkaya dengan kerangka kebijakan kelautan 
dan perikanan, termasuk didalamnya ketersediaan teknologi perikanan budidaya yang prospektif, 
peningkatan sumberdaya manusia, sosialisasi konsepsi BE, dan penerapan perikanan budidaya yang 
mampu mengakomodasi prinsip-prinsip BE. 


Kata Kunci: perikanan budidaya, ekonomi biru, budidaya terintegrasi, Analytical Hierarchy 
Process, SWOT 


ABSTRACT 


The implementation of blue economy (BE) concept for development of marine and fisheries 
sectors is a strategic step for marine and fisheries programs. The aim of BE conception is to promote an 
environmental friendly industrial based, so it can create natural resources management and sustainable 
used. Purpose of this study was to evaluate the current conditions and strategic plans for aquaculture 
development based on BE concept in Indonesia. The study was carried out during March-October 2014. 
Data were collected from five locations: Lampung, East Java, Bali, West Nusa Tenggara, South Sulawesi, 
and Sumbawa Regency. Interviews using a structured questionnaire based on the analytical hierarchy 
process approach were used for gathering data and information. SWOT analysis was also conducted to 
analyse aspects that affect the development of BE based aquaculture. The results of this study indicated 
that the application of BE in the field of aquaculture remains to be enriched with marine and fisheries 
policy framework, including the availability of prospective aquaculture technology, improving human 
resources capability, socialization of BE conception, and implementation of aquaculture which could 
accommodate the principles of BE. 


Keywords: aquaculture, blue economy, integrated aquaculture, Analytical Hierarchy Process, 
SWOT 
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PENDAHULUAN 


Indonesia merupakan negara produsen 
perikanan budidaya terbesar ke-4 didunia dengan 
produksi tahun 2012 mencapai 3.067.660 ton atau 
4.6 Yo produksi perikanan dunia (FAO, 2014). 
Untuk tetap dapat mempertahankan produksi 
yang dicapai tersebut, pelaksanaan perikanan 
budidaya harus dapat terus ditingkatkan namun 
tetap memperhatikan kondisi lingkungan budidaya. 
Penerapan pengembangan perikanan budidaya 
agar dapat berkelanjutan tentunya harus terintegrasi 
dengan seluruh ekosistem yang ada (Soto et al., 
2008; Holmer et al., 2008; FAO, 2010). 


Perikanan budidaya masih menjadi tumpuan 
produksi kelautan dan perikanan Indonesia. Potensi 
lahan yang dimiliki masih sangat besar untuk 
dapat dikembangkan yang meliputi tambak, kolam, 
perairan umum, sawah, dan laut. Perpaduan antara 
potensi yang ada dengan ketersediaan teknologi 
yang prospektif tentunya dapat menunjang 
peningkatan produksi. Peningkatan aktivitas 
perikanan budidaya belakangan ini menjadi 
perhatian berbagai pihak khususnya masalah 
dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan 
perairan. Dampak kegiatan budidaya harus 
diminimalkan atau bahkan dapat dihilangkan. Oleh 
sebab itu segala kegiatan budidaya perikanan 
harus berwawasan lingkungan sehingga aktivitas 
budidaya perikanan tersebut dapat berkelanjutan. 
Dalamrangka mengontrol pengembangan perikanan 
budidaya yang tidak ramah lingkungan, pemerintah 
telah merumuskan dan mesosialisasikan aturan 
yang sesuai, diantaranya cara berbudidaya ikan 
yang baik (CBIB) dan pengembangan perikanan 
budidaya yang berwawasan lingkungan (ecosystem 
approach to aquaculture). 


Pengembangan perikanan budidaya di 
Indonesia belakangan ini telah dilakukan melalui 
program-program inovatif yang dicanangkan 
oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP) diantaranya minapolitan (Keputusan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/ 
KEPMEN-KP/2013 tentang penetapan kawasan 
minapolitan di Indonesia), industrialisasi, dan 
ekonomi biru (blue economy). Penerapan konsep 
pembangunan kelautan dan perikanan yang 
berbasis blue economy (BE) merupakan langkah 
strategis dalam pelaksanaan pembangunan 
kelautan dan perikanan. Konsepsi BE bertujuan 
untuk menciptakan suatu industri yang ramah 
lingkungan, sehingga bisa tercipta pengelolaan 
sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan 
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(KKP, 2014). Pengembangan konsep BE sangat 
sesuai dengan konsepsi blue growth FAO yaitu 
pendekatan pengelolaan sumberdaya kelautan 
dan perikanan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan 
dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. 


Konsep budidaya terintegrasi (konsepsi BE) 
untuk perikanan budidaya bukan merupakan hal 
yang baru. Pendekatan ecosystem approach to 
aquaculture yang dirumuskan oleh FAO tahun 2008 
(Soto et al., 2008; FAO, 2010), merupakan langkah 
nyata dalam penerapan perikanan budidaya yang 
berwawasan lingkungan. Beberapa aktivitas 
perikanan budidaya seperti polikultur, silvofishery, 
integrated multi-trophic aquaculture (IMTA), yumina, 
dan bumina merupakan beberapa contoh penerapan 
konsep BE di beberapa lokasi di Indonesia. Namun 
dalam penerapannya masih belum maksimal, 
karena umumnya masih dalam tahapan penelitian. 
Penerapan di lapangan, umumnya masyarakat 
pembudidaya masih terpaku pada pengembangan 
satu spesies saja (monoculture), dan sering kali 
aspek terhadap lingkungan tidak menjadi perhatian 
serius. Pengembangan perikanan budidaya yang 
terintegrasi dan berwawasa lingkungan (konsepsi 
BE) telah banyak diaplikasikan di beberapa negara 
maju diantaranya China, US, Canada, dan Norway 
(FAO, 2009). Di Indonesia terdapat tiga lokasi 
pencontohan penerapan BE yaitu Nusa Penida, 
Bali, Kabupaten Lombok Tengah, dan Lombok 
Timur (KKP, 2014). 


Tujuan dari penelitianini adalah mengevaluasi 
kondisi terkini dan langkah-langkah strategis 
pengembangan perikanan budidaya berbasis BE 
di Indonesia. Cakupan penelitian meliputi analisis 
AHP (Analytic Hierarchy Process) dari beberapa 
lokasi penerapan BE, kemudian dilanjutkan 
dengan analisis SWOT untuk melihat prospek 
pengembangan budidaya laut secara terintegrasi 
(Integrated Multi-Trophic Aguaculture/IMTA). Hasil 
dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 
data dan informasi tentang penerapan BE di 
Indonesia khususnya bidang perikanan budidaya 
sehingga dapat membantu pengambil kebijakan 
dalam menentukan langkah-langkah strategis 
dalam penerapan BE di Indonesia. 


METODOLOGI 


Pengumpulan data dilakukan di lima lokasi 
yaitu: Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara 
Barat, dan Sulawesi Selatan, serta Kabupaten 
Sumbawa; pada bulan Maret-Oktober 2014. 
Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan 


Analisis Pengembangan Perikanan Budidaya Berbasis Ekonomi Biru 


atas lokasi pelaksanaan program Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (KKP) meliputi program 
minapolitan, industrialisasi, dan BE. Lokasi yang 
dipilih dalam penelitian ini merupakan perwakilan 
dari sentrapengembangan budidaya perikananyang 
lebih ditekankan pada pengembangan budidaya 
laut dan budidaya air payau (tambak). Tingkat 
teknologi budidaya laut yang jadi perhatian adalah 
budidaya laut terintegrasi (IMTA) dengan komoditas 
unggulan meliputi: ikan kerapu, ikan bawal bintang, 
rumput laut, abalon, dan kekerangan. Sedangkan 
budidaya air payau lebih memperhatikan teknologi 
tambak silvofishery dan tambak supra-intensif, 
dengan komoditas utama adalah udang. 


Pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara mendalam (indepth interview) 
dengan menggunakan kuisioner terstruktur 


yang disusun berdasarkan AHP (Saaty, 1977). 
Penyusunan kuisioner secara AHP ini juga telah 
diaplikasikan untuk melihat prioritas kebijakan 
pengembangan kawasan tambak di Kabupaten 
Pasuruan (Asaad et al., 2012), dan di Kabupaten 
Indramayu (Ratnawati & Asaf, 2012). Penyusunan 
kuisioner terdiri dari empat bagian dalam bentuk 
hirarki yaitu fokus, faktor, sasaran, dan alternatif 
(Gambar 1). Kuisioner disusun dengan melakukan 
perbandingan berpasangan (pair-wise comparison) 
antara faktor, kriteria, dan alternatif. Perhitungan 
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tingkat kepentingan dari masing-masing peubah 
tersebut dilakukan berdasarkan nilai penting yang 
berkisar antara 1-9 (Tabel 1). 


Penentuan responden dilakukan secara 
purposive sampling (Tongco, 2007). Responden 
yang terpilih harus memenuhi kriteria: terlibat 
langsung dengan kegiatan pelaksanaan 
program KKP dan mempunyai pengalaman yang 
berhubungan dengan fokus (goal) hirarki. Jumlah 
responden untuk masing-masing lokasi penelitian 
cukup bervariasi berkisar antara 2-5 responden 
dari beberapa instansi yang berbeda yaitu dari 
Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi 
dan kabupaten pada masing-masing daerah. 


Data dan informasi yang dikumpulkan 
kemudian dianalisis dengan AHP untuk melihat 
tingkat kepentingan dari masing-masing peubah 
sesuai dengan hirarki yang digunakan, yaitu 
faktor (F1-F8), kriteria (K1-K15), dan alternatif 
(A1-A11) (Gambar 1). Analisis AHP menggunakan 
perangkat lunak Super Decision 2.2.6 (http://www. 
superdecisions.com/). Perhitungan nilai penting 
tersebut dalam analisis AHP akan menghasilkan 
nilai bobot untuk masing-masing peubah. Nilai 
bobot yang dihasilkan selanjutnya dijadikan sebagai 
urutan prioritas yang mempengaruhi fokus (goal) 
akhir yang ditetapkan berupa pengembangan 
perikanan budidaya yang berbasis BE. 


Figure 1. 
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UE Con On > (Technology) K9. Ketersediaan modal usaha (Availability | > a SENG een eae ee A 
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F7. Industrialisasi | ; P d enyediaan akses modal (Providing to 
(Industrilization) aguaculture) market access) 
K12. Akses pasar dan pasca panen (Market ATO Penyediaan nasar dan pases panen 
5 P — yang terintegrasi dengan kawasan 
F8. Persepsi masyarakat and processing access) 2 a 
> j K13. Peningkatan produksi (increase budidaya (Provision of post-harvest 
(Community [> ‘production) market and integrated with cultivation 
erception 
P p ) K14. Peningkatan pendapatan (increasing —> area) 
provit) A11. Pengembangan wawasan masyarakat 
K15. Pelestarian lingkungan (environmental terkait keberlanjutan usaha budidaya 
suatainability) — (Development of society perspective on 
y. sustainability of aquaculture) 


Economy. 


Concept. 


Gambar 1. Hirarki AHP untuk Menganalisis Pengembangan Perikanan Budidaya Berbasis Blue 


AHP Hierarchy For Analysing of Aquaculture Development Based on Blue Economy 
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Tabel 1. Skala Nilai Kepentingan dan Penjelasannya Untuk Analisis AHP. 


Table 1. The Rating Scale and its Description for AHP Analysis. 


Nila pen singi Definisi/ Penjelasan/ 
Intensity of oe 2 
A Definition Explanation 
importance 
1 Kedua elemen sama penting/ Dua elemen mempunyai pengaruh yang 
Equal importance sama besar/Two activities contribute equally 
to the objective 
3 Elemen yang satu sedikit lebih Pengalaman dan penilaian sedikit mendukung 
penting daripada elemen yang satu elemen dibanding elemen yang lainnya/ 
lain/ Weak importance of one over Experience and judgment slightly favor one 
another activity over another 
5 Elemen yang satu lebih penting Pengalaman dan penilaian sangat kuat 
daripada elemen yang lain/Essential mendukung satu elemen dibanding elemen 
or strong importance yang lainnya/Experience and judgment 
strongly favor one activity over another 
T Satu elemen jelas lebih penting Satu elemen dengan kuat didukung dan 
dari elemen lainnya/Demonstrated dominan terlihat dalam praktek/An activity 
importance is strongly favored and its dominance is 
demonstrated in practice 
9 Satu elemen mutlak lebih penting Bukti yang mendukung elemen yang satu 
daripada elemen yang lainnya/ terhadap elemen lain memiliki tingkat 
Absolutely importance penegasan tertinggi yang mungkin 
menguatkan/The evidence favoring one 
activity over another is of the highest possible 
order of affirmation 
2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi 
pertimbangaan yang berdekatan/ diantara dua pilihan 
Intermediate valuesbetween the When compromise is needed 
two adjacent judgments 
Kebalikan/ Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, 


Reciprocals of 
above nonzero 


maka j mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i/ 
If activity i has one of the above nonzero numbers assigned to it when compared with 


activity j, then j has the reciprocal value when compared with i 


Sumber: Saaty (1977)/Source: Saaty (1977) 


Analisis Strength Weakness Opportunities 
Threat (SWOT), (Rangkuti, 2006), juga dilakukan 
untuk melihat aspek-aspek yang mempengaruhi 
pengembangan perikanan budidaya yang berbasis 
BE, dan merumuskan strategi pengembangan 
yang dilakukan berdasarkan kekuatan, kelemahan, 
peluang, dan tantangan dari implementasi 
budidaya terintegrasi berbasis BE, khususnya 
pada aplikasi IMTA di Indonesia. Tahapan analisis 
SWOT dilakukan melalui: (1) diskusi tentang 
penerapan BE di lima lokasi, (2) mengidentifikasi 
dan mengklasifikasikan hasil diskusi kedalam 
kekuatan, kelemahan, peluang, dan tatangan, dan 
(3) menyusun strategi-strategi yang terkait dengan 
pengembangan perikanan budidaya berbasis BE 
yang fokus pada pengembangan IMTA dengan 
pendekatan ekologi kawasan (Tabel 2). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 


Penerapan budidaya terintegrasi sudah 
mulai dirintis namun masih dalam skala kecil 
(on farm), diantaranya: yumina-bumina (Anonim, 
2014), budidaya ikan dengan sistem polikultur 
(Mangampa, 2014), pengembangan tambak 
udang super intensif beserta pengolahan limbah 
(Rachmansyah et al., 2014), dan Integrated Multi- 
Trophic Aguaculture-IMTA (Radiarta et al., 2014: 
Yuniarsih et al., 2014). Penerapan budidaya 
perikanan lainnya seperti silvofishery (tambak dan 
bakau) (Haryadi et al., 2008; Syam et al., 2014) 
perlu menjadi perhatian dalam pengembangan 
kedepannya. Namun untuk memperoleh hasil yang 
maksimal dalam penerapan BE, dukungan berbagai 
aspek diantaranya penelitian dan pengembangan, 


Analisis Pengembangan Perikanan Budidaya Berbasis Ekonomi Biru 


Tabel 2. Matrik analisis SWOT. 


Table 2. SWOT Analysis 


Matrix. 


(I Nyoman Radiarta, Erlania, dan Joni Haryadi) 


Kekuatan (Strengths) 
Tentukan faktor kekuatan internal/ 
Determine the internal strength factors 


Kelemahan (Weaknesses) 
Tentukan faktor kelemahan internal/ 
Determine the internal weakness actors) 


Peluang (Opportunities) 
Tentukan faktor peluang 
ekternal/Determine the 
external opportunity factors 


Strategi SO 

Ciptakan strategi yang menggunakan 
kekuatan untuk memanfaatkan peluang/ 
Creating strategies that use strength to 
take advantage of opportunities 


Strategi WO 

Ciptakan strategi yang meminimalkan 
kelemahan untuk memanfaatkan 
peluang/Creating strategies that 
minimize weaknesses to take advantage 
of opportunities 


Ancaman (Threat) 
Tentukan faktor ancaman 
ekternal/Determine the 
external threat factors 


Strategi ST 

Ciptakan strategi yang menggunakan 
kekuatan untuk mengatasi ancaman/ 
Creating strategies that use strength to 


Strategi WT 

Ciptakan strategi yang meminimalkan 
kelemahan dan menghindari ancaman/ 
Creating strategies that minimize 


address the threat 


weaknesses and avoid threats 


sumberdaya manusia, kesesuaian lahan, dan 
ketersediaan teknologi dirasakan sangat penting 
(Barrington et al., 2009; Troell, 2009). 


Analisis data menggunakan AHP bertujuan 
untuk menangkap secara rasional persepsi 
pihak-pihak yang berhubungan sangat erat 
dengan permasalahan tertentu (dalam hal ini 
pengembangan perikanan budidaya berbasis BE), 
melalui prosedur yang didesain untuk sampai 
pada suatu skala preferensi diantara beberapa 
alternatif, terutama sekali membantu dalam 
pengambilan keputusan untuk menentukan 
kebijakan dengan menetapkan prioritas dan 
membuat keputusan yang paling baik ketika aspek 
kualitatif dan kuantitatif menjadi pertimbangannya 
(Budiharsono, 2003 dalam Saru, 2007; Hamid, 
2012). 


Karakteristik Wilayah Kajian 


Tahun 2013 Provinsi Bali telah ditetapkan 
sebagai salah satu kawasan percontohan 
penerapan BE, yang dipusatkan di kawasan Nusa 
Penida, Kabupaten Klungkung; yang mencakup 
tiga pulau yaitu Nusa Penida, Nusa Lembongan, 
dan Nusa Ceningan (Haryadi & Kristanto, 
2013; KKP, 2014). Perikanan budidaya yang 
berkembang di kawasan ini adalah budidaya 
rumput laut dengan metode patok/ lepas dasar. 
Adanya aktivitas budidaya rumput laut ini telah 
meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir 
di kawasan Nusa Penida (Suryawati & Radiarta, 
2013). 


Lokasi percontohan penerapan BE lainnya 
adalah di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok 


Timur, NTB. Kawasan ini memiliki potensi kelautan 
dan perikanan yang cukup besar; dan aktivitas 
perikanan yang sudah berkembang di masyarakat 
adalah budidaya laut dengan komoditas antara 


lain rumput laut, tiram mutiara, ikan kerapu, 
baronang, bawal bintang, dan losbter (KKP, 
2014). Kabupaten Sumbawa termasuk salah 


satu kawasan di provinsi NTB yang memiliki 
sumberdaya kelautan dan perikanan yang 
potensial, sehingga telah ditetapkan sebagai satu 
kawasan minapolitan melalui Keputusan Menteri 
Kelautan dan Perikanan No. 35/KEPMEN-KP/2013. 
Satu program yang sangat relevan dengan 
penerapan BE adalah Program Pengendalian dan 
Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perairan. 
Program ini bertujuan untuk mempertahankan dan 
meningkatkan fungsi sumberdaya perairan agar 
mampu mendukung pengembangan kawasan 
perikanan budidaya. Dalam hal ini diharapkan 
pengelolaan sumberdaya perairan dapat dilakukan 
dengan memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan 
dan tidak mengeksploitasi sumberdaya secara 
berlebihan yang akan berdampak pada ekosistm 
perairan, yang pada akhirnya menurunkan produksi 
perikanan 


Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi 
pengembangan kelautan dan perikanan yang 
cukup besar. Saat ini, pemerintah daerah Sulawesi 
Selatan cukup konsen terhadap sektor kelautan 
dan perikanan serta pengelolaan lingkungannya. 
Hal ini dapat terlihat pada Peraturan Gubernur 
No. 17 Tahun 2006 tentang Pengembangan 
dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Jasa 
Lingkungan: serta di perkuat oleh Peraturan 
Gurbenur No. 40 Tahun 2014 tentang Rencana 
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Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2028. 
Bentuk perhatian pemerintah daerah terkait 
pengelolaan dan pelestarian lingkungan ini dapat 
menjadi dasar yang cukup kuat dalam penerapan 
konsep BE yang dicanangkan di tingkat nasional. 


Konsep pengembangan budidaya 
terintegrasi telah ditemukan di Provinsi Lampung 
dan Kabupaten Banyuwangi. Sistem budidaya 
terintegrasi antara udang vanamei dengan ikan nila 
merah, dan budidaya ikan bandeng dengan udang 
windu di tambak telah diterapkan di Kabupaten 
Lampung Selatan (Prasetio et al., 2010). Sedangkan 
konsep budidaya silvofishery telah dikembangkan 
di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, pemerintah 
daerah juga telah melakukan pengelolaan 
secara terpadu pada kawasan mangrove dengan 
konsep ekowisata. Model pengelolaan kawasan 
seperti ini pada dasarnya sudah mengarah pada 
konsep BE yang pada akhirnya bertujuan untuk 
mempertahankan sustainabilitas dari aktivitas 
usaha masyarakat dan pelestarian lingkungan. 


Pengembangan Perikanan Budidaya Berbasis 
Blue Economy 


Dengan menggabungkan hasil analisis 
data menggunakan AHP dari seluruh responden 
di lokasi penelitian, diperoleh faktor/kriteria/ 
alternatif dominan yang perlu menjadi perhatian 
dalam penerapan konsep BE pada perikanan 
budidaya (Gambar 2-4). Hasil analisis data 
dengan pendekatan AHP telah memberikan 
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gambaran bahwa persepsi daerah tentang 
program BE khususnya di bidang perikanan 
budidaya sangat beragam. Analisis delapan 
faktor yang mempengaruhi fokus menunjukkan 
hasil yang sangat bervariasi dari masing-masing 
lokasi penelitian (Gambar 2). Provinsi Sulawesi 
Selatan memberikan penilian tertinggi pada faktor 
sumberdaya manusia. Faktor persepsi masyarakat 
(pembudidaya) menjadi faktor dengan nilai bobot 
tertinggi untuk Provinsi Bali dan Kabupaten 
Sumbawa. Persepsi masyarakat pembudidaya 
ini mengacu pada pengembangan budidaya 
perikanan yang berbasis BE dengan 
memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan 
peningkatan produksinya. Sedangkan Provinsi 
NTB memprioritaskan pada faktor kebijakan 
nasional. Adanya variasi hasil tingkat prioritas 
faktor dari beberapa lokasi penelitian menunjukkan 
bahwa permasalahan yang dihadapi oleh daerah 
cukup beragam dan sangat tergantung pada 
sumberdaya yang ada di daerah tersebut. Dengan 
menggabungkan seluruh faktor tersebut diperoleh 
rataan bobot dari masing-masing faktor untuk 
semua lokasi penelitian. Dari delapan faktor 
yang mempengaruhi fokus (goal) pengembangan 
perikanan budidaya berbasis BE di Indonesia, 
teridentifikasi tiga faktor utama yang menjadi 
perhatian yaitu: sumber daya manusia, kebijakan 
nasional, dan ketersediaan teknologi. Selain itu 
dua faktor lainnya yang sangat dekat nilainya 


dengan faktor ketiga yaitu kebijakan lokal 
dan persepsi masyarakat (pembudidaya) 
(Gambar 2). 
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Gambar 2. Ringkasan Pembobotan Faktor yang Mempengaruhi Fokus Pengembangan Perikanan 
Budidaya Berbasis Blue Economy. Keterangan F1-F8 dapat dilihat pada Gambar 1. 


Figure 2. Summary of Weighting Factors That Influenced The Goal of Aguaculture Development 
Based on Blue Economy. Description for F1-F8 describe in Figure 1. 


52 


Analisis Pengembangan Perikanan Budidaya Berbasis Ekonomi Biru 


Kebijakan nasional tentang BE telah 
ditetapkan secara nasional (KKP, 2014), namun 
dalam pelaksanaannya kurang dilakukan sosialisasi 
tentang pelaksanaan program BE secara nyata. 
Model sosialisasi yang diharapkan oleh daerah 
adalah baik berupa pemaparan konsep BE 
maupun penerapan secara nyata di lapangan, 
sehingga nantinya dapat diikuti oleh masyarakat 
pembudidaya disekitar kawasan pengembangan. 
Teknologi perikanan budidaya yang layak dan 
prospektif untuk dikembangkan masih sangat 
kurang dikenal oleh masyarakat (pembudidaya), 
terutama teknologi (metode budidaya, komoditas 
unggulan pengembangan, dan penanganan 
peyakit) untuk mendukung penerapan BE. 
Berbagai teknologi inovatif yang telah disiapkan 
oleh Badan Litbang Kelautan dan Perikanan 
(Anonimous, 2013), bisa menjadi alternatif pilihan 
untuk mendukung pelaksanaan BE di daerah yang 
terpilih, seperti Kabupaten Lombok Tengah dan 
Lombok Timur. 


Indentifikasi kriteria yang dapat 
mempengaruhi faktor keberhasilan pelaksanaan 
program perikanan budidaya berbasis BE juga 
sangat bervariasi dari seluruh lokasi penelitian 
(Gambar 3). Berdasarkan hubungan kriteria yang 
mempengaruhi faktor pengembangan perikanan 
budidaya berbasis BE, terindentifikasi tiga kriteria 
utama yang memiliki bobot tertinggi yaitu pelestarian 
lingkungan, penerapan konsep BE pada aktivitas 
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Pena (I Nyoman Radiarta, Erlania, dan Joni Haryadi) 


budidaya, dan ketersediaan teknologi budidaya 
berbasis BE (Gambar 3). Hasil ini sangat relevan 
dengan konsep BE dimana faktor lingkungan 
menjadi perhatian penting dalam pengembangan 
perikanan budidaya (KKP, 2014). Selain perlu 
dukungan sosialisasi penerapan konsep BE secara 
nyata di lapangan. Penerapan konsep BE pada 
budidaya laut yang berbasis IMTA telah dilakukan 
di Teluk Gerupuk, Lombok Tengah (Radiarta 
et al., 2013) dan Teluk Ekas, Lombok Timur 
(Radiarta & Erlania, 2015). Konsep budidaya yang 
diterapkan tersebut memadukan antara rumput 
laut, tiram mutiara, dan ikan laut (Radiarta et al., 
2013, Purnomo et al., 2015). Hasil yang diperoleh 
sangat singnifikan baik dari segi peningkatan 
produksi (Radiarta et al., 2014), ataupun dari aspek 
pelestarian lingkungannya (Yuniarsih et al., 2014). 


Ringkasan hirarki terakhir dari AHP yaitu 
hubungan antara alternatif dengan kriteria 
pengembangan perikanan budidaya berbasis 
BE menunjukkan bahwa dari 11 alternatif yang 
tersedia, sosialiasi teknis penerapan BE dari pusat 
kepada pemda, penyediaan rantai pasok perikanan 
budidaya berbasis BE (hulu-hilir), dan peningkatan 
kualitas SDM pembudidaya melalui pelatihan 
teknis, merupakan tiga alternatif yang memiliki 
bobot tertinggi (Gambar 4). Secara umum hasil 
dari hirarki terakhir ini sangat mendukung terhadap 
hasil dari hirarki ke-2 (faktor terhadap fokus/ goal) 
dan hirarki ke-3 (kriteria terhadap faktor). 
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Gambar 3. Ringkasan Pembobotan Kriteria yang Mempengaruhi Faktor Pengembangan Perikanan 
Budidaya Berbasis BE. Keterangan K1-K15 dapat dilihat pada Gambar 1. 


Figure 3. 


Summary of Weighting Criterion That Influenced The Goal of Aquaculture Development 


Based on Blue Economy. Description for K1-K15 Describe in Figure 1. 
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Gambar 4. Ringkasan Pembobotan Alternatif yang Mempengaruhi Kriteria Pengembangan Perikanan 
Budidaya Berbasis BE di Indonesia. Keterangan A1-A11 dapat Dilihat Pada Gambar 1. 

Figure 4. Summary of Weighting Alterbatives That Influenced The Goal of Aguaculture Development 
Based on Blue Economy. Description for A1-A11 describe in Figure 1. 


Pengembangan konsep BE pada perikanan 
budidaya secara etimologi (bahasa) belum dipahami 
secara komprehensif oleh pengambil kebijakan dan 
pelaku budidaya, tetapi dalam implementasi di 
lapangan kegiatan budididaya ramah lingkungan, 
budidaya polikultur, budidaya terintegrasi, dan 
optimalisasi lahan dan dan komoditas budidaya 
(zero waste) sudah mulai dilakukan oleh 
masyarakat pembudidaya di kawasan pesisir. 
Selain itu dukungan data dan informasi tentang 
zonasi lahan yang lebih detail sangat diperlukan 
untuk mendukung keberhasilan program BE. Oleh 
sebab itu, dalam pelaksanaannya diperlukan kajian 
spesifik tentang kesesuain lahan (aspek fisik, kimia, 
biologi dan sosial-infrastruktur). Informasi zonasi 
lahan ini sangat diperlukan oleh investor dalam 
pengembangan perikanan budidaya. 


Strategi Pengembangan Perikanan Budidaya 
Berbasis Blue Economy 


Untuk melihat prospek pengembangan 
perikanan budidaya berbasis BE terlebih dahulu 
perlu dilakukan identifikasi dan analisa terhadap 
situasi dan kondisi baik internal maupun eksternal 
yangdapat mempengaruhi pelaksanaannya, melalui 
analisis SWOT. Analisis SWOT yang dilakukan 
difokuskan pada pengembangan perikanan 
budidaya berbasis BE melalui pengembangan 
IMTA. Berdasarkan kekuatan (strength), kelemahan 
(weakness), peluang (opportunity), dan tantangan 
(threat) yang ada kemudian dibangun strategi- 
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strategi yang terkait dengan pengembangan 
perikanan budidaya berbasis BE yang fokus 
pada pengembangan IMTA dengan pendekatan 
ekologi kawasan (Tabel 3). Analisis SWOT untuk 
pengembangan perikanan budidaya telah juga 
dilakukan untuk mempertimbangkan strategi 
pengembangan budidaya laut di pulau-pulau 
terdepan Indonesia (Radiarta et al., 2012). 


Kekuatan 


Penerapan perikanan budidaya terintegrasi 
berbasis IMTA sangat sesuai dengan konsep BE 
dan ecosystem approach to aguaculture (EAA) 
yang dirumuskan oleh FAO (Soto et al., 2008, FAO 
2009). Melalui IMTA, selain dapat meningkatkan 
produktivitas secara simultanjuga dapatmengurangi 
dampak terhadap lingkungan. Hal ini terjadi karena 
pemanfaatan siklus energi yang efektif dari setiap 
komoditas yang dibudidayakan (FAO, 2010). 
Konsep IMTA adalah menggabungkan kegiatan 
pemeliharaan beberapa spesies dari tingkat trofik 
yang berbeda yaitu antara komoditas budidaya 
utama yang diberi pakan (ikan) dengan komoditas 
dengan trofik level yang lebih rendah sebagai 
penyerap bahan organik tersuspensi (suspension 
dan deposit feeder, contoh kekerangan) dan bahan 
inorganik terlarut (rumput laut) penyerap (Troell et 
al., 2009). Konsep IMTA ini dapat diaplikaskan pada 
semuaekosistem: airtawar, payau, dan laut. Potensi 
lahan yang dimiliki oleh wilayah pengembangan 
merupakan kekuatan lainnya dalam mendukung 
pengembangan IMTA. 


(I Nyoman Radiarta, Erlania, dan Joni Haryadi) 
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Kelemahan 
Upaya penerapan perikanan budidaya 
berbasis IMTA masih belum mendapatkan 


dukungan sepenuhnya, baik dari segi ketersediaan 
sumberdaya manusia yang handal, kurangnya 
pemahaman pelaku budidaya tentang dampak 
terhadap lingkungan, serta komoditas yang 
dikembangkan umumnya memiliki nilai ekonomis 
yang tinggi sehingga dibutuhkan modal usaha yang 
cukup tinggi. Selain itu penerapan lapangan tentang 
IMTA sangat kurang dan belum menjadi prioritas 
dalam pengembangan perikanan budidaya yang 
berbasis kawasan. Beberapa lokasi sistem IMTA 
ini sudah dilaksanakan namun masih dalam skala 
kecil. 


Peluang 


Penerapan budidaya terintegrasi berbasis 
IMTA dengan mengkombinasikan beberapa 
komoditas yang memiliki tingkat trofik yang 
berbeda dapat menurunkan kandungan bahan 
organik yang ada dalam air (Radiarta et al., 2014; 
Radiarta & Erlania, 2015). Diversitas komoditas ini 
dapat mengurangi dampak eutrofikasi perairan. 
Kawasan IMTA juga dapat dijadikan platform untuk 
penelitian budidaya dari berbagai jenis komoditas 
dan berbagai bidang ilmu (ekologi, biologi, dll.). 
Sehingga nantinya dapat memberikan data yang 
lengkap untuk membantu pengambilan keputusan 
dalam pengembangan perikanan budidaya. 


Tantangan 


Penerapan budidaya terintegrasi berbasis 
IMTA pada berskala kecil dan dalam jangka 
pendek kemungkinan belum dapat memberikan 
keuntungan yang signifikan dibandingkan dengan 
aktivitas budidaya yang ada (monoculture). Namun 
jikapengembangannya dilakukan berbasis kawasan 
tentunya akan memberikan dampak dan hasil yang 
sangat signifikan. Hasil kajian Radiarta et al. (2014) 
menunjukkan bahwa sekitar 74% peningkatan 
produksi rumput laut diperoleh dengan sistem IMTA 
dibandingkan dengan sistem monoculture. 


Strategi 


Dengan melihat kekuatan, kelemahan, 
peluang, dan tantangan yang ada maka diperlukan 
strategi untuk mendukung pengembangan 
perikanan budidaya berbasis BE. Ada beberapa 
strategi yang perlu dipertimbangkan sehingga 
pelaksanaannya dapat berkembang dengan baik 
untuk memacu perekonomian masyarakat pesisir 
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dan pemanfaatan sumberdaya lahan di kawasan 
pengembangan meliputi: 


* Strategi 1: pengembangan sumber 
daya manusia (SDM). Pengembangan 
sumberdaya manusia (SDM) yang terlibat 
baik secaralangsung maupuntidaklangsung 
dengan aktivitas perikanan budidaya. 
Ketersediaan SDM yang handal ini tentunya 
akan mendukung pelaksanaan program 
KKP yang dicanangkan secara nasional. 


* Strategi 2: analisis kelayakan komoditas. 
Melakukan analisis kelayakan komoditas 
yang dapat digunakan sebagai komoditas 


utama dalam pelaksanaan perikanan 
budidaya secara terintegrasi berbasis BE/ 
IMTA. 

* Strategi 3: analisis kelayakan lahan 


yang lebih detail. Lokasi pengembangan 
perikanan budidaya secara terintegrasi 
harus dianalisis secara baik dan benar 
mengenai tingkat kelayakan dan kondisi 
dayang dukung lingkungan dengan melihat 
aspek fisika, kimia, biologi, sosial ekonomi 
dan kelembagaan yang ada. Kajian yang 
dilakukan ini sangat berhubungan erat 
nantinya dengan kelestarian lingkungan dan 
pelaksanaan usaha yang berkelanjutan. 


e Strategi 4: sosialisasi program dari pusat ke 
daerah. Perlu dilakukan sosialisasi program 
nasional yang lebih baik dan terencana 
secara menyeluruh, sehingga pelaksana di 
daerah dapat memahami dengan baik,dan 
dapat mengimplementasikannya dengan 
benar. 


e Strategi 5: penerapan konsep BE pada 
aktivitas budidaya. Perlu “dilakukan 
percontohan dalam hal penerapan konsep 
BE pada aktivitas budidaya yang melibatkan 
berbagai komponen usaha (stakeholder). 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 
di beberapa lokasi pengembangan perikanan 
budidaya dengan pendekatan AHP menunjukkan 
bahwa penerapan BE di bidang perikanan budidaya 
masih harus diperkaya dengan kerangka kebijakan 
kelautan dan perikanan, termasuk didalamnya 
ketersediaan teknologi perikanan budidaya yang 
prospektif, peningkatan sumberdaya manusia, 
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sosialisasi konsepsi BE, dan penerapan perikanan 
budidaya yang mampu mengakomodasi prinsip- 
prinsip BE. Kebijakan pembangunan perikanan 
budidaya sesuai dengan konsep BE, semestinya 
diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dan pemerataan pembangunan 
secara seimbang melalui diversifikasi kegiatan 
budidaya sehingga mampu meningkatkan jumlah 
dan keragaan produk, namun tetap menjamin 
perlindungan lingkungan dari kerusakan. Dengan 
memperhatikan startegi pengembangan yang ada 
tersebut, diharapkan pengembangan perikanan 
budidaya bisa berkelanjutan dan berwawasan 
lingkungan. 


Implikasi kebijakan 


Untuk memastikan pelaksanaan perikanan 
budidaya secara terintegrasi berbasis BE dapat 
diterapkan di perairan Indonesia, dan bernilai 
ekonomis baik dari segi produksi maupun 
lingkungan, maka implikasi kebijakan yang dapat 
dilakukan harus mempertimbangkan rencana tata 
ruang wilayah serta kondisi daya dukung kawasan, 
tersedianya percontohan BE dengan menggunakan 
komoditas unggulan setempat, dan didukung 
dengan adanya regulasi serta pelatihan yang lebih 
intensif tentang penerapan konsep BE. Secara rinci 
aspek-aspek tersebut dijelaskan dibawah ini: 


e Legal aspek rencana tata ruang 
wilayah (RT/RW) mengenai kawasan 
budidaya dan penentuan kapasitas daya 
dukung kawasan. Penetapan kawasan 
pengembangan budidaya merupakan 
tahapan awal yang harus ditempuh guna 
memberikan kepastian dalam melakukan 
kegiatan perikanan budidaya. Kawasan 
tersebut kemudian dilegalkan dalam RT/ 
RW pengembangan kawasan. Selain itu, 
kapasitas daya dukung lingkungan juga 
harus diperhitungkan. Masing-masing lokasi 
akan memiliki karakteristik lingkungan/ 
habitat yang berbeda untuk mendukung 
pengembangan budidaya laut. 


e Melakukan percontohan prinsip BE secara 
nyata dilapangan dengan memanfaatkan 
komoditas unggulan. Pemerintah daerah 
dan berbagai stakeholder perikanan 
budidaya belum sepenuhya mengetahui 
tentang prinsip pelaksanaan BE di 
lapangan. Aktivitas budidaya perikanan, 
diantaranya budidaya laut ataupun tambak 
masih menganut sistem monokultur dan 
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belum mengenal secara baik tentang 
budidaya laut yang terintegrasi (IMTA). 
Penentuan spesies yang sesuai untuk 
penerapan IMTA (Integrated Multi-Trophic 
Aquaculture) harus dipilih secara benar 
dan tepat sesuai dengan jenis habitat dan 
metode budidayanya. 


e Penyusunan regulasi sehubungan dengan 
pengembangan perikanan budidaya 
berbasis BE. Perlu adanya aturan/ 
regulasi yang jelas dalam pengembangan 
pengembangan perikanan budidaya 
berbasis BE di lapangan. Penetapan 
kawasan budidaya (minapolitan) yang 
berkembang selama ini harus didukung 
oleh adanya regulasi mengenai model 
pengembangan itu sendiri baik untuk single 
species maupun budidaya terintegrasi. 
Sehingga secara komersial dapat 
diterapkan dengan baik oleh pengguna 
tanpa adanya rasa kekhawatiran. 


e Pelatihan kepada pengguna (pembudidaya) 
mengenai penerapan perikanan budidaya 
berbasis BE. Pelatihan ini dapat dirintis 
oleh Balitbang KP yang bekerjasama 
dengan ditjen teknis yang terkait, dinas 
di tingkat provinsi dan Kabupaten/kota, 
universitas, dan lembaga swadaya 
masyarakat (LSM). 
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ABSTRAK 


Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan perikanan pada sektor 
perikanan diwujudkan dalam bentuk pengembangan usaha mina pedesaan. Program penanggulangan 
kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan seringkali tidak tepat sasaran 
dan tidak memperhitungkan keberlanjutan program sehingga kemiskinan tidak berkurang bahkan 
semakin bertambah. Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) merupakan salah satu program 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditujukan untuk menanggulangi kasus kemiskinan 
pada kelompok masyarakat tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan 
Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) pada kelompok masyarakat pengolah dan pemasar 
hasil perikanan di Kota Banda Aceh, mengetahui respon masyarakat terhadap Pengembangan Usaha 
Mina Perdesaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP P2HP), dan mengidentifikasi 
faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan desk study. 
Pengambilan sampel ditentukan secara purposive dengan responden anggota kelompok pengolah dan 
pemasar hasil perikanan (POKLAHSAR) penerima program. Metode analisis data dilakukan secara 
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PUMP P2HP di setiap tahapannya secara 
normatif memang telah terlaksana dan terdapat kesesuaian antara ketentuan pedoman program dengan 
pelaksanaannya di masyarakat. Namun demikian, dalam hal pelaksanaannya sebagai sebuah program 
pemberdayaan, secara substansi masih jauh dari tujuan yang diharapkan. Hal ini didukung dengan 
analisis mengenai respon masyarakat terhadap pelaksanaan program, baik itu mengenai keberlanjutan 
program, keterlibatan dalam program, manfaat program, dan konflik selama pelaksanaan program. 
Faktor-faktor dominan yang dapat menghambat pelaksanaan program ini secara keseluruhan perlu 
dilakukan perubahan dan perbaikan. Faktor yang menjadi penghambat dan penunjang keberhasilan 
program yaitu kesesuaian lokasi, pemberian peralatan yang menunjang produksi, dan ketepatan calon 
penerima bantuan. Rekomendasi kebijakan untuk perbaikan pelaksanaan program bantuan langsung 
tunai (BLT) di masa depan yaitu (1) Penyederhanaan dalam prosedural kegiatan program, (2) Ketepatan 
pemilihan calon penerima, (3) Pelatihan dan pendampingan kepada para calon penerima maupun 
penerima bantuan, dan (4) Evaluasi terhadap program bantuan untuk pengembangan usaha dan 
kemandirian penerima bantuan secara berkelanjutan. 


Kata Kunci: PUMP P2HP, pengolah dan pemasar, kesejahteraan masyarakat 


ABSTRACT 


Fish business development in the village level is considered as the natural program for marine 
and fisheries community empowerment. Poverty reduction programs through marine and fisheries 
community empowerment are does not effective and take into account the sustainability of the program 
so that poverty can not be reduced even increasing. National program of marine and fisheries in the fish 
processing business are considered one of the MMAF program intended to eliminate poverty in a certain 
society. The aims of this study was to analyze implementation of PUMP P2HP, particularly in Banda Aceh 
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City, identify the public response to the PUMP P2HP, and identify factors that affect the implementation of 
the program. This research used a qualitative approach and data collection through interview, observation 
and desk study. Sample was determined using purposive sampling with respondents “kelompok pengolah 
dan pemasar” (POKLAHSAR) members participating in the program. The method of data analysis was 
carried out descriptively. Results show that the implementation of PUMP P2HP in each stage have indeed 
been implemented as in the guidelines on the implementation of programs in the community. However, 
in terms of its implementation as a policy of empowerment, it is still far from the expected goals. This is 
supported by an analysis of the public response to the implementation of the program, in relation to the 
sustainability of program, the participation in program, the benefits of program, and conflict occurred during 
implementation of the program. The dominant factors that can support and prevent the implementation 
of the program as a whole, that the implementation procedures should be be changed and improved. 
Inhibitory and supporting factor for success of the program were namely the suitability of the location, 
provision of eguipment to support the production, and the accuracy of the prospective beneficiaries. Policy 
recommendations to improve implementation of the programs of direct cash assistance (BLT) in the future 
were identified as follows: (1) simplification of the program process, (2) accuracy in selecting candidates (3) 
training and assistance to the recipients and beneficiaries, and (4) evaluation of the programs for business 


development and self-reliance of beneficiaries sustainable manner. 


Keywords: PUMP P2HP, processor and marketers, community welfare 


PENDAHULUAN 


Penanggulangan kemiskinan dilakukan 
dengan berbagai pendekatan, mulai dari 
pendekatan pembangunan wilayah, pemberdayaan 
masyarakat, sampai pendekatan pemenuhan 
kebutuhan dasar. Pendekatan pemberdayaan saat 
ini merupakan cara yang paling popular untuk 
memecahkan masalah kemiskinan. Banyak upaya 
yang telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan 
di Indonesia. Pada umumnya upaya-upaya 
pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan 
oleh pemerintah Indonesia berupa program atau 
proyek yang sifatnya top down dan tidak tepat 
sasaran. Selain itu terkesan hanya melaksanakan 
program atau proyek dan keberlanjutan program 
atau proyek tersebut kurang mendapat perhatian 
sehingga kemiskinan tidak berkurang bahkan 
semakin bertambah (Sahuri et al., 2012). 


Sejak tahun 2001 hingga sekarang anggaran 
untuk program penanggulangan kemiskinan 
meningkat secara signifikan. Namun demikian 
alokasi anggaran yang besar tersebut tidak diikuti 
oleh penurunan jumlah penduduk miskin yang 
secara signifikan justru mengalami stagnasi, bahkan 
kenaikan (Katiman, 2012). Di sektor kelautan dan 
perikanan, penanggulangan kemiskinan dilakukan 
dengan pemberian bantuan untuk pembangunan 
fisik dan sebagai pengungkituntuk mengembangkan 
usaha di bidang kelautan dan perikanan agar 
pelaku usaha dapat berkembang. Salah satu 
program Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP) yang ditujukan untuk pelaku usaha adalah 
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Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-MKP). 


PNPM-MKP dilakukan melalui tiga 
komponen yaitu Pengembangan Usaha Mina 
Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap, Perikanan 
Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Perikanan, dan Pemberdayaan Usaha Garam 
Rakyat (PUGAR) serta Pengembangan Desa 
Pesisir Tangguh (PDPT). Pengembangan Usaha 
Mina Pedesaan Pengolah dan Pemasar Hasil 
Perikanan (PUMP-P2HP) merupakan upaya 
kegiatan yang dilaksanakan melalui fasilitasi 
bantuan pengembangan usaha bagi pengolah/ 
pemasar ikan dalam wadah Kelompok Usaha 


Kelautan dan Perikanan (KUKP). Pola dasar 
PUMP-P2HP dirancang untuk meningkatkan 
kemampuan POKLAHSAR yang terdiri dari 


kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan 
untuk mengembangkan usaha produktif dalam 
rangka mendukung peningkatan kemampuan dan 
pengembangan wirausaha bidang pengolahan 
dan pemasaran. Komponen utama pencapaian 
tujuan program PUMP-P2HP meliputi keberadaan 
Poklahsar, keberadaan (tenaga pendamping, tim 
koordinasi, pokja PUMP P2HP, tim pembina dan 
tim teknis), sosialisasi dan pelatihan, penyaluran 
dana BLM, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 
Keberhasilan program dari sisi output diindikasikan 
dengan tersalurkannya BLM kepada 1.500 
kelompok Poklahsar di 33 Propinsidan terlaksananya 
fasilitasi penguatan kapasitas dan kelembagaan 
Poklahsar melalui sosialisasi, pelatihan dan 
pendampingan (DJP2HP, 2013). 


Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Masyarakat Mandiri KP 


Pengembangan industri perikanan 
merupakan salah satu aktivitas pemberdayaan 
ekonomirakyat yang menjadi prioritas pembangunan 
di Kota Banda Aceh. Namun pada kenyataannya 
pemerintah daerah maupun investor swasta masih 
belum sepenuhnya melirik industri pengolahan 
ikan antara lain: dendeng ikan, abon ikan, kerupuk 
ikan, ikan kayu/kemamah, dan ikan asin yang 
saat ini masih tergolong dalam skala usaha mikro 
dengan peralatan yang tradisional. Keengganan 
berinvestasi dikarenakan masih rendahnya 
peluang pasar sehingga tingkat perekonomian 
pengolah dan pemasar produk olahan perikanan 
masih rendah. Hal ini membutuhkan bantuan 
dari pemerintah pusat untuk mengembangkan 
usaha yang telah ada di Kota Banda Aceh melalui 
PUMP-P2HP. 


Pelaksanaan kebijakan pada prinsipnya 
untuk mencapai tujuan suatu program (Nugroho, 
2004 dalam Sahuri et al., 2012). Untuk 
pelaksanaankan kebijakan publik maka ada 
dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung 
dilaksanakan dalam bentuk program-program 
atau melalui formulasi kebijakan derivate atau 
turunan dari kebijakan publik tersebut. Pengertian 
kebijakan merujuk pada tiga hal yakni sudut 
pandang (point of view); rangkaian tindakan 
(series of actions) dan peraturan (regulations). 
Ketiga hal tersebut menjadi pedoman bagi para 
pengambil keputusan untuk menjalankan sebuah 
kebijakan. Kebijakan publik berarti “respon dari 
sebuah sistem terhadap demands/claims dan 
support yang mengalir dari lingkungannya”. Oleh 
karena itu perlu dikaji bagaimana pelaksanaan 
suatu program, tingkat efektivitas suatu program 
dan bagaimana respon masyarakat terhadap 
suatu program yang ditetapkan oleh pemerintah. 
Program yang dimaksud adalah program nasional 
pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan 
perikanan (PNPM-MKP). 


Merujuk pada kondisi diatas, maka tujuan 
penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis 
pelaksanaan PUMP P2HP di Kota Banda 
Aceh, mengetahui respon masyarakat terhadap 


PUMP-P2HP, mengidentifikasi faktor-faktor 
penunjang maupun penghambat keberhasilan 
PUMP-P2HP di Kota Banda Aceh dan 


mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi saat 
pelaksanaan turunnya program dan kondisi saat ini. 
Informasi yang disampaikan, dapat dijadikan acuan 
kepada pemerintah pusat (KKP) untuk digunakan 
sebagai bahan evaluasi kebijakan pengembangan 
sistem dan desain program agar lebih mengena 


sad GE Na T (Yayan Hikmayani dan Riesti Triyanti) 


kepada masyarakat kelautan dan perikanan yaitu 
kemandirian dan pengurangan angka kemiskinan 
masyarakat pesisir. 


METODOLOGI 


Kerangka Pemikiran Penelitian 


Program bantuan untuk pengolah dan 
pemasar hasil perikanan dikenal dengan 
PUMP P2HP telah dilaksanakan di beberapa 
wilayah sejak tahun 2011. Sasaran penerima 
program PUMP P2HP yaitu kelompok usaha 
pengolahan dan pemasaran produk perikanan 
dan kelautan. Tujuan PUMP-P2HP untuk 
meningkatkan kemampuan dan mengembangkan 
wirausaha bidang pengolahan dan pemasaran di 
pedesaan. Pola dasar PUMP-P2HP dirancang 
untuk meningkatkan kemampuan POKLAHSAR 
untuk mengembangkan usaha produktif dalam 
rangka mendukung peningkatan kemampuan dan 
pengembangan wirausaha bidang pengolahan dan 
pemasaran. 


Komponen utama kegiatan PUMP-P2HP 
adalah: 


a. Keberadaan POKLAHSAR 


b. Keberadaan tenaga pendamping, Tim 
Koordinasi, Pokja PUMP P2HP, Tim Pembina 
dan Tim Teknis 


c. Sosialisasi dan pelatihan 
d. Penyaluran dana BLM 
e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 


Indikator keberhasilan output dari PUMP 
P2HP adalah: 1) Tersalurkannya BLM kepada 
1.500 Kelompok Usaha Pengolah dan Pemasar 
(POKLAHSAR) di 33 Propinsi: dan 2) Terlaksananya 
fasilitasi penguatan kapasitas dan kelembagaan 
POKLAHSAR melalui sosialisasi, pelatihan 
dan pendampingan (DJP2HP, 2013). Indikator 
keberhasilan output yang ditentukan tersebut 
tentunya masih belum mencerminkan bagaimana 
pelaksanaan dari kegiatan yang dilakukan sehingga 
tidak memberikan informasi rinci tentang kegagalan 
dan keberhasilan dalam proses pelaksanaan. 


Pengukuran kinerja program PUMP P2HP 
menurut indikator yang lain perlu dilakukan. Hal 
ini untuk memberikan lebih banyak informasi 
tentang keberhasilan maupun kekurangan dari 
program yang telah dilakukan. Dalam penelitian 
ini akan dilakukan evaluasi pelaksanaan program 
baik dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan. 
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Berdasarkan hal tersebut maka kegiatan evaluasi 
akan dilakukan beberapa identifikasi sebagai 
berikut: 1) Identifikasi kinerja input-proses- 
output penerima bantuan terhadap pelaksanaan 
PUMP-P2HP, 2) Identifikasi respon penerima 
bantuan terhadap PUMP-P2HP, dan 3) Identifikasi 
faktor-faktor penunjang maupun penghambat 
keberhasilan PUMP-P2HP di Kota Banda Aceh, 4) 
Identifikasi permasalahan yang dihadapi. 


Pertama, dilakukan identifikasi kinerja input, 
output dan proses terdiri dari tahap persiapan 
penentuan calon penerima, penyiapan dan 
verifikasi dokumen yang dilakukan oleh POKJA 
dalam hal ini pendamping dengan POKLAHSAR 
yang mengajukan proposal bantuan PUMP-P2HP. 
Penentuan kinerja dimulai dari proses penyaluran 
bantuan, pelaporan dan pengendalian sampai 
pembinaan. Penentuan kinerja output dilihat 
dengan mengevaluasi kesesuian pelaksanaan. 
Kedua, dilakukan identifikasi kinerja penerima 
bantuan terhadap pelaksanaan PUMP-P2HP serta 
respon penerima bantuan. Ketiga, Identifikasi 
terhadap faktor penghambat maupun penunjang 
keberhasilan PUMP-P2HP serta permasalahan 
yang dihadapi baik pada saat pelaksanan kegiatan 
penurunan bantuan sampai kondisi saat ini. 


Acuan untuk penilaian keberhasilan 
program untuk kegiatan pertama digunakan alat 
ukur yang ada pada pedoman teknis pemberian 
bantuan PUMP-P2HP yang dikeluarkan oleh 


Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran 
Hasil Perikanan (DJ-P2HP). Penilaian untuk 
kegiatan kedua dan ketiga akan dilakukan dengan 
menganalisis data primer hasil lapangan. 


Hasil analisa tersebut akan dijadikan dasar 
untuk merumuskan keberlanjutan program PNPM 
Mandiri KP. Apabila hasil penelitian menunjukkan 
tingkat keberhasilan program PNPM adalah baik, 
maka diasumsikan dapat membantu pencapaian 
target pembangunan KP. Apabila hasil penelitian 
menunjukkan hasil yang negatif, maka perlu 
evaluasi terhadap pelaksanaan program PNPM 
selanjutnya. Kerangka pemikiran yang mencakup 
konsep pendekatan dan kerangka analisis yang 
akan dilakukan dalam penelitian ini digambarkan 
secara visual pada Gambar 1. 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh 
pada bulan Agustus 2014 dengan lokasi penelitian 
terfokus pada 4 (empat) Kecamatan (Kuta Alam, 
Kuta Raja, Syiah Kuala, Meuraxa) sebagai lokasi 
penerima bantuan PUMP-P2HP Tahun 2011 
sampai dengan 2013. 


Data dan Teknik Pengumpulan Data 


Penelitian merupakan penelitian kualitatif 
dengan metode penelitian survey, yaitu penelitian 
dengan mengambil sampel dari suatu populasi dan 
menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul 


POKLAHSAR di Kota Banda Aceh/ 
Processing and Marketing groups in Banda Aceh City 


Sampling 


POKLAHSAR Penerima Bantuan PUMP-P2HP/ 
Processing and Marketing groups beneficiaries PUMP-P2HP 


a Identifikasi/Identification 


e Kinerja Proses dan Output/Process and Output performance 


e Respon/Responses 


e Faktor penghambat dan penunjang/Inhibiting and supporting 


Evaluasi/Evaluation 


factors 


Permasalahan pada saat PUMP- 
P2HP dan kondisi saat ini/Problems 
faced in the PUMP-P2HP during 
execution and Existing 


__ 


Implementasi PUMP-P2HP di Kota Banda Aceh/Implementation of 
the National program for marine and fisheries community 
empowerment in Banda Aceh City 


Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian 
Figure 1. Research Framework 
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data yang utama. Moeloeng (2006) menyatakan 
bahwa penelitian kualitatif bermaksud untuk 
memahami fenomena tentang apa yang dialami 
oleh subjek penelitian dengan cara holistik dan 
dengan cara deskripsi. Selanjutnya Sugiyono 
(2010) metode penelitian kualitatif dipilih karena 
permasalahan belum jelas, holistik, komplek, 
dinamis dan penuh makna. 


Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
Poklahsar yang ada di Kota Banda Aceh dan 
tersebar di 4 kecamatan. Poklahsar terdiri dari 
ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Ketua 
merupakan pemilik usaha sedangkan sekretaris, 
bendahara dan anggota merupakan tenaga kerjanya. 
Jumlah anggota dalam Poklahsar masing-masing 
sebanyak 10 (sepuluh) orang. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan multi stage random sampling. 


Pada tahap pertama pengambilan sampel 
dilakukan dengan menggunakan metode purposive 
sampling kemudian dilanjutkan dengan simple 
random sampling. Metode purposive sampling 
yaitu penentuan responden yang dilakukan secara 
sengaja dengan menggunakan kriteria tertentu 
dalam penelitian ini sesuai dengan subyek evaluasi 
yaitu masyarakat penerima program bantuan 
PUMP P2HP. Pada tahap kedua yang menjadi 
target dalam pengambilan sampel adalah semua 
kelompok penerima bantuan PUMP P2HP yang 
mempunyai probabilitas atau kesempatan yang 
sama untuk dipilih menjadi sampel (responden). 
Sampel diambil secara acak tanpa memperhatikan 
tingkatan yang ada dalam populasi berdasarkan 
Tabel Isaac & Michael dengan tingkat kepercayaan 
sebesar 5%. Syarat metode simple random 
sampling diantaranya harus tersedia sampling 
frame walaupun keterangan homogenitas unit 
elementer, pembagian dalam kelompok tidak 
perlu diketahui terlebih dahulu. Untuk masyarakat 
penerima bantuan PUMP-P2HP, yang dijadikan 
populasi adalah masyarakat penerima bantuan 
tahun 2011-2013 (Tabel 1). 


sad GE Na T (Yayan Hikmayani dan Riesti Triyanti) 


Data terdiri dari data primer dan sekunder. 
Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 
menggunakan kuesioner terstruktur yang meliputi 
data tentang perencanaan, pelaksanaan serta 
output program. Selain wawancara kepada 
responden contoh tersebut, juga akan dilakukan pula 
wawancara mendalam (in-depth) menggunakan 
pedoman pertanyaan terhadap beberapa orang 
informan kunci, pelaku pengembangan usaha 
terkait program dan para pengambil kebijakan 
kelautan dan perikanan daerah yang berhubungan 
dengan pelaksanaan program PUMP P2HP. Teknik 
pengumpulan data sekunder yang digunakan 
oleh penulis adalah library research (penelitian 
keperpustakaan) dengan sumber data laporan 
pelaksanaan PUMP-P2HP Tahun 2011, 2012 dan 
2013 dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota 
Banda Aceh, Kota Banda Aceh dalam Angka Tahun 
2012 dari Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 
dan hasil penelitian terdahulu (skripsi, thesis, 
jurnal). 


Teknik Analisis Data 


Untuk menjawab tujuan pertama yaitu 
kinerja program PUMP P2HP dari sisi input, proses 
dan output pada peserta program akan dilakukan 
analisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif 
menggunakan statistik sederhana atas respon 
peserta program. Berdasarkan pedoman teknis 
pelaksanaan PUMP P2HP, indikator kinerjanya, 
secara umum dapat disajikan dalam Tabel 2. 


Penilaian kinerja mencakup kinerja input, 
proses, output dengan menggunakan skor 
seberapa besar persentase tingkat ketepatan 
atas program PUMP P2HP, dan faktor-faktor 
yang mempengaruhinya. Analisis kuantitatif untuk 
menentukan skor atas ketepatan dilakukan melalui 
analisis statistik dengan menggunakan skala 
likert (Sebagai salah satu skala sikap). Untuk 
pengembangan teknik analisis penelitian yang akan 
mengarah pada pengukuran sikap, terutama untuk 
keperluan konfirmasi atau cross check pernyataan 
informan. 


Tabel 1. Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian, 2014. 
Table 1. Total Population and Sample Research, 2014. 


Jumlah Populasi (orang)/ 


Jumlah Sampel/Responden (orang)/ 


Tahun ce)? Total Population (person) Total Sample/Respondents (person) 
2011 80 4 
2012 120 6 
2013 50 3 
Total 250 13 


Sumber: Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, 2013/ 
Source: Directorat General of Fisheries Product Processing and Marketing, 2013 
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Tabel 2. Indikator Penilaian Kinerja PUMP P2HP. 


Table 2. Indicators of Performance Assessment of PUMP P2HP. 


Input/ Input Proses/ Process Output/ Output 
1. Identifikasi, seleksi, 1. Sosialisasi, pelatihan dan pendampingan/ 1. Target jumlah 
verifikasi, penetapan calon Dissemination, training and mentoring penerima BLM/ . 
KUB penerima bantuan/ 2. Prosedur penyaluran, penarikan dan Target the number 


Identification, selection, 
verification, determination of 
candidate KUB beneficiaries 


2. Penyiapan dokumen 3. 
dan verifikasi dokumen/ 
Preparation of documents 
and verification of documents 


pemanfaatan dana BLM PUMP-P2HP/ 
Procedure for distribution, withdrawal and 2. 
utilization of BLM PUMP-P2HP 


Pembinaan dan pengendalian, dan 

bagaimana evaluasi dan pelaporan 

sudah sesuai dengan prosedur atau 

tidak/ Guidance and control, and how 3. 
the evaluation and reporting are in 

accordance with the procedure or not 


of recipients of BLM 


Target sasaran 
penerima program 
bantuan PUMP? 2. 
Target beneficiaries 
PUMP aid program 


Ketepatan waktu 
turunnya dana/ 
Timeliness downs 
of funds 


Sumber: Data sekunder diolah (2014)/ Source: Secondary Data is Processed (2014) 


Jawaban dari setiap item variabel dari skala 
likert mempunyai gradasi (jenjang atau tingkat), dari 
sangat positif sampai sangat negatif yang dapat 
berupa kata. Untuk keperluan analisis kuantitatif, 
maka setiap pernyataan atau pertanyaan dapat 
menggunakan tiga gradasi atau jenjang. 


Tabel 3...Indikator Penilaian Variabel untuk 
Mengukur Tingkat Keberhasilan 
Program PUMP P2HP di Lokasi 
Penelitian, 2014. 

Table 3. Assessment Indicators for Measuring 


Success Rate Variable PUMP Program 
P2HP on Location Research, 2014. 


No. Indikator/ Indicators Nilai/ Value 
1. Baik/Good (3) 
2. Sedang/ Medium (2) 
3. Rendah/ Low (1) 


Adapun hasil penjumlahan skor setiap 
jawaban akan dibagi dengan jumlah responden 
sehingga diperoleh rata-rata skor setiap pertanyaan, 
dengan menggunakan rumus: 


| |(F1xBN1) + (F2 x BN2) + (F3 x BN3)| 


Sk 
or N 


Dengan keterangan : 


F1,F2,F3 = Frekuensi/ Frequency 
BN1, BN2, BN3 = Bobot Nilai/ Weight Value 
N= Jumlah Responden/ Number of Respondent 


Skala ordinal yang dimiliki kemudian diubah 
menjadi data interval, dengan cara mencari 
rata-rata skor setiap item (indikator terukur) dari 
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variabel independen (tahapan sesuai pedoman 
teknis PUMP P2HP) dan dependen (angka mutlak 
maupun persentase kinerja input-proses-output), 
dalam klasifikasi: 


a. Baik : Apabila skor rata-rata dari indikator 
(2-<3) atau 60% < 100% 

b. Sedang: Apabila skor rata-rata dari indikator 
(1 - 2) atau 20% - < 60% 

c. Rendah: Apabila skor rata-rata dari indicator 
(<1) atau < 20%. 


Untuk menjawab tujuan kedua yaitu 
memperoleh respon atas pelaksanaan program 
dilakukan dengan menggunakan likert type 
scale analysis. Disamping itu, penafsiran serta 
pembahasan dari hasil analisis yang dilakukan 
secara keseluruhan/komprehensif juga digunakan 
untuk memperkuat analisis. Penyusunan formulasi 
perumusan kebijakan tersebut juga akan diperkaya 
dengan hasil tinjauan kebijakan pemerintah 
terhadap program PUMP P2HP yang dikaji. 


Untuk menjawab tujuan ketiga terkait 
identifikasi dan evaluasi permasalahan yang 
dihadapi dalam pelaksanaan program digunakan 
analisis deskripsi potensi dan permasalahan 
dalam pelaksanaan PUMP P2HP dengan metode 
Tree Diagram dan Expected Value. Terutama 
dalam upaya membangun minabisnis perdesaan 
dan pemberdayaan kelompok. Sementara itu, 
untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi 
sebelum dan sesudah pelaksanaan program 
PUMP P2HP akan dilihat berbagai permasalahan/ 
kendala secara berjenjang dalam struktur 
pelaksanaannya dan juga sesuai tahapan 
yaitu mulai dari tingkat perencanaan program, 
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pelaksanaan hingga tingkat pelaksanaan 
program. Analisis akan dilakukan analisis secara 
deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman 
(2007) analisis data kualitatif adalah suatu proses 
analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang 
terjadi secara bersamaam yatiu reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Pelaksanaan PUMP-P2HP 


Pelaksanaan program PUMP-P2HP 
dilihat berdasarkan kinerja stakeholder terhadap 
pelaksanaan program bantuan yang terdiri dari 
kinerja input, proses, dan output. Secara garis 
besar implemetasi pelaksanaan program bantuan 
PUMP P2HP telah dilakukan secara baik. Kinerja 
pelaksanaan secara umum dapat dilihat pada 
Gambar 2. 


Identifikasi, seleksi, verifikasi dan penetapan calon Poklahsar 
Penerima Bantuan/ Identification, selection, verification, and 
determination of potential beneficiaries of fish processing and 


marketing group i 


Penyiapan dokumen/ Document preparation 


Verifikasi dokumen/ Document verification 


Sosialisasi, pelatihan dan pendampingan/ Socialization, training, 
and mentoring 


Prosedur penyaluran, penarikan, dan pemanfaatan dana PUMP- 
P2HP/ Distributioin procedures and utilization of funds withdraw! 
| 


PUMP-P2HP 


Pembinaan dan pengendalian/ Guidance and control 


Evaluasi dan pelaporan/ Evaluation and reporting 


Kesesuaian dan pelaksanaan kinerja output/ 
Conformity and implementationof performance output 


m Pelaksana Rendah/Low Implementation 


m Pelaksana Baik/Good Implementation 


aaa (Yayan Hikmayani dan Riesti Triyanti) 


Kinerja input mulai dari identifikasi, 
penyiapan dokumen dan verifikasi dokumen 
telah dilaksanakan dengan cukup baik sampai 
baik, sementara untuk kinerja proses masih ada 
pelaksanaan yang masih rendah yaitu untuk 
kegiatan evaluasi dan pelaporan. Dari hasil 
wawancara yang dilakukan pelaksanaan 
monitoring dan evaluasi tidak dilakukan secara 
rutin leh petugas, serta tidak dilakukan evaluasi 
untuk menilai kinerja dan keberhasilan program. 
Menurut Yulianti (2012) faktor penghambat 
keberhasilan program berbantuan disebabkan 
karena pihak pemberi program belum memiliki 
dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi 
dan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi 
tidak jelas. 


Implementasi program harus senantiasa 
dievaluasi untuk melihat sejauh mana program 
tersebut telah berhasil mencapai tujuan program 
yang telah ditetapkan sebelumnya. 


70 80 90 100 


m Pelaksana Sedang/Medium Implementation 


Gambar 2. Kinerja Stakeholder Terhadap Pelaksanaan PUMP-P2HP di Kota Banda Aceh Tahun 


2011- 2013. 
Figure 2. 
2011- 2013. 


Implementation of Stakeholder Performance Against PUMP-P2HP in Banda Aceh in 


Sumber : Data Primer Diolah, 2014/ Source : Primary Data Processed, 2014 
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Secara lebih rinci, hasil evaluasi kinerja 
setiap tahapan pelaksanaan program PUMP P2HP 
di jelaskan seperti di bawah. 


1. Evaluasi Kinerja Input 


Kinerja input dinilai berdasarkan kesesuaian 
tahapan yang harus dilakukan mulai dari pengusulan 
program bantuan. Tahapan dalam kinerja input 
terdiri dari tahapan identifikasi, seleksi, verifikasi, 
dan penetapan calon Kelompok Usaha Bersama 
(KUB) penerima bantuan, penyiapan dokumen dan 
verifikasi dokumen. 


Hasil evaluasi kinerja input dalam 
pelaksanaan PUMP-P2HP secara umum sudah 
sesuai dengan yang dipersyaratkan dan tercantum 
dalam pedoman teknis pelaksanaan program. 
Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih 
ada beberapa hal yang dianggap masih belum 
sesuai dengan yang dilakukan. 


Hasil analisis data menunjukkan bahwa untuk 
tahap pelaksanaan kinerja input tergolong dalam 
kategori sedang (66,5%). Ketentuan pelaksanaan 
tersebut seperti tercantum pada Surat Keputusan 
Dirjen P2HP No. 037/KEP-DJP2HP/2013 mengenai 
Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Mina 
Pedesaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil 
Perikanan Tahun 2013 yang didalamnya dijelaskan 
kriteria umum maupun khusus penerima BLM 
PUMP-P2HP. 


Beberapa hal yang masih dianggap kurang 
memuaskan yaitu dalam pelaksanaan Identifikasi, 
Seleksi, Verifikasi dan Penetapan Calon KUB 
Penerima Bantuan. Kegiatan yang tidak sesuai 
dengan petunjuk teknis yaitu: 


a. Kelompok pengolah pemasar (Poklahsar) 
yang terpilih sebagai calon penerima tidak 
seluruhnya berusaha pengolahan ikan atau 
pemasar ikan, namun ada satu yang ternyata 
tidak melakukan usaha pengolahan. Selain 
itu pemilihan calon penerima bantuan PUMP- 
P2HP masih dianggap tidak transparan 
sehingga tidak jarang menyebabkan 
timbulnya kecurigaan dari sesama pengolah. 
Penyiapan untuk pengusulan penerima 
bantuan dikerjakan sepenuhnya oleh tenaga 
pendamping. Penerima bantuan yaitu pemilik 
unit pengolahan dan anggota kelompok 
merupakan tenaga kerja dari usaha tersebut. 
Seluruh aset dan bantuan permodalan yang 
sifatnya natura sepenuhnya diterima oleh 
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pemilik usaha pengolahan. Keikutsertaaan 
anggota dalam penentuan alokasi serta 
pembelanjaan juga tidak dilibatkan 


b. Rata-rata Poklahsar yang terpilih tidak memiliki 
anggota baru yang merupakan tambahan 
tenaga kerja baru (minimal sebanyak 20% 
dari jumlah anggota) sesuai ketentuan dari 
Petunjuk Teknis. Kepengurusan kelompok 
tidak aktif, hanya dilakukan oleh Ketua 
nya saja karena sebagai pemilik usaha 
pengolahan, sedangkan anggotanya adalah 
tenaga kerjanya. 


c. Khusus untuk PUMP P2HP di Kota Aceh, 
tidak tersedia tenaga pendamping yang 
khusus menangani proses turunnya bantuan 
sehingga kegiatan verifikasi agak terhambat, 
tenaga pendamping yang ada dipindah tugas 
ke daerah lain. 


b. Evaluasi Kinerja Proses 


Kinerja proses merupakan tahapan 
yang terkait dengan proses turunnya bantuan 
PUMP P2HP. Tahapan yang harus dilalui terdiri 
dari bagaimana sosialisasi, pelatihan dan 
pendampingan, prosedur penyaluran, penarikan 
dan pemanfaatan dana BLM PUMP-P2HP; 
pembinaan dan pengendalian; dan evaluasi dan 
pelaporan. 


Berdasarkan hasil analisis data dan hasil 
verifikasi di lokasi penelitian dari 4 (empat) tahapan 
dalam kinerja proses maka evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaannya tergolong rendah (40%), sedang 
(40%) dan baik (20%). Hal ini disebabkan 
bahwa kewajiban dalam penyampaian laporan 
perkembangan pelaksanaan bantuan PUMP-P2HP 
hanya dilakukan pada akhir tahun untuk pemenuhan 
laporan ke DJP2HP saja. Sementara laporan 
tentang perkembangan usaha, pemanfaatan 
sarana dan prasarana yang dibelanjakan dari dana 
BLM dan permasalahan usaha secara bulanan dan 
semesteran tidak dilakukan. Kegiatan evaluasi 
pelaksanaan di awal dan di akhir turunnya bantuan 
juga tidak dilakukan. Hal ini terlihat bahwa bantuan 
hanya diberikan pada Poklahsar tanpa dilihat 
keberlanjutan usahanya setelah mendapat bantuan 
tersebut. 


3. Evaluasi Kinerja Output 


Kinerja output merupakan tolok ukur kinerja 
berdasarkan produk (barang dan jasa) yang 
dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai 


Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Masyarakat Mandiri KP 


dengan masukan yang digunakan. Kinerja output 
dinilai berdasarkan 3 (tiga) keberhasilan yaitu 
penerima bantuan, fasilitasi penguatan kapasitas 
dan kelembagaan pada kelompok / penerima 
program, keberlanjutan usaha/keberhasilan usaha 
penerima bantuan. 


Dari hasil analisis menunjukkan bahwa 
kinerja output tergolong dalam kategori rendah 
yaitu pada tahap evaluasi dan pelaporan (40%) 
serta kesesuaian dan pelaksanaan kinerja output 
(45,45%). Rendahnya kinerja output tersebut 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ketepatan 
penyaluran bantuan dengan musim produksi, 
tidak adanya fasilitasi penguatan kapasitas dan 
kelembagaan pada kelompok/penerima program 
dan masih banyaknya bantuan yang digunakan 
untuk kegiatan non usaha seperti pemenuhan 
kebutuhan konsumsi rumah tangga, biaya sekolah 
anak, dan peralatan yang diberikan dijual kembali. 
Penyebab rendahnya kinerja output karena 
monitoring dan kontrol dari DJ-P2HP maupun 
POKJA tidak dilakukan, lamanya proses turunnya 


Penyusunan Pedoman Teknis PNPM dilaksanakan secara 


partisipatif/ Preparation of Technical Guidelines implemented in a 


participatory | 


Sosialisasi dan Koordinasi Kegiatan telah melibatkan seluruh 
peserta PNPM/ Socialization and coordination activities involved 


all participants 


Identifikasi, seleksi, verifikasi calon Kelompok penerima secara 


benar dan tepat kepada sasaran/ Identification, selection, 


verification of candidates for the receiver group is true and 


correct to the target 


Penetapan Kelompok calon penerima BLM telah dilakukan secara 
selektif dan ketat/ Determination of direct cash aid recipients 


have done selectively and strict 


Penyusunan RUB dan dokumen administrasi melibatkan ketua 
dan seluruh anggota kelompok/ Proposal development and 
administration of documents involving the chairman and all 


members of the group 


Verifikasi dan validasi dokumen administrasi dilakukan secara 


obyektif/ Verification and validation of administrative 
documents made objectively 


Penyaluran BLM telah dilakukan dengan lancar kepada 


kelompok sasaran/ Distribution of direct cash assistance has 


been carried out smoothly to the target group 


Pemanfaatan bantuan digunakan untuk pengembangan usaha 
perikanan/ Utilization of aid is used for development of fisheries 


Pendampingan, Pembinaan dan Pengendalian dilakukan 
berkala/ Assistance, Guidance and Control conducted 
periodically 


Pemantauan dan Evaluasi telah dilakukan secara benar 


sesuai pedoman teknis/ Monitoring and evaluation has been 


carried out properly fit the technical guidelines 


Pelaporan dilakukan secara berkala dan tepat waktu/ 
Reporting is done regularly and on time 


m Tidak Setuju/Disagree 


E Kurang setuju/Less agree 


ea (Yayan Hikmayani dan Riesti Triyanti) 


bantuan mulai dari pengurusan dokumen awal, 
dan tidak adanya tindakan tegas dari DJ-P2HP 
terhadap penyalahgunaan bantuan. 


B. Respon Penerima Bantuan Terhadap 
Pela ksanaan PUMP-P2HP 
Respon penerima bantuan terhadap 
pelaksanaan program PUMP-P2HP di Kota 


Banda Aceh dilihat berdasarkan dua hal yaitu 
reson terhadap pelaksanaan dan respon terhadap 
keberlanjutan program. 


1. Respon Terhadap Pelaksanaan Program 


Penilaian respon terhadap pelaksanaan 
program diidentifikasi mulai dari tahap penyusunan 
pedoman teknis sampai pelaporan. Secara umum, 
respon masyarakat penerima program PUMP 
P2HP di Kota Banda Aceh dari hasil penelitian 
digolongkan kedalam kategori baik (setuju), sedang 
(kurang setuju) dan rendah (tidak setuju) seperti 
dapat dilihat dari Gambar 3. 


E- 


0 20 40 60 80 


M Setuju/Agree 


Gambar 3. Respon Kelompok Penerima Bantuan PUMP-P2HP di Kota Banda Aceh Tahun 2011-2013. 
Figure 3. Response of PUMP-P2HP Beneficiaries Group in Banda Aceh in 2011-2013. 
Sumber: Data Primer Diolah, 2014/ Source: Primary Data Processed, 2014 
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Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan bahwa 
respon terhadap adanya bantuan PUMP-P2HP 
didominasi oleh kategori sedang (kurang setuju) 
masing-masing 100%. Tahapan pelaksanaan 
PUMP-P2HP yang kurang dipahami oleh penerima 
bantuan seperti pedoman teknis PNPM, sosialisasi 
dan koordinasi kegiatan, identifikasi, seleksi, 
verifikasi calon kelompok penerima, penyusunan 
RUB dan dokumen administrasi, verifikasi dan 
validasi dokumen administrasi, pemantauan dan 
evaluasi, serta pelaporan secara berkala. 


Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan bahwa 
respon terhadap adanya bantuan PUMP-P2HP 
didominasi oleh kategori sedang/kurang setuju 
masing-masing 100%. Tahapan pelaksanaan 
PUMP-P2HP yang kurang dipahami oleh penerima 
bantuan seperti pedoman teknis PNPM, sosialisasi 
dan koordinasi kegiatan, identifikasi, seleksi, 
verifikasi calon kelompok penerima, penyusunan 
RUB dan dokumen administrasi, verifikasi dan 
validasi dokumen administrasi, pemantauan dan 
evaluasi, serta pelaporan secara berkala. 


Tahapan yang masih dianggap kurang 
diantaranya kurang adanya pelibatan seluruh 
penerima bantuan PUMP-P2HP.  Pelibatan 
penerima bantuan dalam setiap tahapan kegiatan 
hanya diwakili oleh pengurus kelompok saja 
(ketua/sekretaris), sehingga anggota kelompok 
kurang paham terhadap tahapan turunnya bantuan 
PUMP-P2HP. Dari hasil survey diketahui bahwa 
keberadaan anggota kelompok seringkali bukan 
sebagai pengolah yang mempunyai usaha sendiri 
namun hanya sebagai tenaga kerja saja dari 
kegiatan usaha pengolahan. 


Respon terhadap pelaksanaan bantuan 
PUMP-P2HP dengan kategori baik (setuju) 
terdiri dari penyaluran bantuan kepada kelompok 
sasaran. Penyaluran bantuan dianggap telah 
dilakukan dengan lancar dan pemanfaatan 
bantuan digunakan untuk mendukung usaha 
pengolahan. Seluruh responden menyatakan 
setuju dan melakukannya sesuai dengan usulan 
yang dimasukkan di Rencana Usaha Bersama 
(RUB), meskipun beberapa alat yang diberikan 
tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Di Kota 
Banda Aceh yang sebagian besar merupakan 
pengolah ikan kayu/kemamah, freezer dan wadah 
perebusan sangat bermanfaat bagi usaha tersebut. 
Karakteristik ikan yang cepat busuk memerlukan 
tempat untuk menyimpan ikan agar awet baik 
sebelum perebusan maupun setelah penjemuran. 
Beberapa alat bantuan yang kurang dimanfaatkan 
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oleh penerima bantuan adalah gerobak bakso, 
karena sepinya konsumen yang membeli bakso 
ikan maka gerobak tersebut tidak digunakan. 


Respon masyarakat terhadap pelaksanaan 
PUMP-P2HP dengan kategori rendah (tidak 
setuju) terjadi pada tahap penetapan kelompok 
calon penerima BLM yang belum dilakukan secara 
selektif dan ketat. Berdasarkan hasil observasi di 
Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam beberapa 
penerima bantuan tergolong dalam kelompok 
utama yang telah memiliki pengalaman usaha lebih 
dari 10 tahun namun masih kurang untuk akses 
pasar dan kelangsungan bahan baku. Kelompok 
dalam kategori ini sebaiknya, selain memperoleh 
bantuan teknologi pengolahan dan alat pendingin, 
juga perlu pendampingan, pembinaan dan 
pengendalian mengenai informasi pasar dari 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh 
dan penyuluh perikanan. Tahap verifikasi dan dan 
validasi dokumen administrasi tidak dilakukan 
secara objektif khususnya pada kelompok aspirasi. 
Kelompok ini merupakan kelompok titipan yang 
harus diberikan bantuan PUMP-P2HP. Tahap 
pendampingan, pembinaan, dan pengendalian 
tidak dilakukan secara berkala, tahap ini hanya 
dilakukan hanya diawal dan akhir proses turunnya 
bantuan saja, penyebabnya adalah keterbatasan 
pendamping dan cakupan wilayah pendampingan 
yang sangat luas. 


2. Respon Penerima Program Terhadap 
Keberlanjutan Program 


Penilaian respon terhadap keberlanjutan 
program berguna untuk menilai perlu tidaknya 
program dilanjutkan. Aspek yang dinilai untuk 
melihat respon terhadap keberlanjutan yaitu 
perubahan jam kerja, peningkatan pendapatan, 
peralihan jenis pekerjaan, manfaat yang ditimbulkan, 
perbaikan fasilitas perikanan dan peluang konflik 
yang bisa terjadi. Menurut Patton yang dikutip 
oleh Shaw et al. (2006:6), yaitu pengumpulan 
informasi secara sistematis tentang kegiatan- 
kegiatan, karakteristik dan outcomes untuk menilai 
program, peningkatan efektivitas program dan atau 
menginfromasikan keputusan tentang program 
mendatang. Sedangkan menurut Dunn (2003:608) 
sesuatu efektif bila mencapai tujuan tertentu. 


Secara umum bantuan PUMP-P2HP yang 
diberikan kepada POKLAHSAR penerima BLM telah 
menunjukkan keberlanjutan. Program yang telah 
dilakukan telah memberikan dampak positif berupa 
perbaikan atau penambahan alat-alat pengolah 
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sehingga bisa meningkatkan produksi secara 
kontinyu, produk yang dihasilkan lebih hygienis, 
tahan lama dan berdampak pada peningkatan 
pendapatan. Manfaat lainnya yaitu terciptanya 
lapangan kerja baru karena adanya peningkatan 
produksi dan juga terserapnya tenaga-tenaga 
kerja baru. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Asih et al. (2008), pemberian 
bantuan permodalan atau kredit mengakibatkan 
peningkatan alokasi curahan waktu kerja rumah 
tangga dalam kegiatan perikanan. Kondisi ini 
mengakibatkan peningkatan produksi berdampak 
pada peningkatan pendapatan dan kemampuan 
untuk mengakumulasi modal yang diterima bagi 
perkembangan usaha di masa yang akan datang, 
yang ditunjukkan dengan peningkatan tabungan 
(Paturohman, 2007). Tabungan meningkat jika 
pertambahan pendapatan makin besar. Artinya 
makin tinggi tingkat pendapan, maka makin besar 
kemampuan menabungnya. Jika pendapatan 
meningkat 1Yo maka tabungan meningkat lebih 
besar dari 1%. Hal ini sejalan dengan pendapat 
yang disampaikan oleh Samuelson dan Nordhaus 
(1986) bahwa orang yang sangat miskin tidak akan 
dapat menabung sama sekali karena konsumsinya 
lebih banyak daripada pendapatannya. Hal 


GAGE BAEN Pa NN (Yayan Hikmayani dan Riesti Triyanti) 


ini disebabkan mereka belum bisa mengatur 
pendapatan rumahtangganya untuk kebutuhan 
ekonomi (peningkatan kapasitas usaha) dan 
kebutuhan sosialnya. 


C. Faktor Penunjang dan 
Pelaksanaan PUMP-P2HP 


Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 
faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan 
program PUMP-P2HP di Kota Banda Aceh yaitu 
ketepatan pemilihan lokasi dan calon Poklahsar, 
ketepatan waktu penyaluran, kesesuaian peralatan 
yang diberikan, jumlah alat olah dan skala produksi 
serta keterampilan usaha, umur calon penerima 
bantuan, tingkat pendidikan dasar dan lamanya 
pengalaman usaha yang dimiliki. 


Penghambat 


Sementara faktor penunjang keberhasilan 
pelaksanaan PUMP-P2HP yaitu jumlah alat olah, 
skala produksi dan status usaha, kesesuaian jenis 
dan sarana usaha dengan peralatan yang diberikan, 
ketepatan pemilihan calon penerima bantuan dan 
ketepatan lokasi pemilihan untuk PUMP-P2HP. 
Secara lebih rinci penjelasan untuk masing-masing 
faktor tersebut dapat dilihat pada Gambar 4. 


Pengalaman usaha/ Business experience 


Tingkat pendidikan penerima bantuan/ The level of 
education of beneficiaries 


Umur calon penerima BLM / The age prospective 
beneficiaries i 


Ketrampilan usaha / Business skills 


Jumlah alat olah, skala produksi dan status usaha / The 
amount of equipment, the scale of production and 
business status 1 


Ketepatan waktu penyaluran bantuan/Timeliness of 
delivery of aid 


Kesesuaian jenis dan sarana usaha calon penerima 
bantuan /Suitability types and business facilities 
1 


Calon penerima bantuan sudah dipilih secara tepat dengan 
kelompok yang membutuhkan/Prospective beneficiaries are 
selected appropriately to needy groups 


Ketepatan lokasi yang dipilih untuk Program PNPM Mandiri KP/ 
The accuracy of the selected location for the PNPM Mandiri KP 


fish processing technology 
membutuhkan/Prospective beneficiaries are selected 


Tingkat akses dan teknologi pengolahan ikan/Accessibility level and 
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m Tidak Setuju/Disagree 


m Kurang setuju/Less agree 


E Setuju/Agree 


Gambar 4. Faktor Penunjang dan Penghambat Keberhasilan PUMP-P2HP di Kota Banda Aceh Tahun 


2011-2013. 


Figure 4. Supporting and Inhibiting Factors for Success of the PUMP-P2HP in Banda Aceh in 


2011-2013. 


Sumber: Data Primer Diolah, 2014/ Source: Primary Data Processed, 2014 
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Dari hasil penelitian juga menunjukkan 
bahwa faktor penunjang keberhasilan program 
dapat memberikan dampak pada peningkatan 
kegiatan usahanya. Faktor internal dari penerima 
program yang dirasakan oleh beberapa pengolah/ 
pemasar sangat penting untuk menunjang 
keberhasilan PUMP-P2HP yaitu pengalaman 
usaha (20%) dan keterampilan usaha pelaku usaha 
(12%). 


Bagi pelaku usaha yang sudah memiliki 
pengalaman dan keterampilan lebih lama rata-rata 
sudah mempunyai akses terhadap pasar yang 
menampung produk olahan mereka dan sudah 
dirasakan keuntungannya. Menurut Muniza (2010) 
menyatakan bahwa pengalaman/lama berusaha 
pada bidang usaha sejenis merupakan kekuatan 
utama bagi pengusaha. 


Sementara itu terdapat juga faktor 
penghambat yang mempengaruhi keberhasilan 
pelaksanaan PUMP-P2HP yaitu tingkat akses dan 
teknologi pengolahan ikan yang masih rendah. 
Faktor ini dirasa penting oleh penerima program 
yang sebagian besar masih menggunakan teknologi 
tradisional. Ikan kayu/kemamah yang diolah secara 
tradisional menghasilkan produk olahan yang masih 
belum dikatakan baik karena warna ikan coklat/ 
gelap dan seringkali kotor akibat terkontaminasi 
dengan abu saat perebusan maupun penjemuran. 
Menurut Nikijuluw (2001), memfungsikan penyuluh 
perikanan dalam menyediakan akses teknologi 
bagi masyarakat belum sepenuhnya berjalan 
dengan baik. 


D. Permasalahan yang dihadapi oleh Penerima 
PUMP-P2HP 


Permasalahan yang dihadapi oleh penerima 
PUMP P2HP di Kota Banda Aceh yang dievaluasi 
dibedakan menjadi permasalahan yang dihadapi 
selama pelaksanaan program dan permasalahan 
saat survey dilakukan. 


Permasalahan yang terjadi pada saat 
pelaksanaan program digolongkan menjadi 5 (lima) 
jenis yaitu rendahnya peluang pasar, tingginya biaya 
investasi, kelangsungan bahan baku, kurangnya 
pengetahuan tentang proyek dan kurangnya 
pendampingan. Dari hasil penelitian, menunjukkan 
bahwa permasalahan yang banyak ditemui selama 
pelaksanaan program yaitu kurangnya pengetahuan 
tentang skema proyek secara utuh dan kurangnya 
pendampingan. Hasil penelitian sejalan dengan hasil 
evaluasi program PNPM KP di Ternate menyatakan 
bahwa pendampingan masih dirasakan kurang 
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intensif sehingga pengawasan dan pendampingan 
harus lebih intens terhadap kelompok masyarakat 
penerima bantuan program (Djalal dan Lasabuda. 
2012). Sementara permasalahan yang dihadapi 
pada saat survey dilakukan yaitu kelangkaan 
bahan baku dan rendahnya peluang pasar. 
Menurut Nikijuluw (2001), membuka akses pasar 
adalah untuk mengembangkan usaha karena bila 
tidak ada pasar maka usaha sangat terhambat 
perkembangannya 


Kelangkaan bahan baku dirasakan semakin 
terasa dari tahun ke tahun. Bahan baku ikan kayu 
terdiri dari ikan cakalang, tongkol dan tuna kecil. 
Kelangkaan bahan baku disebabkan karena musim 
yang tidak dapat diprediksi dan berpengaruh 
terhadap ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan 
oleh pengolah ikan kayu. Berdasarkan data 
KKP tahun 2013, secara nasional produksi ikan 
cakalang tahun 2012-2013 turun 11,18% dan ikan 
tongkol turun 2,9%. Walaupun sumberdaya pelagis 
kecil di perairan WPP-RI 572 tersebut di estimasi 
menduduki peringkat pertama, diikuti oleh pelagis 
besar peringkat ketiga (DJP2HP, 2011). Namun 
demikian dari data statistik tahun 2013, produksi 
ikan pelagis (Tongkol dan Cakalang) mengalami 
penurunan hasil tangkapan dari tahu 2005 sampai 
2012. 


Masih lemahnya akses terhadap pasar 
diluar Aceh merupakan permasalahan umum yang 
dihadapi oleh pengolah. Pasar ikan kayu berlokasi 
di sekitar pasar Kota dengan pedagang ikan kayu 
yang ada dipasar. Pembayaran jarang dilakukan 
secara tunai melainkan dengan tempo satu minggu 
bahkan sampai satu bulan. Sebenarnya potensi 
pasar untuk Kota Medan cukup besar, namun 
tidak dapat dilakukan oleh pengolah langsung 
karena keterbatasan akses. Beberapa pengolah 
ada yang melakukan penjualan ikan kayu ke 
Medan dan sering juga mereka tertipu dengan 
tidak dibayar karena pedagangnya menghilang. 
Ketergantungan pengolah terhadap pedagang ikan 
di pasar cukup tinggi. Peran pemerintah sangat 
diperlukan untu dapat mengatasi permasalahan 
akses pasar tersebut. Hasil penelitian Djalal dan 
Lasabuda (2011) terhadap pelaksanaan PUMP 
P2HP di Kota Ternate Tahun Anggaran 2009 
menyimpulkan bahwa pemerintah perlu mendorong 
peran serta lembaga permodalan dan pemasaran 
guna menunjang usaha masyarakat pesisir dan 
pengawasan dan pendampingan harus lebih intens 
terhadap kelompok masyarakat penerima bantuan 
program. 
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Tabel 4. Permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha Pengolahan Ikan di Kota Banda Aceh, 2014. 
Table 4.The ProblemsFaced on Fish Processing and Marketing in Banda Aceh City, 2014. 


Permasalahan yang dihadapi pada PUMP-P2HP/ 
Problems faced in the PUMP-P2HP 


Selama pelaksanaan/ During execution 


Kondisi saat ini! Present condition 


1. Rendahnya peluang pasar/Low market 
opportunities 

2..Tingginya biaya investasi/ High investment 
costs 


3. Kelangsungan bahan baku/Continuity of 
raw materials 


4. Kurangnya pengetahuan tentang skema 
dan mekanisme proyek secara utuh/ Lack 
of knowledge about the schemes and 
mechanisms of the project as a whole 

5. Kurangnya pendampingan/lack of 
assistance 


1. Kelangsungan bahan baku/ Continuity of 
raw materials 

2. Rendahnya peluang pasar/ Low market 
opportunities 

3. Sulitnya mencari tenaga kerja tetap/ 
The difficulty of finding employment 
remains 

4. Tingginya biaya operasional/ 
High operational costs 


Sumber: Data Primer, 2014/ Source: Primary data, 2014 


Pemberian bantuan freezer dalam program 
PUMP P2HP sangat berpengeruh positif terhadap 
posisi tawar pengolah. Sebelum memiliki freezer 
pengolah langsung menjual ikan olahannya setelah 
selesai proses pengolahan. namun saat ini mereka 
dapat menahan dulu penjualan ketika harga tidak 
menguntungkan. 


Kegiatan diversifikasi olahan ikan seperti 
bakso ikan sudah mulai diperkenalkan Namun 
demikian, sampai survey dilakukan pemasaran 
bakso ikan tersebut masih terbatas pada skala 
rumah tangga. Kebiasaan makan ikan orang 
Aceh yang langsung dari ikan segar menyebabkan 
kesulitan menerima makanan olahan dari ikan. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Kinerja input, proses dan output PUMP-P2HP 
berdasarkan dokumen administrasi yang diajukan, 
sudah sesuai dengan pedoman teknis yang 
ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jika dilihat 
dari proses pelaksanaannya masih mengalami 
permasalahan dan kendala pada kriteria 
umum maupun khusus penerima PUMP-P2HP 
diantaranya mengenai identifikasi awal yang 
dilakukan oleh pendamping dan Dinas Kelautan 
dan Perikanan Kota Banda Aceh belum secara 
optimal, pendampingan kepada Poklahsar penerima 
bantuan tidak kontinyu hanya sampai pada bantuan 
tersalurkan, sebagian besar Poklahsar yang 
tidak melakukan usaha pengolahan dan 


pemasaran hasil perikanan sebatas menerima 
bantuan, Poklahsar tidak memiliki anggota baru 
yang merupakan tambahan tenaga kerja baru dan 
kepengurusan yang aktif hanya dilakukan oleh 
ketua Poklahsar. 


Respon penerima bantuan terhadap 
pelaksanaan PUMP-P2HP tergolong dalam 3 
(tiga) kategori yaitu kategori baik (penyaluran BLM 
dilakukan dengan lancar dan pemanfaatannya 
digunakan untuk pengembangan usaha), 
kategori sedang (tahapan penyaluran bantuan 
mulai dari identifikasi calon penerima hingga 
pelaporan perkembangan usaha) dan kategori 
rendah (penetapan kelompok calon penerima 
tidak dilakukan secara selektif dan ketat serta 
tidak adanya pendampingan, pembinaan dan 
pengendalian secara berkala). 


Faktor pendukung PUMP-P2HP adalah 
ketepatan calon penerima bantuan, ketepatan 
pemilihan lokasi, jumlah alat olah, skala produksi 
dan status usaha, keterampilan usaha serta 
pengalaman usaha yang dimiliki oleh calon 
penerima BLM. Faktor penghambat keberhasilan 
pelaksanaan PUMP-P2HP yang dirasakan oleh 
penerima bantuan adalah belum adanya akses 
dan teknologi pengolahan sehingga pelaksanaan 
program PUMP-P2HP belum dapat dikatakan 
efektif. Pemberdayaan masyarakat kelautan dan 
perikanan yang sudah pernah ada belum mencapai 
sasaran bahkan ada yang gagal, dimana faktor 
kegagalan tersebut disebabkan permasalahan 
dalam pelaksanaannya. 
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PUMP-P2HP dirasa belum memberikan 
dampak positif yang signifikan. Peningkatan 
produksi Poklahsar penerima bantuan belum 
maksimal karena masih banyak yang berproduksi 
hanya berdasarkan pesanan. Selain itu, 
penyerapan tenaga kerja belum terlihat karena 
usaha pengolahan belum terjadi peningkatan. 
Hal ini disebabkan oleh permasalahan utama 
yaitu terbatasnya akses pasar untuk memasarkan 
produk olahannya. 


Implikasi Kebijakan 


Program pemberdayaan masyarakat 
dalam bentuk bantuan langsung tunai yang 
akan ada di tahun-tahun mendatang, diharapkan 
kewenangan penetapan calon penerima bantuan 
harus didasarkan atas hasil verifikasi pelaksana di 
tingkat pusat bukan hanya kebijakan pemerintah 
daerah saja. Pemilihan prioritas penerima bantuan 
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 
berdasarkan klasifikasi kelompok yaitu bantuan 
teknologi dan informasi (untuk kelompok pemula), 
bantuan modal dan alat (untuk kelompok madya), 
fasilitasi untuk lembaga permodalan dan perbankan 
(untuk kelompok utama). 


Program ini tidak selamanya dilaksanakan, 
oleh karena itu perlu dibangun pemikiran strategis 
mengenai exit strategy yang menjadi bagian yang 
tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor 
kelautan dan perikanan di masa mendatang. 
Exit strategy yang dimaksud adalah pentahapan 
pengembangan KUKP yang kuat dan memiliki 
potensi untuk dikembangkan menjadi lembaga 
keuangan mikro dan berbadan hukum. 


Penguatan peran pendampingan secara 
berkelanjutan juga diperlukan bukan hanya saat 
pelaksanaan program saja namun setelah selesai 
turun bantuan. Hal ini dapat dilakukan dengan 
membangun jaringan kerja secara lebih luas 
antara Dinas Kelautan dan Perikanan, Lembaga 
Penyuluhan dan Badan Pengembangan SDM 
Kelautan dan Perikanan. Selain itu juga perlu 
melakukan transformasi kelembagaan Poklahsar 
menjadi kelembagaan yang berbadan hukum. 


Untuk mengatasi permasalahan pada 
usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro 
khususnya untuk kelangsungan bahan baku dan 
rendahnya peluang pasar dapat dilakukan dengan 
cara peningkatan akses pasar produk olahan ikan 
melalui kemitraan atau kontrak kerja dengan pasar 
modern dan pengurusan ijin usaha; peningkatan 
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kesadaran pengurusan ijin usaha, peningkatan 
fungsi kelembagaan Poklahsar untuk memfasilitasi 
perluasan akses pasar bagi anggota kelompok dan 
peningkatan kerjasama antara kelompok penerima 
dan non penerima melalui kemitraan. 
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ABSTRAK 


Pulau Tidung Kecil merupakan pulau kecil tidak berpenduduk yang mempunyai potensi untuk 
pengembangan ekowisata. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung indeks investasi ekowisata yang 
akan menentukan kelayakan investasi ekowisata pulau kecil. Metode yang digunakan pada penelitian 
ini adalah metode survey dengan menggunakan analisis indeks. Pegumpulan data primer dilakukan 
dengan observasi dan analisi peta, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Pulau Tidung Kecil mempunyai nilai natural resources and geostrategic 
island index (NI) sebesar 3,67, govermenance index (GI) sebesar 4,20, infrastructure index (II) sebesar 
3,22 dan, sosio economic and culture index(SI) sebesar 2,64. Sehingga dengan formulasi Small Island 
Investmen Index (SIII) didapatkan indeks investasi pulau sebesar 3,69. Dari nilai indeks tersebut, Pulau 
Tidung Kecil dapat dikategorikan kedalam pulau dengan kelayakan investasi siap. Sehingga Pulau Tidung 
Kecil bisa direkomendasikan sebagai pulau yang layak untuk pengembangan investasi ekowisata. 


Kata Kunci: indeks, ekowisata, investasi, Pulau Tidung Kecil, kelayakan investasi 


ABSTRACT 


Tidung Kecil Island is the unhabited small island that have ecotourism development potential. The 
aims of this study is to calculate the index of ecotourism investment that will determine the investment 
feasibility of small island ecotourism. Method used in this study was a survey method with index analysis. 
Primary data collection was done by observation and map analysis, while the secondary data obtained 
by study of literature. Results showed that the Tidung Kecil Island have a value of natural resources and 
geostrategic island index (NI) of 3.67, govermenance index (GI) of 4.20, infrastructure index (II) of 3.22 
and, socio-economic and culture index (SI) of 2.64. So that with the Small Island Investment Index (SIII) 
formulation index obtained the investment index island of 3.69. From the index value Tidung Kecil Island 
can be categorized into the island with the feasibility of ready investment. So Tidung Kecil Island can be 
recommended as a viable island for the development of ecotourism investment. 


Keywords: index, ecotourism, investment, Tidung Kecil Island, feasibility investment 
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PENDAHULUAN 


Menurut UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
perubahan atas Undang — Undang Nomor 27 tahun 
2007, pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih 
kecil atau sama dengan 2.000 km? beserta kesatuan 
ekosistemnya. Sebagai negara kepulauan, pulau 
kecil mempunyai arti penting dalam segi ekonomi, 
sosial, budaya maupaun pertahanan keamanan. 


Pulau kecil menyimpan berbagai sumber 
daya alam dan jasa — jasa lingkungan yang 
terdiri atas sumber daya dapat pulih (renewable 
resources) atau sering juga disebut sumberdaya 
alam hayati dan sumberdaya tidak dapat pulih 
(nonrenewable resources) atau disebut sumberdaya 
alam non hayati. Secara umum, permasalahan 
yang dihadapi dalam pengelolaan pulau-pulau 
kecil, antara lain:.sebagian besar penduduk 
pulau-pulau kecil merupakan kawasan tertinggal, 
terbatasnya sarana dan prasarana dasar seperti 
listrik, air, dan transportasi yang menghubungkan 
antar pulau, pulau-pulau kecil terluar memiliki 
potensi konflik atas pelanggaran batas wilayah, 
masih terbatasnya data dan informasi mengenai 
pulau — pulau kecil. 


Indonesia mempunyai ribuan pulau kecil 
yang sangat potensial untuk dikembangkan. 
Menurut Dahuri (2013), sebagai negara kepulauan 
(archipelagic country) terbesar di dunia, salah satu 
potensi pembangunan yang besar yang sampai 
sekarang belum dimanfaatkan secara optimal 
dan berkelanjutan adalah sumber daya wilayah 
pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil di Indonesia 
mempunyai keindahan yang potensial untuk 
dikembangkan investasi ekowisata (Direktorat 
Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 
2014). Akan tetapi tidak setiap pulau kecil siap 
untuk menerima investasi. Banyak faktor yang 
mempengaruhi masuknya investasi di pulau 
kecil. Perkembangan investasi di suatu kawasan 
tidak hanya ditentukan oleh investor, tetapi 
juga ditentukan oleh regulasi dalam melayani 
masyarakat di samping kondisi prasarana dasar 
wilayah (bangunan fisik) sebagai unsur pokok 
dalam memberi layanan atau kemudahan kepada 
calon investor (Pandiadi dan Warsono, 2012) 


Pulau Tidung Kecil merupakan pulau yang 
tidak berpenduduk. Pulau ini sangat potensial 
untuk dikembangkan mengingat letaknya yang 
dekat dengan Pulau Tidung Besar yang sudah 
berkembang. Lahan pulau belum dimanfaatkan 
secara maksimal oleh pemerintah daerah. 
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Dengan potensi yang dimiliki, Pulau Tidung Kecil 
diwacanakan sebagai lokasi pengembangan 
ekowisata. Melalui makalah ini, menilai kelayakan 
Pulau Tidung Kecil dari segi sumber daya alam 
dan strategis geografis, tata kelola pemerintahan, 
infrastruktur serta sosial ekonomi budaya untuk 
pengembangan investasi ekowisata, sehingga akan 
menjadi rekomendasi bagi kebijakan pemerintah 
dalam penetapan Pulau Tidung Kecil sebagai 
sasaran pengembangan investasi ekowisata. 


METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian ini dilakukan di Pulau Tidung Kecil 
Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Penelitian tersebut 
dilakukan pada bulan Juli - Agustus 2014. 


Jenis dan Sumber Data 


Metode yang digunakan pada penelitian ini 
adalah metode survey. Ruang lingkup penelitian 
yang terdapat di Pulau Tidung Kecil meliputi 
ketersediaan sumberdaya hayati dan jasa 
lingkungan, ketersediaan sumberdaya non hayati, 
indikator tata kelola pemerintahan, infrastruktur 
dan sosial ekonomi budaya. Data yang diperlukan 
bersumber dari data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi 
lapangan dan pengamatan peta citra, sedangkan 
data sekunder diperoleh dari pihak kedua (instansi 
terkait) melalui studi literatur. 


Pengolahan dan Analisis Data 


Data yang diperoleh akan dianalisis sesuai 
lingkup penelitian, yaitu : 


Analisis Pulau-pulau Kecil Bernilai Tinggi 


Adrianto et al. (2011) dalam Direktorat 
Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil (2011) 
menyatakan bahwa untuk menentukan pulau- 
pulau kecil yang bernilai tinggi dan layak investasi 
ekowisata dilakukan dengan menghitung nilai indeks 
investasi pulau-pulau kecil (Small island investment 
index, SIII), yaitu melihat empat kelompok indeks. 
Kelompok indeks tersebut adalah: 


i) Indeks sumber daya alam dan geo-strategis 
pulau (Natural resources and geo-strategic 
island index, NI) 


ii) Indeks tata kelola pemerintah/(Governance 
index, GI) 


iii) Indeks infrastruktur (Infrastructure index, Il) 
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iv) Indeks sosial ekonomi dan budaya (Social 
economic and culture index, SI) 


indeks memiliki sub-sub 
kriteria pembentuk indeks yang dinamakan 
parameter, dimana parameter mempunyai 
indikator yang menerangkan derajat kepentingan 
yang dikuantifikasi dalam bentuk skor antara 1 — 
5. Penentuan skor 1 — 5 pada masing — masing 
indikator didasarkan pada persepsi dari tingkat 
kepentingan masing-masing indikator dalam 
parameter. Dimana semakin besar angka yang 
diperoleh suatu indikator menunjukkan tingginya 
kualitas dan kepentingan indikator tersebut dalam 
parameter. 


Masing-masing 


Penetapan bobot NI yang lebih besar 
menunjukkan bahwa investasi di pulau-pulau kecil 
didasarkan pada prinsip kelayakan sumber daya 
alam dan jasa lingkungan yang terdapat di wilayah 
pulau kecil tersebut. Porsi bobot lebih tinggi juga 
diberikan kepada komponen GI yang menunjukkan 
bahwa tata kelola yang baik merupakan salah satu 
kunci keberhasilan pengembangan investasi pulau 
kecil, baru kemudian diikuti bobot || dan SI. 


Indeks investasi pulau-pulau kecil (SIII) 
sendiri memiliki nilai indeks antara 1 — 5, demikian 
juga masing — masing kriteria penyusunnya juga 
memiliki besaran nilai skor antara 1 sampai dengan 
5, dengan bobot indeks berturut-turut untuk natural 
resources and geostrategic island index (NI) 
sebesar 0,4, governance index (Gl) sebesar 0,3, 
infrastructure index (Il) sebesar 0,2 dan social- 
economic index (Sl) sebesar 0,1. Formula yang 
digunakan untuk menghitung indeks investasi 
pulau-pulau kecil dalam rangka penentuan pulau 
kecil yang bernilai tinggi adalah (Adrianto et al., 
2011 dalam Direktorat Pendayagunaan Pulau- 
pulau Kecil, 2011): 


SIII = a*NI + B * GI + ọ*Il + O*SI 


Dimana/Where: 

SIII = Small Island Investment Index 

NI = Natural resources and geostrategic island 
Index 

a -BobotNI =0,4 

GI = Governance Index 

B -BobotGI =0,3 

Il = Infrastructure Index 

Pp =Bobotll =0,2 

SI = Socio economic and culture Index 

Q -BobotSI =0,1 


Natural resources and geo-strategic island index 
(NI) 


Kriteria dan indikator sumberdaya alam 
merupakan faktor kunci untuk investasi di PPK. 
Minat investor untuk berinvestasi sangat terkait 
dengan keberadaan sumber daya alam dan 
lingkungan yang terdapat di PPK. Sedangkan 
faktor strategis geografis kendati merupakan faktor 
pendukung, akan tetapi juga memegang peranan 
penting terkait dengan posisi geo-strategis dari 
pulau yang akan dikembangkan untuk kegiatan 
investasi. 


Geografi pulau kecil mencakup aspek 
jarak dan posisi pulau induk, ketinggian pulau, 
tingkat kerentanan bencana alam, jarak ke pusat 
pemerintahan, kemudahan pencapaian PPK dan 
jarak ke pusat aktivitas ekonomi. Semakin dekat 
dengan pusat ekonomi, maka semakin tinggi nilai 
ekonomi pulau tersebut. Elroy dan Lucas (2014) 
menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat 
pulau sebagian ditentukan oleh kedekatan dengan 
pasar. Jarak ke pusat pemerintahan juga akan 
mempengaruhi tingginya skor, dimana semakin 
dekat dengan pusat pemerintahan, maka nilainya 
akan semakin tinggi. 


Akses menuju PPK didasarkan pada tingkat 
dan kriteria moda transportasi, kondisi sarana 
transportasi, waktu tempuh, tingkat ketersediaan 
dan frekuensi perjalanan. Untuk satu pulau yang 
jauh namun dapat dijangkau dalam waktu cepat 
akan memiliki skor yang lebih tinggi. Kriteria 
parameter sumber daya alam mencakup terumbu 
karang, sumber daya ikan, pariwisata, budidaya 
laut, dan konservasi. 


Kriteria baku kerusakan terumbu karang 
ditetapkan berdasarkan prosentase luas tutupan 
terumbu karang yang hidup. Terumbu karang 
akan sangat baik sekali bila penutupan karang 
hidupnya mencapai 75-100 %. (Kementrian Negara 
Lingkungan Hidup, 2001) 


Governance Index (GI) 


Tata kelola pemerintahan juga akan 
menentukan baik tidaknya iklim investasi di 
suatu daerah. Tata kelola pemerintahan yang 
baik akan menentukan tata kelola PPK secara 
baik dan berkelanjutan karena akan membarikan 
kepastian hukum pada investor. Patokan 
seorang investor menanamkan modalnya adalah 
keamanan dan payung hukum yang berlaku 
(Isrok, 2009). 
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Dalam penyusunan kriteria pengembangan 
investasi PPK yang bernilai ekonomi tinggi, maka 
tata kelola pemerintahan terhadap pengembangan 
dan pembangunan PPK akan lebih banyak 
ditekankan pada sistem administrasi pengelolaan, 
kebijakan dan status penguasaan PPK. Berbagai 
instrumen tata kelola pemerintahan tersebut 
dijadikan parameter dari kriteria tata kelola PPK, 
selanjutnya ditentukan indikator serta menentukan 
skor dari 1 sampai 5. Secara umum semakin 
lengkap dan semakin baiknya setiap parameter 
tata kelola PPK dapat diterapkan, maka semakin 
tinggi skor yang akan diperoleh. 


Mengingat setiap parameter memiliki 
tingkat kepentingan, fungsi dan skala prioritas 
yang berbeda-beda kedudukannya di PPK, 
maka pemberian bobot pun akan berbeda pula. 
Sebagaimana diketahui bahwa penerapan tata 
kelola pemerintah pada PPK mendapatkan kendala 
dan hambatan yang sulit. Dengan demikian 
pemberian bobot antara 0 dan 1 memperhatikan 
pada kemudahan atau bisa tidaknya setiap 
parameter dalam melaksanakan tata kelola 
yang baik dan berkelanjutan. Misalnya, apakah 
peruntukan lahan pada suatu PPK sudah ada 
apa belum dalam RTRWN atau RTRWP dan 
RTRWK. Dalam hal ini keberadaan RTRW sangat 
penting karena berhubungan dengan zonasi yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah. Penetapan 
rencana zonasi dimaksudkan untuk memelihara 
keberlanjutan sumber daya pulau-pulau kecil dalam 
jangka panjang serta mengeliminir berbagai faktor 
tekanan terhadap ekosistem pulau-pulau kecil 
akibat kegiatan yang tidak sesuai (incompatible) 
(Suparno, 2009). 


Infrastructure Index (||) 


Infrastruktur atau sarana memiliki peran 
penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 
suatu negara, termasuk Indonesia. Pertumbuhan 
dan perkembangan investasi di suatu kawasan 
dapat dipicu oleh dukungan prasarana dasar 
wilayah (Pandiadi dan Warsono, 2012). 
Infrastruktur bersifat publik dan sosial biasanya 
disediakan oleh pemerintah. Beberapa fasilitas 
yang termasuk ke dalam kelompok infrastruktur 
yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan 
pemerintah daerah di PPK adalah jalan, sarana 
air bersih, listrik, jembatan, pelabuhan, sarana 
komunikasi, ketersediaan pos keamanan, 
ketersediaan kantor administrasi pemerintah. 


Beberapa infrastruktur yang tersedia di PPK 
jika telah ada atau akan dikembangkan dapat 
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dijadikan parameter dalam melakukan penilaian 
pengembangan investasi yang memiliki nilai 
ekonomi tinggi. Berbagai parameter dari kriteria 
infrastruktur ditentukan indikator untuk menentukan 
skor dari 1 sampai 5. Secara umum semakin 
lengkap dan semakin baiknya setiap parameter 
yang ada di PPK, maka semakin tinggi skor yang 
akan diperoleh. 


Mengingat setiap parameter memiliki 
tingkat kepentingan, fungsi dan skala prioritas 
yang berbeda-beda kedudukannya di PPK, maka 
pemberian bobot akan berbeda. Sebagaimana 
diketahui bahwa PPK memiliki keterbatasan- 
keterbatasan yang signifikan. Dengan demikian 
pemberian bobot antara 0 dan 1 memperhatikan 
pada kemudahan atau ada tidaknya parameter 
yang ditetapkan di PPK yang akan dikembangkan. 


Socio-Economic Index (SI) 


Kriteria socio-economic index (SI) ditentukan 
berdasarkan beberapa parameter yang dapat 
menggambarkan nilai PPK dari aspek sosial, 
ekonomi dan budaya. Parameter tersebut 
diantaranya adalah: nilai sejarah PPK, jumlah 
penduduk, kepadatan penduduk, potensi luas 
daratan pulau untuk pengembangan investasi, 
potensi ekonomi lokal, tingkatpendapatan penduduk, 
nilai ekonomi sumberdaya PPK, keamanan PPK, 
budaya dan adat istiadat, persentase tingkat 
pendidikan. 


Masing — masing PPK mempunyai nilai 
sejarah sendiri-sendiri, oleh sebab itu sejarah 
yang merupakan catatan perkembangan daerah 
sekitar memberikan gambaran nilai penting dari 
keberadaan pulau itu sendiri. Oleh sebab itu nilai 
sejarah merupakan salah satu parameter penting 
dalam penentuan status kelayakan pengembangan 
investasi sebuah pulau, karena semakin besar 
nilai sejarah yang dimiliki PPK, maka semakin 
besar perhatian rakyat dan pemerintah untuk 
mengembangkan serta menjaga keberlangsungan 
pulau tersebut. 


Ada perbedaan 
berpenduduk dan 


pengelolaan pulau 
tidak berpenduduk. Dalam 
persoalan investasi, pulau tidak berpenduduk 
akan lebih mudah dibandingkan dengan 
pulau yang berpenduduk, karena pulau yang 
berpenduduk mempunyai banyak kepentingan di 
dalamnya. Namun demikian, bila pulau yang akan 
dikembangkan berpenduduk, maka batasan jumlah 
penduduk yang memungkinkan ada di sekitar pulau 
dapat dijadikan sebagai indikator kelayakan pulau 


Penilaian Pulau Kecil Sebagai Dasar Pengembangan Investasi Ekowisata ............. (Puguh W. Widodo, Rahmat Kurnia dan Sulistiono) 


untuk aspek sosekbud dalam penentuan pulau 
kecil yang bernilai ekonomi tinggi untuk mendukung 
investasi. 


Salah satu kebutuhan pengembangan 
investasi adalah adanya ketersediaan lahan yang 
dapat digunakan untuk kegiatan investasi itu 
sendiri. Oleh karena itu, penting membuat kriteria 
yang dapat menunjukkan ketersediaan lahan, 
yaitu dengan menghitung potensi luas area untuk 
pengembangan (luas daratan pulau) dan juga 
kepadatan penduduk. 


Secara umum, sangat penting pembuatan 
kebijakan bagi perkembangan ekonomi lokal 
pulau kecil melalui pengembangan kerajinan 
yang sesuai, mengingat masyarakat pulau 
kecil memiliki keterbatasan sumber daya alam 
(Camilleri dan Falzon, 2013). Sebuah pulau harus 
mempunyai komoditas yang spesial sebab pulau 
kecil mempunyai kekurangan dalam perdagangan 
karena terisolasi (Poirine, 2014). Potensi ekonomi 
lokal adalah salah satu parameter yang dinilai 
dalam menentukan PPK bernilai ekonomi tinggi. 
Banyaknya peluang pemanfaatan di sekitar pulau 
berpotensi menurunkan tekanan terhadap sumber 
daya, karena adanya ketersediaan alternatif income 
generating. 


Tingkat pendapatan penduduk merupakan 
kriteria penting untuk melihat kelayakan hidup 


penduduk, semakin tinggi tingkat pendapatan 
penduduk, semakin tinggi tingkat kepentingan 
penduduk terhadap keberadaan sumber daya alam 
dan lingkungan di sekitar pulau. 


Pulau kecil merupakan satu kesatuan 
ekosistem yang berada di dalamnya. Maka dari itu 
dalam menentukan nilai ekonomi seharusnya tidak 
dinilai berdasarkan pada fisik lahan/daratannya 
saja, melainkan harus dinilai secara menyeluruh 
berdasarkan fungsi ekologi, ekonomi, sosial 
dan budaya dari pulau itu sendiri. Nilai ekonomi 
sumberdaya PPK harus dilihat berdasarkan nilai 
ekonomi total dari pulau sebagai sebuah ekosistem 
yang saling berinteraksi dan berkaitan satu dengan 
lainnya. Nilai ekosistem PPK minimal tercermin 
dari adanya nilai ekosistem hutan mangrove, 
padang lamun dan terumbu karang, sedangkan 
nilai lahan PPK didekati dengan menggunakan 
pendekatan nilai jual objek pajak (NJOP) dalam 
penentuan pajak bumi dan bangunan (PBB). Nilai 
ekonomi ekosistem utama di wilayah pesisir dan 
laut, seperti hutan mangrove, padang lamun dan 
terumbu karang berdasarkan hasil kajian KLH 
(1999) dalam Direktorat Pendayagunaan Pulau- 
pulau Kecil (2011) sebagai basis perhitungan nilai 
ekonomi ketiga ekosistem utama tersebut, yaitu 
berturut-turut sebesar US$ 15.877,42 persatuan 
hektar hutan mangrove, US$ 48.620,13 per satuan 
hektar padang lamun dan US$ 140.770,52 per 
satuan hektar terumbu karang. 


Tabel 1. Kategori Penentuan PPK Bernilai Tinggi Untuk Mendukung Investasi Ekowisata. 
Table 1. Small Island High Value Determination Categories to Ecotourism Investment Support. 


Keterangan/information 


Nilai Index/Index Kategori/ 
Value (SIII) Categories 
Sangat siap/ 

“S3 Very ready 
23-4 Siap/ Ready 
52-3 Kurang Siap/ 

Less ready 

1-2 Tidak Siap/ 

Not ready 


Sangat prioritas dan bernilai tinggi untuk listing investasi, 
karena seluruh kriteria investasi terpenuhi/ Very priority and 
high value for the investment listing, because all investment 
criteria complete 


Prioritas dan bernilai sedang untuk listing investasi, karena 
sebagian besar kriteria investasi terpenuhi/ Priority and 
moderate value for the investment listing, because partially 
investment criteria complete 


Kurang prioritas dan bernilai rendah untuk listing investasi, 
karena sebagian kecil kriteria investasi terpenuhi/ Less 
priority and less value for the investment listing, because 
small partially investment criteria complete 


Tidak Prioritas dan bernilai sangat rendah untuk listing 
investasi, karena tidak ada kriteria investasi terpenuhi/ Not 
priority and low value for the investment listing, because 
nothing investment criteria complete 
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Peluang investasi dapat dimanfaatkan 
menjadi motor devisa ketika keamanan dan 
konduktifitas terjamin. Jaminan keamanan ini 
mutlak diperlukan untuk memberikan rasa nyaman 
terhadap besarnya dana yang diinvestasikan 
terhadap pulau kecil tersebut. Budaya dan adat 
istiadat masyarakat lokal pulau adalah salah satu 
faktor penting dalam pengembangan PPK. Dalam 
implementasi pengelolaan sumberdaya alam dan 
lingkungan, di PPK berbasis komunitas lokal harus 
selalu mengedepankan keseimbangan antara 
pelestarian sumber daya alam dan lingkungan 
dengan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, 
parameter budaya dan adat istiadat menjadi salah 
satu parameter penting dalam penentuan kriteria 
PPK bernilai ekonomi tinggi untuk mendukung 
investasi. 


Dalam konteks pengembangan investasi, 
ketersediaan tenaga kerja lokal menjadi salah satu 
faktor yang dapat mendorong keberhasilannya. 
Salah satu kriteria yang dapat menunjukkan 
ketersediaan tenaga kerja terdidik adalah adanya 
masyarakat terdidik di pulau tersebut. Oleh karena 
itu, kriteria presentase tingkat pendidikan diperlukan 
dalam penentuan pulau kecil yang bernilai ekonomi 


tinggi. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 


Gambaran Umum Lokasi Penelitian 


Pulau Tidung Kecil merupakan pulau yang 
dihubungkan dangan Pulau Tidung Besar dengan 
jembatan. Secara administratif pulau ini terletak di 
Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan 
Seribu Selatan dengan titik koordinat 5° 48' 11” 
LS dan 1060 31' 24” BT. Pulau Tidung Kecil tidak 
berpenduduk tetapi menopang kegiatan pariwisata 
di Pulau Tidung Besar (Direktorat Pendayagunaan 
Pulau-pulau Kecil, 2011). Status kepemilikan pulau 
merupakan milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
dan peruntukannya diserahkan kepada Dinas 
Sosial Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pertanian 
dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah 
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Pulau 
ini memiliki pantai pasir putih dengan vegetasi 
pulau antara lain kelapa, cemara laut, ketapang, 
sukun, dan mangga. Saat ini pemanfaatan pulau 
digunakan sebagai pusat bibit oleh Dinas Pertanian 
dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta (Surapati, 2012). 


Potensi Sumber Daya dan Strategis Geografis 


Direktorat 
(2012), 


Berdasarkan 
Pulau-pulau Kecil 


Pendayagunaan 
Pulau Tidung Kecil 
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mempunyai luas 0,188 km?. Pulau ini tergolong 
dalam pulau yang datar, hal ini diketahui dari 
pengamatan dilapangan bahwa ketinggian pulau 
tidak sampai 3 meter di atas permukaan laut (mdpl), 
yaitu 1,7 mdpl. Berdasarkan informasi dari Dinas 
Pertanian dan Kelautan DKI Jakarta, Pulau Tidung 
Kecil setiap tahun dilanda angin puting beliung 
sehingga mengakibatkan pulau ini mempunyai 
tingkat kerentanan yang tinggi. 


Posisi Pulau Tidung Kecil terletak di sebelah 
utara Jakarta atau Pulau Jawa yang merupakan 
daratan besar dengan jarak 14,40 mil laut. Pulau 
Tidung Kecil dapat dicapai dengan menggunakan 
kapal regular dari Marina Ancol atau Muara 
Angke menuju Pulau Tidung Besar (Direktorat 
Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil, 2014). Antara 
Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil terdapat 
jembatan yang menghubungkan kedua pulau 
(Rajak dan Suprihardjo, 2013). Sehingga perjalanan 
menuju Pulau Tidung Kecil bisa dilanjutkan dengan 
menyewa perahu maupun berjalan kaki. Biaya 
perjalanan menuju Pulau Tidung Besar dengan 
menggunakan kapal regular sebesar Rp. 55.000,- 
bila ditempuh dari pelabuhan Kali Adem, dan 
Rp. 40.000,- bila ditempuh dari pelabuhan Muara 
Angke. Untuk mencapai Pulau Tidung Kecil bisa 
menyewa speed boat dari Pulau Tidung Besar 
dengan harga Rp. 100.000,-. Pusat administrasi 
pemerintahan berada di Pulau Pramuka dengan 
dari Pulau Tidung Kecil sejauh 8,08 mil laut. 
Berdasarkan informasi dari masyarakat terdekat, 
aktifitas ekonomi masyarakat pulau sekitar banyak 
dilakukan di pelabuhan Rawa Saban Kabupaten 
Tangerang. Jarak antara Pelabuhan Rawa Saban 
dengan Pulau Tidung Kecil menurut analisa peta 
Alos tahun 2010 adalah 16,90 mil laut. 


Menurut hasil observasi di lapangan, Pulau 
Tidung Kecil merupakan pulau datar yang tidak 
mempunyai teluk. Jenis substrat pantai dari pulau 
tersebut adalah pantai berpasir dengan slope datar 
yang luas dan kemiringan pantai kurang dari 10°. 
Pulau Tidung Kecil merupakan pulau yang tidak 
berpenghuni yang dijadikan sebagai pusat bibit 
oleh Dinas Pertanian dan Kelautan Provinsi DKI 
Jakarta. Kondisi lahan pulau ditumbuhi pohon 
sukun, cemara laut, kelapa dan mangrove, mangga 
dan semak belukar yang tinggi. Selain itu pulau ini 
juga mempunyai cadangan penyimpanan air tawar 
yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pulau 
tersebut. 


Berdasarkan Suku Dinas Kelautan dan 
Pertanian provinsi DKI Jakarta (2013) perairan 


Penilaian Pulau Kecil Sebagai Dasar Pengembangan Investasi Ekowisata ............. (Puguh W. Widodo, Rahmat Kurnia dan Sulistiono) 


Pulau Tidung Kecil mempunyai tingkat kecerahan 
mencapai 6,58 meter dengan kecepatan arus 
mencapai 9 cm/dt. Potensi terumbu karang di pulau 
ini mempunyai lebar hamparan mencapai 497,02 
meter dengan keragaman jenis lifeform mencapai 
11 jenis. 


Pemanfaatan Pulau Tidung Kecil mengacu 
pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu 
Kota Jakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana 
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTRPZ). 
Dengan melakukan analisis terhadap peta RDTR 
didapatkan di Pulau Tidung Kecil tidak ada 


pembagian zonasi pemanfaatan, karena menurut 
Perda tersebut seluruh luasan pulau diperuntukkan 
untuk zona perdagangan dan jasa. 


Hasil penilaian kriteria investasi 
berdasarkan sumberdaya alam dan strategi 
geografi, Pulau Tidung Kecil mempunyai nilai 
masing-masing 2,96 untuk ketersediaan jasa 
lingkungan, 3,28 untuk ketersediaan sumberdaya 
hayati dan 2,79 untuk ketersediaan sumberdaya 
non hayati yang disajikan pada Tabel 2, Tabel 3 
dan Tabel 4. 


Tabel 2. Hasil Penilaian Investasi Berbasis Ketersediaan Jasa Lingkungan di Pulau Tidung Kecil 


Tahun 2014. 


Table 2. Invesment Result Based on The Availability of Environmental Services in Tidung Kecil 


Island, 2014. 


No Parameter /Parameter Bobot akor as Jumlah) 
Weight Score Amount 
1 Luas daratan pulau kecil (Km2)/Small island area (Km?) 0.03 2 0.06 
2 Ketinggian pulau kecil (mdpl)/Small island altitude(mdpl) 0.02 1 0.02 
3 Tingkat kerentanan pulau kecil (frekuensi bencana)/ 0.05 3 0.15 
The vulnerability level of small island (disaster freguency) | | 
4 Posisi pulau /Island position 0.01 3 0.03 
5 Jarak ke pusat aktifitas ekonomi /Distance to the center of 0.03 3 0.09 
economic activity 
6 Jarak ke administrasi pemerintahan (kabupaten) /Distance to 2 4 0.08 
the government administration(district) 9.0 | 
7 Kemudahan mencapai PPK/Ease of reaching the small islands 0.05 3 0.15 
8 Moda Transportasi/Transport Vehicles 0.05 1 0.05 
9 Kondisi moda tranportasi /Conditions of transport vehicles 0.04 1 0.04 
10 Waktu tempuh rata-rata /Average travel time 0.03 4 0.12 
11 Tingkat ketersediaan transportasi/Availability level of transport 0.04 1 0.04 
12 Frekuensi perjalanan/Trip frequency 0.04 1 0.04 
13 Biaya Transportasi/Transport cost 0.02 3 0.06 
14 Ketersediaan sumber air tawar/Availability of freshwater 0.05 4 0.2 
resources 
15 Jenis substrat pantai /Type of the beach substrate 0.05 5 0.25 
16  Tipologi pantai /Beach typology 0.05 5 0.25 
17 Kondisi ekosistem (tutupan karang hidup (Yo) /Ecosystem 0.07 3 0.21 
condition (ercentage of coral reef %) ` | 
18 Lebar hamparan datar karang (m) /Width of the flat of coral(m) 0.07 4 0.28 
19 Struktur fisik pulau/ The physical structure of island 0.03 1 0.03 
20 Biota unik sebagai obyek pemanfaatan /Unigue biota as an 4 0.05 
object of utilization 0.05 : 
21 Jumlah lokasi pemanfaatan/ Number of utilization area 0.05 3 0.15 
22 Daya dukung lokasi pemanfaatan PPK/Carrying capacity of 25 
utilization area of small islands one ih 
23 Lebar Pantai (m)/Width Of The Beach(m) 0.07 3 0.21 
24 Kemiringan Pantai /Slope of the beach 0.03 5 0.15 
Total/ Total 2.96 


Modifikasi dari : Yulianda (2007): Adrianto et al. (2011) dalam Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil (2011)/ 
Modification of: Yulianda (2007): Adrianto et al. (2011) in Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil (2011). 


83 


J. Sosek KP Vol. 10 No. 1 Tahun 2015 


Tabel 3. Hasil Penilaian Investasi Berbasis Ketersediaan Sumber Daya Hayati di Pulau Tidung Kecil 


Tahun 2014. 
Table 3. Invesment Result Based on The Availability of Biological Resources in Tidung Kecil Island, 
2014. 
Bobot/ Skor/ Jumlah/ 
No Parameter//Parameter Weight Score Aout 
1 Luas daratan pulau kecil (Km?)/ Small island area (Km?) 0.03 2 0.06 
Ketinggian pulau kecil (mdpl)/ Small island altitude(mdpl) 0.02 1 0.02 


Tingkat kerentanan pulau kecil (frekuensi bencana) / 


The vulnerability level of small island (disaster frequency) one 3 2 
4 Jarak ke pusat aktifitas ekonomi/Distance to the center of 
. ie 0.04 3 0.12 
economic activity 
5 Jarak ke administrasi pemerintahan (kabupaten) /Distance to 
f nee 0.04 4 0.16 
the government administration(district) 
6 Kemudahan mencapai PPK/Ease of reaching the small islands 0.05 3 0.15 
7 Moda Transportasi/Transport Vehicles 0.04 1 0.04 
8 Kondisi moda tranportasi/Conditions of transport vehicles 0.04 1 0.04 
9 Waktu tempuh rata-rata/Average travel time 0.05 4 0.2 
10 Tingkat ketersediaan transportasi/Availability level of transport 0.04 1 0.04 
11 Biaya Transportasi/Transport cost 0.05 3 0.15 
12 Ketersediaan air tawar (tingkat kecukupan) /Availability of 
0.05 4 0.2 
freshwater resources 
13 Potensi dan jenis pemanfaatan /Potential and type of utilization 0.06 2 0.12 
14 Kecerahan perairan (Yo) /Water transparency 0.06 4 0.24 
15 Luas Areal pemanfaatan /Total utilization area 0.06 4 0.24 
16 Keterlindungan lokasi pemanfaatan /Protection of the 0.06 3 0.18 
utilization area 
17 Tingkat sensitivitas lokasi terhadap pencemaran dari luar / 
ar NS ‘ f 0.06 5 0.3 
Sensitivity level of contamination from outside location 
18 Kondisi oseanografi (kecepatan arus (cm/dtk))/Cceanographic 
pi 0.06 5 0.3 
condition (cm/sec) 
19 Penutupan Lahan Pulau /Land cover of the island 0.05 3 0.15 
20 Kedalaman Terumbu Karang (m) /The depth of coral reef(m) 0.05 5 0.25 
21 Jenis lifeform /Lifeform type 0.05 4 0.2 
Total/ Total 3.28 


Modifikasi dari : Yulianda (2007): Adrianto et al. (2011) dalam Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil (2011)/ 
Modification of : Yulianda (2007): Adrianto et al. (2011) in Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil (2011). 
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Tabel 4 Hasil Penilaian Investasi Berbasis Ketersediaan Sumber Daya Non Hayati di Pulau Tidung 
Kecil Tahun 2014. 

Table 4 Invesment Result Based on The Availability of Non-Biological Resources in Tidung Kecil 
Island, 2014. 


Bobot/ Skor/ Jumlah/ 


No Parameter /Parameter Weight Score Amount 
1 Luas daratan pulau kecil (km?) / Small island area (km?) 0.07 2 0.14 
2 Ketinggian pulau kecil (mdpl)/ Small island altitude(mdpl) 0.07 1 0.07 


Tingkat kerentanan pulau kecil (frekuensi bencana)/ 


2 The vulnerability level of small island (disaster frequency) Li 2 Ot 
4 Jarak ke pusat aktifitas ekonomi/ Distance to the center of 0.05 3 0.15 
economic activity 
Jarak ke administrasi pemerintahan (kabupaten) /Distance to 
5 ae 5 Haag 0.05 4 0.2 
the government administration(district) 
6 Kemudahan mencapai PPK/ Ease of reaching the small islands 0.05 3 0.15 
7 Moda Transportasi/ Transport vehicles 0.05 1 0.05 
8 Kondisi moda tranportasi/Conditions of transport vehicles 0.04 1 0.04 
9 Waktu tempuh rata-rata/Average travel time 0.04 4 0.16 
10 Tingkat ketersediaan transportasi/Availability level of transport 0.05 1 0.05 
1 Biaya Transportasi/Transport cost 0.05 3 0.15 
42 Ketersediaan air tawar (tingkat kecukupan) /Availability of 0.06 2 0.12 
freshwater resources 
13 Potensi dan jenis pemanfaatan/potential and type of utilization 0.05 2 0.1 
14 Kecerahan perairan (%)/Water transparency(%) 0.06 4 0.24 
15 Luas Areal pemanfaatan/Total utilization area 0.06 4 0.24 
16 Keterlindungan lokasi pemanfaatan/Protection of the utilization 0.06 3 0.18 
area 
Tingkat sensitivitas lokasi terhadap pencemaran dari luar/ 
17 ae a. 1 f 0.03 5 0.15 
Sensitivity level of contamination from outside location 
Kondisi oseanografi (kecepatan arus (cm/dtk))/ 
18 , oe 0.06 5 0.3 
Oceanographic condition (cm/sec) 
19 Penutupan Lahan Pulau/ Land cover of the island 0.03 3 0.09 
Total/Total 2.79 


Modifikasi dari : Yulianda (2007); Adrianto et al. (2011) dalam Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil (2011)/ 
Modification of: Yulianda (2007); Adrianto et al. (2011) in Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil (2011). 


Tata Kelola Pemerintahan Menurut DKI Jakarta (2014), Peraturan 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 
No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail 
Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTRPZ), 
Pulau Tidung Kecil termasuk dalam zona 
perkantoran, perdagangan dan jasa di wilayah 
pulau. Status kepemilikan Pulau Tidung Kecil 
yang merupakan aset pemerintah daerah. 
Sehingga kewenangan pengelolaan seluruh pulau 
berada ditangan pemerintah daerah Provinsi DKI 
Jakarta. 


Penilaian terhadap tata kelola pemerintahan 
lebih ditekankan pada sistem administrasi 
pengelolaan, kebijakan dan status penguasaan 
pulau-pulau kecil. Berbagai instrumen tata kelola 
pemerintahan tersebut dijadikan parameter dari 
kriteria tata kelola pulau-pulau kecil, selanjutnya 
ditentukan indikator dengan skor 1 sampai dengan 
5. Secara umum semakin lengkap dan semakin 
baiknya parameter tata kelola pulau-pulau kecil 
maka semakin tinggi skor yang diperoleh. 
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Sistem perijinan investasi dalam pengelolaan 
pulau dilaksanakan oleh pemerintah daerah 
Provinsi DKI Jakarta secara terpusat sesuai 
dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 
Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah, Nomor 12 
Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu, UU no. 25 tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik dan Perda Provinsi DKI Jakarta 
no. 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Dalam 
memberi kenyamanan pada investor, pemerintah 
daerah memberikan insentif berupa keringanan 
retribusi dan penangguhan penarikan retribusi 
pada investor sesuai aturan yang berlaku. 


Dari data tersebut, penilaian kriteria investasi 
berdasarkan tata kelola pemerintahan, Pulau 
Tidung Kecil mempunyai nilai indek yang cukup 
tinggi, yaitu 4,2. Hal ini disebabkan status lahan 
pulau yang sudah jelas yaitu merupakan aset 
pemerintah sehingga akan mempermudah proses 
investasi. Tabel 5 menunjukkan hasil penilaian 
parameter dan indikator governance index di Pulau 
Tidung Kecil. 


Infrastruktur 


Beberapa infrastruktur yang tersedia di 
pulau-pulau kecil jika telah ada atau dikembangkan 
dapatdijadikan sebagai parameterdalam melakukan 
penilaian pengembangan investasi. Berbagai 
parameter dari kriteria infrasruktur mempunyai 
indikator untuk mementukan skor. Skor 1 sampai 
5 menggambarkan kelengkapan dan kondisi 
infrastruktur di pulau kecil. Semakin lengkap dan 


semakin baik kondisi infrastruktur di pulau kecil 
maka semakin tinggi skor yang diperoleh. 


Berdasarkan observasi di lapangan, terdapat 
jalan terbuat dari paving blok dan dermaga yang 
dibuat oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Untuk 
keperluan listrik di pulau, pemerintah DKI Jakarta 
telah melakukan pemasangan kabel bawah laut 
sepanjang 40 kilometer yang membentang dari 
Tanjung Priok hingga Pulau Tidung kecil pada tahun 
2007 (Indiana, 2011). Hal ini membuat kebutuhan 
listrik di pulau ini terpenuhi selama 24 jam. 


Pulau Tidung Kecil mempunyai cadangan 
air bersih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 
pulau. Sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan 
air bersih, di pulau ini dibangun pompa air dan 
jaringan air yang ditempatkan ditandon dan 
ditempatkan menyebar di bagian pulau untuk 
keperluan dalam penyiraman bibit-bibit tanaman. 


Pulau Tidung Kecil belum terdapat sarana 
komunikasi, tetapi sinyal HP sudah bisa mencapai 
bagian pulau. Sinyal HP yang mencapai pulau 
merupakan sinyal yang berasal dari menara relay 
yang dibangun di Pulau Tidung Besar. Pulau Tidung 
Kecil mempunyai ruang pertemuan yang dibangun 
oleh Dinas Pertanian dan Kelautan Provinsi DKI 
Jakarta sebagai sarana untuk kegiatan-kegiatan 
kedinasan. 


Hasil penilaian kriteria investasi berdasarkan 
infrastruktur, Pulau Tidung Kecil mempunyai nilai 
indeks 3,22. Tabel 6 menunjukkan hasil penilaian 
parameter dan indikator infrastruktur index di Pulau 
Tidung Kecil. 


Tabel 5. Hasil Penilaian Parameter dan Indikator Governance Index (GI) di Pulau Tidung Kecil tahun 


2014. 


Table 5. Result of The Scoring Parameters and Indicators of Governance Index (GI) in Tidung Kecil 


Island, 2014. 


No Parameter /Parameter Bebo Shou Juman 
Weight Score Amount 

1 Perijinan /License 0.21 5 1.05 

2 Peruntukan PPK dalam RTRW/Allotment of Small island in 0.17 5 0.85 
Spatial plan 

3 Kewenangan pengelolaan PPK /Authority management 0.19 3 0.57 
Sistem insentif dan disinsentif investasi di PPK /Incentives 

4 iste . . . i 0.21 3 0.63 
and disincentives system of invest in small island 

5 Kepemilikan lahan atau tanah di PPK /Land ownership in 0.22 5 11 
small islands 
Total/ Total 4.2 


Modifikasi dari : Adrianto et al. (2011) dalam Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil (2011)/ 
Modification of: Adrianto et al. (2011) in Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil (2011). 


86 


Penilaian Pulau Kecil Sebagai Dasar Pengembangan Investasi Ekowisata ............. (Puguh W. Widodo, Rahmat Kurnia dan Sulistiono) 


Tabel 6. Hasil Penilaian Parameter dan Indikator Infrastruktur Index (Il) di Pulau Tidung Kecil tahun 


2014. 


Table 6. Result of The Scoring Parameters and Indicators of Infrastructure Index (II) in Tidung Kecil 


Island, 2014. 


No Parameter /Parameter Bobot akor Jumla 
Weight Score Amount 
1 Jenis jalan /Type of road 0.06 4 0.24 
2 Kualitas jalan /Road quality 0.14 5 0.7 
3 Ketersediaan sarana air bersih/Clean water availability 0.16 5 0.8 
4 Ketersediaan listrik /Electricity availability 0.17 3 0.51 
5 Pelabuhan/dermaga/Jetty /port/dock/jetty 0.14 2 0.28 
6 Sarana komunikasi/Communication facilities 0.14 1 0.14 
7 Kelengkapan fasilitas umum dan fasilitas social di PPK dan 
atau pulau sekitarnya/ The completeness of public Facilities 0.09 5 0.45 
and social facilities in small islands and the surrounding 
islands 
8 Ketersediaan sarana penyediaa BBM di PPK dan atau 
pulau sekitarnya /Availability of the fuel in small islands and 0.1 1 0.1 
surrounding islands 
Total/Total 3.22 


Modifikasi dari : Adrianto et al. (2011) dalam Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil (2011)/ 
Modification of : Adrianto et al. (2011) in Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil (2011). 


Sosial Ekonomi dan Budaya 


Penilaian terhadap sosial ekonomi dan 
budaya ditentukan berdasarkan parameter yang 
dapat menggambarkan nilai pulau-pulau kecil dari 
aspek sosial, ekonomi dan budaya. Parameter 
tersebut adalah nilai sejarah pulau-pulau kecil, 
jumlah penduduk, kepadatan penduduk, potensi 
luas daratan pulau untuk pengembangan investasi, 


potensi ekonomi lokal, tingkat pendapatan 
penduduk pulau, nilai ekonomi sumberdaya 
pulau-pulau kecil, keamanan pulau, budaya 
dan adat istiadat serta presentase tingkat 


pendidikan. Berbagai instrumen tersebut dijadikan 
parameter yang mempunyai indikator dengan skor 
1 sampai dengan 5. Secara umum semakin tinggi 
suatu parameter bisa memberikan nilai tambah 
dan memperbesar peluang investasi di pulau kecil 
maka semakin tinggi skor yang diperoleh. 


Pulau Tidung Kecil merupakan pulau 
yang tidak berpenduduk. Pulau ini sering 
dimanfaatkan oleh wisatawan-wisatawan Pulau 
Tidung Besar untuk berekreasi. Walaupun tidak 
berpenduduk, pulau ini mempunyai berbagai 
sumberdaya alam sebagai aset pengembangan 
ekowisata, diantaranya adalah pantai pasir putih, 
terumbu karang dan mangrove. 


Nilai ekonomi sumber daya Pulau Tidung 
Kecil dihitung berdasarkan NJOP atas tanah 


dan nilai ekonomi sumber daya alam yang ada. 
Berdasarkan DKI Jakarta (2015), NJOP tanah di 
pulau adalah Rp. 285.000,00 per meter persegi. 
Menurut Badan Pengelola Lingkungan Hidup 
Daerah (2012), luasan mangrove di Pulau Tidung 
Kecil sebesar 0,16 ha, terumbu karang seluas 
289,79 ha, dan padang lamun seluas 464,24 
ha. Sehingga didapatkan total nilai ekonomi 
sumber daya di Pulau Tidung Kecil mempunyai 
nilai ekonomi sumber daya sebesar 
Rp. 823.787.258.128,60. 


Berdasarkan luas areal dan peruntukan 
lahan pulau yang ada, potensi rasio areal 
pengembangan investasi di Pulau Tidung 
Kecil adalah 100 persen dari seluruh luas area 
pulau bisa dipergunakan untuk pengembangan 
investasi. Sebagai pulau yang tidak 
berpenduduk, keamanan di pulau ini belum 
sepenuhnya terjamin. Hal ini terbukti dengan 
adanya keterangan dari Dinas Pertanian dan 
Kelautan Provinsi DKI Jakarta bahwa di pulau ini 
sering terjadi tindak pencurian terhadap aset-aset 
pemerintah. 


Hasil penilaian kriteria investasi berdasarkan 
sosial konomi dan budaya, Pulau Tidung Kecil 
mempunyai nilai 2,64. Tabel 7 menunjukkan hasil 
penilaian parameter dan indikator socio economic 
and culture di Pulau Tadung Kecil. 
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Tabel 7. Hasil Penilaian Parameter dan Indikator Sosio Economic and Culture (SI) di Pulau Tidung 


Kecil tahun 2014. 


Table 7. Result of The Scoring Paramaters and Indicators of Socio Economic And Culture (SI) in 


Tidung Kecil Island, 2014. 


No Parameter /Parameter Bobot Skor Sejumlah 
Weight Score Amount 
1 Nilai sejarah PPK /Small islands historical value 0.10 1 0.10 
2 Jumlah penduduk (jiwa) /Total population (people) 0.09 5 0.45 
3 Kepadatan penduduk (orang/hektar)/Population 0.10 5 0.50 
density(people/hectare) 
Potensi rasio luas area untuk pengembangan investassi 
4 dengan luas pulau (persen)/Potential ratio of the area for 0.12 5 0.60 
development invest with area of the island (percent) 
5 Potensi ekonomi lokal /Potential of local economy 0.10 1 0.10 
Tingkat pendapatan penduduk pulau (USD per hari per KK) / 
6 The level of the population income in small island (USD/day/ 0.08 1 0.08 
family) 
7 Nilai ekonomi sumberdaya PPK/Economy value of small 0.10 5 0.50 
island resources 
8 Keamanan PPK /Small island security 0.12 1 0.12 
9 Budaya dan adat istiadat/Culture and costums 0.07 1 0.07 
10 Persentase tingkat pendidikan/Percentage of education level 0.07 1 0.07 
11 Jumlah tipe situs bersejarah dan atraksi budaya /Number of 
sa aa . 0.05 1 0.05 
historic sites and cultural attractions types 
Total/ Total 2.64 
Modifikasi dari : Adrianto et al. (2011) dalam Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil (2011)/ 
Modification of : Adrianto et al. (2011) in Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil (2011). 
Pulau Kecil Bernilai Tinggi index (Il) sebesar 3,22 dan, socio-economic 


Penilaian terhadap pulau kecil 
menggambarkan kelayakan pulau kecil untuk 
dimanfaatkan sebagai pengembangan investasi 
ekowisata. Penilaian ini mengandung beberapa 
faktor yang sangat dominan dalam mempengaruhi 
masuknya investor di pulau. Faktor tersebut 
terdiri dari faktor sumberdaya alam baik jasa 
lingkungan, sumber daya hayati maupun non 
hayati, faktor tata kelola pemerintahan, faktor 
kualitas infrastruktur, dan faktor sosial ekonomi 
dan budaya masyarakat setempat. Keempat faktor 
tersebut merupakan faktor yang sangat dominan 
dalam mempengaruhi investasi di pulau kecil. 
Kekurangan salah satu faktor dapat menyebabkan 
kurangnya minat investor dan bahkan dapat 
menghambat masuknya investor ke pulau-pulau 
kecil. 


Dari data di atas diperoleh hasil untuk 
masing-masing indeks adalah natural resources 
and geostrategic island index (NI) sebesar 3,67, 
governance index (GI) sebesar 4,20, infrastructure 
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and culture index (SI) sebesar 2,64. Dengan 
perhitungan menggunakan formulasi Small Island 
Investmen Index (SIII) maka diperoleh indeks 
investasi ekowisata Pulau Tidung Kecil sebesar 
3,69. Dengan melihat pada Tabel 1, dengan nilai 
indeks sebesar 3,69 maka Pulau Tidung Kecil dapat 
dimasukkan ke dalam kategori siap atau layak 
untuk dimanfaatkan sebagai investasi ekowisata. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Pulau Tidung Kecil merupakan pulau kecil 
yang siap untuk investasi ekowisata. Pulau ini 
mempunyai potensi yang cukup bagus untuk 
dikembangkan sebagai kegiatan ekowisata. 
Sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang 
masih bagus sehingga dapat mendukung kegiatan 
ekowisata. Akses menuju pulau ini juga sangat 
mudah dengan terdapatnya angkutan regular ke 
pulau terdekat. 
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Status pulau merupakan aset pemerintah 
daerah, sehingga akan mempermudah akses bagi 
investor untuk masuk ke pulau ini dengan didukung 
regulasi, RTRW dan pelayanan perijinan satu pintu 
di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 


Infrastruktur dasar pulau yang merupakan 
faktor penunjang sudah bagus. Dengan adanya 
dermaga yang memadahi membuat pulau siap 
disinggahi langsung oleh kapal besar maupun kecil. 
Pulau disekitar pulau ini merupakan pulau yang 
berpenduduk, sehingga bisa menjadi penunjang 
dalam investasi ekowisata. 


Implikasi Kebijakan 


Pembangunan sarana komunikasi dan 
penyedia BBM dapat dilakukan pemerintah daerah 
untuk meningkatkan penilaian terhadap Pulau 
Tidung Kecil. Dengan semakin baik kualitas dan 
kelengkapan infrastruktur di pulau diharapkan 
dapat menambah nilai kelayakan investasi di pulau 
tersebut. Pulau Tidung Kecil merupakan pulau tidak 
berpenghuni, peningkatan kualitas sumber daya 
manusia dapat dilakukan terhadap pulau-pulau 
kecil disekitar dalam satu kawasan. Peningkatan 
sumber daya manusia pulau kecil merupakaan 
jaminan tersedianya tenaga kerja yang berkualitas 
di kawasan pulau yang siap bekerja. 
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ABSTRAK 


Kabupaten Maluku Tenggara memiliki potensi sumberdaya rumput laut yang cukup besar. 
Ketersediaan bahan baku yang berlimpah akan mendorong pengembangan agroindustri rumput laut. 
Penelitian bertujuan untuk menganalisis kelayakan usaha agroindustri rumput laut secara finansial. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, yang dilakukan pada bulan Maret hingga 
Oktober 2013 dengan menggunakan data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif 
dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa aspek finansial usaha pengolahan rumput laut layak 
untuk dijalankan. Secara finansial usaha agroindustri rumput laut dikatakan layak karena memiliki 
NPV lebih dari nol (NPV>0) dengan NPVtertinggi pada usaha chip atau tepung rumput laut sebesar 
Rp.120.607.320,00 dan yang terendah pada usaha puding rumput laut sebesar Rp. 302.982,00, Net 
B/C lebih dari satu (Net B/C>1) dengan nilai Net B/C terbesar pada usaha bakso rumput laut sebesar 
1,80 sedangkan yang terkecil pada usaha sirup rumput laut yakni sebesar 1,24. IRR yang diperoleh 
lebih dari tingkat discount rate (IRRSDR) didapatkan nilai IRR terbesar pada usaha bakso rumput 
laut sebesar 50 persen, sedangkan yang terkecil pada usaha sirup rumput laut sebesar 28 persen. 
Payback period kurang dari umur usaha (PPxUmur usaha) dimana usaha pengolahan rumput laut 
yang memiliki jangka waktu pengembalian modal tercepat adalah bakso rumput laut yakni selama satu 
tahun lima bulan, sedangkan yang terlama adalah sirup rumput laut yakni dua tahun delapan bulan. 
Pengembangan usaha agroindustri rumput laut perlu dilakukan dengan cara pengembangan pasar, 
peningkatan modal dalam usaha, pengembangan inovasi dan kreativitas usaha, serta peningkatan 
kualitas dan kuantitas produk. Selain itu untuk pengembangan usaha agroindustri rumput laut perlu ada 
kebijakan dari pemerintah daerah yakni pendampingan yang intensif dari dinas instansi terkait, regulasi 
dan campur tangan pemerintah dalam menarik investor. 


Kata Kunci: kelayakan usaha, agroindustri, rumput laut 


ABSTRACT 


Southeast Maluku regency has a plenty resource potential of seaweed. The availability of 
abundant raw materials will encourage the development of agroindustries seaweed. This study aims 
to analyze the feasibility of seaweed agroindustrial financially. The method used is the method of 
the survey, conducted from March to October 2013 by using primary and secondary data. The data 
were analyzed qualitatively and quantitatively. Results showed that the financial aspects of seaweed 
processing enterprises eligible to run. Agroindustrial enterprises is a financially viable because seaweed 
is said to have more than zero NPV (NPV> 0) with the highest NPV efforts on seaweed chips or flour 
for Rp120.607.320, 00 and the lowest in seaweed pudding efforts of Rp 302,982.00, Net B/ C is more 
than one (Net B / C> 1) with the value of Net B/ C meatballs largest seaweed on the business at 1.80 
while the smallest in the syrup business seaweed which is equal to 1.24. IRR obtained over discount rate 
(IRR> DR) obtained the largest IRR meatballs seaweed on business by 50 percent, while the smallest 
in seaweed syrup business by 28 percent. The payback period is less than the age of the business (PP 
<Age of business) where the seaweed processing enterprises that have the fastest payback period 
is the seaweed meatballs for one year and five months, while the oldest is seaweed syrup that is two 
years and eight months. The development of agro-industry effort seaweed needs to be done by way of 
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market development, the increase in venture capital, innovation and creativity development efforts, as 
well as improving the quality and quantity of products. In addition to the development of agro-industry 
enterprises seaweed needs to be a policy of the local government offices intensive assistance from 
relevant agencies, regulation and government interference in attracting investors. 


Keywords: business feasibility, agroindustry, seaweed 


PENDAHULUAN 


Rumput laut merupakan salah satu komoditas 
sektor perikanan dan kelautan yang akhir-akhir ini 
semakin gencar dibudidayakan.Potensi budidaya 
rumput laut di Indonesia khususnya di Kawasan 
Timur Indonesia tersedia luas. Provinsi Maluku 
dengan luas lautan yang mencapai 92,4% memiliki 
potensi sumberdaya perikanan dan kelautan 
yang besar. Berdasarkan data Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Daerah, lahan potensial untuk 
budidaya rumput laut di Maluku 23.613 Hektare. 
Lahan yang telah dimanfaatkan baru 8.258 
hektar. Hal ini menunjukkan bahwa peluang untuk 
pengembangan budidaya maupun agroindustri 
rumput laut masih sangat terbuka dan potensial. 


Kabupaten Maluku Tenggara memiliki luas 
sebesar 40.213,6 Km?, lahan potensial budidaya 
sebesar 5.103 Ha, lahan yang sudah di manfaatkan 
sebesar 2.373,62 Ha (42,39%), yang belum di 
manfaatkan 2.729,38 Ha atau 57,61%, maka 
peluang untuk mengembangkan usaha budidaya 
termasuk budidaya rumput laut oleh masyarakat 
petani budidaya rumput laut masih sangat terbuka. 
Pertumbuhan produksi rumput laut kabupaten 
Maluku Tenggara terus mengalami peningkatan 
yakni Total produksi rumput laut kering pada tahun 
2009 sebesar 3.126 ton, sedangkan pada tahun 
2010 meningkat menjadi 7.350 ton. 


Dalam pengembangan suatu agroindustri 
rumput laut tentunya sangat berkaitan langsung 
dengan ketersediaan bahan baku, teknologi, 
permodalan, kebijakan pemerintah, sarana dan 
prasarana, serta pemasaran produk. Bahan 
baku sebagai salah satu faktor penentu dalam 
pengembangan agroindustri memiliki potensi 
yangcukup melimpah di Kabupaten Maluku 
Tenggara secara kontinu baik kuantitas maupun 
kualitas. Dengan demikian peluang pengembangan 
usaha agroindustri rumput laut di Kabupaten Maluku 
sangat terbuka lebar. Berdasarkan potensi dan 
peluang tersebut maka tujuan dai penelitian ini 
adalah menganalisis kelayakan bisnis agroindustri 
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rumput laut sehingga dapat bermanfaat bagi 
pebisnis perikanan dalam | mengembangkan 
agroindustri rumput laut di Kabupaten Maluku 
Tenggara. 


METODOLOGI 
Kerangka Teoritis 


Suatu bisnis erat kaitannya dengan kegiatan 
investasi. Pihak yang menginvestasikan modalnya 
untuk itu harus mengkaji secara mendalam bisnis 
tersebut. Oleh karena itu, di setiap bisnis perlu 
dilakukan analisis berupa studi kelayakan bisnis 
beserta aspek-aspeknya untuk melihat secara 
menyeluruh berbagai aspek mengenai kemampuan 
suatu bisnis dalam memberikan manfaat terhadap 
modal (Kusrina, 2011). Aspek-aspek kelayakan 
usaha yang dianalisis antara lain : aspek pasar, 
aspek teknis, aspek manajemen dan hukum, aspek 
sosial, ekonomi, dan budaya, aspek lingkungan 
serta aspek finansial. 


Nurmalina et al. (2009) mengungkapkan 
bahwa bisnis secara umum merupakan suatu 
kegiatan yang mengeluarkan biaya-biaya dengan 
harapan akan memperoleh hasil/benefit dan 
secara logika merupakan wadah untuk melakukan 
kegiatan-kegiatan perencanaan, pembiayaan, 
dan pelaksanaan dalam satu unit. Menurut Gray 
et al. (1992) dalam Nurmalina et al. (2009), 
kegiatan investasi diartikan sebagai kegiatan yang 
dapat direncanakan dan dilaksanakan dalam 
satu bentuk kesatuan dengan mempergunakan 
sumber-sumber untuk mendapatkan benefit. 


Dengan demikian studi kelayakan bisnis 
erat kaitannya dengan keputusan investasi. 
Senada dengan pernyataan tersebut, Husnan 
dan Muhammad (2005) juga mendefinisikan studi 


kelayakan investasi sebagai suatu penelitian 
tentang dapat tidaknya proyek investasi 
dilaksankan secara menguntungkan dengan 


indikasi danya manfaat bagi masyarakat luas 
yang bisa terwujud dari penyerapan tenaga kerja, 


Analisis Kelayakan Usaha Agroindustri .................. (Simon M. Picaulima, A. K. Ngamel, S. K. Hamid dan Roberto M.K. Teniwut) 


pemanfaatan sumberdaya yang melimpah 
ataupun manfaat untuk pemerintah berupa 
penghematan atau penambahan devisa. 


Menurut Nurmalina et al. (2009), penilaian 
dalam studi kelayakan bisnis dilakukan secara 
menyeluruh dari berbagai aspek yaitu aspek 
non finansial yang meliputi: aspek pasar, teknis, 
manajemen dan hukum, sosial-ekonomi-budaya, 
lingkungan dan aspek finansial (keuangan). 
Beberapa aspek non finansial yang merupakan 
aspek dalam studi kelayakan bisnis dianalisis 
secara kualitatif dan tidak terkait dengan biaya 
dan manfaat yang bersifat kuantitatif. Aspek 
non finansial yang akan dibahas dalam penelitian 
ini meliputi aspek pasar, aspek teknis, aspek 
manajemen dan hukum, aspek sosial-ekonomi- 
budaya, dan aspek lingkungan. 


Aspek Pasar 


Aspek pasar menempati urutan yang 
pertama dalam studi kelayakan. Pengembangan 
usaha agroindustri rumput laut di Kabupaten 
Maluku Tenggara dikatakan layak bila tidak terdapat 
masalah pemasaran yang dapat menghambat 
jalannya pengembangan usaha rumput laut ini, 
masih terbukanya peluang pemasaran hasil 
produksi olahan rumput laut sehingga seluruh hasil 
produksi olahan rumput laut yang dihasilkan dapat 
diterima oleh pasar. 


Aspek Teknis 


Aspek teknis meliputi proses pembangunan 
bisnis secara teknis dan pengoperasiannya 
setelah bisnis tersebut selesai dibangun 
sehingga pada pengembangan usaha agroindustri 
rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara dapat 
dikatakan layak dalam aspek teknis bila lokasi 
perusahaan mampu menunjang pengembangan 
usaha tersebut, luas produksi sudah optimal, 
layout perusahaan sesuai sehingga mampu 
memperlancar proses produksi, pemilihan teknologi 
sudah tepat sehingga tidak menghambat usaha. 


Aspek Manajemen dan Legal 


Aspek manajemen pada pengembangan 
usaha agroindustri rumput laut di Kabupaten Maluku 
Tenggara dapat dikatakan layak bila manajemen 
sumberdaya manusia yang terdapat pada usaha 
tersebut telah dikelola dengan baik, pemberian 
gaji telah sesuai, memiliki laporan keuangan. 
Pada aspek legalitas sebuah usaha pengolahan 
kerupuk layak dilaksanakan bila telah memiliki 


izin persetujuan lingkungan dari pihak Rukun 
Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), atau pihak 
Desa, izin dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan Maluku Tenggara. 


Aspek Sosial, Ekonomi, dan Budaya 


Pengembangan usaha agroindustri rumput 
laut di Kabupaten Maluku Tenggara dikatakan 
layak pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya 
bila mampu meningkatkan kesempatan kerja, 
pendapatan masyarakat, serta pendapatan asli 
daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Selain itu, 
pengembangan usaha agroindustri rumput laut 
ini juga diharapkan tidak bertentangan dengan 
budaya masyarakat. 


Aspek Lingkungan 


Pada aspek lingkungan, pengembangan 
usaha agroindustri rumput laut di Kabupaten 
Maluku Tenggara dikatakan layak bila bisnis 
tidak memberikan dampak yang merugikan 
misalnya dengan pengelolaan limbah perusahaan 
yang kurang baik sehingga dapat mengganggu 
kehidupan masyarakat sekitar. 


Pendekatan Penelitian 


Metode penelitian yang digunakan adalah 
teknik survei, yang meliputi : menggali sumber 
data sekunder, observasi langsung dilapangan dan 
wawancara. Penelitian menggunakan data primer 
dan data sekunder baik yang bersifat kualitatif 
maupun kuantitatif. 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 
Maret hingga Bulan Oktober 2013, di Kabupaten 
Maluku Tenggara. Dasar pemilihan lokasi 
penelitian merupakan salah satu sentra produksi 
rumput laut di Provinsi Maluku. 


Metode Pengumpulan Data 


Pengumpulan data, baik data primer 
maupun data sekunder. Teknik pengumpulan 
data yang dilakukan antara lain wawancara 
langsung, pengisian kuisioner, pengamatan 
langsung, browsing internet, dan observasi data 
sekunder lainnya. Data primer diambil di lokasi 
penelitian yaitu pada usaha agroindustri rumput 
laut di Kabupaten Maluku Tenggara. Pengumpulan 
data ini dilakukan melalui metode wawancara 
langsung, dan observasi lapang. Sumber data 
primer terdiri dari beberapa responden yang 
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relevan memberikan informasi yang dibutuhkan 
peneliti. Responden yang diwawancarai antara 
lain pemilik perusahaan, karyawan perusahaan, 
masyarakat sekitar perusahaan dan pihak 
terkait seperti Dinas Perikanan dan Kelautan, 
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Tenggara. Data sekunder diperoleh dari 
dokumen perusahaan dan melalui studi literatur, 
Perpustakaan , Dinas Perikanan dan Kelautan, 
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Tenggara, Badan Pusat Statistik 
(BPS) Kabupaten Tenggara, Perpustakaan dan 
informasi dari media internet. 


Metode Analisa Data 


Analisis Kelayakan Usaha Agroindustri Rumput 
Laut 


Menurut Djunaedi (2000), kelayakan suatu 
proyek atau usaha biasanya diukur dengan enam 
macam kelayakan yang meliputi kelayakan teknis, 
kelayakan ekonomi dan finansial, kelayakan 
politis, kelayakan administratif, kelayakan ekologis 
dan kelayakan sosial budaya. Keenam bentuk 
parameter kelayakan dimaksud sangat penting 
dilakukan agar proyek yang direncanakan dan 
proyek yang baru berjalan dapat terkontrol secara 
baik guna menghindari kerugian yang akhirnya 
membuat proyek tersebut bangkrut. 


Analisis Kelayakan Finansial 


Net Present Value (NPV) 


Net Present Value adalah nilai sekarang dari 
keuntungan bersih yang akan didapatkan pada 
masa yang akan datang. Secara matematis, NPV 
dinyatakan dengan rumus (Kadariah et al., 1999) : 


» (Bt-Ct) 
t=0 (1+ i)’ 


NPV = 


Keterangan : 

Bt = Benefit tahunan/ Annual benefit 
Ct = Biaya tahunan/ Annual fee 

i = Discount rate 

t = tahun ke 0,1,2,3,..... 
n = Umur proyek/ Project life 


ni year 0, 1, 2, 3.,........ n 


Dengan krietria usaha : 


NPV>0 : Usaha layak dilaksanakan/ Business is 
feasible 

NPV<0: Usaha tidak layak dilaksanakan/ Business i 
is not feasible 
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Net Benefit — Cost Ratio (Net B/C) 


Net B/C adalah perbandingan antara jumlah 
nilai sekarang dari keuntungan bersih yang bernilai 
positif (Bt-Ct>0) dengan jumlah nilai sekarang dari 
keuntungan bersih yang bernilai negatif (Bt-Ct<0). 
Secara matematis, Net B/C dinyatakan dengan 
rumus (Kadariah et al., 1999): 


poa (Bt mi 
NetB /C = = 


Dengan kriteria usaha : 


Net B/C > 1 : Usaha layak dilaksanakan/ Business 


is feasible 


Net B/C < 1 : Usaha tidak layak dilaksanakan/ 


Business is not feasible 


Internal Rate of Return (IRR) 


IRR merupakan nilai suatu tingkat suku 
bunga yang membuat NPV dari pada usaha sama 
dengan nol. Secara matematis, IRR dinyatakan 
dengan rumus (Kadariah dkk, 1999): 


NPV" 


IRR =i 4G -i)——— 
(NPV — NPV”) 


Keterangan : 


i Tingkat suku bunga yang menghasilkan 
NPV > O/ The interest rate that produces 


NPV > 0 
Tingkat suku bunga yang menghasilkan 


NPV< 0/ The interest rate that produces 
NPV< 0 


NPV ‘= NPV pada saat tingkat suku bunga i'/ NPV 
when the interest rate i’ 
NPV” = NPV pada saat tingkat suku bunga i”/ NPV 


when the interest rate i” 


Dengan kriteria usaha : 


IRR> tingkat suku bunga yang berlaku : Usaha 
layak dilaksanakan/ Business is feasible 
IRR< tingkat suku bungan yang berlaku : Usaha 


tidak layak / Business is not feasible 


D. Payback Period (PP) 


Payback Period (PP) merupakan teknik 
penilaian terhadap jangka waktu (periode) 
pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. 


Analisis Kelayakan Usaha Agroindustri .................. (Simon M. Picaulima, A. K. Ngamel, S. K. Hamid dan Roberto M.K. Teniwut) 


Jumlah Investasi x 12 bulan 
Payback period - 
Aliran Kas Bersih 


Kriteria penilaian pada payback period adalah : 


* Jika Payback periodnya « waktu maksimum, 
maka usulan proyek tersebut dapat diterima. 


e Jika Payback periodnya > waktu maksimum, 
maka usulan proyek tersebut ditolak. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Gambaran Umum Usaha Agroindustri Rumput 
Laut 


Menurut Simatupang (1994), sasaran 
daripada pengembangan agroindustri yaitu 
menciptakan nilai tambah, menciptakan lapangan 
pekerjaan, meningkatkan penerimaan devisa, 
memperbaiki pembagian pendapatan dan menarik 
pembangunan sektor pertanian. Hal tersebut 
tentunya juga diawali dengan berbagai bentuk 
kegiatan evaluasi proyek yang salah satunya berupa 
studi kelayakan untuk mencapai keberhasilannya. 


Usaha agroindustri rumput laut tersebar 
hampir di semua Desa/Ohoi di Kabupaten 
Maluku Tenggara, hal ini sesuai dengan sebaran 
potensi sumberdaya rumput laut di berbagai Ohoi 
Kabupaten Maluku Tenggara. Agroindustri rumput 
laut merupakan suatu komoditas yang sangat 
potensial untuk dikembangkan di wilayah di 
Kabupaten Maluku Tenggara hal ini didukung oleh 
beberapa hal, (Anonim, 2013) yakni: 


1. Karakteristik wiayah Ya atau 78% wilayah 
adalah laut dengan kondisi perairan yang 
subur, kadar garam yang tinggi, memiliki selat 
dan teluk semi tertutup dan bebas polusi 


2. Luas kepulauan Kabupaten Maluku Tenggara: 
4.676 Km?, terdiri dari:119 pulau, (98 pada 
kep. Kei-kecil, 21 pulau pada kep. Kei Besar) 
100 pulau berpenghuni, 19 tidak berpenghuni. 


3. Panjang garis pantai Kabupaten Maluku 
Tenggara adalah: 652,32 Km 


4. Lahan potensial budidaya: 5.103 Ha, lahan 
yang di manfaatkan: 2.373,62Ha (42,39%), 
yang belum di manfaatkan 2.729,38 Ha atau 
57,61%. 


5. Rata-rata total produksi rumput laut kering 
Kabupaten Maluku Tenggara permusim (45) 


hari di tahun 2009, 521 ton diperkirakan 
menjadi 600 ton, di tahun 2010 namun pada 
kenyataan mencapai 1. 225 ton. 


6. Modal dan investasi yang dibutuhkan tidak 
terlalu besar, tidak membutuhkan pekerja 
yang banyak. 


Berdasarkan kenyataan tersebut di atas 
sehingga boleh dikatakan komoditas rumput laut 
merupakan komoditas andalan di Kabupaten 
Maluku Tenggara, berdasarkan hasil penelitian 
jenis usaha agroindustri rumput laut yang saat ini 
dikembangkan oleh kelompok usaha maupun pribadi 
disesuaikan dengan modal usaha yang dimiliki oleh 
pemilik atau kelompok usaha dan kemampuan atau 
keahlian yang dimiliki anggota kelompok tersebut 
yakni: dodol rumput laut, sirup rumput laut, bakso 
rumput laut, kerupuk rumput laut, brownies rumput 
laut dan Semi Refined Ceragenan (SRC). 


Skala usaha agroindustri rumput laut di 
Kabupaten Maluku Tenggara umumnya didominasi 
oleh skala usaha kecil. Bila diklasifikasi berdasarkan 
jenis kewirausahaan/enterpreneurship maka 
termasuk dalam usaha perorangan (pribadi), 
kelompok dan industri rumah tangga. Selain itu bila 
diklasifikasi berdasarkan teknologinya maka usaha 
kecil yang ada masih menggunakan teknologi 
tradisional yang harus ditingkatkan menjadi modern. 
Hal ini sesuai dengan pernyataan Bank Indonesia 
dalam Hubeis (2009) UKM adalah perusahaan atau 
industri dengan karakteristik berupa: modal kurang 
dari Rp 20 juta, untuk satu putaran dari usahanya 
hanya membutuhkan dana Rp 5 juta, memiliki aset 
maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan, 
omzet tahunan < Rp 1 Miliar. 


Sesuai dengan bentuk skala usaha kecil, maka 
bentuk organisasi dalam usaha agroindustri rumput 
laut di Kabupaten Maluku Tenggara masih sangat 
sederhana. Dikategorikan dalam bentuk organisasi 
yang sederhana, karena modal yang dibutuhkan 
dalam mendirikan usaha tersebut sangat kecil, 
bentuk usaha yang dominan adalah kelompok, 
bentuk struktur organisasinya sangat mudah, 
kewajiban dan perpajakan tidak ada, keterlibatan 
pemilik modal sangat besar dalam usaha, resiko 
yang ada sangat kecil dan jenis komoditas yang 
dikembangkan berbasis sumberdaya lokal dan 
sasaran bisnis umumnya tidak memperhitungkan 
jangka panjang atau keberlanjutan usaha tersebut. 


Struktur organisasi usaha agroindustri 
rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara, 
hampir sama dengan bentuk struktur organisasi 
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bagi skala kecil lainnya yakni seorang pemilik atau 
ketua kelompok juga berperan sebagai manajer 
dan anggota kelompok berperan sebagai pekerja. 
Secara struktural struktur organisasi usaha kecil 
agroindustri rumput laut di Kabupaten Maluku 
Tenggara dapat dilihat pada Gambar 1. Terlihat 
adanya hirarki manajerial pada usaha kecil 


agroindustri rumput laut di Kabupaten Maluku 
Tenggara, yakni arus komunikasi, koordinasi dan 
pengawasan dari manajemen bersifat One Man 
Show. 


Pemilik (Manajer Umum)/ 
General Manager 


Bagian Produksi 
(Produksi, Pengendalian Mutu dan Penyelia)/ Parts of 


Production 
(Production, Quality Control and Supervisor) 


Karyawan/Pekerja/ 
Employee/ Labor 


Gambar 1..Struktur Organisasi Usaha Kecil 
Agroindustri Rumput Laut di 
Kabupaten Maluku Tenggara. 
Organization Structure of Small 
Scale Business of Seaweed 
Agroindustry in Southeast Maluku 
Regency. 


Figure 1. 


Identifikasi Biaya Manfaat 


Biaya dalam suatuusaha adalah seluruh biaya 
yang dikeluarkan guna mendatangkan penghasilan 
(return) pada masa yang akan datang, biaya usaha 
pada dasarnya diklasifikasikan atas biaya investasi 
dan biaya operasional (biaya tetap, biaya variabel 
dan biaya pemasaran), dimana biaya investasi 
adalah biaya-biaya yang umumnya dikeluarkan 
pada awal kegiatan pendirian usaha maupun 
pada saat tahun berjalan untuk memperoleh 
manfaat beberapa tahun kemudian. Umumnya 
biaya investasi memiliki umur ekonomis lebih 
dari satu tahun. Biaya investasi dikeluarkan 
di awal tahun usaha berupa investasi tanah, 
investasi bangunan, dan investasi mesin dan 
peralatan. 


Komponen investasi pada usaha pengolahan 
rumput laut memiliki umur ekonomis antara tiga 
sampai lima tahun, sehinga pada tahun keempat 
dan keenam akan dilakukan re-investasi dan 
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pada akhir periode umur usaha tidak memiliki 
nilai sisa. Nilai investasi yang terbesar ada pada 
usaha pengolahan tepung atau chip rumput 
laut yakni sebesar 220.000.000 besarnya biaya 
investasi disebabkan karena dalam mendirikan dan 
menjalankan usaha ini membutuhkan tanah yang 
cukup luas, bangunan yang cukup besar dan mesin 
atau peralatan yang cukup besar, sehingga biaya 
investasi yang ditanamkan pada usaha cukup 
besar dibandingkan dengan keenam jenis usaha 
pengolahan rumput laut yang ada di Kabupaten 
Maluku Tenggara. Biaya investasi yang terkecil pada 
usaha bakso rumput laut yakni sebesar 685.000, 
karena usaha ini digolongkan dalam skala rumah 
tangga, sehingga dengan menggunakan peralatan 
rumah tangga saja usaha ini sudah bisa didirikan. 


Biaya operasional merupakan biaya 
yang dikeluarkan selama usaha berjalan 
dimana biaya ini terdiri dari biaya tetap dan 
biaya variabel. Biaya tetap terdiri dari biaya 
pembayaran listrik, pulsa telepon, tenaga kerja, 
sewa listrik, air, telepon dan izin usaha beberapa 
peralatan yang memiliki umur ekonomis kurang 
dari satu tahun. Biaya listrik merupakan biaya 
yang dikeluarkan secara bersamaan oleh 
perusahaan untuk usaha pengolahan rumput 
laut. Biaya lainnya yang termasuk biaya tetap 
juga digunakan secara bersamaan. Biaya pulsa 
telepon digunakan untuk menghubungi pengecer 
atau mempromosikan produk olahan rumput laut 
pada calon konsumen. Biaya transportasi terdiri 
dari biaya bahan bakar, sewa mobil atau motor 
dan biaya perjalanan lain-lain. Biasanya biaya 


transportasi dikeluarkan ketika pemilik atau 
karyawan membeli input bahan baku, dan 
pemasaran. Biaya pemeliharaan bangunan 


dan pemeliharaan peralatan dikeluarkan untuk 
memperbaiki bangunan dan memelihara peralatan, 
jalan perusahaan dan lain-lain. Biaya tenaga kerja 
untuk membayar gaji. Jumlah pekerja yang 
dipekerjakan baik tenaga kerja tetap ataupun 
borongan akan tetap sama meskipun jumlah 
produksi yang dilakukan semakin meningkat/ 
semakin banyak. 


Biaya variabel dipengaruhi oleh jumlah 
produk olahan rumput laut yang diproduksi 
dalam kegiatan produksi. Biaya variabel yang 
digunakan dalam usaha pengolahan rumput laut 
dalam proses pengolahan rumput laut meliputi 
biaya bahan baku, biaya pengemasan, biaya 
pembantu. Bahan baku utama berupa rumput 
laut sebagian besar didapatkan dari pembudidaya 
rumput laut. Bahan baku lainnya yang digunakan 
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dalam proses pengolahan rumput laut adalah 
gula, garam, telur dan bumbu-bumbu. Biaya 
pengemasan dikeluarkan untuk biaya pembelian 
plastik kemasan, dus, dan keperluan pengemasan 
lainnya seperti lakban, tinta untuk cap produksi, 
dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya terkait 
dengan besarnya identifikasi biaya pada usaha 
agroindustri rumput laut ini, dapat dilihat pada 
Tabel 1. 


Kelayakan Usaha Agroindustri Rumput Laut 


Kelayakan Usaha Finansial 


Rumput Laut 


Agroindustri 


Pada prinsipnya analisis investasi dapat 
dilakukan dengan dua pendekatan tergantung pihak 
yang berkepentingan, yaitu analisis ekonomi yang 
dilakukan apabila yang berkepentingan langsung 
dalam proyek adalah pemerintah atau masyarakat 
keseluruhan, dan analisis finansial yang dilakukan 
apabila yang berkepentingan langsung adalah 
individu atau kelompok individu sebagai investor 
(Suparmoko, 1997) 


Analisis finansial merupakan analisis yang 
didasarkan pada keadaan yang sebenarnya 
dengan menggunakan data harga yang 
sebenarnya yang ditemukan di lapang (real price). 
Dengan mengetahui hasil analisis finansial, para 
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pembuat keputusan dapat melihat apa yang 
terjadi pada proyek dalam keadaan apa adanya 
(Soekartawi, 1995). Kadariah, 1978 mengemukakan 
bahwa beberapa alat analisis kelayakan usaha 
secara finansial dimaksud meliputi Net Present 
Value(NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), Internal 
Rate of Return (IRR) dan Payback Period (PP). 
Hasil analisis kriteria investasi dapat dilihat pada 
Tabel 2. 


Dari nilai PV positif dan PV negatif tersebut 
akan didapatkan nilai NPV tertinggi sebesar 
Rp. 120.607.320,00 yang berarti bahwa usaha 
pengolahan chip atau tepung rumput laut dalam 
usaha pengolahan rumput laut akan menghasilkan 
manfaat bersih sebesar Rp. 120.607.320,00 
sedangkan NPV yang terendah ada pada usaha 
puding rumput laut yakni sebesar Rp. 302.982,00 
itu juga berarti bahwa usaha pengolahan chip 
atau tepung rumput laut dalam usaha pengolahan 
rumput laut akan menghasilkan manfaat bersih 
sebesar Rp 302.982,00. 


Nilai cost of capital yang digunakan sebesar 
14,0 %. Dari hasil perhitungan kriteria kelayakan 
investasi pada beberapa usaha pengolahan 
rumput laut didapatkan nilai IRR terbesar pada 
usaha bakso rumput laut yakni sebesar 58 %, 
sedangkan yang terkecil pada usaha sirup rumput 
laut yakni sebesar 28 %. 


Tabel 1. Identifikasi Biaya Usaha Agroindustri Rumput Laut. 
Table 1. Identification of Business Cost Agroindustri Seaweed. 


Jenis Usaha Olahan 
Rumput Laut/ 


Identifikasi Biaya/Manfaat (Rp)/ 
Identification of Cost / Benefit ( Rp) 


: Biaya Biaya Biaya Total Biaya/ 
No See o1 Business Investasi/ Biaya Tetap/ Variabel/ Pemasaran/ Total Cost 
ype of Seaweed 5 3 5 
Agroindustry Investment Fixed Cost Variable Marketing 
Cost Cost Cost 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Sirup Rumput Laut/ 1,370,000 1,370,000 2,580,000 2,400,000 7,720,000 
Seaweed syroup 

2. Bakso Rumput Laut/ 685,000 1,850,000 2,754,000 0 5,289,000 
Seaweed meatball 

3. Brownis Rumput Laut/ 950,000 5,450,000 5,724,000 600,000 12,724,000 
Seaweed brownies 

4. Kerupuk Rumput Laut/ 3,865,000 1,900,000 3,744,000 840,000 10,349,000 
Seaweed crackers 

5. Pengolahan Tepung 
dan Chip Rumput Laut/ 220,000,000 40,800,000 124,200,000 4,600,000 389,600,000 
Seaweed Flour and 
Chip Processing 

6. Puding Rumput Laut/ 765,000 8,450,000 3,200,000 100,000 12,515,000 
Seaweed pudding 

7. Dodol Rumput Laut/ 49,920,000 12,050,000 7,112,000 800,000 69,882,000 


Seaweed dodol 


Sumber: Data primer diolah, 2013/Source: Primary data processed 2013 


97 


J. Sosek KP Vol. 10 No. 1 Tahun 2015 


Tabel 2. Hasil Analisis Kelayakan Usaha Berdasarkan Jenis Usaha Pengolahan Rumput Laut di 


Kabupaten Maluku Tenggara. 


Table 2. The Results Analysis of Feasibilty on The Strange of Business Type of Seaweed 
Agroindustry in Southeast Maluku Regency. 


Jenis Usaha Olahan Rumput 


Kriteria Investasi/ Criteria of Investment 


No Laut/Strange of Business Type 
of Seaweed Agroindustry NPV IRR Net B/C PP 

1 2 3 4 5 6 

1. Sirup Rumput Laut/ Rp. 330,413 28% 1.24 2.3 
Seaweed Syroup 

2. Bakso Rumput Laut/ Rp. 548,751 58% 1.80 1.5 
Seaweed Meatball 

3: Brownis Rumput Laut/ Rp. 555,390 47% 1.58 NT 
Seaweed B rownies 

4. Kerupuk Rumput Laut/ Rp. 2,497,387 50% 1.65 1.6 
Seaweed Crackers 

5. Pengolahan Tepung dan Chip 
Rumput Laut/ Seaweed Flour and Rp. 120,607,320 45% 1.55 1.8 
Chip Processing 

6. Puding Rumput Laut/ Seaweed Rp. 302,982 36% 1.40 2.0 
pudding 

7. Dodol Rumput Laut/ Seaweed Rp. 30,942,954 48% 1.62 1.7 
dodol 

Sumber: Data primer diolah, 2013/Source: Primary data processed 2013 
Nilai IRR sebesar 58 % berarti bahwa tingkat menyatakan bahwa seluruh biaya investasi 
pengembalian usaha pengolahan bakso rumput laut dapat dikembalikan dalam jangka waktu satu 


terhadap investasi yang ditanamkan sebesar 58 
Yo dan usaha pengolahan sirup rumput laut sebesar 
28 Yo. Nilai IRR yang diperoleh pada analisis 
kriteria investasi ini memiliki nilai sebesar 50 
dan 28 % artinya secara umum memiliki nilai 
yang lebih besar dibandingkan dengan nilai cost 
of capital yang telah ditentukan yaitu sebesar 
14,0. 


Pada perhitungan Net B/C dalam analisis 
kriteria investasi diperoleh nilai Net B/C terbesar 
pada usaha bakso rumput laut yakni sebesar 
1,80, sedangkan yang terkecil pada usaha sirup 
rumput laut yakni sebesar 1,24. Hal ini berarti 
setiap tambahan biaya sebesar Rp 1,00 dapat 
menghasilkan tambahan manfaat bersih sebesar 
Rp 1,80 pada bakso rumput laut dan 1,24 pada 
usaha sirup rumput laut. 


Payback Period pada usaha pengolahan 
rumput laut yang memiliki jangka waktu 
pengembalian modal tercepat adalah bakso 
rumput laut yakni selama satu tahun lima bulan, 
sedangkan yang terlama adalah sirup rumput laut 
yakni dua tahun delapan bulan. Informasi ini 
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tahun lima bulan pada usaha bakso ikan dan dua 
tahun delapan bulan pada usaha sirup rumput laut. 
Bila dibandingkan dengan umur usaha yakni 
selama 5 tahun, maka secara umum jangka waktu 
pengembalian modal usaha lebih cepat daripada 
umur usaha. Dari nilai perhitungan berbagai 
kriteria kelayakan investasi usaha agroindustri 
rumput laut layak untuk dikembangkan karena 
memiliki NPV lebih dari nol (NPV>0), Net B/C 
lebih dari satu (Net B/C>1), IRR lebih dari 
tingkat discount rate (IRR>DR) dan payback 
period kurang dari umur usaha (PP < umur 
usaha). Usaha agroindustri rumput laut yang lebih 
prospektif pengembangan ke depan adalah usaha 
pengolahan tepung dan chip rumput laut karena 
memiliki NPV terbesar, IRR 45%, Net B/C 1,55 dan 
PP dibawah 5 tahun. 


Kelayakan Usaha Non Finansial Agroindustri 
Rumput Laut 


Aspek Pasar 


Menurut Kusrina (2011) Sebuah perusahaan 
sebelum memproduksi sebuah produk harus 
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terlebih dahulu melihat permintaan yang benar- 
benar dilakukan oleh konsumen, penawaran 
yang dilakukan oleh produsen dalam industri 
tersebut, market share perusahaan selama ini, 
serta peluang market share yang masih bisa 
ditingkatkan. Usaha agroindustri rumput laut di 
Kabupaten Maluku Tenggara memiliki peluang 
pasar yang cukup besar untuk dalam daerah untuk 
usaha sirup, puding, dodol, bakso, kerupuk dan 
brownis sedangkan untuk pengolahan tepung dan 
chip rumput laut memiliki peluang yang sangat 
besar untuk pasar diluar daerah, sehingga usaha 
agroindustri rumput laut perlu untuk dikembangkan 
dengan jalan peningkatan kapasitas produksi. 
Perebutan pasar dengan pesaing dalam industri 
tidak terlalu ketat, karena setiap perusahaan 
agroindustri rumput laut sudah memiliki pasar 
(daerah pemasaran) masing-masing yang dituju 
umumnya di wilayah sekitar pabrik, Kabupaten 
Maluku Tenggara (Malra) dan Kota Tual, Makassar 
dan Papua. Umumnya produk yang dihasilkan 
sudah dapat memenuhi permintaan konsumen 
baik dari segi jenis maupun ukurannya. 
Harga yang ditawarkan untuk masing-masing 
produk (sirup, puding, dodol, bakso, kerupuk 
dan brownis) dapat diterima konsumen dalam 
wilayah pemasaran, karena penetapan harga yang 
dilakukan sudah sesuai dengan jenis dan ukuran 
produk yang dihasilkan, namun harga untuk produk 
olahan tepung dan chip rumput laut disesuaikan 
dengan harga yang berlaku di tingkat nasional (luar 
daerah). 


Usaha agroindustri rumput laut memiliki 
saluran pemasaran yang sederhana sehingga 
produk yang dihasilkan lebih mudah diserap 
pasar dan mudah dalam pendistribusian hingga ke 
tangan konsumen. Proses pendistribusian produk 
olahan rumput laut dilakukan dengan beberapa 
cara saluran pemasaran, yakni pertama proses 
distribusi dilakukan melalui pengecer sebelum 
sampai ke tangan konsumen akhir dengan wilayah 
pemasaran meliputi daerah Kab Malra, Kota Tual 
dan di luar daerah. Kedua produk yang dihasilkan 
pada umumnya tidak melalui perantara distributor/ 
agen melainkan dengan dijual kepada konsumen 
umumnya dilakukan di wilayah pemasaran daerah 
sekitar. Khusus untuk produk olahan tepung dan chip 
rumput laut distribusinya masih menggunakan kapal 
laut langsung ke tangan perusahaan/pabrik untuk 
diolah lagi menjadi produk olahan yang lain, Dari 
beberapa saluran distribusi tersebut, perusahaan 
dapat menyalurkan produknya secara kontinu. 
Dengan saluran tersebut, perusahaan memiliki 


keefektifan dalam penyaluran produk terutama 
dengan adanya pengecer yang merupakan 
pelanggan tetap perusahaan. Saluran tersebut 
juga memudahkan perusahaan dalam melihat 
permintaan konsumen terhadap jenis produk. 
Promosi yang dilakukan sangat sederhana dan 
cukup efektif, promosi juga dibantu oleh Disperindag 
dengan memperkenalkan nama perusahaan ke 
pihak-pihak lain baik konsumen maupun investor 
dan tentu diketahui oleh pemerintah yaitu 
dengan adanya katalog info bisnis atau pameran 
produk unggulan Kabupaten Maluku Tenggara. 
Media promosi sederhana yang digunakan oleh 
perusahaan sudah mengenai sasaran karena 
promosi juga dilakukan oleh agen dan distributor 
sehingga promosi langsung ditujukan kepada 
target pasar yang dituju. Dengan demikian dapat 
diketahui bahwa pengembangan usaha pengolahan 
rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara dinilai 
dari sisi aspek pasar sudah mengkondisikan 
agar pemasaran usaha tersebut berjalan dengan 
baik dan lancar sehingga dari aspek pasar dapat 
dikatakan usaha agroindustri rumput laut memiliki 
prospek yang cerah untuk dikembangkan. 


Aspek Teknis 


Ketersediaan sarana produksi dan 
proses produksi mulai dari pemilihan lokasi 
usaha yang dekat dengan ketersediaan bahan 
baku, dan tersedianya tenaga listrik dan air, 
tenaga kerja dan fasilitas transportasi sangat 
mendukung perusahaan dalam menjalankan 
proses produksinya agar berjalan baik dan lancar. 
Beberapa hal yang paling mendasar dalam 
menentukan lokasi usaha adalah kedekatan 
dengan sumber bahan baku, kondisi air dan listrik 
yang baik, akses jalan, luas tanah yang sesuai dan 
harga tanah yang terjangkau. 


Bahan baku rumput laut memiliki potensi 
yang cukup besar dan menjadi komoditas 
unggulan di Kabupaten Maluku Tenggara terutama 
jenis Eucheuma cotonni. Pada saat penelitian 
berlangsung harga rata-rata rumput laut per 
kilogramnya adalah Rp 12.000,-. Pemilihan 
lokasi perusahaan yang dilakukan salah satunya 
mempertimbangkan ketersediaan bahan baku 
rumput laut ini sehingga lokasi perusahaan 
dekat dengan sumber bahan baku sehingga 
dapat meminimumkan biaya terutama dalam hal 
biaya pengangkutan bahan baku. Demikian juga 
untuk bahan baku pelengkap seperti telur dan 
bumbu penyedap didapatkan perusahaan di pasar 
daerah setempat yaitu di Langgur, Pasar Tual 
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dan supermaket yang ada di Kabupaten Maluku 
Tenggara dan Kota Tual. 


Pada umumnya tenaga kerja yang dipakai 
masih ada hubungan keluarga hal ini dapat terjadi 
karena usaha pengolahan rumput laut umumnya 
usaha pengolahan yang berskala kecil, sehingga 
tanaga kerja yang diperoleh umumnya berasal dari 
keluarga dekat. Status tenaga kerja umumnya 
ada yang berstatus tenaga kerja tetap dan juga 
berstatus tenaga kerja borongan. Tenaga kerja 
borongan digunakan apabila permintaan produksi 
terhadap produk mengalami peningkatan dan 
umumnya terjadi pada usaha pengolahan rumput 
laut menjadi Chip atau tepung namun tidak 
membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. 


Usaha pengolahan rumput laut umumnya 
menggunakan peralatan yang sama. Adapun 
sebagian peralatan yang digunakan dapat 
diperoleh di toko peralatan rumah tangga 
seperti ember, penyaring tipis, baskom, selang, 
pisau, telenan, serbet, keranjang plastik, gayung, 
timbangan dacin, kursi duduk kecil dan lain- 
lain. Peralatan yang menggunakan tenaga listrik/ 
mesin diperoleh dari produsen dan toko alat-alat 
elektronik/alat pertanian seperti mesin pemotong 
kerupuk, blender, oven pengukus, mesin pembuat 
adonan, mesin penghalus adonan, mesin press 
sealer, timbangan dacin, sedangkan alat untuk 
pengolahan rumput laut menjadi chip atau tepung 
diperoleh dengan jalan dipesan di pabrik besar di 
Jawa. Dengan demikian usaha pengembangan 
agroindustri rumput laut secara teknis memiliki 
prospek yang baik untuk dikembangkan. 


Aspek Manajemen dan Legal 


Suatu manajemen yang baik tentu akan 
menyebabkan suatu usaha dapat berjalan 
dengan baik pula. Sesuai dengan bentuk skala 
usaha kecil maka bentuk organisasi dalam usaha 
agroindustri rumput laut di Kabupaten Maluku 
Tenggara masih sangat sederhana. Dikategorikan 
dalam bentuk organisasi yang sederhana karena 
modal yang dibutuhkan dalam mendirikan usaha 
tersebut sangat kecil, bentuk struktur organisasinya 
sangat mudah, kewajiban dan perpajakan tidak 
ada, keterlibatan pemilik modal sangat besar 
dalam usaha, resiko yang ada sangat kecil dan 
jenis komoditas yang dikembangkan berbasis 
sumberdaya lokal. Pengembangan usaha 
agroindustri rumput laut secara manajemen baik 
dari sisi bentuk badan usaha, jenis pekerjaan, 
struktur organisasi, yang ada walaupun masih 
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sangat sederhana sudah mengkondisikan agar 
usaha tersebut berjalan dengan baik dan lancar. 


Secara legalitas mengenai kondisi perizinan, 
sebagian besar usaha kecil dan menengah di 
Kabupaten Maluku Tenggara belum memiliki izin, 
walaupun belum mendapat izin, namun usaha 
ini tetap berjalan. Pemerintah Ohoi maupun 
dari Kementerian Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten Maluku Tenggara 
umumnya sangatmendukung upaya pemberdayaan 
masyarakat pesisir dalam mendirikan dan 
mengembangkan usaha pengolahan rumput. 


Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya 


Beberapa pertimbangan sosial yang harus 
dipikirkan secara cermat agar dapat menentukan 
apakah suatu proyek yang diusulkan tanggap 
terhadap keadaan sosial seperti penciptaan 
kesempatan kerja yang merupakan masalah 
terdekat dari suatu wilayah (Gittinger, 1986) 
dalam Kusrina (2011). Pengembangan usaha 
pengolahan rumput laut memberikan berbagai 
dampak, baik dari aspek sosial, ekonomi, dan 
budaya. Dari aspek sosial, usaha pengolahan 
rumput laut ini dikatakan memberikan dampak 
yang positif jika terjadi peningkatan peluang 
kerja dan dapat mengurangi pengangguran. 
Tenaga kerja yang direkrut umumnya berasal dari 
desa setempat. Pemasaran produk rumput laut 
yang dilakukan melalui pengecer yang terdapat 
di dekat lokasi usaha ini akan menyerap tenaga 
kerja pada desa setempat. Dengan demikian 
secara tidak langsung perusahaan memberikan 
lapangan pekerjaan bagi pengecer yang terdapat di 
wilayah setempat pada Kabupaten Malra. Informasi 
ini memperlihatkan bahwa perusahaan ini telah 
dapat meningkatkan lapangan kerja, dan dapat 
mengurangi pengangguran baik bagi pemilik, 
masyarakat setempat maupun masyarakat. 


Pengembangan usaha pengolahan 
rumput laut ini diharapkan dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari 
adanya peningkatan perekonomian masyarakat. 
Seperti yang telah disebutkan di atas, usaha 
pengolahan rumput laut ini telah membuka 
lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar 
maupun masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara. 
Informasi ini mengindikasikan bahwa usaha ini 
bila dikembangkan dengan baik akan mampu 
meningkatkan pendapatan baik bagi pemilik, 
masyarakat sekitar. Keberadaan usaha pengolahan 
rumput laut selama ini tidak bertentangan dengan 
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budaya yang telah berkembang di masyarakat 
selama ini. Menurut beberapa warga dan 
aparatur desa kehadiran perusahaan ini tidak 
mengganggu kebudayaan yang ada selama ini 
baik dari sisi nilai sosial, norma sosial, ilmu 
pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur 
sosial, dan religi yang ada di masyarakat. Dengan 
demikian pengembangan usaha agroindustri 
rumput laut memiliki prospek yang cerah. 


Aspek Lingkungan 


Nurmalina et al. (2009) menyatakan bahwa 
dalam menganalisis aspek lingkungan yang 
perlu diperhatikan adalah bagaimana pengaruh 
keberadaan bisnis terhadap lingkungan sekitar. 
Pengembangan usaha pengolahan rumput 
laut sangat berhubungan dengan lingkungan 
sehingga aspek ini perlu dikaji lebih dalam 
dan diharapkan suatu usaha dapat bersahabat 
dengan lingkungan karena suatu usaha tidak 
akan bertahan jika tidak bersahabat dengan 
lingkungan. Limbah hasil olahan rumput laut (sirup, 
puding, dodol, bakso, kerupuk dan brownis) tidak 
mencemari lingkungan. Karena umumnya limbah 
hasil olahan yang dibuang hanyalah air hasil 
pencucian rumput laut yang tidak mengandung 
zat-zat dan bahan kimia yang membahayakan 
lingkungan sekitar dan dalam jumlah air limbah 
yang dihasilkan tidak banyak sehingga dengan 
demikian tidak mencemari lingkungan. Untuk 
usaha tepung dan chip rumput laut walaupun 
menggunakan bahan kimia namun jumlahnya tidak 
terlalu besar dan air limbah tersebut telah dikelola 
secara baik sehingga tidak merugikan masyarakat 
sekitar. Dengan demikian pengembangan usaha 
agroindustri rumput laut dari aspek lingkungan 
layak untuk dikembangkan dan memiliki prospek 
yang baik ke depan. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 


1. Jenis usaha agroindustri rumput laut yang 
berkembang di Kabupaten Maluku Tenggara 
adalah dodol rumput laut, sirup rumput laut, 
bakso rumput laut, kerupuk rumput laut, 
brownies rumput laut, pengolahan tepung 
dan chip rumput laut. 


2. Secara finansial jenis usaha yang paling 


propspektif kedepan adalah usaha 
pengolahan tepung/ chip rumput laut dan 
dodol rumput laut. 


3. Skala prioritas yang perlu dikembangkan 
dalam usaha agroindustri rumput laut 
adalah perlu dilakukan pengembangan 
pasar, peningkatan modal dalam usaha dan 
peningkatan kualitas dan kuantitas produk. 


4. Kebijakan pendukung yang perlu dilakukan 
dalam pengembangan usaha agroindustri 
rumput laut adalah pendampingan yang 
intensif dari dinas instansi terkait, regulasi 
dan campur tangan pemerintah dalam 
menarik investor. 


Implikasi Kebijakan 


Adapun saran-saran yang dapat disampaikan 
berdasarkan informasi yang didapat dapat 
dikatakan bahwa dalam upaya pengembangan 
usaha agroindustri rumput laut di Kabupaten 
Maluku Tenggara perlu campur tangan pemerintah 
dan swasta mengingat potensi sumberdaya rumput 
laut di Kabupaten Maluku Tenggara cukup besar. 
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ABSTRAK 


Perikanan cumi-cumi di Pulau Salura dibentuk oleh adanya agen nelayan andon, penduduk 
lokal, serta sumberdaya cumi-cumi. Kehadiran nelayan andon yang melakukan migrasi musiman 
dari Tanjung Luar di Pulau Lombok sampai ke Pulau Salura dengan aktivitas penangkapan cumi-cumi 
menjadikan sistem perikanan cumi-cumi ini menjadi berbeda dengan daerah lain. Intensitas migrasi 
dari nelayan andon yang tinggi berpengaruh terhadap perilaku penduduk lokal, serta kelimpahan 
sumberdaya cumi-cumi yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji model pengelolaan aktivitas 
migrasi musiman dengan pengaturan alat tangkap yang dibawa. Metode yang digunakan adalah 
dengan pemodelan berbasis agen (ABM/Agent Base Model) melalui perangkat lunak Netlogo 6.2. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan jumlah unit kapal yang terlibat dalam penangkapan 
cumi-cumi dalam waktu satu tahun harus diatur. Terdapat sembilan periode migrasi musiman yang 
dilakukan,sehingga model pengaturan jumlah unit kapal yang optimal untuk dapat menjaga kelimpahan 
cumi-cumi dan jumlah panenan nelayan adalah sebanyak 18 unit kapal setiap tahunnya. Populasi 
kelimpahan cumi-cumi yang dihasilkan sebesar 330 kuintal dengan masa regenerasi 42 hari, dan 
menghasilkan jumlah panenan sebesar 913 kuintal. 


Kata Kunci: Pulau Salura, migrasi musiman, ABM, cumi-cumi, nelayan andon 


ABSTRACT 


Sguid fishery system at Salura Island maked by multiple agent, as andon fishers, local peoples 
and sguid resources. The presence of andon fishers who seasonally migrate from Tanjung Luar of 
Lombok Island to Salura Island with sguid fishing activities makes the sguid fishery system is to be 
different from other regions. The intensity of the migration of high andon fishers affected the behavior of 
the local population, as well as sguid abundance of resources available. The purpose of this study was 
to manage the number of ships or fishing gear. The method is agent-based modeling (ABM / Agent Base 
Model) by used Netlogo 6.2 software. The results showed that the behavior of the agent can be analyzed 
from behaviors and activities. Setting the number of ships involved in catching squid in a year should 
be set. There are nine periods of seasonal migration is done, so that the optimal number of ships to be 
able to maintain the abundance of squid and the number of fishers are harvesting as many as 18 ships 
annually. The abundance of squid produced by 330 quintal with 42-day period of regeneration, and the 
squid harvest is 913 quintal. 


Keywords: Salura Island, seasonal migration, ABM, squid, andon fishers 
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PENDAHULUAN 


Latar Belakang 


Pulau Salura yang terletak di Kabupaten 
Sumba Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur, 
merupakan daya tarik bagi nelayan andon 
cumi-cumi yang berasal dari Tanjung Luar Pulau 
Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat,untuk 
melakukan migrasi musiman secara periodik 


dengan kegiatan pemanfaatan sumberdaya 
cumi-cumi. Kegiatan migrasi musiman untuk 
melakukan aktivitas penangkapan selalu 


dimotivasi oleh adanya hasil tangkapan yang 
lebih baik, serta adanya masalah over exploitation 
di daerah asal (Nunan, 2006). Menurut Cassel 
et al. (2005), pembahasan tentang migrasi selalu 
terkait dengan lingkungan. Hubungan antara 
keduanya dapat diidentifikasi dari bagaimana 
sumberdaya dapat diekstrak atau dimanfaatkan 
menurut tingkat dan efektifitasnya oleh penduduk 
migran. Berdasarkan konsep Overa (2001), migrasi 
yang terkait dengan perikanan merujuk kepada 
konsep migrasi musiman dan sirkuler. Dalam 
penelitian ini migrasi yang dilakukan oleh nelayan 
andon cumi-cumi adalah migrasi musiman, karena 
lebih terkait dengan konsep sumberdaya, daripada 
aspek ekonomi dan politik. Migrasi musiman ke 
Pulau Salura ini sangat dipengaruhi oleh variasi 
musim yang ada. Sebagai sebuah sistem ekologi, 
pola perkembangan dan dinamika Salura dapat 
ditentukan oleh komponen-komponen dalam sistem 
perikanan cumi-cumi yang saling berinteraksi 
secara dinamis. 


Sebagai implikasi dari perkembangan 
interaksi yang terjadi diantara komponen- 
komponen tersebut dalam kaitannya dengan 


kegiatan penangkapan cumi-cumi, makasemakin 
berkembangnya Pulau Salura menjadi daerah 
tujuan migrasi, maka akan semakin tinggi intensitas 
kegiatan yang ada. Terjadinya kerusakan dan 
ketidakseimbangan ekosistem pasti akan terjadi, 
seperti misalnya ketidakseimbangan ekosistem 
pantai oleh banyaknya tenda tempat tinggal dan alat 
tangkap di sepanjang pesisir pantai, berkurangnya 
kesuburan perairan untuk habitat cumi-cumi. 


Untuk dapat melakukan pengelolaan sistem 
perikanan cumi-cumi dan interaksinya dengan 
nelayan andon yang datang, maka dilakukan 
Pemodelan berbasis agent (ABM/ Agent Base 
Model). ABM adalah pendekatan pemodelan 
dalam menganalisis sistem yang kompleks 
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dalam dunia nyata. Menurut Health & Hill (2010) 
terdapat tiga hal yang mengawali pemunculan 
metode untuk pemodelan ini, yaitu (1) kemunculan 
dan perkembangan komputer, (2) kesadaran 
akan kebutuhan untuk kompleksitas, serta (3) 
pemahaman akan sistem. Saat ini pemodelan 
berbasis agen menjadi metode pemodelan yang 
tepat untuk alternatif pemecahan masalah dalam 
sistem yang kompleks. Pada pemodelan berbasis 
agen, sistem terbangun atas interaksi agen-agen 
pada sebuah lingkungan tertentu (Macal & North, 
2010). 


Hubungan antara masalah penelitian dan 
tools yang digunakan adalah pada kemampuan 
software Netlogo yang dapat memberikan solusi 
keputusan dalam kompleksitas masalah perilaku 
nelayan andon dalam penangkapan cumi-cumi 
dengan populasi cumi-cumi yang seharusnya dapat 
terjaga. Netlogo adalah salah satu tools yang dapat 
digunakan dalam melakukan simulasi dengan 
pemodelan berbasis agen. Program Netlogo ini 
dapat mendeteksi bagaimana agen nelayan andon 
yang digambarkan dalam kepemilikan jumlah kapal 
dalam perilaku penangkapan yang paling optimal, 
sehingga signifikan atau selaras dengan jumlah 
populasi cumi-cumi yang ada. 


Schluter et al. (2009) menggunakan ABM 
untuk mengidentifikasi aspek ekologi dan ekonomi 
keberlanjutan ekosistem di delta sungai Amurdaya 
di Asia Tengah. Penelitian dengan pemodelan ABM 
juga dilakukan oleh Gao & Atakelty (2011), yaitu 
pemodelan untuk melakukan pengaturan kegiatan 
wisata memancing dengan konservasi lingkungan 
terumbu karang. Prototype ABM untuk pengelolaan 
perikanan di wilayah pesisir dikembangkan oleh 
Yu Run et al. (2009), yang menyatakan bahwa 
pendekatan ABM adalah pemodelan yang efektif 
untuk dapat menggambarkan pola dan perilaku 
spasial temporal, serta interaksi dari setiap agen 
yang terlibat dalam suatu sistem. 


Perumusan Masalah 


Pada diagram kerangka permasalahan 
terlihat bagaimana bentuk konektivitas nelayan 
migran cumi dan kelimpahan cumi-cumi di 
pesisir dan lautan Pulau Salura. Perencanaan 
dan pengambilan kebijakan untuk pengaturan 
sistem perikanan cumi yang terjadi di pulau ini 
harus mempertimbangkan berbagai hal seperti 
kondisi saat ini, proyeksi masa depan serta tujuan 
pengadaan atau pengaturan untuk masa depan. 


Pemodelan Berbasis Agen (ABM) Untuk Pengelolaan Aktivitas Migrasi......... (D. Susiloningtyas, M. Boer, L.Adrianto dan F. Yulianda) 
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Diperlukan simulasi pemodelan untuk menggambarkan komposisi ideal antara populasi cumi- 
cumi dan panenan cumi-cumi yang diperbolehkan utuk menjaga keberlanjutan 
sumberdaya cumi-cumi/Needed to model simulation for desacription optimal 
composition between squid population and number of squid harvest to be 


allowed for squid resources sustainable 


| 


Strategi Pengelolaan dengan Model Berbasis Agen (ABM)/ 
Strategic of management with Agent Based Model (ABM) 


Gambar 1. Diagram Perumusan Masalah 


Figure 1. Formulation Reseach Diagram 
Sumber : Analisis Data, 2012/Source: Data Analysis, 2012 


Kondisi yang tertantang dalam sistem ini 
adalah pada komponen utama yaitu keberadaan 
sumberdaya cumi-cumi dan alat tangkap yang 
digunakan, populasi nelayan andon, serta 
penduduk lokal yang terus bertambah. Hal ini 
menyebabkan terjadinya kompleksitas dari sistem 
perikanan cumi-cumi di Pulau Salura. 


Tujuan Penelitian 


Tujuan peneltian ini adalah melakukan 
simulasi pemodelan untuk mengatur jumlah alat 
tangkap, yaitu kapal payang cumi yang dapat 
dibawa untuk melakukan aktivitas penangkapan 
di Pulau Salura. Pengaturan alat tangkap ini perlu 
dilakukan karena sesuai dengan wacana regulasi 
dari pemerintah lokal untuk mengurangi beban 
Pulau Salura sebagai tempat tujuan migrasi dan 
dapat mengurang populasi nelayan andon yang 
terus bertambah, serta menjaga keberlanjutan 
populasi cumi-cumi di perairan Pulau Salura. 
Asumsi dari pengurangan atau pembatasan 
alat tangkap ini adalah karena semakin banyak 
alat tangkap yang dibawa oleh nelayan andon, 
maka intensitas migrasi akan menjadi lebih 
tinggi juga, sebaliknya jika ada pembatasan alat 
tangkap yang dibawa oleh nelayan andon, maka 
aktivitas penangkapan cumi-cumi juga akan 
berkurang, yang tentu saja berdampak positif 
terhadap regenerasi cumi-cumi untuk meneruskan 
siklus hidup secara alami dan menjaga kelimpahan 
cumi-cumi. 


Kompleksitas sistem perikanan cumi-cumi 
di Pulau Salura tergantung kepada dua komponen 
utama, yaitu alat tangkap atau jumlah kapal yang 
terlibat dan populasi cumi-cumi. Alat tangkap 
menjadi komponen yang masih fleksibel untuk 
diubah dan dikendalikan, berbeda halnya dengan 
komponen yang lain, yaitu cumi-cumi. Keterbatasan 
perubahan keberlimpahan cumi-cumi menjadi 
komponen yang rentan dan mempengaruhi 
kebijakan sistem perikanan cumi-cumi yang ada. 
Dalam mengakomodasi keperluan ini, maka tujuan 
penelitian ini adalah melakukan analisis pemodelan 
yang mampu memproyeksikan kemampuan 
cumi-cumi terhadap tantangan tersebut, dengan 
tetap menempatkan nelayan cumi sebagai fokus 
utama. Analisis ini menghasilkan sebuah model yang 
menyediakan rekomendasi desain pemanfaatan 
yang akomodatif bagi sistem perikanan cumi-cumi. 
Kerangka penelitian dan kerangka kerja dari 
pemodelan berbasis agen dalam penelitian ini 
disajikan dalam Gambar 2. 


METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu 


Lokasi penelitian adalah di Pulau Salura 
Sumba Timur sebagai daerah tujuan migrasi. Pulau 
Salura merupakan satu dari pulau kecil terluar yang 
terletak di sebelah tenggara Pulau Sumba. Secara 
administrasi Pulau ini masuk di Kecamatan Karera 
Kabupaten Sumba Timur. Pulau ini terletak satu 
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gugus dengan Pulau Kotak dan Pulau Mengkudu 
di bagian barat (Gambar 2). Pulau yang dikelilingi 
Samudera Hindia ini memiliki topografi pantai 
landai di bagian utara dan curam di bagian selatan. 
Sebagian besar bentuk lahan adalah perbukitan 
batuan dan hanya sekitar 25% lahan dataran yang 
dihuni masyarakat Desa Salura. Pulau Salura 
dihuni oleh 568 penduduk dengan jumlah rumah 
tangga sebanyak 138 KK. Kepadatan penduduk 
berkisar 52 orang tiap km persegi, dengan luas 
wilayah 29 km?. 


Waktu penelitian dilakukan berdasarkan 
musim penangkapan oleh nelayan, yaitu antara 
bulan Juli sampai dengan Desember 2012. 
Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer 
dansekunder. Data primer diperoleh dengan 
metode penelitian survei. Alat yang digunakan 
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Data 
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Survey 


Ageni 
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Andon)/ 
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(Andon 

Fisherman) 


| 


Agenj 
(Lokasi 
Penangkapa 
n)/Agent j 
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Ground 
Location) 


Umpan Balik / 
Feedback 


Strategi 
Pengelolaan/ 
Management Umpan Balik / 

Strategy 


Feedback 


Data Sumberdaya 
Lingkungan/ Lo Cumi-Cumi I 
Environment Squid 

Data Resources 


Pemodelan Berbasis Agen / Agent Based model 


untuk pengumpulan data primer adalah dengan 
menggunakan kuesioner. Kuesioner dirancang 
dengan tepat supaya variabel dan data dari 
sumbernya dapat diperoleh dan diidentifikasi 
secara tepat. Adapun data sekunder diperoleh 
dari instansi yang terkait serta data dari beberapa 
publikasi terdahulu. 


Metode Pengumpulan Data 


Pengumpulan data dilakukan dengan metode 
penelitian survei, dengan pengumpulan data primer 
sebagai data utama. Alat yang digunakan adalah 
kuesioner yang disusun secara detail dan rinci untuk 
dapat menghasilkan data primer yang mempunyai 
kesahihan dan validitas tinggi. Pengumpulan data 
sekunder dikumpulkan melalui data publikasi dari 
instansi terkait. 


Penentu Kebijakan / Policy Makers 


Pemerintah / 
Goverment 
A 


Lingkunga Kebijakan Lokal dan Regional / 
Local and Regional Environment Policy 


Simula Pelaku Kegiatan Penangkapan / 

Keluar Fishing Activity Person 

Output 

Simula Nelayan Andon Penduduk 


Tanjung Luar / Lokal/ 


Migrant Fisherman 


Local 


People 


from Tanjung Luar 


Lingkunga Interaksi Sosial/ 
Socaial Interaction Environment 


Feedback for future policy regulatioan 
juswuosnua pue sad/nosal BULBLW JO JO1NUOI 
jue Buny6ul uep jnej eAepiagums uesemebuad 
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Harvest A 
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Oceanography Environment 


Gambar 2. Kerangka Pengelolaan Berbasis Agen dalam Perikanan Cumi-Cumi 
Figure 2. Framework of Agent Base Management in Squid Fishery 


Sumber : Gao & Atakelty (2011) dengan modifikasi/Source :Modification Gao & Atakelty (2011) 
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Gambar 3. Lokasi Daerah penelitian 
Figure 3. Research Area 


Sumber : Peta Rupabumi Indonesia Digital,Lembar 2015-414 Salura/ 
Source : Digital Map of Indonesia Topography, sheet of 2015-414 Salura 


Data yang dikumpulkan adalah data tentang 
agen (cumi-cumi, nelayan andon, penduduk lokal, 
pemerintah, serta sektor swasta), relasi antar agen 
(proses interaksi), serta lingkungan tempat agen 
ini bergerak dari data oceanografi (lingkungan 
pesisir dan lautan Pulau Salura). Data tentang 
populasi cumi-cumi yang diasumsikan sebagai 
jumlah kelimpahan cumi-cumi, tidak dilakukan 
secara insitu, tapi merupakan data primer dari 
hasil tangkapan yang diperoleh nelayan. Untuk 
memodelkan permasalahan dalam sistem ini 
digunakan Netlogo 6.2 sebagai salah satu tools 
untuk pemodelan berbasis agen. 


Metode Analisis Data 


Analisis yang dilakukan merupakan tahapan 
dalam membangun model, yaitu mulai dari (1) 
menentukan tujuan pembuatan model yang 
merupakan hasil akhir dari pembuatan model yang 
akan digunakan dan dianalisis; (2) menentukan 
pengaturan model-model alternatif berdasarkan 
variabel dan perubahan yang ada; (3)penggambaran 
model yang sudah selesai dijadikan sebagai dasar 
untuk pembuatan dan pengembangan model 
awal; (4) melakukan validasi dan verifikasi model; 
(5) pembuatan model alternatif dengan beberapa 
skenario yang dibuat sebagai bentuk intervensi 
terhadap model yang akan diuji. 


Analisis terfokus pada tiga elemen utama, 
yaitu melakukan analisis deskriptif kuantitatif dari 


perilaku agen nelayan andon beserta karakteristik 
jumlah alat tangkap yang dimiliki, produktivitas kapal 
yang dimiliki, serta hasil tangkap per tahun, serta 
analisis pola migrasi yang dilakukan. Untuk agen 
dari sumberdaya cumi-cumi, analisis yang dilakukan 
adalah mendeskripsi siklus hidup cumi-cumi serta 
waktu regenerasi cumi-cumi yang terjadi. Dengan 
analisis ini dapat dilakukan pendugaan terhadap 
waktu yang diperlukan cumi-cumi untuk dapat 
munculnya kehidupan dari individu yang baru. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Pembentukan Parameter Analisis 


Pembentukan parameter analisis dibuat 
berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Adapun 
tujuan dari pembuatan model penangkapan oleh 
nelayan andon ini adalah agar diperoleh suatu 
model atau gambaran yang ideal dari keberlanjutan 
sumberdaya cumi-cumi berdasarkan jumlah 
panenan cumi-cumi yang diperbolehkan untuk 
masa depan sesuai dengan kondisi dan skenario 
yang dibuat, sehingga dapat terintegrasi dengan 
kondisi lingkungannya, yaitu mempertahankan 
keberlanjutan mata pencaharian tapi sekaligus 
juga memberi waktu regenerasi cumi-cumi untuk 
tumbuh. Fokus pemodelan ini adalah pada 
pergerakan nelayan andon yang dicerminkan dari 
jumlah kapal yang bergerak dari Tanjung Luar ke 
Salura, serta dari Salura ke lokasi fishing ground 
berdasarkan waktu penangkapannya. 
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Aspek penting parameter analisis yang 
digunakan adalah (1) parameter kualitatif dan (2) 
parameter kuantitatif. Parameter kualitatif yang 
dianalisis adalah munculnya kondisi bahwa ada 
produktivitas kapal yang harus diperhatikan dalam 
aktivitas penangkapan, sehingga harus kembali 
ke base camp setelah kapal penuh, munculnya 
kondisi bahwa harus ada kapal yang kembali ke 
Tanjung Luar yang hilir mudik dalam waktu 3 hari 
2 malam untuk setiap kali perjalanan menjual 
hasil tangkapan ke TPI Tanjung Luar. Parameter 
kuantitatif dianalisa dari banyaknya kapal yang 
melakukan penangkapan, waktu regenerasi 
cumi-cumi, serta hasil tangkapan atau panenan 
cumi-cumi. 


Pada parameter kualitatif, batasan maksimal 
yang dapat diterima adalah bahwa ada perbedaan 
produktivitas kapal yaitu kondisi produktivitas kapal 
besar dan kecil. Hal ini yang membedakan jumlah 
tangkapan dan juga waktu beroperasi kapal dalam 
satu kali trip penangkapan. Adapun pada parameter 
kuantitatif menunjukkan bahwa ada batasan 
tentang keterlibatan jumlah kapal dalam hal ini alat 
tangkap yang dibawa dalam periode waktu satu 
tahun, serta waktu regenerasi cumi-cumi, dimana 
kedua parameter ini nantinya akan mempengaruhi 
kondisi populasi cumi-cumi dan hasil pemanenan 
cumi nya. Aktivitas penangkapan juga dipengaruhi 
oleh waktu migrasinya. Pada bulan Desember, 


Januari dan Februari, nelayan andon tidak 
melakukan aktivitas penangkapan, sehingga 
berpengaruh terhadap regenerasi cumi-cumi dan 
populasi cumi-cumi. 


Verifikasi dan Validasi Model 


Tujuan dari proses verifikasi dan validasi 
model adalah memastikan bahwa model sudah 


mempresentasikan kondisi yang sebenarnya. 
Proses verifikasi model dilakukan dengan 
melakukan kajian terhadap pergerakan atau 


aktivitas agen dalam model. Adapun aktivitas 
nelayan digambarkan melalui kepemilikan alat 
tangkap atau jumlah unit kapal dari setiap agen. 
Tahapan verifikasi berikutnya adalah melakukan 
pemeriksaan terhadap kesesuaian pergerakan 
agen berdasarkan pola migrasi musiman dan 
rute serta waktu dari base camp ke lokasi fishing 
groundnya. Proses validasi diperlukan terutama 
untuk menguji kesesuaian model terhadap kondisi 
sebenarnya. Validasi dilakukan terhadap aspek 
perilaku agen dan interaksinya, lama waktu 
pergerakan serta banyaknya atau jumlah agen 
yang melakukan interaksi. Jika muncul interaksi 
dari agen dan perilakunya terhadap lingkungan 
dimana agen berada, maka validasi model sudah 
dinyatakan benar dan sesuai dengan kinerja 
modelnya. Dalam penelitian ini pergerakan nelayan 
andon dan interaksi terhadap lingkungan perairan 


Memutuskan/Decided 
* Lokasi/Location 
+ Jumlah Alat Tangkap/ Number of fishing gear 


Keberangkatan : Tanjung 


Luar Home port: Tanjung [< 


Penentuan lokasi penangkapan / 
Determining location of fishing 
ground Lokasi potensial cumi-cumi / 


Persiapan/Preparation 


Sguid potential location 
Dekat terumbu karang / 
Close to the reef 


Berangkat/ 
Depart to the site 


Tidak dapat pergi 
karena faktor cuaca / 
Can not to go because 
wheater condition 


Perjalanan (3hari 2 
malam)/3 days 2 night trip 


Sampai di lokasi/ 
Arrive on the site 


Setelah menemukan lokasi 


Penangkapan / Harvesting 


penangkapan/ After finding the 

location of fishing ground 

+ Melakukan penangkapan / 
harvesting 


harvest 


Pengumpulan hasil 
tangkapan cumi-cumi/ 
Collecting the sguid 


* Membawa hasil tangkapan ke 
tempat penampungan setelah 12 
jam / Bringing the harvest to the 
basecamp after 12 ours 


Pengangkutan/ 
Transporting Tempat 
>| penampungan / 
Pengangkutan/ basecamp 
Transporting H 


Kondisi kembali/Returning Condition 
Kapal pengangkut cumi-cumi sudah siap / ship to transport the squid are ready 
Muatan cumi-cumi penuh/Squid full load 


Gambar 4. Keputusan Aktivitas Penangkapan Cumi-Cumi 
Figure 4. Decision Making of Squid Fishery Activity 
Sumber : Yu Run et al. (2009) dengan modifikasi/Source : Modified Yu Run et al. (2009) 
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dan pesisir Salura, serta sumberdaya yang ada 
telah terverifikasi dan tervalidasi, sehingga model 
ini layak digunakan dalm analisis. 


Pola Migrasi Musiman Nelayan Andon 


Pola migrasi berdasarkan waktu migrasi 
dideskripsi dari frekuensi melakukan migrasi dan 
lama tinggal di Pulau Salura sebagai daerah 
tujuan migrasi. Frekuensi migrasi adalah periode 
waktu melakukan migrasi musiman dalam kurun 
waktu satu tahun. Frekuensi migrasi dapat 
mengindikasikan bagaimana nelayan cumi migrant 
melakukan mobilitas musiman berdasarkan 
waktu terkait musim dan kondisi sumberdaya 
cumi-cumi di perairan Salura. Dari hasil penelitian 
tampak bahwa frekuensi melakukan migrasi dapat 
dibedakan berdasarkan kategori waktu frekuensi 
tinggi, sedang dan rendah. Frekuensi tinggi itu 
adalah periode melakukan migrasi musiman dalam 
waktu satu tahun sebanyak lebih dari sembilan kali 
dalam satu tahun. Nelayan yang melakukan migrant 
dengan kategori frekuensi tinggi jumlahnya hanya 
sebesar 5,7 persen. Nelayan dengan frekuensi 
migrasi rendah, yaitu melakukan migrasi sebanyak 
kurang dari tujuh kali dalam setahun sebesar 
5,7 persen juga, sehingga frekuensi melakukan 
migrasi didominasi oleh frekuensi sedang 
yaitu tujuh sampai sembilan kali dalam waktu 
setahun. Nelayan dengan pola migrasi frekuensi 
tinggi adalah sebesar 88,6 persen. Pola migrasi 
berdasarkan waktu frekuensi migrasi dapat 
dilihat pada gambar 5. Pola migrasi berdasarkan 
intensitas waktu yang digunakan juga dapat 
dideskripsi dari lama tinggal di daerah tujuan 
migrasi (seperti ditunjukkan pada Gambar 5), 
yaitu Pulau Salura. Hasil penelitian menyebutkan 


PETA FREKUENSI MIGRASI NELAYAN MIGRAN CUMI-CUMI/ 
MIGRATION FREQUENCY MAP OF SQUID MIGRANT FISHERMEN 


aa (D. Susiloningtyas, M. Boer, L.Adrianto dan F. Yulianda) 


bahwa lama tinggal nelayan cumi di daerah tujuan 
migrasi sebagian besar adalah antara enam 
sampai sepuluh hari, yaitu sebesar 65,7 persen. 
Sementara nelayan migran dengan lama tinggal 
enam sampai sepuluh hari adalah sebesar 22,9 
persen, sedangkan nelayan dengan lama tinggal 
kurang dari lima hari adalah sebesar 11,4 persen. 


Lama dan singkatnya lama tinggal di daerah 
tujuan migrasi sangat mempengaruhi hasil tangkap 
di kedua periode musim. Hal ini dapat dijelaskan 
dengan melakukan korelasi antara hasil tangkap 
di dua musim yang berbeda dengan variasi 
musim, yaitu pada saat musim barat dan musim 
timur. Kegiatan migrasi musiman yang dilakukan 
oleh nelayan andon ini mempunyai pola yang 
sangat teratur. Hal ini disebabkan karena aktivitas 
penangkapan yang dilakukan selalu menyesuaikan 
periode musim dan kelimpahan cumi-cumi di daerah 
fishing ground cumi di sekitar perairan Salura. 


Pola migrasi musiman ini dapat dibedakan 
menjadi tiga periode kegiatan berdasarkan 
musim timur, musim barat dan musim transisi. 
Periode musim timur berlangsung pada bulan 
Juni sampai November. Pada periode musim 
ini adalah saat di mana nelayan cumi-cumi dari 
Tanjung Luar melakukan aktivitas penangkapan 
di Pulau Salura, hal ini disebabkan pada musim 
ini kondisi sumberdaya cumi-cumi di perairan 
Salura mengalami kelimpahan. Namun demikian 
tidak semua bulan dalam periode ini adalah 
musim kelimpahan cumi-cumi. Musim kelimpahan 
cumi-cumi hanya berlangsung pada bulan 
September, Oktober dan November. Pada bulan 
Juni, Juli dan Agustus merupakan kelimpahan 
sedang. 


PETA LAMA TINGGAL/ MAP OF DURATION TIME LENGTH OF STAY 


Gambar 5.Peta Frekuensi Migrasi dan Lama Tinggal di Daerah Tujuan Migrasi 
Figure 5. Migration Frequency Map and Length of Stay at Migration Destination 


Sumber : Peta Lingkungan Laut Nasional lembar 22, 27 dan data primer hasil wawancara, 2012/ 
Source: Map of National Marine Environment, sheet of 22,27 and Primary Data Survey Analysis 2012 
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Pola yang berbeda ditunjukkan pada 
saat periode musim barat, yaitu berlangsung 
pada bulan Januari sampai Maret. Pada periode 
musim ini nelayan andon tidak melakukan migrasi 
musiman ke Salura untuk aktivitas penangkapan 
cumi-cumi. Bagi nelayan andon, periode bulan 
ini adalah bulan dimana mereka berganti 
melakukan aktivitas di daerah asal mereka dengan 
menangkap ikan jenis lain. Nelayan tidak berani 
melaut hingga ke Salura, karena kondisi cuaca 
yang berbahaya, yaitu terhalang gelombang 
tinggi dan angin. Periode ini disebut sebagai 
periode tidak berkelimpahan cumi-cumi bagi 
mereka.Selain kedua periode musim ini, nelayan 
juga mengkategorikan musim penangkapan 
dengan periode musim transisi .Periode musim 
transisi berlangsung dari Maret sampai Mei, 
serta pada saat bulan Desember. Pada periode 
bulan ini nelayan cumi-cumi masih melakukan 
penangkapan cumi-cumi, yaitu pada bulan 
Maret dan Mei, meskipun hasil tangkapannya 
relatif jauh lebih sedikit. Berdasarkan 
penelitian partisipatif dari informasi responden, 
keberangkatan mereka melakukan migrasi ke 
Pulau Salura adalah mengikuti posisi bulan dalam 
setiap migrasi musiman yang dilakukan. Nelayan 
berangkat migrasi untuk aktivitas penangkapan 
cumi-cumi pada saat akhir bulan terang yaitu 
berkisar tanggal dua belas sampai empat 
belas, karena mereka harus tiba di Salura pada 
bulan gelap. Pola migrasi ini dapat dilihat pada 
Gambar 6. 


Hasil Pemodelan Penangkapan Cumi-Cumi 


Hasil model secara keseluruhan 
menunjukkan bagaimana interaksi yang terbaik 
antara waktu regenerasi cumi-cumi, jumlah alat 
tangkap atau kapal yang terlibat, serta hasil 
tangkapan pada kondisi populasi kelimpahan 
cumi-cumi terbanyak. Dari interaksi dan 
perilaku agen dapat ditentukan regulasi yang 
paling memungkinkan untuk pembatasan yang 
diperlakukan terhadap agen dan lingkungan. 
Variasi kondisi pengaturan penangkapan cumi 
dibedakan dari keterlibatan kapal sedikit, sedang 
dan banyak dalam waktu satu tahun. Adapun 
kondisi populasi cumi-cumi berdasarkan pada data 
hasil tangkapan cumi-cumi oleh nelayan, dengan 
asumsi untuk waktu regenerasi cumi-cumi adalah 
empat puluh dua hari, sesuai dengan siklus hidup 
cumi-cumi. 


Gambar 7 memperlihatkan hasil analisis 
untuk pemodelan penangkapan dengan kategori 
keterlibatan kapal dengan jumlah relatif sedikit, yaitu 
1 sampai 15 unit per tahun. Kondisi terbaik adalah 
ketika jumlah kelimpahan populasi cumi-cumi 
berada pada kondisi berlimpah terbanyak, meskipun 
hasil panen cumi-cumi yang dapat diambil belum 
tentu jumlahnya lebih banyak. Kondisi pada saat 
keterlibatan kapal berjumlah 14 unit merupakan 
kondisi terbaik, yaitu dengan pemanenan sebesar 
887 kuintal akan menciptakan kelimpahan 
cumi-cumi sebanyak 331 kuintal (kondisi 1). 


Peta Aktivitas Penangkapan Pola Migrasi Musiman Nelayan Migran Cumi-Cumi/ 
Map of Fishing Activities on Seasonal Migration of Squid Migrant Fisherman 


ao 


Aktivitas migrasi nelayan dari basecamp di Salura 
menuju lokasi penangkapan/Fisherman migration 
activities from basecamp in Salura to fishing ground area 


Sistem Koordinat Geografis Datum WGS 
1984/Geographic Coordinat System 
Datum WGS 1984 


Legenda/Legend 
Pola Waktu Migrasi Nelayan/ 
Time Pattern of Fisherman Migration 


Lokasi penangkapan cumi-cumi/ 
Sguid fishing ground 


Keberangkatan dari Tanjung Luar hari ke 
— 14 di bulan terang/Departure from 
Tanjung Luar day of 14 in light moon 


Aktivitas penangkapan pada hari ke 17- 
19 pada bulan gelap/Fishing activities on | 
days of 17 -19 in dark moon 


= = = = = Aktivitas penangkapan pada hari ke 20- 
25 pada bulan gelap/Fishing activities on 
days of 20 - 25 in dark moon 


Aktivitas penangkapan pada hari ke 1-3 
di bulan baru/Fishing activities on days of 
1-3in new moon 


Aktivitas penangkapan pada hari ke 4-8 
di bulan baru/Fishing activities on days of 
4-8 in new moon 

——— Kembali ke daerah asal pada hari ke 
19/Come back to home land on days of 
19 


Sumber/Source 
Survei migrasi nelayan cumi-cumi 
Survey data of sguid fisherman igration 


Sekolah Pasca Sarjana IPB 
rogram Studi Pengelolaan 
Ej) sumberdaya Laut (SPL) 
Departement of Coastal and 
Marine Resources Management 
Bogor Agriculture University 
Oleh/B 


y: 
Dewi Susiloningtyas 
6262100011 


Gambar 6. Peta Aktivitas Penangkapan Menuju Lokasi Fishing ground 
Figure 6. Map of Fishing Activites to Fishing Ground 
Sumber : Data Primer Olahan (2012)/Source : Primary Data Survey Analysis (2012) 
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Populasi dan Jumlah Panenan Cumi-Cumi 
Berdasarkan Pengaturan Kapal (1-15 Unit)/ 
Population and Number of Squid Harvest 
Based on Regulated of 1-15 Unit of Boat 


= Populasi 


=E= Jumlah 
Panenan 


= 
= 
> 
2 
= 
=< 
E 
5 
2 
E 
5 
oO 


0 10 20 
Jumlah Unit Kapal/Number of Boat 


sigs disses (D. Susiloningtyas, M. Boer, L.Adrianto dan F. Yulianda) 


Cumi-Cumi 


Gambar 7. Netlogo Model untuk Pengaturan Penangkapan Kondisi 1 
Figure 7. The First Condition of Fishing Regulation with Netlogo Model 
Sumber : Analisis Data Pemodelan, 2015/Source: Modelling Data Analysis, 2015 


Grafik dariinteraksi dan perilaku agen 
dalam pemodelan untuk karakteristik kategori 
kapal dengan jumlah sedang dapat dilihat pada 
Gambar 8. Hasil analisis berikutnya adalah untuk 
kategori kapal penangkapan dengan jumlah sedang, 
yaitu 16 sampai 30 unit. Keterlibatan jumlah kapal 
sebanyak 18 unit tiap tahunnya merupakan kondisi 
terbaik (kondisi 2), yaitu menciptakan kelimpahan 
populasi cumi sebesar 330 kuintal, dengan 
pemanenan sebanyak 913 kuintal. 


Pengaturan untuk keterlibatan alat tangkap 
yang digambarkan dengan jumlah unit kapal yang 
beroperasi, maka kondisi 3 ini relatif menghasilkan 
kelimpahan cumi-cumi yang lebih besar daripada 
kondisi 1. Hasil analisis ini dapat dilihat pada 
Gambar 7. 


Analisis terhadap pengaturan untuk jumlah 
kapal dengan unit banyak, yaitu jumlah kapal 
30-50, juga menemukan satu kondisi terbaik. 
Kondisi ini ditentukan dari data kelimpahan populasi 
cumi dan jumlah panenan yang dapat dilakukan. 
Pemilihan kondisi yang terbaik adalah pada saat 
angka populasi cumi-cumi menunjukkan jumlah 
populasi yang tertinggi. Hal ini sesuai dengan tujuan 
pengelolaan untuk keberlanjutan sumberdaya 
cumi-cumi yang menjadi ketergantungan hidup 
para agen yang ada. Berdasarkan konsep 
keberlanjutan sumberdaya, maka hasil pemodelan 
menunjukkan bahwa dengan keterlibatan kapal 
sejumlah 32 unit kapal, maka kelimpahan populasi 
cumi mencapai 327 kuintal dengan hasil panen 
sebesar 870 kuintal. Ini adalah kondisi terbaik 3 
yang dapat menjadi alternatif pilihan untuk model 
yang terbaik. 


Berdasarkan Pengaturan Kapal (16-30 Unit)/ 


1000 


Cumi-Cumi (kw)/Squid 


800 aan 
—@— Populasi 
600 Cumi- 
400 aan Cumi 
200 =E= Jumlah 
0 Panenan 
0 20 40 


Populasi dan Jumlah Panenan Cumi-Cumi 


Population and Number of Squid Harvest 
Based on Regulated of 16-30 Unit of Boat 


Jumlah Unit Kapal/Number of Boat 


Gambar 8. Netlogo Model untuk Pengaturan Penangkapan Kondisi 2 
Figure 8. The Second Condition of Fishing Regulation With Netlogo Model 
Sumber : Analisis Data Pemodelan, 2015/Source: Modelling Data Analysis, 2015 
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Populasi dan Jumlah Panenan Cumi-Cumi 
Berdasarkan Pengaturan Kapal 31-50 Unit)/ 
Population and Number of Squid Harvest 
Based on Regulated of 31-50 Unit of Boat 
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Gambar 9. Netlogo Model untuk Pengaturan Penangkapan Kondisi 3 
Figure 9. The Third Condition of Fishing Regulation With Netlogo Model 
Sumber : Analisis Data Pemodelan, 2015/Source : Modelling Data Analysis, 2015 


Dalam pemodelan ini dihasilkan tiga 
alternatif kondisi yang terbaik dari masing-masing 
kategori karakteristik kapal. Dari alternatif model 
yang terbentuk akan dihasilkan regulasi yang 
paling tepat dari pilihan alternatif ini (K1, K2, serta 
K3). Pengaturan sebagai kesimpulan pengelolaan 
terbaik dari model penangkapan yang ada adalah 
dengan memilih variasi kelimpahan populasi 
cumi-cumi terbanyak, serta mampu menghasilkan 
pendapatan tertinggi, yaitu dari jumlah panenan 
yang bisa dilakukan. 


Hasil analisis menunjukkan bahwa 
pengaturan terbaik adalah pada kondisi 2 (K2). 
Kondisi 2 ini merupakan pilihan terbaik yaitu 
membatasi keterlibatan kapal dalam aktivitas 
penangkapan oleh nelayan andon cumi di 
Pulau Salura dengan jumlah 18 unit kapal tiap 
tahun, sehingga akan menciptakan kelimpahan 
cumi-cumi sebesar 330 kuintal dengan jumlah 
panenan sebesar 913 kuintal. Dari komposisi 
populasi cumi-cumi dan hasil panen cumi 
tampak bahwa keberlanjutan cumi-cumi dengan 
regenerasi cumi 42 hari akan dapat menjamin 
keberlanjutan cumi-cumi, serta di sisi lain dapat 
menciptakan pendapatan atau keuntungan yang 
tinggi juga. Adapun asumsi regenerasi cumi-cumi 
dalam waktu 42 hari ini adalah hasil penelitian 
dari Omar (2002) tentang siklus hidup cumi-cumi. 
Dalam satu tahun dengan pola frekuensi migrasi 
sebanyak 9 kali kedatangan, maka maksimal alat 
tangkap yang boleh dibawa untuk satu orang 
nelayan andon adalah 18 unit alat tangkap atau 
kapal dalam waktu satu tahun, sehingga rata rata 
dalam satu kali migrasi selama kurang lebih 15 
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hari lama tinggal, satu nelayan andon hanya dapat 
membawa 2 alat tangkap. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Pemodelan berbasis agen sangat 
tepat diterapkan dalam pemodelan aktivitas 
penangkapan sistem perikanan cumi-cumi di Pulau 
Salura. Hal ini dikarenakan perilaku agen dan 
aktivitias setiap agen dapat dianalisis secara rinci. 
Pengambilan keputusan untuk melakukan migrasi 
musiman yang dilakukan oleh nelayan andon dapat 
dimodelkan dengan identifikasi karakteristik jumlah 
kapal atau alat tangkap yang dibawa serta waktu 
regenerasi cumi-cumi. Strategi yang dibuat untuk 
menciptakan keberlanjutan populasi cumi-cumi 
dengan jumlah yang selaras dengan waktu 
regenerasi cumi-cumi sudah dapat diidentifikasi 
dengan pemodelan berbasis agen ini. Populasi 
cumi-cumi sebesar 330 kuintal per tahun dengan 
waktu regenerasi cumi-cumi tiap 42 hari adalah 
kondisi yang tepat. Melalui pengaturan keterlibatan 
kapal sejumlah 18 unit tiap tahun, maka mampu 
menghasilkan panenan, yaitu sebesar 913 kuintal 
tiap tahun. 


Dari simulasi model penangkapan dan 
pola migrasi yang ada, maka kebijakan untuk 
pengelolaan sistem perikanan cumi-cumi di Pulau 
Salura, terkait dengan aktivitas kedatangan nelayan 
andon ini harus dapat diterapkan secara tegas. 
Bentuk nyata dari implikasi model penangkapan itu 
adalah melakukan pembatasan jumlah alat tangkap 
yang dibawa ke Pulau Salura. Adapun maksimal 
alat tangkap yang boleh dibawa untuk satu orang 
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nelayan andon adalah 18 unit alat tangkap atau 
kapal dalam waktu satu tahun, sehingga rata rata 
dalam satu kali migrasi selama kurang lebih 15 
hari lama tinggal, satu nelayan andon hanya dapat 
membawa 2 alat tangkap. 


Peningkatan keterlibatan penduduk lokal 
dalam aktivitas penangkapan cumi-cumi di 
Pulau Salura ini perlu dirumuskan secara tepat. 
Kebijakan yang dibuat tidak hanya antar pelaku 
lokal, tetapi perlu keterlibatan akademisi, swasta 
(Businessman), pemerintah (Government) dan 
Community untuk mengelola sistem perikanan 
cumi ini. Keterlibatan akademisi dapat dilakukan 
dengan aktivitas penelitian terkait, seperti topik 
migrasi cumi-cumi secara in situ dan proyeksi 
potensi penduduk lokal untuk dapat mempunyai 
ketrampilan menjadi nelayan cumi. Sektor swasta 
dan pemerintah perlu bersinergi, terutama sebagai 
pendukung dalam pemasaran, regulasi harga dan 
pengurusan administrasi perijinan untuk kegiatan 
nelayan andon. Keduanya perlu koordinasi dan 
transparansi dalam kegiatan ini. Adapun untuk 
penduduk lokal, pemerintah dapat memberikan 
kontribusi peningkatan ketrampilan dan subsidi 
alat tangkap. Adapun keterlibatan komunitas yang 
punya perhatian terhadap pulau-pulau kecil seperti 
Salura dapat lebih berperan aktif untuk memantau 
kegiatan ini agar konservasi ekosistem pesisir dan 
lautan Pulau Salura dapat tetap terjaga. Kegiatan 
yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan 
penyuluhan dan pendampingan untuk penduduk 
lokal Salura dan nelayan andon untuk upaya 
konservasi dan pengelolaan secara tepat dan 
bijaksana. 


an (D. Susiloningtyas, M. Boer, L.Adrianto dan F. Yulianda) 
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Lampiran 1. Informasi Pemodelan Penangkapan Cumi-Cumi di Pulau Salura. 


Appendix 1. Information of Squid Fishing Modelling at Salura Island. 


Penjelasan Model/ 
Description of Model 


Cara Kerja Model/ 
The Working of Model 


Cara Menjalankan Model/ 


How torun a model 


Model penangkapan atau 
Pemanenan cumi-cumi di 
Pulau Salura selama 1 tahun/ 
Fishing activity and squid 
model at Salura in one year 
Warna biru berkorespondensi 
dengan perairan Salura/ Blue 
colour identified with Salura 
ocean 


Warna putih dikonversi 
dengan 1 kuintal cumi- 

cumi/ White colour same 
conversion with one quintal of 
squid 


Pita warna coklat 
berkorespondensi dengan 
Pulau Salura/ Brown colour 
corespondence with Salura 
Island 


Kapal digambarkan Sebagai 
kotak kuning/ Yellow 
described as boat 


Kapal yang sudah penuh dan 
harus kembali dan pulang ke 
Pulau Lombok digambarkan 
dengan kotak merah/ Boats 
are full must be go Back to 
Lombok as a red colour 


Tiap kapal memanen 
cumi-cumi Tanpa melewati 
kapasitas penyimpanan 
cumi-cumi di kapal 
tersebut/ Each of boat 
harvesting squid without 
passing of storring 
capacity of squid 


Cumi-cumi berkembang 
biak dengan waktu 
regenerasi 42 hari/ Squid 
reproduced within 42 days 


Kapal tidak berangkat 
ke P Salura pada bulan 
Januari,Februari dan 
Desember / The ship 
did not go to Salura in 
January, February and 
December 


Tentukan banyak kapal 

yang terlibat dalam 1 tahun/ 
Specify many boat were 
involved in the fishing activity 
in one year 


Tentukan banyak cumi-cumi 
yang ada/ Specify number of 
squid 


Tentukan tombol “inisiasi”/ 
Specify“inisiasi” button 


- Tentukan tombol : “jalankan’/ 


Specify “jalankan” button 


Sumber: Analisis ABM dengan Netlogo 6.2, 2015/Source : ABM Analysis with Netlogo 6.2, 2015 
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ABSTRAK 


Telah dilakukan penelitian tentang jaringan komunikasi pembudidaya ikan di kabupaten Kampar 
dalam melaksanakan kegiatan pembudidayaan ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sentral 
global, sentral lokal, kebersamaan dan keterhubungan komunikasi yang terjadi antar pembudidaya ikan 
di Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan teknik sampling intact system. Jaringan komunikasi yang dianalisis 
adalah sentral global, sentral lokal, kebersamaan dan keterhubungan dengan menggunakan Software 
UCINET 6. Hasil penelitian menjelaskan bahwa jaringan komunikasi diantara pembudidaya ikan 
terbentuk berdasarkan kedekatan tempat tinggal dan kesamaan karakter antar anggotanya. Struktur 
jaringan komunikasi produksi dan pemasaran dalam usaha budidaya perikanan merupakan jaringan 
yang membentuk interlock personal network (memusat). Jaringan komunikasi antar pembudidaya yang 
memusat ini memberi arti bahwa ada peran dominan individu diantara sesama pembudidaya ikan. 


Kata Kunci: jaringan komunikasi, produksi dan pemasaran, pembudidaya ikan 


ABSTRACT 


The research about communication network in production and marketing activities of fish farmer 
was conducted in Koto Mesjid Village. The main objective of this research is to know the central global, 
central local, betweenees, and connectedness in communication networks of fish farmer in aquaculture 
activities. Field survey was applied by purposive sampling technique. Data was analzed by using 
sociometry analysis and Ucinet 6 software. The results of the study explained that the communication 
network of fish farmers in the village of Koto Mesjid formed by the proximity of residence and similarity of 
characters among its members. The structure of the communication network in the business of production 
and marketing of aquaculture is the network that forms the radial personal networks. Communication 
network between fish farmers who converged gives the sense that there is a dominant role among 
individuals between fish farmers. 


Keywords: communication network, production and marketing, fish farmer 
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PENDAHULUAN 


Analisis jaringan komunikasi merupakan 
metode penelitian untuk mengidentifikasi struktur 
komunikasi dalam suatu sistem atau suatu 
komunitas, dimana data hubungan mengenai 
arus komunikasi dianalisis dengan menggunakan 
beberapa tipe hubungan interpersonal sebagai 
unit analisis. Jaringan merupakan jenis tertentu 
dari suatu hubungan yang menyambungkan 
sekelompok orang atau obyek, dimana orang atau 
obyek tersebut berlaku sebagai aktor (node) dari 
jaringan (Wasserman dan Faust, 1994). Dalam 
konteks komunikasi, suatu jaringan dibangun 
berdasarkan pada hubungan komunikasi antara 


individu dengan individu, kelompok-kelompok, 
organisasi maupun masyarakat (Monge dan 
Contractor, 2001). Lebih lanjut Monge dan 


Contractor (2001) juga menyatakan bahwa jaringan 
komunikasi adalah pola-pola hubungan yang timbul 
oleh adanya aliran pesan (tukar-menukar pesan) 
diantara pelaku komunikasi sepanjang waktu. 


Dalam upaya mewujudkan pembangunan 
minapolitan di Indonesia. Pengembangan usaha 
budidaya perikanan semakin dianjurkan oleh 
pemerintah. Anjuran ini didukung dengan berbagai 
kegiatan diantaranya adalah kegiatan produksi dan 
pemasaran usaha budidaya perikanan. Desa Koto 
Mesjid Kabupaten Kampar, sejak ditetapkannya 
sebagai kawasan sentra budidaya perikanan di 
Propinsi Riau pada tahun 2011 berbagai program 
telah dijalankan di wilayah ini, utamanya adalah 
pengembangan usaha budidaya perikanan 
dalam kolam sebagai bagian dari pemberdayaan 
masyarakat. 


Informasi tentang produksi dan pemasaran 
usaha budidaya perikanan merupakan hal paling 
dibutuhkan dan penting bagi pembudidaya ikan 
dalam menjalankan usahanya, dalam memenuhi 
kebutuhan informasi tersebut pembudidaya 
ikan saling berinteraksi dan berbagi, baik dalam 
lingkungan sesama pembudidaya ikan atau di luar 
lingkungannya. Interaksi ini tentu akan melibatkan 
proses berbagi informasi tentang suatu objek 
yang dibutuhkan antara individu yang diajak 
berinteraksi. Proses berbagi informasi ini dapat 
melalui proses komunikasi interpersonal yang 
sekaligus membentuk jaringan komunikasi di 
antara pembudidaya ikan. 


Akses kebutuhan terhadap informasi yang 
berhubungan dengan benih, teknologi budidaya, 
harga, mutu dan peluang pasar sangat diharapkan 
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oleh pembudidaya ikan dalam mengembangkan 


usahanya. Informasi yang diperlukan melalui 
interaksi sesama pembudidaya ikan atau 
di luar pembudidaya ikan dikomunikasikan 


untuk membantu pembudidaya ikan dalam 
mengembangkan usaha budidaya perikanan yang 
lebih baik. Informasi ini dapat disebarluaskan antar 
satu pembudidaya ke pembudidaya lainnya melalui 
jaringan komunikasi secara merata dan terbuka. 
Agar hal ini terkoordinasi dengan baik diantara 
sesama pembudidaya ikan maka keberadaan 
individu pemegang informasi dan peran jaringan 


komunikasi merupakan hal sangat penting 
diperhatikan. 
Penyebaran informasi secara terbuka, 


merata dan tidak bergantung pada satu individu 
akan memudahkan pembudidaya ikan dalam 
menjalankan usahanya. Kemudahan dalam 
mengakses informasi produksi dan pemasaran 
baik itu mendapatkan fasilitas produksi ataupun 
keperluan distribusi pemasaran akan memberikan 
peluang berkembangnya usaha budidaya perikanan 
menjadi lebih baik. 


Hasil penelitian Todo etal. (2011) menyatakan 
bahwa Jaringan sosial yang terjadi diantara 
masyarakat sering didasarkan pada promosi aliran 
pengetahuan, pertemuan dengan penyuluh dalam 
meningkatkan aliran pengetahuan, dan sebaliknya 
jaringan komunikasi tidak akan terbentuk tanpa ada 
pertemuan, hal ini menunjukkan pentingnya tatap 
muka dalam difusi pengetahuan dan pembentukan 
jaringan komunikasi. 


Menurut teori jaringan komunikasi, dalam 
pencarian informasi petani harus membangun 
struktur jaringan dengan tetangga dan sumber 
informasi lainnya (Littlejohn, 1992). Jaringan 
komunikasi menurut Rogers dan Kincaid 
(1981) adalah suatu jaringan yang terdiri atas 
individu-individu yang saling berhubungan, yang 
dihubungkan oleh arus komunikasi yang terpola. 


Berdasarkan penjelasan dan uraian 
di atas dapat dirumuskan suatu masalah 
yaitu bagaimanakah jaringan komunikasi 


antar pembudidaya ikan di Desa Koto Masjid 
dalam kegiatan produksi dan pemasaran hasil 
perikanan. Untuk itu dirasa perlu melakukan 
penelitian dengan tujuan menganalisis jaringan 
komunikasi antar pembudidaya ikan dalam 
kegiatan produksi dan pemasaran usaha budidaya 
perikanan di Desa Koto Masjid Kabupaten Kampar, 
Propinsi Riau. 


Jaringan Komunikasi Dalam Kegiatan Produksi dan Pemasaran .... 


METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian dilaksanakan di Desa Koto Mesjid 
Kabupaten Kampar. Survei pendahuluan dilakukan 
pada tahun 2012. Pengumpulan data pada bulan 
Desember 2013 hingga Mei 2014. 


Teknik Pengumpulan Data 


Data yang dikumpulkan adalah data primer 
dengan menggunakan kuesioner sebagai alat 
bantu mendapatkan data dan informasi yang 
diperlukan melalui wawancara kepada responden. 
Responden yang dijadikan unit contoh adalah 
anggota kelompok pembudidaya ikan yang menjadi 
mitra binaan PT Telkom yang ada di Desa Koto 
Mesjid Kampar. Responden dalam penelitian ini 
ditentukan secara sengaja, yaitu diambil sebanyak 
90 orang pembudidaya ikan dari 108 jumlah 
anggota mitra binaan, sedangkan selebihnya yaitu 
18 orang anggota mitra binaan bukan sebagai 
pembudidaya ikan. 


Pendekatan Penelitian 


Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif dengan menyusun daftar pertanyaan yang 
sosiometris untuk memetakan jaringan komunikasi 
antar pembudidaya ikan. Untuk memetakan 
(mapping) jaringan komunikasi, responden diambil 
dengan teknik “sampling intact system” (Rogers 
dan Kincaid, 1981). Dengan “intact system”, 
semua individu yang menjadi anggota kelompok 
pembudidaya ikan adalah sistem sosial. 


Analisis Data 


Analisis jaringan komunikasi dilakukan 
dengan pembuatan matriks hubungan komunikasi 
yang berasal dari hasil pertanyaan sosiometris 
disebut juga analisis sosiogram. Dari sosiogram 
dapat diketahui: (1) Struktur komunikasi, yaitu 
analisis yang digunakan untuk melihat pola 
hubungan dan peran individu pembudidaya ikan 
dalam jaringan komunikasi. Analisis struktur 
komunikasi menggambarkan keberadaan individu 
yang menjadi bintang (star) dalam interaksinya 
dalam keseluruhan sistem atau sistem terkecil 
(klik) (2) Jaringan Komunikasi, menggambarkan 
interaksi antara satu pembudidaya ikan dengan 
pembudidaya ikan lainnya yang berkaitan dengan 
upaya memperoleh dan memberikan informasi 
mengenai produksi dan pemasaran usaha budidaya 
perikanan. 


sesama (Zulkarnain, Djuara P Lubis, Arif Satria dan Musa Hubeis) 


Dari data sosiogram dan data jaringan 
komunikasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis 
dengan menggunakan Software UCINET 6.612 
maka akan didapatkan derajat sentralitas lokal 
(local sentrality), derajat sentralitas global (global 
sentrality), kebersamaan (betweeness) dan 
hubungan (connectedness). 


Sentralitas lokal, sentralitas global, 
kebersamaan dan keterhubungan dapat menjadi 
ukuran yang berguna untuk mendapatkan 
pengertian tentang keberadaan, ketergantungan 
dan kerentanan individu dalam lingkungannya, 
(Hanneman and Riddle, 2005). Data yang diperoleh 
merupakan data skala rasio. 


a. Sentralitas lokal adalah derajat yang 
menunjukkan seberapa baik terhubungnya 
individu tertentu dalam lingkungan terdekat 
atau pertetanggaan mereka. Derajat ini 
menunjukkan jumlah hubungan maksimal 
yang mampu dibuat individu tertentu 
dengan individu lain yang berada dalam 
lingkungannya. Dengan UCINET 6.612 
nilai sentralitas lokal diperoleh melalui 
network>centrality>degree. 


b.  Sentralitas global (Global Centrality) adalah 
derajat yang menunjukkan berapa jarak 
yang harus dilalui oleh individu tertentu 
untuk menghubungi semua individu dalam 
sistem. Derajat ini menunjukkan kemampuan 
individu untuk dapat menghubungi semua 
individu dalam sistem. Dengan menggunakan 
software UCINET 6.612nilai sentralitas global 
diperoleh melalui “centrality closeness” yaitu 
melalui network>centrality>closeness. 


c. Kebersamaan dalam istilah jaringan 
komunikasi adalah Betweeness yaitu 
frekuensi seorang individu melakukan 


hubungan dengan satu klik diantara klik 
lainnya. Derajat ini menunjukkan kemampuan 
individuuntuk menjadi perantara/penghubung 
antara satu aktor dengan aktor lain dalam 
sistem. Dengan menggunakan UCINET 
6.612 nilai betweeness diperoleh melalui 
network>centrality and power>betweeness. 


d. Hubungan (connectedness) adalah derajat 
dimanaanggota-anggotasistemberhubungan 
dengan anggota-anggota lain dalam sistem. 
Nilai diukur dengan membandingkan semua 
ikatan yang sedang terbentuk dengan 
kemungkinan hubungan yang mungkin 
terjadi. Konektivitas dapat menjadi ukuran 
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yang berguna untuk mendapatkan pengertian mengetahui jaringan komunikasi mengenai 
tentang ketergantungan dan kerentanan produksi usaha budidaya perikanan dapat dilihat 
individu. Dengan menggunakan UCINET pada Tabel 1. 
6.612 nilai connectedness diperoleh melalui 
network>centrality and power>information 
centrality. 


Tabel 1 menjelaskan individu yang berperan 
sebagai star adalah individu yang memiliki derajat 
konektivitas tertinggi yaitu node 95 dan node 
5. Untuk node 5 selain sebagai star, ia juga 
HASIL DAN PEMBAHASAN berperan sebagai bridge yang menghubungkan 
pembudidaya ikan dengan node 95. Peran gate 
keeper yaitu individu yang mengontrol arus 

Jaringan komunikasi mengenai produksi antar informasi diperankan oleh individu nomor 95. 
pembudidaya ikan terjadi dalam rangka memenuhi Untuk mengetahui hasil analisis struktur 
kebutuhan informasi tentang produksi budidaya komunikasi dalam jaringan komunikasi produksi 
perikanan. Identifikasi sosiogram menghasilkan lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1. 
tujuh klik dan star dengan poin berbeda. Untuk 


Jaringan Komunikasi Mengenai Produksi 


Tabel 1. Jumlah Klik dan Karakteristik Star Dalam Jaringan Komunikasi Antar Pembudidaya Ikan 
Tentang Informasi Produksi. 

Table 1. .The Number of Clicks and Star Characteristics in Communication Network of Fish Farmers 
About Production Communication. 


Tingkat 
Klik / Node Star! Jumlah hubungan/ Pendidikan/ Pengalaman/ Luas Kolam/ 
R The Number of : Experience Ponds size 
Click Star Node : Education level A 
Connections (Tahun/ Years) (m°?) 
(Tahun/Years) 
| 95 100 16 15 30,000 
|| 5 59 16 10 5,000 
I 57 52 16 10 1,200 
IV 14 49 16 10 8,000 
V 58 18 9 14 1,000 
VI 64 14 11 14 1,200 
VII 13 12 12 15 10,000 


Sumber:Data Primer Diolah (2014)/Source: Primary Data Processed (2014) 


Gambar 1. Sosiogram Jaringan Komunikasi Produksi Budidaya Perikanan 
Figure 1. Communication Network Sosiogram Aquaculture Production 


Keterangan/ Description : 

95 : Star paling dominan dalam jaringan produksi/ Star of the most dominant in the production network 
91,92,93,94,96,97,98,99, 100 : Pengusaha perikanan/ Fisheries businessman 

101 : PPL/ PPL 


-------------- : Batas lingkungan komunikasi pembudidaya ikan/ Limit communication environment fish farmers 


Jaringan Komunikasi Dalam Kegiatan Produksi dan Pemasaran .... 


Jaringan Komunikasi Mengenai Pemasaran 


Jaringan komunikasi mengenai pemasaran 
usaha budidaya perikanan terbentuk karena 
interaksi pembudidaya ikan dalam memenuhi 
informasi pemasaran. Identifikasi dari analisis 
sosiogram dengan menggunakan UCINET 6.612 
jaringan komunikasi mengenai pemasaran ada 
pada Tabel 2.. 


Analisis Jaringan Komunikasi di Tingkat Individu 


Analisis jaringan komunikasi di tingkat 
individu adalah untuk melihat ukuran sentralitas 


Tabel 2. 
Budidaya Perikanan. 


ian (Zulkarnain, Djuara P Lubis, Arif Satria dan Musa Hubeis) 


lokal, sentralitas global, kebersamaan dan 
keterhubungan antar pembudidaya ikan. Menurut 
Scott (2000), derajat pengukuran sentralitas terdiri 
dari derajat beragam individu dalam sosiogram 
yang dapat menunjukkan seberapa baik 
terhubungnya individu tertentu dengan lingkungan 
mereka. 


Dalam penelitian ini pengukuran sentralitas 
meliputi sentralitas lokal, sentralitas global, 
kebersamaan dan hubungan mengenai informasi 
produksi dan informasi pemasaran budidaya 
perikanan dapat dilihat pada Tabel 3. 


Jumlah Klik dan Karakteristik Star Dalam Jaringan Komunikasi Mengenai Pemasaran 


Table 2. The Number of Click and Star Characteristics in Communication Network About 


Aquaculture Marketing. 


saman Tingkat Pengalaman/ Luas Kolam/ 
Klik/ Node Star! Hubungan/ Pendidikan/ Sen Bonds size 
Click Star Node the Number Of Education Level (Tahun/Years) (m2 
Connection (Tahun/ Years) 

| 94 77 16 12 8,000 
|| 9 68 16 9 3,000 
II 14 59 16 10 8,000 
IV 95 59 16 15 30,000 
V 5 58 16 10 5,000 
VI 17 41 12 7 5,000 
VII 57 35 14 10 1,200 


Sumber:Data Primer Diolah (2014)/Source: Primary Data Processed (2014) 


Gambar 2. Sosiogram Jaringan Komunikasi Pemasaran Budidaya Perikanan 
Figure 2. Sosiogram Aguaculture Marketing Communications Networks 


Keterangan/ Description : 
94 : Star paling dominan dalam jaringan pemasaran/ Star of the most dominant in the network marketing 
98 : PPL/PPL 


91,92,93,95,96,97 


: Pengusaha perikanan/ Employers fisheries 
: Batas lingkungan komunikasi pembudidaya ikan/ Limit communication environment fish farmers 
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Tabel 3. Nilai Rata-Rata, Maksimum dan Minimum Analisis Jaringan Komunikasi Berdasarkan 
Topik Mengenai Produksi dan Pemasaran Pada Pembudiya Ikan. 
Table 3. The Average, Maximum and Minimal Value of Communication Network Based on 


Aquaculture Production and Marketing. 


Isu atau topik Jaringan 


Indikator analisis Jaringan 


Komunikasi/ The Topic of Network 


Keseluruhan 


komunikasi/Communication Network Communication Topik / Ali Toples 
Analysis Indicator Produksi/ Pemasaran/ 
Production Marketing 
Sentralitas lokal / Local centrality 
Rataan / Average 8.3 8.2 9.6 
Maksimum / Maximum 100 77 100 
Minimum/ Minimal 0 1 1 
Sentralitas Global/ Global centrality 
Rataan / Average 5,358 5,220 5,288 
Maksimum / Maximum 10,100 9,506 10,100 
Minimum/ Minimal 1.55 117 100 
Kebersamaan/ Betweeneess 
Rataan / Average 89 62.6 66.3 
Maksimum / Maximum 1,106 778 823 
Minimum/ Minimal 0 0 0 
Nilai node minimum/ Minimal Node Value 45 46 46 
Keterhubungan/ Connectedness 
Rataan / Average 5.8 5.4 6.6 
Maksimum / Maximum 9.8 8.9 11.2 
Minimum/ Minimal 2.8 2.9 3:5 


Sumber:Data Primer Diolah (2014)/Source: Primary Data Processed (2014) 


Pengukuran Sentralitas bertujuan untuk 
mengidentifikasi posisi atau lokasi serta karakteristik 
aktor (node) dalam suatu jaringan komunikasi 
(Hatala, 2006). Dari pengukuran sentralitas 
akan diperoleh derajat beragam individu dalam 
sosiogram yang menunjukkan seberapa baik 
terhubungnya suatu individu dengan lingkungannya. 
Dari pengukuran sentralitas akan diperoleh 
derajat beragam individu dalam sosiogram yang 
menunjukkan seberapa baik terhubungnya suatu 
individu dengan lingkungannya. Sentralitas juga 
dapat digunakan untuk mengukur keterunggulan 
individu dalam sistem. 


Sentralitas Lokal 


Individu yang memiliki nilai sentralitas lokal 
terbesar disebut star dan individu yang memiliki 
sentralitas lokal nol disebut isolate (pencilan). 
Hasil analisis data jaringan pada Tabel 3 dapat 
dilihat, nilai rataan sentralitas lokal pembudidaya 
ikan untuk seluruh topik menunjukkan angka 
9,6. Artinya, pembudidaya ikan rata-rata mampu 
menghubungi sembilan orang mengenai produksi 
dan pemasaran usaha budidaya perikanan. Nilai 
maksimum sentralitas lokal keseluruhan isu/ topik 
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jaringan komunikasi menunjukkan angka 100 
dan minimum 1. Berarti pembudidaya ikan paling 
banyak mampu menghubungi 100 orang dan paling 
sedikit mampu menghubungi satu orang dalam 
sebuah sistem. Nilai sentralitas lokal tertinggi untuk 
semua topik pembicaraan dalam jaringan komunikasi 
dimiliki oleh node 95. Sedangkan nilai sentralitas 
lokal tertinggi untuk topik produksi adalah node 95. 
sedangkan untuk pemasaran dimiliki oleh node 94. 


Interaksi antar pembudidaya ikan dalam 
produksi dan pemasaran terdapat individu yang 
hanya sebagai pencari informasi dan tidak 
berperan sebagai sumber informasi, artinya individu 
pembudidaya ikan tersebut hanya berperan sebagai 
penghubung dan tidak menghubungi. Individu ini 
memiliki hubungan yang paling sedikit yaitu node 
1, 7, 12, 16, 23, 25, 26, 29, 34, 72 dan 74 (lihat 
gambar 2), mereka adalah individu pembudidaya 
ikan yang memiliki pendapatan dan pendidikan 
pada kategori rendah dan luas kolam yang kecil. 


Sentralitas Global 


Pengukuran sentralitas global diekspresikan 


dalam istilah “distance” diantara beragam 
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individu. Global sentrality atau sentralitas global 
memperhatikan keunggulan aktor dengan 
keseluruhan jaringan. Semakin kecil nilai sentralitas 
global yang dimiliki individu maka semakin besar 
kemampuan individu tersebut untuk menghubungi 
semua orang dalam sistem (Scott, 2000). Dalam 
konteks difusi informasi, individu dengan nilai 
sentralitas global rendah akan lebih dahulu 
menerima informasi daripada individu dengan 
nilai sentralitas global tinggi dalam suatu jaringan 
(Valente dan Foreman, 1998). Dengan demikian 
sentralitas global dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan untuk memilih orang yang tepat 
sebagai kunci penyebar informasi. 


Berdasarkan hasil analisis jaringan 
komunikasi dengan menggunakan Software 
UCINET 6.612, nilai sentralitas global yang 
disajikan pada Tabel 3 diperoleh nilai maksimum 
10.100, nilai minimum 100 dan nilai rata-rata 5.288 
untuk semua topik jaringan komunikasi mengenai 
produksi dan pemasaran usaha budidaya perikanan. 
Individu yang memiliki nilai sentralitas global yang 
rendah masih merupakan individu yang sama yang 
memiliki nilai sentralitas lokal yang tinggi. Artinya 
nilai sentralitas global yang rendah menunjukkan 
sedikitnya distance yang harus ditempuh atau 
dilalui oleh seseorang untuk menghubungi semua 
individu lain dalam sebuah sistem. Peran sentralitas 
global terendah diperankan oleh node 95. 


Kebersamaan 


Kebersamaan merupakan pengukuran 
sentralitas yang mengukur sejauh mana individu 
tertentu terletak diantara individu lain dalam 
suatu jaringan. Menurut Freeman (1978), konsep 
kebersamaan mengacu pada tingkat frekuensi 
seorang individu yang berada diantara individu- 
individu yang berhubungan dalam suatu jalur 
komunikasi. Individu dengan nilai kebersamaan 
tinggi mempunyai potensi kendali komunikasi yang 
dapat memainkan potensi sebagai broker atau 
gatekeeper dalam suatu jaringan. Individu lain akan 
menjadi tergantung kepadanya. 


Dari Tabel 3 nilai maksimum kebersamaan 
di antara pembudidaya ikan adalah 823 dan 
nilai minimumnya adalah 0. Artinya Individu 
yang memiliki nilai kebersamaan maksimum, 
individu tersebut mempunyai kendali komunikasi 
dalam sistemnya. Individu memiliki kebersamaan 
maksimum yaitu node 95 yaitu Bapak SH dan node 
5 yaitu Pak NS serta node 94 yaitu Bapak MS dan 
node 9 yaitu Bapak AF. Dari hasil analisis diketahui 


ra (Zulkarnain, Djuara P Lubis, Arif Satria dan Musa Hubeis) 


ada 46 node yang memiliki nilai kebersamaan 0, 
artinya 51% anggota pembudidaya ikan bergantung 
pada kepada individu tertentu untuk menghubungi 
sesamanya. 


Keterhubungan 


Keterhubungan (connectedness) adalah 
derajat dimana anggota sistem berhubungan 
dengan anggota lain. Nilai connectedness diukur 
dengan membandingkan semuaikatan yang sedang 
terbentuk. Keterhubungan dapat menjadi ukuran 
yang berguna untuk mendapatkan penjelasan 
tentang ketergantungan dan kerentanan individu 
(Hanneman and Riddle, 2005). 


Analisis data pada Tabel 3 menjelaskan, 
nilai keterhubungan maksimum menunjukkan 
11,2 dan nilai minimum 3,5 untuk semua topik. 
Artinya individu yang memiliki nilai keterhubungan 


maksimum, mempunyai peran komunikasi 
yang paling dominan dalam sistemnya. 
Nilai maksimum ditunjukan oleh node 95. 
Pada setiap peran jaringan komunikasi 


terdapat individu yang berbeda sebagai kunci 
informasi, untuk informasi yang menyangkut 
produksi, yang berperan sebagai kunci penyebar 
informasi adalah node 5 dan 95 dan untuk 
informasi pemasaran adalah node 9 dan 94. 
Untuk semua jenis informasi secara keseluruhan 
baik sebagai star, gatekeeper, dan kemampuan 
menghubungi dan kemudahan menghubungi serta 
ketergantungan individu lain peran ini dimainkan 
oleh node 95. 


Perbedaan aktor yang berperan untuk setiap 
jenis informasi yang berbeda menandakan adanya 
perbedaan karakteristik informasi atau karakteristik 
aktor tersebut. Posisi node 95 sebagai sentral dalam 
sistem jaringan produksi karena memiliki berbagai 
kemampuan dalam kegiatan produksi, diantaranya 
sebagai pendamping swadaya, pembudidaya 
ikan mulai dari pembenihan hingga pengolahan 
berskala besar. 


Adapun node 94 menjadi sentral pada sistem 
jaringan pemasaran, karena sebagai pembudidaya 
ikan dan pedagang pengumpul dan pengolah ikan 
asap skala besar. Dari 10 ton panen per hari 8 ton 
dijual kepada node 94. Artinya hampir semua hasil 
produksi ikan segar di wilayah Desa Koto Mesjid 
dijual kepada node 94 untuk diolah menjadi ikan 
asap untuk dijual ke berbagai daerah. Keberadaan 
masing-masing individu ini menjadi sangat kuat 
bagi pembudidaya ikan lainnya. 
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Berdasarkan keseluruhan analisis jaringan 
komunikasi, maka peran node 95 adalah paling 
dominan, hal ini terjadi karena node 95 memiliki 
jabatan sebagai ketua mitra binaan, pengusaha 
penyedia benih dan pengolahan hasil perikanan 
serta memiliki banyak hubungan dengan sumber 
informasi dari luar. Adapun individu yang paling 
sedikit memiliki hubungan dalam lingkungannya, 
baik dihubungi atau menghubungi adalah node 
24, yang memiliki karakteristik pendidikan rendah, 
pengalaman masih baru dan memiliki luas kolam 
yang kecil. 


Berdasarkan analisis struktur jaringan dan 
sentralitas dapat dijelaskan bahwa umumnya yang 
menjadi star dalam jaringan komunikasi merupakan 
individu dengan karakteristik yang sama. Dari tujuh 
individu yang menjadi star, mereka berpendidikan 
tinggi, berpengalaman lebih lama dan kepemilikan 
asset yang luas. Rogers (2003) menyatakan 
bahwa hakekat dari suatu jaringan komunikasi 
adalah hubungan-hubungan yang bersifat homofili 
(homophilus), yakni kecenderungan manusia untuk 
melakukan hubungan atau kontak sosial dengan 
orang-orang yang memiliki atribut sama atau yang 
lebih tinggi sedikit dari posisi dirinya. Tetapi dapat 
juga terjadi antar orang-orang yang memiliki atribut 
yang tidak sama. 


Pada setiap jaringan komunikasi yang 
berbeda terdapat perbedaan individu yang 
berperan sebagai star dalam lingkungan terdekat 
dan sebagai kunci penyebar informasi dalam 
sistem jaringan komunikasi. Selain peran-peran 
tersebut, juga terdapat peran sebagai cosmopolite 
dan gatekeeper yang berperan penting dalam 
sebuah sistem jaringan komunikasi agar dapat 
terus bertahan dan merespon segala perubahan 
yang menjadikan sistem jaringan komunikasi 
menjadi dinamis. Uraian lebih rinci mengenai 
jaringan komunikasi pembudidaya ikan 
berdasarkan masing-masing topik penerpan 
teknologi dapat di lihat pada Tabel 4. 


Pada dasarnya proses komunikasi yang 
terjalin diantara pembudidaya ikan di Desa Koto 
Mesjid dilandasi atas kedekatan teritorial tempat 
tinggal, sama-sama sebagai anggota kelompok 
mitra binaan dan kedekatan letak usaha kolam 
budidaya mereka. Meskipun terdapat hal-hal 
lain yang mempengaruhi pembudidaya ikan 
dalam memilih pasangan komunikasinya dalam 
membicarakan informasi tertentu, namun unsur 
kedekatan tempat tinggal, kebersamaan sebagai 
anggota kelompok mitra binaan dan letak kolam 
adalah hal yang paling utama. 


Tabel 4. Deskripsi Peran Jaringan Komunikasi Antar Pembudidaya Ikan Tentang Produksi dan 
Pemasaran di Desa Koto Mesjid tahun 2014. 

Table 4. The Description of The Role of Network Communication Between Fish Farmers About 
Production and Marketing in Koto Mesjid Village, 2014. 


Analisis Jaringan Komunikasi / 


Isu/ Topik Jaringan Komunikasi/ 
Topic of Communication Network 


Communication Network Analysis Produksi/ Pemasaran/ Seluruh topik/ 
Production Marketing All Topics 

Struktur komunikasi/ Interlock Interlock Interlock 
Communication structure 
Jumlah klik / The number of clicks 7 7 10 
Node sentralitas lokal tertinggi/ 95 94 95 
The highest local centrality node 
Node sentralitas global terendah/ The 95 94 95 
highest global centrality node 
Node kebersamaan tertinggi/ 5,95 9, 94 5,9, 94, 95 
The highest betweeness node 
Node keterhubungan tertinggi/ 95 94 95 
The highest connectedness node 
Node cosmopolite 95 94, 95 94, 95 
Node gate keeper 95 94 95 
Jumlah node bridge/ The number of 19 16 21 


Bridge node 


Sumber:Data Primer Diolah (2014)/Source: Primary Data Processed (2014) 
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Struktur komunikasi terbentuk adalah 
jaringan personal yang memusat (interlock personal 
network). Jaringan antar pembudidaya ikan yang 
cenderung memusat, yang cenderung mengunci 
(interlocking) lebih tumbuh ke arah dalam secara 
alamiah. Sistem yang tumbuh ke arah dalam 
merupakan jaringan yang sangat miskin untuk 
menangkap informasi baru dari suatu lingkungan 
(Rogers, 2003). Pada jaringan komunikasi produksi 
dan pemasaran struktur komunikasi merupakan 
jaringan personal yang memusat, dimana orang- 
orang cenderung berkomunikasi dengan orang- 
orang yang memiliki jarak komunikasi yang dekat 
sehingga ikatan yang ada menjadi kuat. Kondisi 
ini yang menyebabkan sulitnya pendistribusian 
informasi mengenai penanganan masalah produksi 
dan pemasaran karena berfokus pada satu individu 
yang paling berpengaruh. 


Individu yang memiliki pengaruh dan 
hubungan yang kuat dalam jaringan komunikasi 
produksi adalah individu yang utamanya memiliki 
karateristik sebagai pengurus kelompok sekaligus 
pendamping swadaya, memiliki usaha sebagai 
penyedia sarana produksi terutama penyedia benih. 
Individu ini sangat sulit digantikan oleh individu lain 
karena peran dominan dalam jaringan komunikasi 
yang dimainkan sangat menentukan keberhasilan 
usaha budidaya perikanan bagi pembudidaya 
ikan. Peran dominan yang diperankannya adalah, 
pendamping swadaya, pengurus kelompok 
binaan, pengusaha penyedia benih dan memiliki 
pengetahuan yang memadai tentang usaha 
budidaya perikanan, mulai dari kegiatan pembenihan 
hingga pasca panen (pemasaran dan pengolahan). 
Peran ini menjadikan yang bersangkutan memiliki 
mobilitas tinggi dalam kelompok dan luar 
kelompoknya, interaksi dengan pemerintah dan 
pihak swasta, perbankan dan berbagai institusi 
lainnya membuat keberadaannya menjadi penting 
dan sangat sulit digantikan, sehingga peran sebagai 
star, cosmopolite dan gatekeeper juga menjadi 
perilakunya dalam jaringan komunikasi mengenai 
produksi budidaya perikanan di Desa Koto Mesjid 
Kabupaten Kampar Propinsi Riau. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Jaringan komunikasi yang terbentuk dalam 
kegiatan produksi dan pemasaran usaha budidaya 
perikanan dalam pemberdayaan pembudidaya ikan 
di Desa Koto Masjid Kabupaten Kampar bersifat 


ra (Zulkarnain, Djuara P Lubis, Arif Satria dan Musa Hubeis) 


memusat (interlock personal network). Hal ini 
dikarenakan adanya peran dominan individu yang 
berperan sebagai star dalam jaringan komunikasi 
tersebut. Individu yang berperan sebagai star 
dalam lingkungannya adalah individu yang paling 
berpengaruh dan paling banyak terlibat dalam 
jaringan komunikasi diantara pembudidaya ikan. 
Mereka memiliki kemampuan lebih, yaitu menjabat 
sebagai pengurus kelompok, berpendidikan 
tinggi, kepemilikan asset yang banyak, dan lebih 
berpengalaman. Keberadaan jaringan komunikasi 
yang memusat seperti ini memiliki kerentanan 
terhadap keberlanjutan usaha budidaya perikanan 
dan ketergantungan individu yang berkemampuan 
rendah dengan individu berkemampuan lebih 
dalam berinteraksi untuk memenuhi keperluan 
usaha budidaya perikanan. 


Implikasi Kebijakan 


Perlu mengembangkan jaringan komunikasi 
lebih banyak agar akses informasi menjadi lebih 
terbuka, partisipative dan transaksional, yang 
diarahkan kepada terbangunnya kebersamaan 
yang saling menguntungkan, berkeadilan, 
mensejahterakan dan berkelanjutan. Bukan 
jaringan yang melahirkan monopoli, ketergantungan 
terhadap individu tertentu, dan menciptakan 
ketimpangan. 


Ikatan jaringan komunikasi yang memusat 
dan kuat seharusnya dapat dimanfaatkan untuk 
pengembangan kelembagaan sosial ekonomi 
pembudidaya ikan seperti koperasi perikanan. Hal 
ini dilakukan dalam upaya mengatasi masalah dan 
sumbatan-sumbatan komunikasi yang terjadi pada 
kegiatan produksi dan pemasaran usaha budidaya 
perikanan dalam upaya menjaga jalinan kerjasama 
dan mewujudkan pembudidaya ikan yang sejahtera, 
mandiri, berkeadilan dan berkelanjutan dalam 
usahanya. 


Jaringan komunikasi yang  memusat 
dimanfaatkan untuk pengembangan akses 
kerjasama antar pembudidaya ikan sebagai bentuk 
hubungan sosial antar pembudidaya ikan yang 
saling menerima manfaat dan bermartabat. 


Upaya komunikasi partisipatif dalam 
pemberdayaan pembudidaya ikan di pedesaan 
hendaknya dilakukan dengan dua pendekatan 
yaitu pendekatan yang bertumpu pada star 
pemegang informasi produksi dan pemasaran 
agar kegiatan pemberdayaan dapat lebih cepat 
diadopsi dan dilaksanakan pembudidaya ikan. 


123 


J. Sosek KP Vol. 10 No. 1 Tahun 2015 


Kemudian melakukan pendekatan grass root yang 
bertumpu pada pembudidaya ikan yang lemah, 
agar pemberdayaan dan pemerataan dalam 
menerima manfaat pembangunan dapat dirasakan 
oleh semua pembudidaya ikan 
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ABSTRAK 


Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam keberhasilan pelaksanan program 
Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (PUMP P2HP) di 
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam 
pelaksanaan program: (2) Mengidentifikasi perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dan faktor- 
faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUMP P2HP. Penelitian 
menggunakan metode survei di 6 lokasi yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tangerang, Kota Aceh, 
Kota Sibolga, Kota Makasar dan Kabupaten Banjar. Metode analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif frekuensi untuk mengetahui tingkat partisipasi dan faktor yang mempengaruhi serta analisis chi 
sguare untuk melihat perbedaan partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat 
pada tahap persiapan di 6 lokasi masuk kategori sedang senilai 58%, pada tahap pelaksanaan masuk 
kategori tinggi dengan skor 77% dan tahap evaluasi masuk kategori sedang dengan capaian skor 
64%. Analisis chi square menunjukkan terdapat perbedaan tingkat partisipasi dengan faktor yang 
mempengaruhi adalah sosialisasi, pelatihan yang diikuti, workshop dan Kelompok Usaha Kelautan dan 
Perikanan (KUKP). Berdasarkan hasil tersebut rekomendasi yang disarankan bahwa untuk menunjang 
keberhasilan program PUMP P2HP diperlukan partisipasi masyarakat mulai dari tahap persiapan hingga 
akhir. 


Kata Kunci: partisipasi, PUMP, pengolah, perikanan 


ABSTRACT 


Community participation is essential in the success of program implementation of program on 
fisheries business development at village level the Processing and Marketing Business Development 
Program (PUMP-P2HP) in Indonesia. This study aims to 1). Identifyng the level of community participation 
in the implementation of the program; 2). Identifyng the difference in the level of community participation 
and the factors that affect the level of community participation in the implementation of P2HP PUMP. 
The research using survey method in 6 locations: Cirebon, Tangerang, Aceh, Sibolga, Makasar and 
Banjar. Data analysis method used descriptive frequency to determine the level of participation and 
the factors that influence and chi square analysis to know the difference in participation. The results 
showed the level of public participation in the preparation stage at 6 locations in the medium category 
at 58%, in the implementation at high stage category with a score of 77% and evaluation stages are 
categorized by performance score of 64%. Chi square analysis shows that there are differences in the 
level of participation with factors that affecting are socialization, training, workshop and Business Group 
Maritime Affairs and Fisheries. Base on those results, this study recommend that implementation of the 
PUMP-P2HP program should include community participation from the planning stage to evaluating 
stage. 


Keywords: participation, PUMP, processing, fisheries 
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PENDAHULUAN 


Kemiskinan merupakan salah satu ancaman 
bagi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia 
pada setiap lapisan. Chambers dalam Nasikun 
(2001) mengatakan kemiskinan adalah suatu 
integrated concept yang terdiri atas lima dimensi 
yaitu: 1). Kemiskinan (poverty); 2). Ketidakberdayaan 
(powerless); 3). Kerentanan menghadapi situasi 
darurat (vulnerability); 3). Ketergantungan 
(dependence); dan 5). Keterasingan (isolation) 
baik secara geografis maupun sosiologis. 
Permasalahan mendasar yang menjadi penyebab 
kemiskinan diantaranya adalah kurangnya akses 
permodalan, pasar dan teknologi, perlindungan 
sosial dan budaya, kurang/tidak adanya aset 
sebagai modal aktif, rendahnya kualitas lingkungan 
serta lemahnya kualitas sumberdaya pelaku 
usaha serta kelembagaannya. Jadi kemiskinan 
bukan hanya tidak mampu secara ekonomi namun 
di berbagai aspek sehingga menumbuhkan 
ketidakmandirian. Pemerintah Indonesia 
sebenarnya tidak diam untuk mengantisipasi 
meningkatnya jumlah masyarakat miskin 
yaitu dengan meluncurkan berbagai program 
dan kebijakan diantaranya Program Nasional 


Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 
yang dilakukan sejak tahun 2007. PNPM 
pada hakekatnya adalah program nasional 
yang dijalankan oleh semua kalangan untuk 


menanggulangi kemiskinan dan perluasan 
kesempatan kerja melalui upaya-upaya 
pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan 
keberdayaan dan kemandiriannya dalam tujuan 
peningkatan kualitas hidup dantingkatkesejahteraan 
masyarakat (Nurkatamso, 2013). 


Berdasarkan hasil beberapa kajian 
dapat disimpulkan bahwa masyarakat kelautan 
perikanan termasuk golongan masyarakat miskin. 
Oleh karena itu sejak beberapa tahun terakhir 
Pemerintah menggiatkan pembangunan ekonomi 
nasional yang berbasis kelautan dan perikanan 
yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan. 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
(PNPM) Mandiri Kelautan dan Perikanan menjadi 
salah satu program nasional dari Kementerian 
Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2009 yang 
terintegrasi dengan PNPM Mandiri induk di bawah 
koordinasi Kementerian Koordinator Kesejahteraan 
Rakyat. Program tersebut mengacu pada tiga 
klaster program penanggulangan kemiskinan yang 
merupakan amanat Keputusan Presiden Nomor 13 
Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan 
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Kemiskinan, yaitu: (1) Bantuan dan perlindungan 
sosial; (2) Pemberdayaan masyarakat; dan (3) 
Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (Anonim, 
2011). Ruang lingkup PNPM Mandiri KP terdiri 
atas perikanan budidaya, perikanan tangkap, 
pengolahan dan pemasaran, usaha garam dan 
desa pesisir yang selanjutnya lebih dikenal dengan 
istilah Pengembangan Usaha Mina Pedesaan 
(PUMP) KP. 


Pemerintah Indonesia menyadari bahwa 
partisipasi masyarakat dalam menjalankan 
program pembangunan selama ini memiliki 


peran penting dalam mencapai tujuan. Sejak 
pemerintahan Soeharto masyarakat sudah 
dilibatkan dengan bersifat “top-down” yaitu inisiatif 
penetapan kebijakan ditentukan oleh pemerintah 
tanpa melibatkan masyarakat sedangkan untuk 
pelaksanaan program sepenuhnya diserahkan 
ke masyarakat. Meskipun model ini memiliki 
keunggulan karena pelaksanaan pembangunan 
dapat dilakukan secara cepat, namun kelemahan 
yang dijumpai adalah masyarakat sering merasa 
tidak memiliki dan tidak merasakan manfaat dari 
kegiatan pembangunan itu (Satries, 2011). 


PUMP P2HP merupakan upaya kegiatan 
pemberdayaan yang dilaksanakan melalui fasilitasi 
bantuan pengembangan usaha bagi pengolah/ 
pemasar ikan dalam wadah Kelompok Usaha 
Kelautan dan Perikanan (KUKP). Tahapan PUMP 
P2HP sebagaimana tahapan pada program 
PUMP lainnya dibagi menjadi tiga yaitu persiapan/ 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dimana 
pada tiap tahapan memungkinkan masyarakat 
berperan secara langsung dan aktif pada tiap 
tahapannya. Mediawati (2011) dalam penelitiannya 
menjelaskan bahwa karena tujuan utama PNPM 
yaitu untuk meningkatkan pemberdayaan 
masyarakat maka tingkat partisipasi atau 
keterlibatan masyarakat penerima program secara 
langsung sangat penting artinya sehingga dengan 
adanya partisipasi masyarakat maka hasil program 
akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan 
masyarakat itu sendiri. 


Perbedaan karakteristik masyarakat 
akan mempengaruhi masyarakat baik dalam 
pengetahuan maupun pelaksanaan program PUMP 
P2HP yang nantinya akan mempengaruhi tingkat 
partisipasi masyarakat dalam program tersebut. 
Oleh karena itu dalam pelaksanaan program PUMP 
diperlukan partisipasi masyarakat sebagai objek 
pembangunan untuk turut serta merencanakan, 
melaksanakan dan mengevaluasi program 
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tersebut. Didasarkan pada pemikiran adanya 
hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat 
dengan keberhasilan program PUMP P2HP maka 
penelitian ini dilakukan dengan memiliki dua tujuan 
yaitu : 1). untuk mengetahui tingkat partisipasi 
masyarakat penerima program PUMP P2HP dan 
2). untuk mengetahui perbedaan partisipasi di 
tiap lokasi dan faktor yang mempengaruhi tingkat 
partisipasi tersebut. 


METODOLOGI 


Lokasi dan Waktu Penelitian 


Penelitian ini dilakukan bulan Januari 
hingga Desember 2014 yang merupakan bagian 
dari penelitian besar mengenai Evaluasi Dampak 
PNPM di Indonesia. Lokasi penelitian dilakukan di 
6 daerah yang ditentukan secara sengaja karena 
mewakili penerima PUMP P2HP sejak tahun 2011 
hingga 2012, yaitu Kota Banda Aceh, Kota Sibolga, 
Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tangerang, 
Kabupaten Banjar dan Kota Makasar. 


Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 


Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan 
metode survey, yaitu penelitian yang dibatasi pada 
dimana informasi dikumpulkan dari sebagian 
populasi untuk mewakili seluruh populasi dengan 
menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul 
data pokok (Singarimbun dan Effendi, 2004). 
Untuk menentukan sampel yang akan diambil 
maka digunakan teknik pengambilan sampel 
secara stratified random sampling yaitu sampel 
yang ditarik dengan memisahkan elemen-elemen 
populasi dalam kelompok-kelompok yang disebut 
strata dan kemudian memilih sebuah sampel secara 
random dari tiap strata (Nazir, 2003). Jenis data 
yang dikumpulkan yaitu primer dan sekunder yang 
terkait dengan bentuk program bantuan PUMP 
P2HP, tingkat partisipasi dan bentuk partisipasi 
dari masyarakat pada pelaksanaan program PUMP 
P2HP. 


Dalam penelitian ini yang termasuk populasi 
adalah semua penerima BLM PUMP P2HP tahun 
2011-2012 di 6 lokasi sejumlah 620 orang. Total 
jumlah sampel dari 6 lokasi sebanyak 62 responden. 
Data primer yang dikumpulkan merupakan hasil 
wawancara dengan para pengolah dan pemasar 
hasil perikanan yang menerima BLM (Bantuan 
Langsung Masyarakat) PUMP P2HP antara tahun 
2011-2012 dan stakeholder terkait yang dibantu 
dengan kuesioner. Sedangkan data sekunder 
diperoleh dari studi pustaka berupa pengumpulan 


informasi baik dari media cetak maupun media 
elektronik serta laporan-laporan dinas terkait 
kegiatan PNPM terutama PUMP P2HP. 


Metode Analisis Data 


Hasil tiap jawaban pada kuesioner mengenai 
tingkat partisipasi masyarakat diberikan nilai atau 
skor relatif untuk kemudian dilakukan klasifikasi 
dengan skala Likert dengan interval skor 1 dengan 
indikator rendah, skor 2 dengan indikator sedang, 
skor 3 dengan indikator tinggi (Nazir, 2003). Teknik 
analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan 
pertama yaitu dengan membandingkan antara skor 
capaian partisipasi dengan skor partisipasi ideal 
sesuai indikator partisipasi pada tabel 1. Untuk 
mengukur tingkat partisipasi berdasarkan nilai 
skor partisipasi digunakan rumus sebagai berikut 
(Usman & Akbar, 2000): 


Dimana : 


X = Persentase nilai skor partisipasi capaian 
terhadap nilai skor partisipasi ideal/ 
The percentage of participation of the 
achievements of the score to the score the 
participation of the ideal. 


Xi.-..Jumlah skor partisipasi capaian pada 
masing-masing kegiatan PUMP/ Total score 
achievements participation in each activity 
PUMP. 


N = Jumlah skor partisipasi ideal pada masing- 
masing kegiatan PUMP/ Total score of ideal 
participation in each activity PUMP. 


Kisaran nilai skor dan interpretasi untuk 
tingkat partisipasi dibagi menjadi tiga kelas, yaitu 
rendah, sedang dan tinggi. Dari perbandingan 
tersebut ditentukan tingkat partisipasi program 
PUMP dengan kriteria : 


< 52 Yo = rendah 
53% — 76% = sedang 
>76% = tinggi 

Teknik analisis data yang digunakan 
untuk menjawab tujuan pertama yaitu dengan 
analisis deskriptif, dimana analisis tersebut untuk 
mendeskripsikan tingkat partisipasi penerima 
PUMP P2HP di 6 lokasi pada tahapan persiapan, 


pelaksanaan hingga evaluasi. Sedangkan untuk 
menganalisis hubungan antara sosialisasi, pelatihan, 
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Tabel 1. Nilai Skor Tingkat Partisipasi dalam Pelaksanaan PUMP P2HP Tahun 2012. 
Table 1. Score of Participation Rate in Implementation PUMP P2HP 2012. 


No Pelaksanaan Kegiatan / Indikator! Indicator Skor / 
Implementation Score 
Persiapan / Preparation 
1 Pendirian Kelembagaan KUKP / . Tidak berperan serta/No participate 
Form a group 1 
. Peran serta namun tidak mandiri/Participate but 
dependence 2 
. Peran serta dan membentuk secara mandiri/ 
Participate and independent 3 
2 Pengesahan KUKP dan badan . Tidak berperan serta/No participate 
hukum / Validation groups and legal 
entities 1 
. Peran serta namun tidak mandiri/Participate but 
dependence 2 
. Peran serta dan membentuk secara mandiri/ 
Participate and independent 3 
3 Penyusunan AD/ART / Preparatioan . Tidak berperan serta/No participate 
AD/ART 1 
. Peran serta namun tidak mandiri/Participate but 
dependence 2 
. Peran serta dan membentuk secara mandiri/ 
Participate and independent 3 
Pelaksanaan / Implementation 
1 Penyusunan RUB / Preparation . Tidak berperan serta/No participate 
business plan 1 
. Peran serta namun tidak mandiri/Participate but 
dependence 2 
. Peran serta dan membentuk secara mandiri/ 
Participate and independent 3 
2 Pencairan dana BLM / . Tidak berperan serta/No participate 
Disbursement of funds 1 
. Peran serta namun tidak mandiri/Participate but 
dependence 2 
. Peran serta dan menggunakan secara mandiri/ 
Participate and independent 3 
3 Pelaksanaan usaha bersama / . Tidak berperan serta/No participate 
Business execution 1 
. Peran serta namun tidak mandiri/Participate but 
dependence 2 
. Peran serta dan melakukan usaha secara mandiri/ 
Participate and independent 3 
Evaluasi / Evaluation 
1 Monitoring dan evaluasi / monitoring . Tidak berperan serta/No participate 
and evaluation 1 
. Peran serta namun hanya sebagian/Participate 
but only partially 2 
. Ikut peran serta secara keseluruhan/Participate as 
a whole 3 
2 Pelaporan/ Reporting . Tidak ikut menyusun laporan/Not involved make 
reports 1 
. Ikut menyusun laporan sebagian/Involved set 
partial reports 2 
. Ikut menyusun seluruh laporan/Involved set all 
reports 3 
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workshop dan keberadaan KUKP terhadap tingkat 
partisipasi masyarakat menggunakan analisis 
statistik non parametrik chi square dengan 
bantuan software EViews. Uji chi sguare juga 
dapat digunakan untuk menentukan seberapa baik 
distribusi teoritis yang diperoleh dari data sampel 
(Spiegel, 1972). 


Hipotesis yang digunakan adalah : 


H, Tidak terdapat perbedaan tingkat partisipasi 
dilihat dari ikut tidaknya masyarakat pada 
sosialisasi program PUMP 


Ha Terdapat perbedaan tingkat partisipasi 
dilihat dari ikut tidaknya masyarakat pada 
sosialisasi program PUMP 


H Tidak terdapat perbedaan tingkat partisipasi 
dilihat dari banyaknya pelatihan yang pernah 
diikuti 

Ha Terdapat perbedaan tingkat partisipasi dilihat 
dari banyaknya pelatihan yang pernah diikuti 


H Tidak terdapat perbedaan tingkat partisipasi 
dilihat dari banyaknya workshop yang pernah 
dilakukan 


Ha Terdapat perbedaan tingkat partisipasi dilihat 
dari banyaknya workshop yang pernah 
dilakukan 


H Tidak terdapat perbedaan tingkat partisipasi 
dilihat dari keberadaan KUKP 


Ha Terdapat perbedaan tingkat partisipasi dilihat 
dari keberadaan KUKP 


Rumus chi sguare yang digunakan adalah : 


(O-E) 
E 


My 


Dimana : 

X : Chi Kuadrat 

O : Frekuensi 

E : Frekuensi Harapan 


Kriteria pengujian: 
Jika x? hitung < x? tabel maka HO diterima 


Untuk mengetahui tingkat  keeratan 
hubungan antarvariabel, menurut Usman (2000), 
dapat diuji dengan rumus koefisien kontingensi 


sebagai berikut: 
X2 
C= | 
X2+N 


Di mana : 
C = koefisien kontingensi 


X2 = harga x2 yang diperoleh 


Selanjutnya harga C tersebut dibandingkan 
dengan Cmax dengan rumus: Di mana m - dipilih 
nilai minimum antara banyak kolom dengan banyak 
baris. Jika tidak ingin menghitung Cmax, maka nilai 
C tersebut dapat langsung dibandingkan dengan 
tabel C. Jika nilai C « nilai Cmax atau C tabel, maka 
hubungan kedua variabel kurang kuat. 


HASIL PEMBAHASAN 
Gambaran Umum PUMP P2HP 


PNPM Mandiri KP merupakan program 
pengentasan kemiskinan yang diluncurkan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan yang 
terintegrasi dengan PNPM Mandiri secara nasional. 
PNPM Mandiri KP mengikuti delapan ciri-ciri dasar 
PNPM Mandiri, yaitu: 


1. Mendukung tersedianya anggaran untuk 
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 
skala desa/kelurahan masyarakat yang 
dicairkan langsung oleh pemerintah ke 
rekening lembaga yang berbasis kelompok 
usaha/kelompok masyarakat ; 


2. Ada pendampingan dan pengawasan secara 
menerus dari program: 


3. Ada tindakan untuk memperkuat pemihakan 
kepada kepentingan kaum perempuan dan 
kaum yang hampir miskin; 


4. Mendorong dan memperkuat peran dan 
fungsi kelembagaan yang berbasis kelompok 
usaha/kelompok masyarakat: 


5. Pengambilan keputusan atas pendanaan 
kegiatan-kegiatan melalui musyawarah 
masyarakat atau musyawarah wakil-wakil 
masyarakat; 


6. Masyarakat memilih dan mengevaluasi 
kinerja Tim Pengelola Kegiatan dan Dana 
secara demokratis; 


7. Pelaksanaan kegiatan secara swakelola oleh 
organisasi/kelompok masyarakat; dan 


> 


Melaksanakan 
akuntabilitas. 


Program PNPM Mandiri KP memiliki 3 bentuk 
yaitu PUGAR (Pengembangan Usaha Garam 
Rakyat), PDPT (Pengembangan Desa Pesisir 
Tangguh) dan PUMP (Pengembangan Usaha Mina 


prinsip transparansi dan 
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Pedesaan). Untuk mensinergikan ketiganya maka 
dibentuklah tim koordinasi yang dibawahi langsung 
oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan 
dan Perikanan. 


PUMP-P2HP merupakan kegiatan 
pemberdayaan dimana salah satunya melalui 
fasilitasi bantuan pengembangan usaha bagi 
pengolah dan pemasar hasil perikanan dalamwadah 
Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR). 
POKLAHSAR merupakan kelompok usaha 
kelautan dan perikanan bidang pengolahan dan 
pemasaran sebagai pelaksana PUMP-P2HP 
dalam penyaluran bantuan pengembangan usaha. 
PUMP-P2HP bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan dan mengembangkan wirausaha 
bidang pengolahan dan pemasaran di pedesaan. 
PUMP P2HP dilakukan sejak tahun 2011 dengan 
jumlah nominal BLM yang tetap sama yaitu 
Rp 50 juta untuk setiap kelompok sebagaimana 
yang tersajikan pada Tabel 2. 


Struktur organisasi PUMP P2HP terdiri 
atas.:1). Kelompok Kerja (Pokja) dimana 
kelompok ini terdiri atas staf di Pemerintah Pusat 
yang melaksanakan semua tahapan mulai dari 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
monitoring hingga evaluasi; 2). Tim Pembina yang 
dibentuk oleh Gubernur atau Kepala Dinas KP 
tingkat provinsi yang diketuai oleh Kepala Dinas KP 
atau Kepala Bidang P2HP; 3). Tim teknis, berada 
di tingkat kabupaten/kota yang dibentuk oleh 
Bupati atau Kepala Dinas tingkat kabupaten/kota 
yang diketuai oleh Kepada Dinas kabupaten/kota 
atau kabid yang menangani PUMP P2HP; dan 4). 
Tenaga pendamping, yang direkrut di tiap daerah 
untuk mendampingi dan membantu POKLAHSAR 
selama pelaksanaan PUMP. Pelaksanaan PUMP 
P2HP dilakukan melalui beberapa tahapan 
diantaranya yaitu: 


Persiapan, yang termasuk dalam tahapan 
ini adalah sosialisasi mengenai program yang 
dilakukan di lokasi penerima BLM yang dilanjutkan 
dengan identifikasi dan verifikasi POKLAHSAR 


calon penerima BLM. Jika belum terbentuk 
kelompok maka dilakukan pembentukan 
POKLAHSAR yang kemudian dilanjutkan dengan 
penyusunan AD/ART dan pengesahan kelompok. 
Pada duatahapanini di banyak lokasi tidak dilakukan 
sehingga banyak teridentifikasi POKLAHSAR yang 
kelembagaannya tidak berjalan. 


Pelaksanaan, POKLAHSAR yang lolos 
verifikasi kemudian menyusun Rencana Usaha 
Bersama (RUB) mengenai rencana penggunaan 
BLM yang akan diperoleh dengan dilengkapi 
dokumen-dokumen administrasi sesuai yang 
disyaratkan dalam Pedoman Teknis. Setelah RUB 
diverifikasi dan diterima maka proses selanjutnya 
adalah pencairan dana. Sesuai ketentuan yang 
ada BLM yang diterima harus dalam bentuk barang 
operasional untuk mendukung usaha. Dalam 
proses pencairan hingga penggunaan dana peran 
tenaga pendamping sangat diperlukan agar tidak 
ada penyelewengan dan tertib secara administrasi. 


Monitoring dan evaluasi. Tahapan terakhir 
ini dilakukan oleh Pokja atau tim pembina untuk 
melihat penggunaan dana BLM yang diterima. Tim 
pembina dan tim teknis pada tahapan ini secara 
rutin melakukan monitoring langsung ke lapangan 
untuk melihat keberlanjutan usaha dari penerima 
PUMP P2HP. Tiap POKLAHSAR juga diwajibkan 
untuk membuat laporan perkembangan usaha 
setelah menerima bantuan yang wajib disampaikan 
kepada tim teknis sebagai bahan evaluasi. 


Indikator keberhasilan output dari PUMP 
P2HP adalah: 1) Tersalurkannya BLM kepada 
1.500 Kelompok Usaha Pengolah dan Pemasar 
(POKLAHSAR) di 33 Propinsi; dan 2) Terlaksananya 
fasilitasi penguatan kapasitas dan kelembagaan 
POKLAHSAR melalui sosialisasi, pelatihan dan 
pendampingan (DJP2HP, 2013). Berdasarkan 
indikator tersebut maka kinerja output di 6 lokasi 
penelitian termasuk berhasil karena target tercapai 
dan penguatan kapasitas dan kelembagaan 
POKLAHSAR mulai berkembang ke arah lebih 
baik. 


Tabel 2. Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUMP P2HP di Indonesia. 
Table 2. The allocation of Direct Aid Community PUMP P2HP in Indonesia. 


Tahun/Year Jumlah Poklahsar/ Number of Group Nilai (Rp) / Value (IDR) 
2011 408 kelompok / 408 groups 20.4 Miliar/ 20,4 billion 
2012 1.500 kelompok / 1.500 gorups 75 Miliar/ 75 billion 
2013 1.500 kelompok/ 1.500 groups 75 Miliar/ 75 billion 


Sumber : Dirjen P2HP, 2014/ Source: Dirjen P2HP, 2014 


130 


Tingkat Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan ........... (Rismutia Hayu Deswati dan Riesti Triyanti) 


Tingkat Partisipasi Masyarakat 
Pelaksanaan Program PUMP P2HP 


pada 


PUMP P2HP bertujuan untuk meningkatkan 
pemberdayaan masyarakat terutama pemasar dan 
pengolah hasil perikanan dengan mengembangkan 
kewirausahaan masing-masing orang. Jika 
membicarakan pemberdayaan masyarakat 
maka erat sekali kaitannya dengan partisipasi 
dari masyarakat tersebut. Nasdian (2006) 
mendefinisikan partisipasi sebagai proses aktif, 
inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, 
dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan 
menggunakan sarana dan proses (lembaga dan 
mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan 
kontrol secara efektif. 


Partisipasi penerima BLM dalam PUMP P2HP 
merupakan gambaran keikutsertaan para pemasar 
dan pengolah dalam pelaksanaan program PUMP 
yang dilihat dari beberapa indikator. Berdasarkan 
analisis terhadap skor partisipasi diperoleh hasil 
sebagai berikut (Tabel 3). 


Pada tahap persiapan tingkat partisipasi 
responden tertinggi pada bagian pendirian 
kelembagaan KUKP atau kelompok, namun itu pun 
masih masuk dalam kelas sedang. Jadi meskipun 
berperan serta namun tidak dalam semua tahapan 
pembentukan kelompok responden ikut aktif. 
Sedangkan untuk tahap pelaksanaan responden 
berpartisipasi tinggi pada saat penyusunan 
Rencana Usaha Bersama (RUB). 


Tabel 3. Tingkat Partisipasi Poklahsar (n=62) dalam Pelaksanaan Program PUMP P2HP Tahun 


2011-2012. 
Table 3. Participation Rate Respondent ( n = 62) in Implementation Program PUMP P2HP 2011- 
2012. 
Sebaran Jawaban 
Responden/ Rates Capaian (%) / 
i Distribution of rata i i 
No Bentuk Kegiatan / nilai/ Skorideal/ Achievement  Keterangan/ 
Form of Activity Respondents Ideal score (%) Description 
Answer Mean 
value 
1 2 3 
Persiapan / Preparation 
1 Pendirian Kelembagaan 9 33 14 2.09 
KUKP/ Form a group 
2 Pengesahan KUKP dan 33 12 11 1.61 
badan hukum / Validation 
groups and legal entities 
3 Penyusunan AD/ART/ 30 18 8 1.61 
Preparation of AD/ART 
Total Skor/Total Score 5.30 100 58.93 Sedang/ 
Medium 
Pelaksanaan/Implementation 
1 Penyusunan RUB/ 8 38 10 2.04 
Preparation of business 
plan 
Pencairan dana BLM/ 
2 Disbursement of funds 9 23 28 A 
3 Pelaksanaan usaha 4 19 33 2:52 
bersama / Business 
execution 
Total Skor/Total Score 6.96 100 77.38 Tinggi/High 
Evaluasi/Evaluation 
1 Monitoring dan evaluasi/ 24 17 15 1.80 
Monitoring and Evaluation 
2 Pelaporan / Reporting 13 28 15 2.04 
Total Skor / Total Score 100 63.99 Sedang/ 
Medium 


Sumber : Data primer diolah, 2014/ Source: Primary Data Processed, 2014 
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Namun sama dengan tahap persiapan 
partisipasi di tahapan ini hanya masuk kelas sedang 
karena dalam proses penyusunan RUB masih 
dibantu oleh tenaga pendamping. Di tahap evaluasi 
tingkat partisipasi responden dalam hal pelaporan 
termasuk tinggi karena memang penyusunan 
laporan menjadi salah satu syarat yang harus 
dipenuhi dalam proses penyaluran BLM. Tabel 
3 menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat di 
setiap tahapan secara lebih merinci. 


Pelaksanaan program PUMP P2HP dibagi 
menjadi tiga tahapan yaitu tahap persiapan, 
pelaksanaan dan evaluasi. Pada tabel 1 dijelaskan 
bahwa tingkat partisipasi masyarakat penerima 
BLM berbeda-beda di tiap tahapan. Di tahapan 
persiapan yang terdiri atas pembentukan KUKP 
atau POKLAHSAR hingga pengesahan dan 
penyusunan AD/ART tingkat partisipasi masyarakat 
masuk kategori sedang. Hal ini karena sebagian 
besar POKLAHSAR di lokasi penelitian dibentuk 
memang bertujuan untuk penyaluran bantuan 
bukan dengan kesadaran sendiri dari tiap anggota. 
Begitu pula dalam hal pengesahan dan penyusunan 
AD/ART POKLAHSAR biasa dibantu oleh tenaga 
pendamping dan hanya dilakukan oleh pengurus 
dalam kelompok tanpa mengikutsertakan anggota 
lainnya. 


Sedangkan untuk tahapan pelaksanaan 
indikator yang digunakan dalam pengukuran 
partisipasi adalah penyusunan RUB, pencairan 
dana BLM dan pelaksanaan usaha atau 
penggunaan dana untuk usaha. Pada tahapan ini 
tingkat partisipasi penerima BLM masuk kategori 
tinggi. Ini berkaitan dengan pedoman teknis PUMP 
bahwa dana BLM langsung cair ke rekening tiap 
POKLAHSAR maka secara tidak langsung tiap 
POKLAHSAR lebih aktif pada tahapan ini. Biasanya 
terdapat pembagian tugas mulai dari pencairan 
dana di bank, pembelanjaan dana untuk alat-alat 
sesuai RUB dan pembagian peralatan kepada 
tiap anggota dan POKLAHSAR juga bertanggung 
jawab dalam administrasi pembelanjaan. Pada 
tahapan ini peran tenaga pendamping hanya 
mendampingi agar proses berjalan sebagaimana 
mestinya namun tidak ikut campur mengenai teknis 
pembelanjaan dan pertanggung jawabannya. 


Tingkat partisipasi masyarakat pada tahapan 
terakhir masuk kategori sedang karena tidak semua 
penerima BLM membuat laporan perkembangan 
usaha terkait PUMP dengan baik dan juga tidak 
semua lokasi dilakukan monitoring dan evaluasi 
oleh tim teknis atau tim pembina. Berdasarkan 
ketentuan pada pedoman teknis bahwa setiap 


Tabel 4. Tingkat Partisipasi Responden dalam Tahapan PUMP P2HP. 
Table 4. Level of Participation of Respondents in Stage PUMP P2HP. 


Tingkat Partisipasi Responden (Yo) / 


No Tahapan / Stages Level of Participations (Yo) 
Rendah / Low Sedang/Medium Tinggi/High 

Persiapan / Preparation 

1 Pendirian Kelembagaan KUKP/ 12,50 52.38 42,42 
Form a group 

2 Pengesahan KUKP dan badan 45,80 19,05 33,33 
hukum/ Validation groups and 
legal entities 

3 Penyusunan AD/ART / 41,67 28,57 24,24 
preparation of AD/ART 

Pelaksanaan / Implementation 

1 Penyusunan RUB / Preparation 47,06 47,5 14,08 
of business plan 

2 Pencairan dana BLM / 29,41 28,75 39,44 
Disbursement of funds 

3 Pelaksanaan usaha bersama / 23,53 23,75 46,48 
Business execution 

Evaluasi / Evaluation 

1 Monitoring dan evaluasi / 64,86 37,78 50,00 
Monitoring and evaluation 

2 Pelaporan / Reporting 35,14 62,22 50,00 


Sumber : Data primer diolah, 2014/ Source: Primary Data Processed, 2014 
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POKLAHSAR penerima BLM wajib membuat 
laporan perkembangan usaha yang dilaporkan ke 
Dinas Kelautan dan Perikanan di lokasi masing- 
masing. 


Jika nilai total dari ketiga tahapan 
dijumlahkan kemudian diperoleh rata-rata nilai 
sebesar 66 Yo menandakan secara keseluruhan 
tingkat partisipasi POKLAHSAR penerima BLM 
pada pelaksanaan program PUMP P2HP masuk 
kategori sedang. Ini berarti sudah ada sebagian 
masyarakat yang berperan secara aktif pada tiap 
tahapan namun terdapat juga sebagian masyarakat 
yang belum peduli dan kurang berperan baik. 
Hal ini mengakibatkan tujuan utama program ini 
untuk meningkatkan pemberdayaan masih belum 
tercapai dengan optimal. 


Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat 
Partisipasi Masyarakat pada Program PUMP 
P2HP 


Perbedaan tingkat partisipasi masyarakat 
dalam pelaksanaan PUMP P2HP dipengaruhi oleh 
beberapa faktor yaitu : sosialisasi program, pelatihan 
yang pernah diikuti, workshop dan poklahsar itu 
sendiri. Untuk menganalisis perbedaan tingkat 
partisipasi tersebut digunakan analisis chi sguare 
dengan hasil sebagai berikut (Tabel 5): 


Pada Tabel 5 diperoleh hasil bahwa nilai 
chi sguare hitung dari tiap indikator melebihi nilai 
chi sguare tabel itu berarti keempatnya memiliki 
pengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat. 


a. Sosialisasi Program 


Sosialisasi merupakan salah satu unsur 
penting dalam pelaksanaan program yang 


bersifat nasional karena menjadi pintu pembuka 
bagi masyarakat dan stakeholder terkait dalam 
memahami program tersebut. Menurut Dinkes 
Jakarta (2005) sosialisasi adalah penyebarluasan 
informasi (program, kebijakan, peraturan) dari 
satu pihak (pemilik program, kebijakan, peraturan) 
kepada pihak-pihak lain (aparat, masyarakat 
yang terkena program, dan masyarakat umum). 
Berdasarkan hasil analisis chi sguare diatas 
menggambarkan bahwa dari 6 lokasi terdapat 
perbadaan tingkat partisipasi dilihat dari pernah 
tidaknya pengolah perikanan mengikuti sosialisasi 
program PUMP P2HP. 


Sosialisasi yang baik mengenai suatu 
program nasional adalah penyampaian informasi 
yang baik dan benar dengan penggunaan bahasa 
yang mudah dimengerti mulai dari tingkat pusat 
hingga calon penerima bantuan. oleh karena itu 
bentuk sosialisasi menjadi salah satu faktor yang 
menentukan besar tidaknya partisipasi masyarakat. 
Lokasi yang sosialisasinya baik maka dapat memilih 
calon penerima yang tepat sasaran sehingga 
bantuan yang diberikan juga bisa bermanfaat 
dalam meningkatkan perkembangan usaha. 


b. Pelatihan yang pernah diikuti 


Selama berjalannya program PUMP P2HP 
juga dilakukan pelatihan-pelatihan yang bertujuan 
untuk peningkatan keterampilan dan pengembangan 
diri dari para pemasar dan pengolah yang 
menerima bantuan. Menurut Siagian (2008) definisi 
pelatihan adalah :Proses belajar mengajar dengan 
menggunakan teknik dan metoda tertentu secara 
konsepsional. Jadi pelatihan termasuk hal penting 
yang sebaiknya rutin dilakukan oleh pemerintah 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 


Tabel 5. Hasil Analisis Chi Square untuk Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Sosialisasi, 
Pelatihan, Workshop dan Keberadaan KUKP pada Pelaksanaan PUMP P2HP Tahun 


2011-2012. 


Table 5. Chi Sguare Analysis for Level of Public Participation Based on Socialization, Training, 
Workshop and KUKP Presence on Implementation of PUMP P2HP 2011-2012. 


Variabel Penentu Partisipasi / 
Determinant Variables 


Chi Sguare hitung / 
Chi Sguare value 


Perbedaan Partisipasi / 
Difference in Participations 


Sosialisasi program/Socialization 
program 

Pelatihan yang pernah diikuti/ Training 
Workshop / Workshop 


Keberadaan KUKP / Group Existence 


36,419 Berbeda / Different 

9,419 Berbeda / Different 
24,419 Berbeda / Different 
26,355 Berbeda / Different 


a 0,05, 2 = 5,99 


Sumber : Data primer diolah, 2014 / Source: Primary Data Processed, 2014 
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dalam aktivitas ekonomi, karena semakin sering 
masyarakat megikuti pelatihan maka pemikiran 
mereka akan semakin terbuka terutama dalam 
menerima program-program dan teknologi baru 
(Lastinawati, 2011). Dari hasil analisis chi square 
diperoleh hasil bahwa terjadi perbedaan tingkat 
partisipasi masyarakat dilihat dari pernah tidaknya 
responden mengikuti pelatihan-pelatihan usaha 
yang selama ini dilakukan oleh Dinas KP. Suatu 
lokasi yang sebagian besar respondennya sudah 
pernah mengikuti pelatihan memiliki tingkat 
partisipasi lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi 
yang respondennya tidak pernah atau jarang 
mengikuti pelatihan. 


Selain itu banyaknya jumlah dan jenis 
pelatihan yang diikuti oleh penerima BLM 
mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat 


dalam pelaksanaan PUMP P2HP. Semakin banyak 
jenis pelatihan yang dilakukan oleh dinas di suatu 
lokasi maka akan semakin meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam implementasi suatu program 
termasuk di dalamnya PUMP. Hal ini didasari 
dengan keinginan dari masyarakat tersebut bahwa 
selain bantuan berupa modal atau bahan baku tapi 
mereka juga butuh tambahan ilmu pengetahuan 
baru yang bisa bermanfaat bagi usaha pemasaran 
dan pengolahan mereka. Dan ilmu pengetahuan ini 
bisa diperoleh melalui pelatihan-pelatihan. 


c. Workshop 


Workshop atau lokakarya adalah suatu 
acara dimana beberapa orang bertemu untuk 
mencari solusi dari suatu masalah yang diangkat 
menjadi topik dalam pertemuan itu. Dalam 
kaitannya dengan pelaksanaan PUMP P2HP 
maka workshop bisa dikatakan pertemuan antara 
pengolah dan pemasar hasil perikanan dengan 
dinas terkait dalam membicarakan permasalahan 
terkait usaha pengolahan dan pemasar. Pernah 
atau tidaknya workshop yang dilakukan oleh dinas 
di suatu lokasi dan diikuti oleh masyarakat penerima 
BLM juga dijadikan indikator dalam mengukur 
tingkat partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil 
analisis chi square diperoleh hasil bahwa terdapat 
perbedaan tingkat partisipasi masyarakat dilihat 
pernah tidaknya workshop dilakukan oleh Dinas 
KP yang juga diikuti oleh masyarakat di daerah 
tersebut. 


d. Keberadaan KUKP (Kelompok Usaha 
Kelautan dan Perikanan) 


Sesuai dengan pedoman teknis PUMP 
bahwa masyarakat yang menerima BLM adalah 
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masyarakat yang tergabung ke dalam kelompok 
pengolah dan pemasar (POKLAHSAR) hasil 
perikanan. Oleh karena itu kelompok menjadi 
bagian penting dalam penyaluran PUMP P2HP 
di Indonesia. POKLAHSAR yang baik adalah 
yang terbentuk karena keinginan dari tiap 
anggotanya tanpa ada paksaan atau ancaman 
sehingga apapun yang dilakukan sesuai dengan 
tujuan dari kelompok. Namun yang terlihat pada 
sebagian besar POKLAHSAR penerima BLM justru 
sebaliknya dimana kelompok tersebut merupakan 
kelompok bentukan dinas atau tenaga pendamping 
hanya agar bisa memperoleh BLM. Tidak semua 
anggota kelompok memiliki usaha pengolahan atau 
pemasaran bahkan banyak yang tidak mengerti 
dasar dan tujuan dari pembentukan kelompok. 
Yang tertanam di pemikiran mereka bahwa jika 
tergabung dalam kelompok maka mereka akan 
dengan mudah mendapatkan BLM. Padahal 
esensi dari PUMP P2HP adalah pemberdayaan 
masyarakat agar mereka bisa mengembangkan diri 
dalam kewirausahaan melalui suatu wadah yang 
disebut kelompok. 


Berdasarkan pertimbangan tersebut 
maka keberadaan masyarakat di suatu KUKP 
juga dijadikan variabel untuk mengukur tingkat 
partisipasi masyarakat dalam program PUMP 
P2HP. Hasil analisis menjelaskan bahwa faktor ini 
mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakatnya di 
suatu lokasi. Lokasi yang POKLAHSAR penerima 
BLM nya dibentuk berdasarkan keinginan sendiri 
dan dimengerti oleh masing-masing anggotanya 
maka akan memperlihatkan tingkat partisipasi 
yang tinggi dibandingkan dengan lokasi yang 
POKLAHSARnya merupakan bentukan secara 
instan. 


Tabel 6. Nilai C Hitung Tiap Variabel. 
Table 6. C Hitung Value Each Variable. 


N Variabel / Nilai C / 
2 Variable C Value 
1 Sosialisasi / Sosialization 0,608 
2 Pelatihan / Training 0,363 
3 Workshop / Workshop 0,532 
4 Keberadaan KUKP / 0,546 


Existence 


Sumber : Data primer diolah, 2014/ Source: Primary Data 
Processed, 2014 


Sedangkan untuk melihat  keeratan 
hubungan antara setiap variabel diatas dengan 
tingkat partisipasi dilakukan dengan mencari 
nilai koefisien kontingensi. Dari tabel 3 dapat 
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disimpulkan bahwa meskipun tingkat partisipasi 
POKLAHSAR dipengaruhi oleh variabel sosialisasi, 
pelatihan, workshop dan keberadaan KUKP namun 
keempatnya tidak memiliki pengaruh yang kuat 
terlihat dari angka C hitung tiap variabel < C max. 
Dimana nilai C max adalah 0,707. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 


Partisipasi masyarakat penerima BLM 
berbeda-beda untuk tiap tahapan. Pada tahapan 
awal atau persiapan yang terdiri atas pembentukan 
kelompok, penyusunan AD/ART dan pengesahan 
kelompok terlihat partisipasi masyarakat tergolong 
tidak rendah namun juga tidak tinggi. Tiap lokasi 
melakukan cara yang berbeda pada tahapan 
ini namun sebagian besar kurang melibatkan 
masyarakat. Pada tahapan selanjutnya yaitu 
pelaksanaan yang terdiri atas penyusunan 
RUB, pencairan dana dan pelaksanaan usaha 
terlihat peran serta masyarakat sangat tinggi 
karena memang pada tahapan ini semua proses 
diserahkan pada kelompok dan dinas serta tenaga 
pendamping tidak bisa ikut campur. Tahap terakhir 
yang terdiri atas monitoring evaluasi dan pelaporan 
tingkat partisipasi masyarakat masuk kategori 
sedang. Hal ini karena tidak semua POKLAHSAR 
melakukan pelaporan secara rutin dan baik. 


Faktor eksternal yang mempengaruhi tinggi 
rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam 
menyukseskan program PUMP P2HP. Faktor 
tersebut yaitu sosialisasi, pelatihan, workshop/ 
lokakarya dan keberadaan Kelompok Usaha 
Kelautan dan Perikanan (KUKP). 


Implikasi Kebijakan 


Berdasarkan hasil analisis mengenai tingkat 
partisipasi masyarakat pada program PUMP P2HP 
di Indonesia maka dapat dirumuskan beberapa 
rekomendasi kebijakan, yaitu : 


1. Perlu melibatkan peran serta masyarakat 
dalam setiap tahapan PNPM Mandiri 
Kelautan dan Perikanan (PUMP-P2HP) 
karena program ini merupakan program yang 
sifatnya bottom up dan juga agar tujuan dari 
program bisa mengakomodir kebutuhan dari 
masyarakat. 


2. Perlu dilakukan monitoring, dan evaluasi dari 
tim teknis PUMP P2HP secara kontinyu, agar 
tidak terjadi penyimpangan dalam program 
PUMP, sehingga program tersebut tidak 


hanya sekedar menjadi program formal saja 
tetapi dapat berkelanjutan dan mewujudkan 
masyarakat yang mandiri. 


3. Dukungan dan kerjasama dalam wujud 
sosialisasi dan pendampingan dari segenap 
elemen pemerintah (Pemerintah Daerah, 
Pemerintah Pusat, penyuluh perikanan, 
PPTK), dan masyarakat (tokoh masyarakat, 
POKLAHSAR penerima bantuan dan non 
penerima bantuan) secara bersama-sama 
akan mendukung keberhasilan pelaksanaan 
PUMP-P2HP. 


4. Faktor eksternal yang mempengaruhi 
partisipasi masyarakat juga dipengaruhi 
oleh faktor internal masyarakat seperti sikap 
masyarakat, tingkat pendidikan, pengalaman 
usaha, dan usia pelaku usaha. Faktor ini juga 
perlu dikaji lebih lanjut untuk melengkapi 
faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi 
masyarakat dalam implementasi program 
pemberdayaan masyarakat. 
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